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RANCANGAN  

UNDANG -UNDANG  REPUBLIK INDONESIA  

NOMORé TAHUN... 

TENTANG  

CIPTA KERJA   

 

         DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ,  

 

Menimbang  : a. bahwa untuk mewujudkan tujuan 
pembentukan Pemerintah Negara Indonesia 

dan mewujudkan masyarakat I ndonesia 
yang sejahtera , adil , dan makmur 
berdasarkan  Pancasil a dan Undang -Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945, Negar a perlu melakukan berbagai 

upaya untuk memenuhi hak warga negara 
atas pekerjaan dan penghidupan yang layak  
bagi k emanusiaan  melalui cipta kerja ;  

  b.  bahwa dengan cipta kerja diharapkan 
mampu menyerap  tenaga kerja Indonesia  
yang seluas -luasnya  di  tengah persaingan 

yang semakin kompetitif dan tu ntutan 
globalisasi ekonomi ; 

c. bahwa untuk mendukung cipta kerja 
diperlukan penyesuaian berbagai aspek 
pengaturan yang berkaitan dengan 

kemudahan , perlindungan , dan 
pemberdayaan  koperasi dan  usaha mikro , 
kecil , dan menengah, peningkatan  

ekosistem investasi , dan percepatan proyek 
strategis nasional, termasuk peningkatan 

perlindungan dan kesejahteraan pekerja ; 

  d.  bahwa pengaturan  yang berkaitan dengan  
kemudahan , perlindungan ,  dan 

pemberdayaan  koperasi dan  usaha mikro , 
kecil ,  dan menengah , peningkatan  

ekosistem investasi , dan percepatan proyek 
strategis nasional, termasuk peningkatan 
perlindungan dan kesejahteraan pekerja 

yang tersebar di berbagai Undang -Undang 
sektor saat ini  belum dapat memenuhi 
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kebutuhan hukum untuk percepatan cipta 
kerja sehingga perlu dilakukan perubahan ; 

  e. bahwa upaya perubahan pengaturan yang 
berkaitan kemudaha n, perlindungan, dan 

pemberdayaan koperasi dan  usaha mikro , 
kecil ,  dan menengah , peningkatan 
ekosistem investasi, dan percepatan proyek 

strategis nasional, termasuk peningkatan 
perlindungan dan kesejahteraan pekerja 
dilakukan melalui perubahan Undang -

Unda ng sektor  yang belum mendukung 
terwujudnya sinkronisasi dalam menjamin 

percepatan cipta kerja, sehingga diperlukan 
terobosan hukum  yang dapat 
menyelesaikan berbagai permasalahan 

dalam beberapa Undang -Undang ke dalam 
satu Undang -Undang secara komprehensif;  

  f.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai 
mana dimaksud pada huruf a, huruf b, 
huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu 

membentuk Undang -Undang tentang Cipta  
Kerja;  

Mengingat  :1.  

 

 

 

2.   

 

 

3.  

Pasal 4, Pasal 5 ayat (1) , Pasal 18, Pasal 18A, 

Pasal 18B, Pasal 20, Pasal 22D ayat (2), Pasal 
27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), 

dan  Pasal 33 Undang -Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945;  

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat 

Republik Indonesia Nomor XVI/MPR/1998 
tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka 
Demokrasi Ekonomi;  

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat 
Republik Indonesia Nomor IX/MPR/2001 

tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan 
Sumber  Daya Alam;  

   

Dengan Persetujuan Bersama  

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  

DAN 

PRESIDEN REP UBLIK INDONESIA  

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan  : UNDANG -UNDANG TENTANG CIPTA KERJA . 

 



 

3 

 

BAB I  

KETENTUAN UMUM  

 

Pasal 1   

Dalam Undang -Undang ini yang dimaksud dengan:  

1.  Cipta Kerja adalah upaya penciptaan kerja melalui usaha 
kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi 

dan usaha mikro , kecil ,  dan menengah , peningkatan 
ekosistem investasi dan kemudahan berusaha, dan 
investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek 

strategis nasional . 

2.  Koperasi adalah koperasi sebagaimana dimaksud dalam 

Undang -Undang tentang Perkoperasian.  

3.  Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya 
disingkat UMK -M adalah usaha mikro, usaha kecil, dan 

usaha menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang -
Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.  

4.  Perizinan Berusaha adalah legalitas  yang diberikan 
kepad a Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan 
usaha dan/atau kegiatan nya . 

5.  Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia 
yang memegang kekuasaan pemerintahan negara 
Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan 

menteri sebagaimana dimaksud da lam Undang -Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  

6.  Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan 
pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan 
perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan 

tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas -luasnya 
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik 
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang -Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  

7.  Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom.  

8.  Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan 
usaha  yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada 

bidang tertentu.  

9.  Badan Usaha adalah badan usaha  berbentuk badan 
hukum atau tidak berbent uk badan hukum yang 

didirikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia 
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dan melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang 
tertentu.  

10.  Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat 
RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang 

wilayah ka bupaten/kota yang dilengkapi dengan 
peraturan zonasi kabupaten/kota.  

11.  Persetujuan Bangunan Gedung  adalah perizinan yang 

diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk 
membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, 
dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan 

stan dar teknis Bangunan Gedung .  

12.  Hari adalah hari kerja sesuai dengan yang ditetapkan oleh 

Pemerintah  Pusat.  

 

BAB II  

ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP  

 

Pasal 2   

(1) Undang -Undang ini diselenggarakan berdasarkan a sas: 

a. pemerataan hak;  

b.  kepastian hukum;  

c. kemudahan ber usaha;  

d.  kebersamaan; dan  

e. kemandirian.  

(2) Selain berdasarkan asas sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), penyelenggaraan Cipta Kerja dilaksanakan 
berdasarkan asas lain sesuai dengan bidang hukum yang 
diatur dalam undang -undang yang bersangkutan.  

 

Pasal 3   

Undang -Undang in i dibentuk dengan tujuan untuk:  

a. menciptakan dan meningkatkan lapangan kerja dengan 
memberikan kemudahan, pelindungan, dan 

pemberdayaan terhadap koperasi dan UMK -M serta 
industri dan perdagangan nasional sebagai upaya untuk 
dapat menyerap tenaga kerja Indon esia yang seluas -

luasnya dengan tetap memperhatikan keseimbangan dan 
kemajuan antardaerah dalam kesatuan ekonomi nasional;    
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b.  menjamin setiap warga negara memperoleh pekerjaan, 
serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan 

layak dalam hubungan kerja;   

c. melakukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang 

berkaitan dengan keberpihakan, penguatan, dan 
perlindungan bagi koperasi dan UMK -M serta industri 
nasional; dan  

d.  melakukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang 
berkaitan dengan peningkatan ekosis tem investasi, 
kemudahan dan percepatan proyek strategis nasional 

yang berorientasi pada kepentingan nasional yang 
berlandaskan pada ilmu pengetahuan dan teknologi 

nasional dengan berpedoman pada haluan ideologi 
Pancasila.    

 

Pasal 4   

Dalam rangka mencapai tujuan  sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 3,  ruang lingkup Undang -Undang ini mengatur  
kebijakan strategis Cipta Kerja  yang meliputi : 

a. peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha;  

b.  ketenagakerjaan;  

c. kemudahan, pelindungan, serta  pemberdayaan  koperasi  
dan  UMK -M;  

d.  kemudahan berusaha;  

e. dukungan riset dan inovasi;  

f.  pengadaan tanah;  

g. kawasan ekonomi;  

h.  investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek 

strategis nasional;  

i.  pelaksanaan administrasi pemerintahan; dan  

j.  pengenaan sanksi.  

Pasal 5   

Ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi 

bidang hukum yang diatur dalam undang -undang terkait.  

 

BAB III  

PENINGKATAN EKOSISTEM INVESTASI                                             
DAN KEGIATAN BERUSAHA  
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Bagian Kesatu  

Umum  

 

Pasal 6   

Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusah a 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a 
meliputi:  

a. penerapan Perizinan Berusaha berbasis risiko;  

b.  penyederhanaan persyaratan dasar Perizinan Berusaha;  

c. penyederhanaan Perizinan Berusaha sektor; dan  

d.  penyederhanaan persyaratan investasi.  

 

Bagian K edua  

Penerapan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko  

 

Paragraf 1  

Umum  

 

Pasal 7   

(1) Perizinan Berusaha berbasis risiko sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan berdasarkan  
penetapan  tingkat risiko  dan peringkat skala usaha 
kegiatan usaha.  

(2) Penetapan tingkat ri siko dan peringkat skala usaha 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh 

berdasarkan penilaian tingkat bahaya dan  potensi 
terjadinya bahaya.  

(3) Penilaian tingkat bahaya sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) dilakukan terhadap aspek:  

a. kesehatan;  

b.  keselamatan;  

c. lingkungan; dan/atau  

d.  pemanfaatan dan pengelolaan s umber daya. 

(4) Untuk kegiatan tertentu, penilaian tingkat bahaya  
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mencakup 
aspek lainnya sesuai dengan sifat kegiatan usaha.  

(5) Penilaian tingkat bahaya sebagaimana dimaks ud pada 
ayat (3) dan ayat (4) dilakukan dengan memperhitungkan:  
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a. jenis kegiatan usaha ; 

b.  kriteria kegiatan usaha ; 

c. lokasi kegiatan usaha ;  

d.  keterbatasan sumber daya ; dan/atau  

e. risiko volatilitas.  

(6) Penilaian p otensi terjadinya bahaya sebagaimana 
dimaksud pada ayat  (2) meliputi :  

a. hampir tidak mungkin terjadi;  

b.  kemungkinan kecil terjadi;  

c. kemungkinan terjadi;  atau  

d.  hampir pasti terjad i.  

(7) Berdasarkan penilaian tingkat bahaya sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), serta 
penilaian potensi terjadinya bah aya sebagaimana 
dimaksud pada ayat (6), tingkat risiko dan peringkat skala 

usaha kegiatan usaha ditetapkan menjadi:  

a. kegiatan usaha berisiko rendah;  

b.  kegiatan usaha berisiko menengah;  atau  

c. kegiatan usaha berisiko tinggi.  

 

Paragraf 2  

Perizinan Berusaha Kegiat an Usaha Berisiko Rendah  

 

Pasal 8   

(1) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha berisiko rendah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat ( 7) huruf a 
berupa pemberian nomor induk berusaha yang 
merupakan legalitas pelaksanaan kegiatan berusaha.  

(2) Nomor induk berusaha  sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) merupakan bukti registrasi/pendaftaran P elaku Usaha 
untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas 

bagi  P elaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan 
usahanya.  

 

Paragraf 3  

Perizinan Berusaha Kegiatan Usaha Berisiko Menengah  

 

Pasal 9   
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(1) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha berisiko 
menengah  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat ( 7) 

huruf b meliputi:  

a. kegiatan usaha berisiko menengah rendah; dan  

b.  kegiatan usaha berisiko menengah tinggi.  

(2) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha berisik o 
menengah  rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a berupa  pemberian : 

a. nomor induk berusaha ; dan  

b.  sertifik at  standar . 

(3) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha berisiko 
menengah  tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b berupa  pemberian : 

a. nomor  induk berusaha ; dan  

b.  sertifikat standar . 

(4) Sertifikat standar sebagaimana dimaksud pada ayat ( 2) 
huruf b merupakan  pernyataan Pelaku Usaha  untuk  

memenuhi standar usaha dalam rangka melakukan 
kegiatan usaha.  

(5) Sertifikat standar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

huruf b merupakan sertifikat standar   usaha yang 
diterbitkan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah 
sesuai kewenangannya berdasarkan hasil verifikasi 

pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha oleh 
Pelaku Usaha . 

(6) Dalam hal kegiatan usaha berisiko men engah 
memerlukan standardisasi produk sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf b, Pemerintah 

Pusat menerbitkan sertifikat standar produk berdasarkan 
hasil verifikasi pemenuhan standar yang wajib dipenuhi 
oleh Pelaku Usaha sebelum melak ukan kegiatan 

komersialisasi produk.  

 

Paragraf 4  

Perizinan Berusaha Kegiatan Usaha Berisiko Tinggi  

 

Pasal 10   

(1) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha berisiko tinggi 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat ( 7) huruf c 
berupa pemberian : 

a. nomor induk berusaha ; dan  
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b.  izin.  

(2) Izin  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

merupakan persetujuan Pemerintah Pusat untuk 
pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh 

Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya . 

(3) Dalam hal kegiatan usaha berisiko tinggi memerlukan 
pemenuhan standar  usaha dan standar produk , 

Pemerintah Pusat menerbitkan sertifikat standar usaha 
dan sertifikat standar produk berdasarkan hasil verifikasi 
pemenuhan standar.  

 

Paragraf 5  

Pengawasan  

 

Pasal 11   

Pengawasan terhadap setiap kegiatan usaha  dilakukan  dengan  
pengaturan frekuensi pelaksanaan  berdasarkan tingkat risiko 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (7)  dan 
mempertimbangkan tingkat kepatuhan Pelaku Usaha . 

 

Paragraf 6  

Peraturan Pelaksanaan  

 

Pasal 12   

Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan  Berusaha berbasis 

r isiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, 
dan Pasal 10 , serta  tata cara pengawasan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 11  diatur d alam  Peraturan Pemerintah.  

 

Bagian Ketiga  

Penyederhanaan Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha  

 

Paragraf 1  

Umum  

 

Pasal 13   

Penyederhanaan p ersyaratan dasar  Perizinan Berusaha  
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi:  

a. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang ; 
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b.  persetujuan lingkungan ; dan  

c. Persetujuan Bangunan Gedung dan sertifikat laik fungsi.  

 

Paragraf 2  

Kesesuaian Keg iatan Pemanfaatan Ruang  

 

Pasal 14   

(1) Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang  sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 13  huruf a merupakan kesesuaian 
rencana lokasi kegiatan dan/atau usahanya dengan 

RDTR.  

(2) Pemerintah Daerah wajib menyusun dan menyediakan 

RDTR dalam bent uk digital  dan sesuai standar.  

(3)  Penyediaan RDTR dalam bentuk digital sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2)  dilakukan sesuai dengan standar 

dan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat untuk 
mendapatkan informasi mengenai kesesuaian rencana 

lokasi kegiat an dan/atau usahanya dengan RDTR.  

(4) Pemerintah  Pusat  wajib mengintegrasi kan  RDTR dalam 
bentuk digital sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ke 

dalam sistem Perizinan Berusaha secara elektronik . 

(5) Dalam hal Pelaku Usaha m endapatkan  inform asi rencana 
lokasi  kegiatan usahanya sebagaimana dimaksud pada 

ayat ( 3) telah sesuai dengan RDTR, Pelaku Usaha 
mengajukan permohonan kesesuaian kegiatan 

pemanfaatan ruang untuk kegiatan usahanya melalui 
sistem Perizinan Berusaha secara elektronik  sebagaimana 
dimaksud pada a yat ( 4) dengan mengisi koordinat lokasi 

yang diinginkan untuk memperoleh konfirmasi 
kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang . 

(6) Setelah memperoleh konfirmasi kesesuaian  kegiatan 

pemanfaatan ruang  sebagaimana dimaksud pada ayat ( 5), 
Pelaku Usaha mengajukan  permohonan Perizinan 

Berusaha . 

 

Pasal 15   

(1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum menyusun dan 
menyediakan RDTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

14  ayat (2), Pelaku Usaha mengajukan permohonan 
persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang 
untuk kegiatan usahanya kepad a Pemerintah  Pusat  

melalui sistem Perizinan Berusaha secara elektronik  
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan.  
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(2) Pemerintah  Pusat  memberikan persetujuan  kesesuaian 
kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) sesuai dengan  renc ana tata ruang.  

(3) Rencana  tata ruang sebagaimana dimaksud  pada ayat (2) 

terdiri atas:  

a. rencana tata ruang wilayah nasional;  

b.  rencana tata ruang pulau/kepulauan;  

c. rencana tata ruang kawasan strategis nasional;  

d.  rencana tata ruang wilayah provinsi;  dan/atau  

e. renca na tata ruang wilayah kabupaten/kota.  

 

Pasal 16   

Dalam rangka penyederhanaan persyaratan dasar Perizinan 
Berusaha  serta untuk memberikan kepastian dan kemudahan 
bagi Pelaku Usaha dalam memperoleh kesesuaian kegiatan 

pemanfaatan ruang , Undang -Undang ini mengubah, 
menghapus, dan/atau menetapkan pengaturan baru beberapa 

ketentuan yang diatur dalam : 

a. Undang -Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 68 ,  Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4725) ; 

b.  Undang -Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang 

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau -Pulau Kecil 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 

84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang -
Undang Nomor  1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas 

Undang -Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang 
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau -Pulau Kecil 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5490) ; 

c. Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5603) ; dan  

d.  Undang -Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi 

Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5214 ). 

 

Pasal 17   
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Beberapa ketentuan dalam Undang -Undang Nomor 26 Tahun 
2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 , Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indon esia Nomor 4725)  diubah  sebagai berikut : 

 

1.  Ketentuan Pasal 1 angka 7, angka 8, dan angka 32  diubah 
sehingga  Pasal 1  berbunyi sebagai berikut:  

Pasal 1  

Dalam Undang -Undang ini yang dimaksud dengan:  

1.  Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, 

ruang laut, dan  ruang udara, termasuk ruang di 
dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat 

manusia dan makhluk lain hidup, melakukan 
kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.  

2.  Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola 

ruang.  

3.  Struktur ruang adalah susuna n pusat -pusat 

permukiman dan sistem jaringan prasarana dan 
sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan 
sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarki  

memiliki hubungan fungsional.  

4.  Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang 
dalam suatu wilayah yang  meliputi peruntukan 

ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang 
untuk fungsi budi daya.  

5.  Penataan ruang adalah suatu sistem perencanaan 
tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian 
pemanfaatan ruang.  

6.  Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan 
yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, 
dan pengawasan penataan ruang.  

7.  Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik 
Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan 

negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil 
Presiden dan menteri sebagaimana di maksud dalam 
Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945.  

8.  Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai 

unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang 
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang 
menjadi kewenangan daerah otonom.  

9.  Pengaturan pe nataan ruang adalah upaya 
pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah  
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Pusat , Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam 
penataan ruang.  

10.  Pembinaan penataan ruang adalah upaya untuk 
meningkatkan kinerja penataan ruang yang 

diselenggarakan oleh Pemerintah  Pusat , Pemerintah 
Daerah, dan masyarakat.  

11.  Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya 

pencapaian tujuan penataan ruang melalui 
pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan 
ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.  

12.  Pengawasan penataan ruang adalah upaya agar 
penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -
undangan.  

13.  Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk 

menentukan struktur ruang dan pola ruang yang 
meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata 

ruang.  

14.  Pemanf aatan ruang adalah upaya untuk 
mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai 

dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan 
pelaksanaan program beserta pembiayaannya.  

15.  Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya 

untuk mewujudkan tertib tata ruang.  

16.  Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata 

ruang.  

17.  Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan 
geografis beserta segenap unsur terkait yang batas 

dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek 
administratif dan/atau aspek fungsional.  

18.  Sistem wilayah adalah  struktur ruang dan pola ruang 

yang mempunyai jangkauan pelayanan pada tingkat 
wilayah.  

19.  Sistem internal perkotaan adalah struktur ruang dan 
pola ruang yang mempunyai jangkauan pelayanan 
pada tingkat internal perkotaan.  

20.  Kawasan adalah wilayah yang memilik i fungsi utama 
lindung atau budi daya.  

21.  Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan 
dengan fungsi utama melindungi kelestarian 
lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam 

dan sumber daya buatan.  
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22.  Kawasan budi daya adalah wilayah yang ditetapkan 
denga n fungsi utama untuk dibudidayakan atas 

dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber 
daya manusia, dan sumber daya buatan.  

23.  Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai 
kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan 
sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan 

sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan 
jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan 
ekonomi.  

24.  Kawasan agropolitan adalah kawasan yang terdiri 
atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah 

perdesaan sebagai sistem produksi pert anian dan 
pengelolaan sumber daya alam tertentu yang 
ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan 

hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan 
sistem agrobisnis.  

25.  Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai 
kegiatan utama bukan pertanian dengan  susunan 
fungsi kawasan sebagai tempat permukiman 

perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa 
pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan 
ekonomi.  

26.  Kawasan metropolitan adalah kawasan perkotaan 
yang terdiri atas sebuah kawasan perkotaan yang 

berdir i sendiri atau kawasan perkotaan inti dengan 
kawasan perkotaan di sekitarnya yang saling 
memiliki keterkaitan fungsional yang dihubungkan 

dengan sistem jaringan prasarana wilayah yang 
terintegrasi dengan jumlah penduduk secara 
keseluruhan sekurang -kurangny a 1.000.000 (satu 

juta) jiwa.  

27.  Kawasan megapolitan adalah kawasan yang 

terbentuk dari 2 (dua) atau lebih kawasan 
metropolitan yang memiliki hubungan fungsional dan 
membentuk sebuah sistem.  

28.  Kawasan strategis nasional adalah wilayah yang 
penataan ruangnya d iprioritaskan karena 

mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional 
terhadap kedaulatan negara, pertahanan , dan 
keamanan negara , ekonomi, sosial, budaya, 

dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah 
ditetapkan sebagai warisan dunia . 

29.  Kawasan strategi s provinsi adalah wilayah yang 

penataan ruangnya diprioritaskan karena 
mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup 
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provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau 
lingkungan . 

30.  Kawasan strategis kabupaten/kota adalah wilayah 
yang penataan ruangnya di prioritaskan karena 

mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup 
kabupaten/kota terhadap ekonomi, sosial, budaya, 
dan/atau lingkungan . 

31.  Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur 
dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih 
bersifat terbuka, tempat  tumbuh tanaman, baik yang 

tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja 
ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi 

ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan 
estetika.  

32.  Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah 

kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan 
ruang dengan rencana tata ruang.  

33.  Orang adalah orang perseorangan dan/atau 
korporasi.  

34.  Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan 

urusan pemerintahan dalam bidang penataan ruang.  

 

2.  Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga  berbunyi sebagai 

berikut:  

Pasal 6  

(1) Penataan  ruang  diselenggarakan dengan  
memperhatikan:  

a.  kondisi fisik wilayah Negara Kesatuan Republik 

Indonesia yang rentan terhadap bencana;  

b.   potensi sumber daya alam, sumber daya 
manusia, dan sumber daya buatan , kondisi 

ekonomi, sosial, budaya, poli tik, hukum, 
pertahanan keamanan , dan lingkungan hidup 

serta ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai 
satu kesatuan; dan  

c.  geostrategi, geopolitik, dan geoekonomi.  

(2) Penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang 
wilayah provinsi, dan penataan ruang wilayah 

ka bupaten/kota dilakukan secara berjenjang dan 
komplementer.  

(3) Penataan ruang wilayah secara berjenjang 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan 
dengan cara rencana tata ruang wilayah nasional 
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dijadikan acuan dalam penyusunan rencana tata 
ruang wilayah pro vinsi dan kabupaten/kota, dan 

rencana tata ruang wilayah provinsi menjadi acuan 
bagi penyusunan rencana tata ruang 

kabupaten/kota.  

(4) Penataan ruang wilayah secara k omplementer 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan 

penataan ruang wilayah nasional, pena taan ruang 
wilayah provinsi, dan penataan ruang wilayah 
kabupaten/kota yang disusun saling melengkapi satu 

sama lain  dan  bersinergi sehingga  tidak terjadi 
tumpang tindih pengaturan rencana tata ruang.  

(5) Penataan ruang wilayah nasional meliputi ruang 
wilayah yurisdiksi dan wilayah kedaulatan nasional 
yang mencakup ruang darat, ruang laut, dan ruang 

udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu 
kesatuan.  

(6) Penataan ruang wilayah provinsi dan 
kabupaten/kota meliputi ruang darat, ruang laut, 
dan ruang udara, ter masuk ruang di dalam bumi 

sebagai satu kesatuan.  

(7) Pengelolaan  sumber daya  ruang laut dan ruang 
udara  diatur dengan Undang -Undang tersendiri.  

(8) Dalam hal terjadi ketidaksesuaian antara pola ruang 
rencana tata ruang dan kawasan hutan, izin 

dan/atau hak atas ta nah, penyelesaian 
ketidaksesuaian tersebut diatur dalam Peraturan 
Pemerintah.  

 

3.  Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga  berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 8  

(1) Wewenang Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan 

penataan ruang meliputi:  

a.  pengaturan, pembinaan, dan pengaw asan 
terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah 

nasional, provinsi, dan kabupaten/kota, serta 
terhadap pelaksanaan penataan ruang kawasan 

strategis nasional;  

b.   pemberian bantuan teknis bagi penyusunan 
rencana tata ruang wilayah provinsi, wilayah 

kabupaten/ kota, dan rencana detail tata ruang ;   

c.  pembinaan teknis dalam kegiatan penyusunan 
rencana tata ruang wilayah provinsi, rencana 
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tata ruang wilayah kabupaten/kota, dan 
rencana detail tata ruang ; 

d.   pelaksanaan penataan ruang wilayah nasional;  

e.  pelaksanaan pen ataan ruang kawasan strategis 

nasional; dan  

f.   kerja sama penataan ruang antarnegara  dan 
memfasilitasi kerja sama penataan ruang 

antarprovinsi.  

(2) Wewenang Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan 
penataan ruang nasional meliputi:  

a.  perencanaan tata ruang wilayah na sional;  

b.   pemanfaatan ruang wilayah nasional; dan  

c.  pengendalian pemanfaatan ruang wilayah 
nasional.  

(3) Wewenang Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan 

penataan ruang kawasan strategis nasional meliputi:  

a.  penetapan kawasan strategis nasional;  

b.   perencanaan tata r uang kawasan strategis 
nasional;  

c.  pemanfaatan ruang kawasan strategis nasional; 

dan  

d.   pengendalian pemanfaatan ruang kawasan 
strategis nasional.  

(4) Dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang, 
Pemerintah Pusat berwenang menyusun dan 

menetapkan pedoman bidan g penataan ruang.  

(5) Dalam pelaksanaan wewenang sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat 

(4), Pemerintah Pusat:  

a.  menyebarluaskan informasi yang berkaitan 
dengan:  

1.  rencana umum dan rencana rinci tata ruang 
dalam rangka pelaksanaan pen ataan ruang 

wilayah nasional; dan  

2.  pedoman bidang penataan ruang.  

b.   menetapkan standar pelayanan minimal bidang 

penataan ruang.  

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan 

penyelenggaraan penataan ruang diatur dalam  
Peraturan Pemerintah.   
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4.  Ketentuan Pasal 9 d iubah sehingga  berbunyi sebagai 

berikut:  

Pasal 9  

(1) Penyelenggaraan penataan ruang dilaksanakan oleh 
Pemerintah  Pusat.  

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan tanggung 

jawab penyelenggaraan penataan ruang sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diatur dalam  Peraturan 
Pemerintah.  

 

5.  Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  

Pasal 10  

Wewenang Pemerintah Daerah provinsi  dilaksanakan 

sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria 
yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat  dalam 

penyelenggaraan penat aan ruang meliputi:  

a. pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap 
pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi, dan 

kabupaten/kota;   

b.  pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi;  dan  

c. kerja sama penataan ruang antarprovinsi dan 

fasilitasi  kerja sama penata an ruang 
antarkabupaten/kota.  

 

6.  Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 11  

Wewenang Pemerintah Daerah kabupaten/kota  
dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, prosedur, 

dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat  dalam 
penyelenggaraan penataan ruang meliputi:  

a.  pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap 
pelaksanaan penataan ruang wilayah 
kabupaten/kota ; 

b.  pelaksanaan penataan ruang wilayah 
kabupaten/kota;  dan  

c.  kerja sama penataan ruang antarkabupaten/ kota.  
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7.  Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 14  

(1) Perencanaan tata ruang dilakukan untuk 

menghasilkan:  

a. rencana umum tata ruang; dan  

b.  rencana rinci tata ruang.  

(2) Rencana  umum tata ruang sebagaimana  dimaksud 
pada ayat (1) huruf a secara hier arki terdiri atas:  

a. rencana tata ruang wilayah nasional;  

b.  rencana tata ruang wilayah provinsi; dan  

c. rencana tata ruang wilayah kabupaten dan 

rencana tata ruang wilayah kota.  

(3) Rencana  rinci tata ruang sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf b terdiri atas:  

a.  rencana tata ruang pulau/kepulauan dan rencana 
tata ruang kawasan strategis nasional; dan  

b.  rencana detail tata ruang kabupaten/kota.  

(4) Rencana rinci tata ruang sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf b disusun sebagai perangkat 

operasional rencana umum ta ta ruang.  

(5) Rencana  rinci tata ruang sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) huruf a disusun apabila:  

a. rencana umum tata ruang belum dapat dijadikan 
dasar dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang dan 

pengendalian pemanfaatan ruang; dan/atau  

b.  rencana umum tata ruang ya ng mencakup wilayah 
perencanaan yang luas dan skala peta dalam 

rencana umum tata ruang tersebut memerlukan 
perincian sebelum dioperasionalkan.  

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tingkat ketelitian 

peta rencana umum tata ruang  dan rencana rinci 
tata ruang  sebagaimana dimaksud pada ayat  (1) 

diatur dalam   Peraturan Pemerintah.  

 

8.  Di antara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu ) pasal   

yakni  Pasal 14A yang berbunyi sebagai berikut:  

Pasal 14A  
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(1) Pelaksanaan penyusunan rencana tata ruang 
sebagaimana dimaksud dalam Pa sal 14 dilakukan 

dengan memperhatikan:  

a. daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup 

dan kajian lingkungan hidup strategis;  dan  

b.  kedetailan informasi tata ruang yang akan 
disajikan serta kesesuaian ketelitian peta rencana 

tata ruang.  

(2) Penyusunan kajian lingk ungan hidup strategis 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

dilakukan dalam penyusunan rencana tata ruang.  

(3) Pemenuhan kesesuaian ketelitian peta rencana tata 

ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
dilakukan melalui penyusunan peta rencana tat a 
ruang di atas Peta Dasar.  

(4) Dalam hal Peta Dasar sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) belum tersedia, penyusunan rencana tata 

ruang dilakukan dengan menggunakan Peta Dasar 
lainnya.  

  

9.  Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 17  

(1) Muata n rencana tata ruang mencakup : 

a. rencana struktur ruang ; dan  

b.  rencana pola ruang.  

(2) Rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1)  huruf a  meliputi rencana sistem pusat 

permukiman dan rencana sistem jaringan prasarana.  

(3) Rencana pola ruang sebagaimana  dimaksud pada 
ayat (1)  huruf b  meliputi peruntukan kawasan 

lindung dan kawasan budi daya.  

(4) Peruntukan kawasan lindung dan kawasan budi daya 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi 
peruntukan ruang untuk kegiatan pelestarian 
lingkungan, sosial, budaya, ekonomi, pertahanan, 

dan keamanan.  

(5) Dalam rangka pelestarian lingkungan  sebagaimana 

dimaksud pada ayat (4),  pada  rencana tata ruang 
wilayah ditetapkan luas kawasan hutan dan 
penutupan hutan untuk setiap pulau, daerah aliran 

sungai , provinsi, kabupaten/kota,  berdasarkan 



 

21  

 

kondisi biogeofisik, iklim, penduduk, dan keadaan 
sosial ekonomi masyarakat setempat.  

(6) Penyusunan rencana tata ruang harus 
memperhatikan keterkaitan antarwilayah, 

antarfungsi kawasan, dan antarkegiatan kawasan.  

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara 
penyusunan rencana tata ruang yang berkaitan 

dengan fungsi pertahanan dan keamanan sebagai 
subsistem rencana tata ruang wilayah diatur dalam  
Peraturan Pemerintah.  

 

10.  Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  

Pasal 18  

(1) Penetapan re ncana tata ruang  wilayah provinsi atau 

kabupaten/kota dan rencana detail tata ruang 
terlebih  dahulu harus mendapat persetujuan 

substansi dari Pemerintah  Pusat . 

(2) Sebelum diajukan persetujuan substansi kepada 
Pemerintah  Pusat , rencana detail tata ruang  

kabupa ten/kota yang dituangkan dalam rancangan 
Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota terlebih 
dahulu dilakukan konsultasi publik termasuk 

dengan D ewan Perwakilan Rakyat Daerah . 

(3) Bupati/ Wali  Kota wajib menetapkan rancangan 

peraturan kepala daerah kabupaten/kota t entang 
rencana detail tata ruang  paling lama 1 (satu) bulan 
setelah mendapat persetujuan substansi dari 

Pemerintah Pusat.  

(4) Dalam hal bupati/ wali  kota tidak menetapkan 
rencana detail tata ruang  setelah jangka waktu 

sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3), rencana 
detail tata ruang  ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.  

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai muatan, pedoman, 
dan tata  cara penyusunan rencana tata ruang 
wilayah provinsi atau kabupaten/kota dan  rencana 

detail tata ruang  sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dia tur dalam  Peraturan Pemerintah.   

 

11.  Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga  berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 20  

(1) Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional memuat:  
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a. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang 
wilayah nasional;  

b.  rencana struktur ruang wilayah nasional y ang 
meliputi sistem perkotaan nasional yang terkait 

dengan kawasan perdesaan dalam wilayah 
pelayanannya dan sistem jaringan prasarana 
utama;  

c. rencana pola ruang wilayah nasional yang meliputi 
kawasan lindung nasional dan kawasan budi daya 
yang memiliki nil ai strategis nasional;  

d.  penetapan kawasan strategis nasional;  

e. arahan pemanfaatan ruang yang berisi indikasi 

program utama jangka menengah lima tahunan; 
dan  

f.  arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah 

nasional yang berisi indikasi arahan zonasi sistem 
nasional, arahan Kesesuaian Kegiatan 

Pemanfaatan Ruang , arahan insentif dan 
disinsentif, serta arahan sanksi.  

(2) Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional menjadi 

pedoman untuk:  

a. penyusunan rencana pembangunan jangka 
panjang nasional;  

b.  penyusunan rencana pembangunan  jangka 
menengah nasional;  

c. pemanfaatan ruang dan pengendalian 
pemanfaatan ruang di wilayah nasional;  

d.  pewujudan keterpaduan, keterkaitan, dan 

keseimbangan perkembangan antarwilayah 
provinsi, serta keserasian antarsektor;  

e. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi;  

f.  penataan ruang kawasan strategis nasional; dan  

g. penataan ruang wilayah provinsi dan 

kabupaten/kota.  

(3) Jangka waktu Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional 
adalah 20 (dua puluh) tahun.  

(4) Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional ditinjau 
kembali 1 (sa tu) kali dalam setiap periode 5 (lima) 

tahunan.  

(5) Peninjauan kembali rencana tata ruang dapat 
dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam  periode  5 



 

23  

 

(lima) tahun apabila terjadi perubahan lingkungan 
strategis berupa:  

a. bencana alam skala besar yang ditetapkan deng an 
peraturan perundang -undangan;  

b.  perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan 
dengan Undang -Undang;  

c. perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan 

dengan Undang -Undang; dan  

d.  perubahan kebijakan nasional yang bersifat 
strategis.  

(6) Rencana Tata Ruang Wilay ah Nasional di tetapkan  
dengan Peraturan Pemerintah.  

 

12.  Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 22  

(1) Penyusunan rencana tata ruang wilayah provinsi 

mengacu pada:  

a. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional  ; 

b. pedoman bidang penataan ruang; da n 

c. rencana pembangunan jangka panjang daerah.  

(2) Penyusunan rencana tata ruang wilayah pr ovinsi 

harus memperhatikan:  

a. perkembangan permasalahan nasional dan hasil 
pengkajian implikasi penataan ruang provinsi;  

b.  upaya pemerataan pembangunan dan 
pertumbuhan ekonomi  provinsi;  

c. keselarasan aspirasi pembangunan provinsi dan  
pembangunan kabupaten/kota;  

d.  daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;  

e. rencana pembangunan jangka panjang daerah;  

f.  rencana tata ruang wilayah provinsi yang 
berbatasan; dan  

g. rencana tata ruang wila yah kabupaten/kota.  

 

13.  Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga  berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 23  

(1) Rencana tata ruang wilayah provinsi memuat:  
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a. tujuan , kebijakan, dan strategi penataan ruang 
wilayah provinsi;  

b.  rencana struktur ruang wilayah provinsi yang 
meliputi si stem perkotaan dalam wilayahnya yang 

berkaitan dengan kawasan perdesaan dalam 
wilayah pelayanannya dan sistem jaringan 
prasarana wilayah provinsi;  

c. rencana pola ruang wilayah provinsi yang meliputi 
kawasan lindung dan kawasan budi daya yang 
memiliki nilai s trategis provinsi;  

d.  arahan pemanfaatan ruang wilayah provinsi yang 
berisi indikasi program utama jangka menengah 

lima tahunan; dan  

e. arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah 
provinsi yang berisi indikasi arahan zonasi sistem 

provinsi, arahan Kesesuaian K egiatan Pemanfaatan  
Ruang , arahan insentif dan disinsentif, serta 

arahan sanksi.  

(2) Rencana tata ruang wilayah provinsi menjadi 
pedoman untuk:  

a. penyusunan rencana pembangunan jangka 
panjang daerah;  

b.  penyusunan rencana pembangunan jangka 

menengah daerah;  

c. pemanfa atan ruang dan pengendalian 

pemanfaatan ruang dalam wilayah provinsi;  

d.  pewujudan keterpaduan, keterkaitan, dan 
keseimbangan perkembangan antarwilayah 

kabupaten/kota, serta keserasian antarsektor;  

e. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; 
dan  

f.  penata an  ruang wilayah kabupaten/kota.  

(3) Jangka waktu rencana tata ruang wilayah provinsi 

adalah 20 (dua puluh) tahun.   

(4) Rencana tata ruang wilayah provinsi  ditinjau kembali 
1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.  

(5) Peninjauan  kembali rencana tata ruang wilayah  
provinsi  dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali 

dalam  periode  5 (lima) tahun apabila terjadi 
perubahan lingkungan strategis berupa:  

a. bencana alam yang ditetapkan dengan peraturan 

perundang -undangan;  
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b.  perubahan batas teritorial negara yang ditetapka n 
dengan Undang -Undang;  

c. perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan 
dengan Undang -Undang; dan  

d.  perubahan kebijakan nasional yang bersifat 
strategis . 

(6) Rencana tata ruang wilayah  provinsi  ditetapkan 

dengan Peraturan Daerah Provinsi.  

(7) Peraturan  Daerah Provin si sebagaimana dimaksud 
pada ayat (6) wajib ditetapkan paling lama 2 (dua) 

bulan terhitung sejak mendapat persetujuan 
substansi dari Pemerintah Pusat.  

(8) Dalam  hal Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (7) belum ditetapkan, Gubernur 
menetap kan rencana tata ruang wilayah  provinsi  

paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak mendapat 
persetujuan substansi dari Pemerintah Pusat.  

(9) Dalam  hal rencana tata ruang wilayah  provinsi  
sebagaimana dimaksud pada ayat (8) belum 
ditetapkan oleh Gubernur, rencan a tata ruang 

wilayah  provinsi  ditetapkan oleh Pemerintah Pusat 
paling lama 4 (empat) bulan terhitung sejak 
mendapat persetujuan substansi dari Pemerintah 

Pusat.  

 

14.  Pasal 24  dihapus.  

 

15.  Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  

Pasal 25  

(1) Penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten 

mengacu pada:  

a. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan 
rencana tata ruang wilayah provinsi;  

b. pedoman dan petunjuk pelaksanaan bidang 
penataan ruang; dan  

c. rencana pembangunan jangka panjang daerah.  

(2) Penyusunan rencana  tata ruang wilayah kabupaten 

harus memperhatikan:  

a. perkembangan permasalahan provinsi dan hasil 
pengkajian implikasi penataan ruang kabupaten;  
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b. upaya pemerataan pembangunan dan 
pertumbuhan ekonomi kabupaten;  

c. keselarasan aspirasi pembangunan kabupaten;  

d. daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;  

e. rencana pembangunan jangka panjang daerah; 
dan  

f. rencana tata ruang wilayah kabupaten yang 
berbatasan.  

 

16.  Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga  berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 26  

(1) Rencana tata ruang wilayah  kabupaten  memua t:  

a. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang 
wilayah kabupaten;  

b. rencana struktur ruang wilayah kabupaten yang 
meliputi sistem perkotaan di wilayahnya yang 

terkait dengan kawasan perdesaan dan sistem 
jaringan prasarana wilayah kabupaten;  

c. rencana pola  ruang wilayah kabupaten yang 

meliputi kawasan lindung kabupaten dan kawasan 
budi daya kabupaten;  

d. arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten 
yang berisi indikasi program utama jangka 

menengah lima tahunan; dan  

e. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang 
wilay ah kabupaten yang berisi ketentuan umum 

zonasi, ketentuan Kesesuaian Kegiatan 
Pemanfaatan  Ruang , ketentuan insentif dan 
disinsentif, serta arahan sanksi.  

(2) Rencana tata ruang wilayah  kabupaten  menjadi 
pedoman untuk:  

a. penyusunan rencana pembangunan jangka 
pan jang daerah;  

b. penyusunan rencana pembangunan jangka 
menengah daerah;  

c. pemanfaatan ruang dan pengendalian 
pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten;  

d. pewujudan keterpaduan, keterkaitan, dan 
keseimbangan antarsektor; dan  

e. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk inv estasi.  
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(3) Rencana tata ruang wilayah  kabupaten  menjadi 
dasar untuk Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan 

Ruang  dan administrasi pertanahan.  

(4) Jangka waktu rencana tata ruang wilayah kabupaten 

adalah 20 (dua puluh) tahun.  

(5) Rencana tata ruang wilayah  kabupaten  ditinja u 
kembali 1 (satu) kali pada setiap periode 5 (lima) 

tahunan.  

(6) Peninjauan kembali Rencana tata ruang wilayah  
kabupaten  dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali 

dalam  periode  5 (lima) tahun apabila terjadi 
perubahan lingkungan strategis berupa:  

a. bencana alam yang ditetapkan dengan peraturan 
perundang -undangan;  

b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan 
dengan Undang -Undang;  

c. perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan 
dengan Undang -Undang; dan  

d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat 
strategis.  

(7) Rencana tata ruang wilayah  kabupaten  ditetapkan 
dengan Peraturan Daerah Kabupaten.  

(8) Peraturan Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud 

pada ayat (6) wajib ditetapkan paling lama 2 (dua) 
bulan setelah mendapat persetujuan substansi dari 

Pemerintah Pusat.  

(9) Dalam hal Peraturan Daerah Kabupaten 
sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum 

ditetapkan, Bupati  menetapkan rencana tata ruang 
wilayah  kabupaten  paling lama 3 (tiga) bulan setelah 
mendapat persetujuan substansi dari Pemerintah 

Pusat.  

(10) Dalam hal rencana tata ruang wil ayah  kabupaten  

sebagaimana dimaksud pada ayat ( 9) belum 
ditetapkan oleh Bupati , rencana tata ruang wilayah  
kabupaten  ditetapkan oleh Pemerintah Pusat paling 

lama 4 (empat) bulan setelah mendapat persetujuan 
substansi dari Pemerintah Pusat.  

 

17.  Pasal 27 dihapu s.  

 

18.  Di  antara  Pasal 34 dan  Pasal 35  ditambah 1 (satu ) pasal , 
yakni Pasal 34A yang berbunyi sebagai berikut:  
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Pasal 34A  

(1) Dalam hal terdapat perubahan kebijakan nasional 

yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 2 0 ayat (5) huruf d, Pasal 23 ay at (5) huruf d, 

dan Pasal 26 ayat (6) huruf d belum dimuat dalam 
rencana tata ruang dan/atau rencana zonasi, 
pemanfaatan ruang tetap dapat dilaksanakan.  

(2) Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang  
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
dilakukan setelah menda pat rekomendasi kesesuaian 

kegiatan  pemanfaatan ruang dari Pemerintah Pusat.  

 

19.  Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 35  

Pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui : 

a. ketentuan  Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ; 

b.  pemberi an insentif dan disinsentif ; dan  

c. pengenaan sanksi.  

 

20.  Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 37  

(1) Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan 
Ruang  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 

diterbitkan oleh Pemerintah Pusat.  

(2) Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan 
Ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang 

wilayah dibatalkan oleh Pemerintah Pusat.  

(3) Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan 
Ruang  yang dikeluarkan dan/atau diperoleh dengan 

tidak melalui prosedur yang benar, bata l demi 
hukum.  

(4) Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan 
Ruang  yang diperoleh melalui prosedur yang benar 
tetapi kemudian terbukti tidak sesuai dengan 

rencana tata ruang wilayah, dibatalkan oleh 
Pemerintah Pusat.  

(5) Terhadap kerugian yang ditimbulkan akiba t 
pembatalan persetujuan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) dan ayat (4), dapat dimintakan ganti 
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kerugian yang layak kepada instansi pemberi 
persetujuan .  

(6) Kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai lagi 
akibat adanya perubahan rencana tata ruang wilayah 

dapat dibatalkan oleh Pemerintah Pusat dengan 
memberikan ganti kerugian yang layak.  

(7) Setiap pejabat pemerintah yang berwenang dilarang 

menerbitkan p ersetujuan Kesesuaian Kegiatan 
Pemanfaatan Ruang  yang tidak sesuai dengan 
rencana tata ruang.  

(8) Ketentuan leb ih lanjut mengenai prosedur perolehan 
persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan 

Ruang  dan tata cara pemberian ganti kerugian yang 
layak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat 
(6) diatur dalam  Peraturan Pemerintah.  

 

21.  Ketentuan Pasal 48  di ubah sehingg a berbunyi sebagai 

berikut:  

Pasal 48  

(1) Penataan ruang kawasan perdesaan diarahkan untuk:  

a. pemberdayaan masyarakat perdesaan;  

b.  pertahanan kualitas lingkungan setempat dan 
wilayah yang didukungnya;  

c. konservasi sumber daya alam;  

d.  pelestarian warisan budaya lokal;  

e. pertahanan kawasan lahan abadi pertanian 
pangan untuk ketahanan pangan; dan  

f.  penjagaan keseimbangan pembangunan 

perdesaan -perkotaan.  

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelindungan 
terhadap kawasan lahan abadi pertanian pangan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  huruf e diatur 
dalam  Undang -Undang.  

(3) Penataan ruang kawasan perdesaan diselenggarakan 
pada:  

a. kawasan perdesaan yang merupakan bagian 

wilayah kabupaten; atau  

b.  kawasan yang secara fungsional berciri perdesaan 

yang mencakup 2 (dua) atau lebih wilayah 
kabupat en pada satu atau lebih wilayah provinsi.  
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(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penataan ruang 
kawasan perdesaan diatur dalam  Peraturan 

Pemerintah.  

 

22.  Pasal 49 dihapus.  

 

23.  Pasal 50 dihapus.  

 

24.  Pasal 51 dihapus.  

 

25.  Pasal 52  dihapus.  

 

26.  Pasal 53 dihapus.  

 

27.  Pasal 54 dihapus.  

 

28.  Ketentuan Pasal 60 diubah sehingga  berbunyi sebagai 

berikut:  

Pasal 60  

Dalam penataan ruang, setiap orang berhak untuk:  

a.  mengetahui rencana tata ruang;  

b.  menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat 
penataan ruang;  

c.  memperoleh penggantian ya ng layak atas kerugian 
yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan 

pembangunan yang sesuai dengan rencana tata 
ruang;  

d.  mengajukan tuntuan kepada pejabat berwenang 

terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan 
rencana tata ruang di wilayahnya;  

e.  mengajuka n tuntutan pembatalan persetujuan 

kegiatan penataan ruang dan/atau penghentian 
pembangunan  yang tidak sesuai dengan rencana tata 

ruang kepada pejabat berwenang; dan  

f.  mengajukan gugatan ganti kerugian kepada 
Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan/atau 

kepada pelaksana kegiatan pemanfaatan ruang  
apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai 

dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian . 



 

31  

 

29.  Ketentuan Pasal 61 diubah sehingga  berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 61  

Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib:  

a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;  

b.  memanfaatkan ruang sesuai dengan rencana tata 
ruang ; 

c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam 
persyaratan  Kesesuaian Kegiatan  Pemanfaatan 
Ruang; dan  

d.  memberikan akses terhadap kawasan yang oleh 
ketentuan perat uran perundang -undangan 

dinyatakan sebagai milik umum.  

 

30.  Ketentuan Pasal 62 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  

Pasal 62  

Setiap orang yang tidak menaati rencana tata ruang yang 
telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi 
ruang  sebagaimana dim aksud dalam Pasal 61  dikenai 

sanksi administratif.  

 

31.  Ketentuan Pasal 65 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  

Pasal 65  

(1) Penyelenggaraan penataan ruang dilakukan oleh 
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan 
melibatkan peran masyarakat.  

(2) Peran masyara kat dalam penataan ruang 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan, 
antara lain, melalui:  

a. partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang;  

b.  partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan  

c. partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan 
ruang.  

(3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 

(2) terdiri atas orang perseorangan  dan pelaku usaha.  

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan 

bentuk peran masyarakat dalam penataan ruang 
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sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam 
Peraturan Pemerintah.  

 

32.  Ketentuan Pas al 69 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  

Pasal 69  

(1) Setiap orang yang dalam melakukan usaha dan/atau 

kegiatannya memanfaatkan ruang yang telah 
ditetapkan tanpa memiliki persetujuan kesesuaian 
pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 61 huruf  a yang mengakibatkan perubahan 
fungsi ruang  dipidana dengan pidana penjara paling 

lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak 
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).  

(2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) mengakibatkan kerugian terhadap ha rta benda 
atau kerusakan barang, pelaku dipidana dengan 

pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan 
denda paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar 
lima ratus juta rupiah).  

(3) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) mengakibatkan kematian orang, pelaku dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) 

tahun dan denda paling banyak Rp8.000.000.000,00 
(delapan miliar rupiah).  

 

33. Ketentuan Pasal 70 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 70  

(1) Setiap orang yang memanfaatkan rua ng tidak sesuai 
dengan rencana  tata r uang dari pejabat yang 

berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 
huruf b yang mengakibatkan perubahan fungsi 

ruang dipidana dengan pidana penjara paling lama 
3 (tiga) tahun dan denda paling banyak 
Rp1 .000.000.000,00 (satu miliar rupiah).  

(2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) mengakibatkan kerugian terhadap harta 

benda atau kerusakan barang, pelaku dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun 
dan denda paling banyak Rp2.500 .000.000,00 (dua 

miliar lima ratus juta rupiah).  

(3) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) mengakibatkan kematian orang, pelaku 
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dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 
(lima belas) tahun atau denda paling banyak 

Rp8.000.000.000,00 (delapa n miliar rupiah).  

 

34.  Ketentuan Pasal 71 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 71  

Setiap orang yang tidak mematuhi ketentuan yang 
ditetapkan dalam persyaratan Kesesuaian Kegiatan  
Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

61 huruf c yang men gakibatkan perubahan fungsi ruang 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 

dan denda paling banyak Rp1 .000.000.000,00 (satu miliar 
rupiah).  

 

35.  Pasal 7 2 dihapus.  

 

36.  Ketentuan Pasal 7 4 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 74  

(1) Dalam hal  tindak pidana sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 69, Pasal 70,  atau  Pasal 71  dilakukan 
oleh suatu korporasi, selain pidana penjara dan 

denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat 
dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda 

dengan pemberatan 1/3 (sep ertiga) kali dari pidana 
denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, Pasal 
70, atau  Pasal 71.  

(2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan 
berupa:  

a. pencabutan Perizinan Berusaha; dan/atau  

b. pencabutan status badan hukum.  

 

37.  Ketentuan Pasal 75 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

 

Pasal 75  

(1) Setiap orang yang menderita kerugian akibat tindak  
pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, Pasal 
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70,  atau  Pasal 71 dapat menuntut ganti kerugian 
secara perdata kepada pelaku tindak pidana.  

(2) Tuntutan ganti kerugian secara perdata sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan  

ketentuan  hukum acara perdata . 

 

Pasal 18   

Beberapa ketentuan dalam Undang -Undang Nomor 27 Tahun 
2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisi r dan Pulau -Pulau 
Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 

84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang -Undang 

Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang -Undang 
Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan 
Pulau -Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5490) diubah  sebagai berikut : 

 

1.  Ketentuan Pasal 1 angka 14 , angka 40, dan angka 41  
diubah, di antara angka 14 da n angka 15 disisipkan satu 

angka yakni angka 14A, serta angka 17, angka 18, dan 
angka 18A dihapus sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 1  

Dalam Undang -Undang ini yang dimaksud dengan:  

1.  Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau -Pulau Kecil 
adalah suat u pengoordinasian perencanaan, 
pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumber 

daya pesisir dan pulau -pulau kecil yang dilakukan 
oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah, 
antarsektor, antara ekosistem darat dan laut, serta 

antara ilmu pengetahuan dan manajem en untuk 
meningkatkan kesejahteraan rakyat.  

2.  Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara 
Ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh 
perubahan di darat dan laut.  

3.  Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau 
sama dengan 2.000 km2 (dua ribu k ilo meter persegi) 

beserta kesatuan Ekosistemnya.  

4.  Sumber Daya Pesisir dan Pulau -Pulau Kecil adalah 
sumber daya hayati, sumber daya nonhayati; sumber 

daya buatan, dan jasa -jasa lingkungan; sumber daya 
hayati meliputi ikan, terumbu karang, padang lamun, 
man grove dan biota laut lain; sumber daya nonhayati 
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meliputi pasir, air laut, mineral dasar laut; sumber 
daya buatan meliputi infrastruktur laut yang terkait 

dengan kelautan dan perikanan, dan jasa -jasa 
lingkungan berupa keindahan alam, permukaan 

dasar laut t empat instalasi bawah air yang terkait 
dengan kelautan dan perikanan serta energi 
gelombang laut yang terdapat di Wilayah Pesisir.  

5.  Ekosistem adalah kesatuan komunitas tumbuh -
tumbuhan, hewan, organisme dan non organisme 
lain serta proses yang menghubungkan nya dalam 

membentuk keseimbangan, stabilitas, dan 
produktivitas.  

6.  Bioekoregion adalah bentang alam yang berada di 
dalam satu hamparan kesatuan ekologis yang 
ditetapkan oleh batas -batas alam, seperti daerah 

aliran sungai, teluk, dan arus.  

7.  Perairan Pesisir adalah laut yang berbatasan dengan 

daratan meliputi perairan sejauh 12 (dua belas) mil 
laut diukur dari garis pantai, perairan yang 
menghubungkan pantai dan pulau -pulau, estuari, 

teluk, perairan dangkal, rawa payau, dan laguna.  

8.  Kawasan adalah bagian Wilay ah Pesisir dan 
Pulau¬Pulau Kecil yang memiliki fungsi tertentu yang 

ditetapkan berdasarkan kriteria karakteristik fisik, 
biologi, sosial, dan ekonomi untuk dipertahankan 

keberadaannya.  

9.  Kawasan Pemanfaatan Umum adalah bagian dari 
Wilayah Pesisir yang ditet apkan peruntukkannya 

bagi berbagai sektor kegiatan.  

10.  Kawasan Strategis Nasional Tertentu adalah Kawasan 
yang terkait dengan kedaulatan negara, pengendalian 

lingkungan hidup, dan/atau situs warisan dunia, 
yang pengembangannya diprioritaskan bagi 

kepentingan  nasional.  

11.  Zona adalah ruang yang penggunaannya disepakati 
bersama antara berbagai pemangku kepentingan dan 

telah ditetapkan status hukumnya.  

12.  Zonasi adalah suatu bentuk rekayasa teknik 

pemanfaatan ruang melalui penetapan batas -batas 
fungsional sesuai den gan potensi sumber daya dan 
daya dukung serta proses -proses ekologis yang 

berlangsung sebagai satu kesatuan dalam Ekosistem 
pesisir.  

13.  Rencana Strategis adalah rencana yang memuat arah 

kebijakan lintas sektor untuk Kawasan perencanaan 



 

36  

 

pembangunan melalui pen etapan tujuan, sasaran 
dan strategi yang luas, serta target pelaksanaan 

dengan indikator yang tepat untuk memantau 
rencana tingkat nasional.  

14.  Rencana Zonasi yang selanjutnya disingkat RZ  
adalah rencana yang menentukan arah penggunaan 
sumber daya setiap satu an perencanaan disertai 

dengan penetapan struktur dan pola ruang pada 
Kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang 
boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta 

kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah 
memperoleh Perizinan Berusaha terkait pemanfaata n 

di l aut.  

14A. Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu 
yang selanjutnya disingkat RZ KSNT adalah rencana 

yang disusun untuk menentukan arahan 
pemanfaatan ruang di kawasan strategis nasional 

tertentu.  

15.  Rencana Pengelolaan adalah rencana yang memu at 
susunan kerangka kebijakan, prosedur, dan 

tanggung jawab dalam rangka pengoordinasian 
pengambilan keputusan di antara berbagai 
lembaga/instansi pemerintah mengenai kesepakatan 

penggunaan sumber daya atau kegiatan 
pembangunan di zona yang ditetapkan.  

16.  Rencana Aksi Pengelolaan adalah tindak lanjut 
rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau -Pulau 
Kecil yang memuat tujuan, sasaran, anggaran, dan 

jadwal untuk satu atau beberapa tahun ke depan 
secara terkoordinasi untuk melaksanakan berbagai 
kegiatan yang d iperlukan oleh instansi Pemerintah, 

Pemerintah Daerah, dan pemangku kepentingan 
lainnya guna mencapai hasil pengelolaan sumber 

daya pesisir dan pulau -pulau kecil di setiap Kawasan 
perencanaan.  

17.  Dihapus.  

18.  Dihapus.  

18A.  Dihapus.  

19.  Konservasi Wilayah Pesisir dan Pulau -Pulau Kecil 
adalah upaya pelindungan, pelestarian, dan 
pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau -Pulau Kecil 

serta ekosistemnya untuk menjamin keberadaan, 
ketersediaan, dan kesinambungan Sumber Daya 
Pesisir dan Pulau -Pulau Kecil dengan tetap 

memelihara d an meningkatkan kualitas nilai dan 
keanekaragamannya.  
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20.  Kawasan Kon servasi di Wilayah Pesisir dan Pulau -
Pulau Kecil adalah kawasan pesisir dan pulau -pulau 

kecil dengan ciri khas tertentu yang dilindungi untuk 
mewujudkan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau -

Pulau Kecil secara berkelanjutan.  

21.  Sempadan Pantai adalah daratan sepanjang tepian 
yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan 

kondisi fisik pantai, minimal 100 (seratus) meter dari 
titik pasang tertinggi ke arah darat.  

22.  Rehabilitasi Sumber Daya Pesisir d an Pulau -Pulau 

Kecil adalah proses pemulihan dan perbaikan kondisi 
Ekosistem atau populasi yang telah rusak walaupun 

hasilnya berbeda dari kondisi semula.  

23.  Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh 
Setiap Orang dalam rangka meningkatkan manfaat 

sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan 
dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, 

pengeringan lahan atau drainase.  

24.  Daya Dukung Wilayah Pesisir dan Pulau -Pulau Kecil 
adalah kemampuan Wilayah Pesisir dan Pulau -Pulau 

Kecil untuk mendukung perikehidupan ma nusia dan 
makhluk hidup lain.  

25.  Mitigasi Bencana adalah upaya untuk mengurangi 

risiko bencana, baik secara struktur atau fisik 
melalui pembangunan fisik alami dan/atau buatan 

maupun nonstruktur atau nonfisik melalui 
peningkatan kemampuan menghadapi ancaman 
bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau -Pulau Kecil.  

26.  Bencana Pesisir adalah kejadian karena peristiwa 
alam atau karena perbuatan Setiap Orang yang 
menimbulkan perubahan sifat fisik dan/atau hayati 

Pesisir dan mengakibatkan korban jiwa, harta, 
dan/atau kerusa kan di Wilayah Pesisir dan Pulau -

Pulau Kecil.  

27.  Dampak Besar adalah terjadinya perubahan negatif 
fungsi lingkungan dalam skala yang luas dan 

intensitas lama yang diakibatkan oleh suatu usaha 
dan/atau kegiatan di Wilayah Pesisir dan Pulau -

Pulau Kecil.  

27A.  Dam pak Penting dan Cakupan yang Luas serta 
Bernilai Strategis adalah perubahan yang 

berpengaruh terhadap kondisi biofisik seperti 
perubahan iklim, ekosistem, dan dampak sosial 
ekonomi masyarakat bagi kehidupan generasi 

sekarang dan generasi yang akan datang.  
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28.  Pencemaran Pesisir adalah masuknya atau 
dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, 

dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan Pesisir 
akibat adanya kegiatan Setiap Orang sehingga 

kualitas Pesisir turun sampai ke tingkat tertentu 
yang menyebabkan lingkungan Pesisir tidak dapat 
berfungsi sesuai dengan peruntukannya.  

29.  Akreditasi adalah prosedur pengakuan suatu 
kegiatan yang secara konsisten telah memenuhi 
standar baku sistem Pengelolaan Wilayah Pesisir dan 

Pulau -Pulau Kecil yang meliputi penilaian, 
penghargaan,  dan insentif terhadap program 

pengelolaan yang dilakukan oleh Masyarakat secara 
sukarela.  

30.  Pemangku Kepentingan Utama adalah para pengguna 

Sumber Daya Pesisir dan Pulau -Pulau Kecil yang 
mempunyai kepentingan langsung dalam 

mengoptimalkan pemanfaatan Sumbe r Daya Pesisir 
dan Pulau -Pulau Kecil, seperti nelayan tradisional, 
nelayan modern, pembudi daya ikan, pengusaha 

pariwisata, pengusaha perikanan, dan Masyarakat.  

31.  Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya pemberian 
fasilitas, dorongan, atau bantuan kepada Masyar akat 

dan nelayan tradisional agar mampu menentukan 
pilihan yang terbaik dalam memanfaatkan Sumber 

Daya Pesisir dan Pulau -Pulau Kecil secara lestari.  

32.  Masyarakat adalah masyarakat yang terdiri atas 
Masyarakat Hukum Adat, Masyarakat Lokal, dan 

Masyarakat Tra disional yang bermukim di wilayah 
pesisir dan pulau -pulau kecil.  

33.  Masyarakat Hukum Adat adalah sekelompok orang 

yang secara turun -temurun bermukim di wilayah 
geografis tertentu di Negara Kesatuan Republik 

Indonesia karena adanya ikatan pada asal usul 
leluh ur, hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah, 
sumber daya alam, memiliki pranata pemerintahan 

adat, dan tatanan hukum adat di wilayah adatnya 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -

undangan.  

34.  Masyarakat Lokal adalah kelompok Masyarakat yang 
menjalanka n tata kehidupan sehari -hari berdasarkan 

kebiasaan yang sudah diterima sebagai nilai -nilai 
yang berlaku umum, tetapi tidak sepenuhnya 
bergantung pada Sumber Daya Pesisir dan Pulau -

Pulau Kecil tertentu.  
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35.  Masyarakat Tradisional adalah Masyarakat perikanan 
tr adisional yang masih diakui hak tradisionalnya 

dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan atau 
kegiatan lainnya yang sah di daerah tertentu yang 

berada dalam perairan kepulauan sesuai dengan 
kaidah hukum laut internasional.  

36.  Kearifan Lokal adalah nilai -nila i luhur yang masih 

berlaku dalam tata kehidupan Masyarakat.  

37.  Gugatan Perwakilan adalah gugatan yang berupa hak 
kelompok kecil Masyarakat untuk bertindak mewakili 

Masyarakat dalam jumlah besar dalam upaya 
mengajukan tuntutan berdasarkan kesamaan 

permasalaha n, fakta hukum, dan tuntutan ganti 
kerugian.  

38.  Setiap Orang adalah orang perseorangan atau 

korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang 
tidak berbadan hukum.  

39.  Dewan Perwakilan Rakyat, selanjutnya disebut DPR, 
adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana 
di maksud dalam Undang -Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945.  

40.  Pemerintah Pusat  adalah Presiden Republik 
Indonesia yang m emegang kekuasaan pemerintahan 

negara Republik Indonesia  yang dibantu oleh Wakil 
Presiden dan menteri  sebagaimana dimaksud dala m 

Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945.  

41.  Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai 

unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang 
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang 
menjadi kewenangan daerah otonom.  

42.  Pemerintahan Daerah ada lah penyelenggaraan 
urusan pemerinta han oleh Pemerintah Daerah dan 

dewan perwakilan rakyat d aerah menurut asas 
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip 
otonomi seluas -luasnya dalam sistem dan prinsip 

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana 
dimaks ud dalam Undang -Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945.  

43.  Mitra Bahari adalah jejaring pemangku kepentingan 
di bidang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau -

Pulau Kecil dalam penguatan kapasitas sumber daya 
manusia, lembaga, pendidikan, penyuluhan , 
pendampingan, pelatihan, penelitian terapan, dan 

pengembangan rekomendasi kebijakan.  
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44.  Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan 
urusan pemerintahan di bidang kelautan dan 

perikanan.  

 

2.  Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 7  

(1) Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau -
Pulau Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 
terdiri atas:  

a.  Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau -Pulau 
Kecil yang selanjutnya disebut dengan RZWP -3-K; 

b.   Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional yang 
selanjutnya disebut dengan RZ KSN; dan  

c.  Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional 

Tertentu yang selanjutnya disebut dengan RZ 
KSNT.  

(2) Batas wilayah perencanaan RZWP -3-K sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a, RZ KSN 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huru f b, dan RZ 

KSNT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 
ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.  

(3) Jangka waktu berlakunya Perencanaan Pengelolaan 

Wilayah Pesisir dan Pulau -Pulau Kecil sebagaimana 
dimaksud  pada ayat (1)  selama 20 (dua puluh) tahun 

dan dapat dit injau kembali setiap 5 (lima) tahun.  

(4) Peninjauan  kembali Perencanaan Pengelolaan 
Wilayah Pesisir dan Pulau -Pulau Kecil sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan lebih dari 1 
(satu) kali dalam  periode  5 (lima) tahun apabila 
terjadi perubahan lingku ngan strategis berupa:  

a.  bencana alam yang ditetapkan dengan peraturan 
perundang -undangan;  

b.   perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan 
dengan Undang -Undang;  

c.  perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan 

dengan Undang -Undang; dan  

d.   perubahan kebijaka n nasional yang bersifat 

strategis . 

(5) RZ KSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
dan RZ KSNT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf c ditetapkan dengan Peraturan Presiden.  
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(6) Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau -
Pulau Kecil sebagaimana dim aksud  pada ayat (1) 

dilakukan dengan melibatkan masyarakat.  

 

3.  Di antara Pasal 7 dan 8  disisipkan 3 (tiga) pasal  yakni  
Pasal 7A , Pasal 7B, dan Pasal 7C  sehingga berbunyi 
sebagai berikut :  

Pasal 7A  

(1) RZWP-3-K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 
ayat (1) huruf a diintegrasikan ke dalam Rencana 

Tata Ruang Wilayah Provinsi.  

(2) RZ KSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 

(1) huruf b diintegrasikan ke dalam Rencana Tata 
Ruang Kawasan Strategis Nasional.  

(3) RZ KSNT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 

(1) huruf c diser asikan, diselaraskan, dan 
diseimbangkan dengan rencana tata ruang, rencana 

zonasi kawasan antarwilayah, dan rencana tata 
ruang laut.  

(4) Dalam hal RZWP -3-K sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) sudah ditetapkan, pengintegrasian dilakukan 
pada saat peninjauan kemb ali Rencana Tata Ruang 
Wilayah Provinsi.  

(5) Dalam hal RZ KSN sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) sudah ditetapkan, pengintegrasian dilakukan 

pada saat peninjauan kembali Rencana Tata Ruang 
Kawasan Strategis Nasional.  

 

Pasal 7B  

Perencanaan Pengelolaan Wilayah P esisir dan Pulau -Pulau 
Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) 

dilakukan dengan mempertimbangkan:  

a. keserasian, keselarasan, dan keseimbangan dengan 

daya dukung ekosistem, fungsi pemanfaatan dan 
fungsi perlindungan, dimensi ruang dan waktu, 
dimensi  teknologi dan sosial budaya, serta fungsi 

pertahanan dan keamanan;  

b.  keterpaduan pemanfaatan berbagai jenis sumber daya, 

fungsi, estetika lingkungan, dan kualitas ruang 
perairan dan sumber daya pesisir dan pulau -pulau 
kecil; dan  

c. kewajiban untuk mengalokasik an ruang dan akses 
Masyarakat dalam pemanfaatan ruang perairan dan 
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sumber daya pesisir dan pulau -pulau kecil yang 
mempunyai fungsi sosial dan ekonomi.  

 

 

Pasal 7C  

Ketentuan lebih lanjut mengenai Perencanaan Pengelolaan 
Wilayah Pesisir dan Pulau -Pulau Kecil sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 7A , dan Pasal 7B diatur 
dalam  Peraturan Pemerintah.  

 

4.  Pasal 8 dihapus.  

 

5.  Pasal 9 dihapus.  

 

6.  Pasal 10  dihapus.  

 

7.  Pasal 11  dihapus.  

 

8.  Pasal 12  dihapus.   

 

9.  Pasal 13 dihapus.   

 

10.  Pasal 14  dihapus.  

 

11.  Ketentuan  Pasal 16 diubah se hingga  berbunyi sebagai 

berikut:  

 

Pasal 16  

(1) Pemanfaatan ruang dari Perairan Pesisir wajib 
dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang 
dan/atau rencana zonasi.  

(2) Setiap Orang yang melakukan pemanfaatan ruang 
dari  Perairan Pesisir sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) wajib memenuhi Perizinan Berusaha terkait 
pemanfaatan di laut dari Pemerintah Pusat.  

 

12.  Di  antara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan satu pasal 
yakni Pasal 16A yang  berbunyi sebagai berikut:  



 

43  

 

Pasal 16A  

Setiap Orang yang memanfaatkan ruang dari Perairan 

Pesisir yang tidak memiliki Perizinan Berusaha terkait 
pemanfaatan di laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

16 ayat (2), dikenai sanksi administratif.  

 

13.  Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga ber bunyi sebagai 

berikut:  

Pasal 17  

(1) Pemberian Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan 

di lau t  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 16 wajib  
mempertimbangkan  kelestarian  Ekosistem  perairan 

pesisir , Masyarakat,  nelayan  tradisional,  kepentingan  
nasional, dan  hak  lintas  damai  bagi  kapal  asing.   

(2) Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan di laut tidak 

dapat diberikan pada zona inti di kawasan 
konservasi . 

 

14.  Di  antara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 1 (satu) pasal 
yakni Pasal 17A yang berbunyi sebagai berikut:  

Pasal 17A  

(1) Dalam hal terdapat kebijakan nasional  yang bersifat 
strategis yang belum ter dapat dalam alokasi ruang 

dan/atau pola ruang dalam rencana  tata ruang 
dan/atau rencana  zonasi, Perizinan Berusaha  terkait  

pemanfaatan  di  laut sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 16 ayat (1) diberikan oleh Pemerintah  Pusat  
berdasarkan rencana tata ruang wilay ah nasional 

dan/atau rencana tata ruang laut.  

(2) Dalam  hal terdapat kebijakan nasional  yang bersifat 
strategis  tetapi rencana  tata ruang dan/atau rencana  

zonasi  belum ditetapkan oleh Pemerintah atau 
Pemerintah Daerah, Perizinan Berusaha  terkait  

pemanfaatan  di  laut sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 16 ayat (1) diberikan oleh Pemerintah  Pusat  
berdasarkan rencana tata ruang wilayah nasional 

dan/atau rencana tata ruang laut.  

(3) Dalam  hal terdapat perubahan ketentuan peraturan 

perundangan -undangan yang menjadi acuan da lam 
penetapan lokasi untuk kebijakan nasional  yang 
bersifat strategis  sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dan ayat (2), lokasi untuk kebijakan nasional  yang 
bersifat strategis  tersebut dalam rencana tata ruang 
laut dan/atau rencana zonasi dilaksanakan sesua i 
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dengan perubahan ketentuan peraturan perundang -
undangan.  

 

15.  Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  

Pasal 18  

Dalam hal pemegang Perizinan Berusaha terkait 

pemanfaatan di laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
16 ayat ( 2) tidak merealisa sikan kegiatannya dalam jangka 
waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak Perizinan Berusaha 

terkait pemanfaatan di laut diterbitkan, pemegang 
Perizinan Berusaha dikenai sanksi administratif berupa 

pencabutan perizinan berusahanya.  

 

16.  Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  

Pasal 19  

(1) Setiap Orang yang melakukan pemanfaatan sumber 
daya Perairan Pesisir dan perairan pulau -pulau kecil 
wajib memiliki Perizinan Berusaha untuk kegiatan:  

a. produksi garam;  

b.  biofarmakologi laut;  

c. bioteknologi laut;  

d.  pemanfa atan air laut selain energi;  

e. wisata bahari;  

f.  pemasangan pipa dan kabel bawah laut; dan/atau  

g. pengangkatan benda muatan kapal tenggelam .  

(2) Perizinan Berusaha untuk kegiatan selain 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai 
dengan ketentuan peraturan p erundang -undangan.  

(3) Dalam hal terdapat kegiatan pemanfaatan sumber 

daya Perairan Pesisir dan perairan pulau -pulau kecil 
yang belum diatur berdasarkan ketentuan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 
diatur dalam  Peraturan Pemerintah.  

 

17.  Ketentuan Pasal  20 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 20  
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(1) Pemerintah Pusat wajib memfasilitasi Perizinan 
Berusaha terkait pemanfaatan di laut kepada 

Masyarakat Lokal dan Masyarakat Tradisional.  

(2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) diberika n kepada Masyarakat Lokal dan 
Masyarakat Tradisional, yang melakukan 
pemanfaatan sumber daya perairan pesisir, untuk 

pemenuhan kebutuhan hidup sehari -hari.  

 

18.  Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  

Pasal 22  

(1) Kewajiban memenuhi Perizinan Berusaha terkait 
pemanfaatan di laut sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 16 ayat ( 2) dikecualikan bagi Masyarakat 

Hukum Adat di wilayah kelola Masyarakat Hukum 
Adat.  

(2) Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) ditetapkan pengakuannya sesuai 
denga n ketentuan peraturan perundang -undangan.  

 

19.  Ketentuan Pasal 22A diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 22A  

(1) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 16 diberikan kepada:  

a. orang perseorangan warga negara Indonesia;  

b.  korporasi yang didirika n berdasarkan hukum 

Indonesia;  

c. koperasi yang dibentuk oleh Masyarakat; atau  

d.  Masyarakat Lokal.  

(2) Pemanfaatan  ruang perairan pesisir yang dilakukan 
oleh  instansi p emerintah  dan tidak termasuk dalam 

kebijakan nasional  yang bersifat  strategis  diberikan 
dalam be ntuk konfirmasi kesesuaian ruang laut.  

 

20.  Ketentuan Pasal 22B diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

 

Pasal 22B  
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Orang perseorangan warga Negara Indonesia atau 
korporasi yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia 

dan koperasi yang dibentuk oleh Masyarakat  yang 
mengajukan pemanfaatan laut wajib memenuhi Perizinan 

Berusaha terkait pemanfaatan di laut dari Pemerintah  
Pusat . 

 

21.  Ketentuan Pasal 22C diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 22C  

Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha 
terkait peman faatan di laut diatur dalam  Peraturan 

Pemerintah.  

 

22.  Ketentuan Pasal 26A diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  

Pasal 26A  

Dalam rangka penanaman modal asing, pemanfaatan 
pulau -pulau kecil dan pemanfaatan perairan di sekitarnya 
harus memenuhi Perizinan Ber usaha dari Pemerintah 

Pusat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -
undangan di bidang penanaman modal.  

 

23.  Di antara  Pasal 26 A dan Pasal 27 disis ipkan 1 (satu ) pasal 
yakni Pasal 26B yang berbunyi sebagai berikut:  

Pasal 26B  

Setiap Orang yang tidak mem iliki Perizinan Berusaha 
dalam memanfaatkan pulau -pulau kecil dan pemanfaatan 

perairan disekitarnya dalam rangka penanaman modal 
asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26A  dikenai 
sanksi administratif.  

 

24.  Ketentuan Pasal 50 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  

Pasal 50  

Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan 

kewenangannya memberikan dan mencabut Per izinan 
Berusaha terkait  pemanfaatan di laut di wilayah Perairan 

Pesisir . 
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25.  Ketentuan Pasal 51 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 51  

(1) Pemerintah Pusat berwenang  menetapkan perubahan 

status zona inti pada Kawasan Konservasi Nasional.  

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan status 
zona inti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur 

dalam  Peraturan Pemerintah . 

 

26.  Ketentuan Pasal 60 diubah  sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  

Pasal 60  

(1) Dalam Pengel olaan Wilayah Pesisir dan Pulau -Pulau 
Kecil, Masyarakat mempunyai hak untuk:  

a. memperoleh akses terhadap bagian Perairan 
Pesisir yang sudah mendapat Perizinan Berusaha 

terkait pemanfaatan di laut;  

b. mengusulkan wilayah penangkapan ikan secara 
tradisional ke dalam RZWP -3-K; 

c. mengusulkan wilayah kelola Masyarakat Hukum 
Adat ke dalam RZWP -3-K; 

d. melakukan kegiatan pengelolaan Sumber Daya 
Pesisir dan Pulau -Pulau Kecil berdasarkan hukum 

adat yang berlaku dan ti dak bertentangan dengan 
ketentuan peraturan perundang -undangan;  

e. memperoleh manfaat atas pelaksanaan 
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau -Pulau Kecil;  

f. memperoleh informasi berkenaan dengan 
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau -Pulau Kecil;  

g. mengajukan la poran dan pengaduan kepada pihak 

yang berwenang atas kerugian yang menimpa 
dirinya yang berkaitan dengan pelaksanaan 
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau -Pulau Kecil;  

h. menyatakan keberatan terhadap rencana 
pengelolaan yang sudah diumumkan dalam jangka 
wak tu tertentu;  

i. melaporkan kepada penegak hukum akibat dugaan 
pencemaran, pencemaran, dan/atau perusakan 
Wilayah Pesisir dan Pulau -Pulau Kecil yang 

merugikan kehidupannya;  
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j. mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap 
berbagai masalah Wilayah Pesisir dan Pul au -Pulau 
Kecil yang merugikan kehidupannya;  

k. memperoleh ganti rugi; dan  

l. mendapat pendampingan dan bantuan hukum 
terhadap permasalahan yang dihadapi dalam 
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau -Pulau Kecil 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -
undangan . 

(2) Masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan 
Pulau -Pulau Kecil wajib : 

a. memberikan informasi berkenaan dengan 

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau -Pulau Kecil;  

b. menjaga, melindungi, dan memelihara kelestarian 
Wilayah Pesisir dan Pulau -Pulau Kecil;  

c. menyampaikan laporan terjadinya bahaya, 

pencemaran, dan/atau kerusakan lingkungan di 
Wilayah Pesisir dan Pulau -Pulau Kecil;  

d. memantau pelaksanaan rencana Pengelolaan 
Wilayah Pesisir dan Pulau -Pulau Kecil; dan/atau  

e. melaksanakan program Pengelolaan Wilayah 
Pesisir dan Pulau -Pulau Kecil yang disepakati di 
tingkat desa.  

 

27.  Ketentuan  Pasal 71 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 71  

Pemanfaatan ruang perairan dan sumber daya pesisir dan 

pulau -pulau kecil yang tidak memenuhi Perizinan 
Berusaha terkait pemanfaatan di laut yang diberikan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2)  dan Pasal 

19 ayat (1)  dikenai sanksi administratif.  

 

28.  Di  antara Pasal 71 dan Pasal 72 disisipkan 1 (satu) pasal 

yakni Pasal 71A yang berbunyi sebagai berikut:  

Pasal 71A  

(1) Sanksi adm inistratif sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 16A, Pasal 26B, dan Pasal 71 dapat berupa:  

a. peringatan tertulis;  

b.  penghentian   sementara kegiatan;  

c. penutupan lokasi;  
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d.  pencabutan Perizinan Berusaha;  

e. pembatalan Perizinan Berusaha; dan/ atau  

f. denda administratif.  

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, 

besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi 
administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
diatur dalam  Peraturan Pemerintah.  

 

29.  Di  antara Pasal 73 dan Pasal 74 disisipkan 1 (satu) pasa l 
yakni Pasal 73A yang berbunyi sebagai berikut:  

 

Pasal 73A  

Setiap Orang yang memanfaatkan pulau kecil  dan 
perairan di sekitarnya  dalam rangka penanaman modal 
asing yang tidak memiliki Perizinan Berusaha 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26A yang 
mengakibat kan perubahan fungsi ruang  dipidana dengan 

pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda 
paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).  

 

30.  Ketentuan Pasal 75 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 75  

Setiap Orang yang memanfaatkan ruan g dari perairan 
yang tidak memiliki Perizinan Berusaha terkait 

pemanfaatan di laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
16 ayat (2) yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang  
dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 

dan denda paling banyak Rp50 0.000.000,00 (lima ratus 
juta rupiah).  

 

31.  Pasal 75A dihapus.  

 

32.  Ketentuan Pasal 78A diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 78A  

Kawasan konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau -Pulau 
Kecil yang telah ditetapkan melalui peraturan perundang -

undangan sebe lum Undang -Undang  tentang Cipta Kerja  
ini berlaku adalah menjadi kewenangan Pemerintah 
Pusat.  
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Pasal 19   

Beberapa ketentuan dalam Undang -Undang Nomor 32 Tahun 

2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia  
Tahun 2014  Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara R epublik 

Indonesia Nomor 5603)  diubah  sebagai berikut : 

 

1.  Ketentuan  Pasal 1 angka 9 dan angka 12 diubah sehingga 

Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:  

Pasal 1  

Dalam Undang -Undang ini yang dimaksud dengan:  

1.  Laut adalah ruang perairan di muka bumi yang 
menghubungkan  daratan dengan daratan dan 

bentuk -bentuk alamiah lainnya, yang merupakan 
kesatuan geografis dan ekologis beserta segenap 
unsur terkait, dan yang batas dan sistemnya 

ditentukan oleh peraturan perundang -undangan dan 
hukum internasional.  

2.  Kelautan adalah hal  yang berhubungan dengan Laut 
dan/atau kegiatan di wilayah Laut yang meliputi 
dasar Laut dan tanah di bawahnya, kolom air dan 

permukaan Laut, termasuk wilayah pesisir dan 
pulau -pulau kecil.  

3.  Pulau adalah wilayah daratan yang terbentuk secara 

alamiah yang d ikelilingi air dan berada di atas 
permukaan air pada waktu air pasang.  

4.  Kepulauan adalah suatu gugusan pulau, termasuk 
bagian pulau dan perairan di antara pulau -pulau 
tersebut, dan lain -lain wujud alamiah yang 

hubungannya satu sama lain demikian erat sehin gga 
pulau -pulau, perairan, dan wujud alamiah lainnya 
itu merupakan satu kesatuan geografi, ekonomi, 

pertahanan, dan keamanan serta politik yang hakiki 
atau yang secara historis dianggap sebagai demikian.  

5.  Negara Kepulauan adalah negara yang seluruhnya 
terdi ri atas satu atau lebih kepulauan dan dapat 
mencakup pulau -pulau lain.  

6.  Pembangunan Kelautan adalah pembangunan yang 
memberi arahan dalam pendayagunaan sumber daya 

Kelautan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi, 
pemerataan kesejahteraan, dan keterpeliharaan  daya 
dukung ekosistem pesisir dan Laut.  

7.  Sumber Daya Kelautan adalah sumber daya Laut, 
baik yang dapat diperbaharui maupun yang tidak 
dapat diperbaharui yang memiliki keunggulan 
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komparatif dan kompetitif serta dapat dipertahankan 
dalam jangka panjang.  

8.  Pengelolaan Kelautan adalah penyelenggaraan 
kegiatan, penyediaan, pengusahaan, dan 

pemanfaatan Sumber Daya Kelautan serta konservasi 
Laut.  

9.  Pengelolaan Ruang Laut adalah perencanaan, 

pemanfaatan, peng awasan, dan pengendalian ruang 
Laut yang merupakan bagian i ntegral dari 
pengelolaan tata ruang.  

10.  Pelindungan Lingkungan Laut adalah upaya 
sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk 

melestarikan Sumber Daya Kelautan dan mencegah 
terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan 
lingkungan di Laut yang meliputi konservasi La ut, 

pengendalian pencemaran Laut, penanggulangan 
bencana Kelautan, pencegahan dan penanggulangan 

pencemaran, serta kerusakan dan bencana.  

11.  Pencemaran Laut adalah masuk atau 
dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, 

dan/atau komponen lain ke dalam lingkunga n Laut 
oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku 
mutu lingkungan Laut yang telah ditetapkan.  

12.  Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik 
Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan 

negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil 
Presiden dan menter i sebagaimana dimaksud dalam 
Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945.  

13.  Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai 
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang 

memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang 
menjadi kewenangan daerah otono m.  

14.  Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan 
urusan pemerintahan di bidang Kelautan.  

 

2.  Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 32  

(1) Dalam rangka keselamatan pelayaran , semua bentuk 
bangunan dan instalasi di Laut tidak mengganggu , 

baik Alur Pelayaran maupun Alur Laut Kepulauan 
Indonesia.  
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(2) Area operasi dari bangunan dan instalasi di Laut 
tidak melebihi daerah keselamatan yang telah 

ditentukan.  

(3) Penggunaan area operasional dari bangunan dan 

instalasi di Laut yang melebihi daerah kesel amatan 
yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) harus mendapatkan persetujuan dari pihak 

yang berwenang.  

(4) Pendirian dan/atau penempatan bangunan Laut 
wajib mempertimbangkan kelestarian sumber daya 

pesisir dan pulau -pulau kecil.  

(5) Ketentuan leb ih lanjut mengenai kriteria, 

persyaratan, dan mekanisme pendirian dan/atau 
penempatan bangunan di Laut diatur dalam  
Peraturan Pemerintah.  

 

3.  Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  

Pasal 42  

(1) Pengelolaan Ruang Laut dilakukan untuk:  

a. melind ungi sumber daya dan lingkungan dengan 
berdasar pada daya dukung lingkungan dan 
kearifan lokal;  

b.  memanfaatkan potensi sumber daya dan/atau 
kegiatan di wilayah Laut yang berskala nasional 

dan internasional; dan  

c. mengembangkan kawasan potensial menjadi pusat  
kegiatan produksi, distribusi, dan jasa.  

(2) Pengelolaan Ruang Laut meliputi perencanaan, 
pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian ruang 
laut yang merupakan bagian integral dari 

pengelolaan tata ruang.  

(3) Pengelolaan Ruan g Laut  sebagaimana dimaksud pada 

ayat ( 2) dilaksanakan dengan berdasarkan 
karakteristik Negara Kesatuan Republik Indonesia 
sebagai negara kepulauan dan mempertimbangkan 

potensi sumber  daya dan lingkungan Kelautan.  

 

4.  Ketentuan Pasal 43  diubah sehingga  berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 43  
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(1) Perencanaa n ruang Laut sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 42 ayat (2) meliputi:  

a. perencanaan tata ruang Laut nasional;  

b.  perencanaan zonasi wilayah pesisir dan pulau -

pulau kecil; dan  

c. perencanaan zonasi kawasan Laut.  

(2) Perencanaan tata ruang Laut nasional sebagaimana 

dimaks ud pada ayat (1) huruf a merupakan 
perencanaan untuk menghasilkan rencana tata 
ruang Laut nasional yang diintegrasikan ke dalam  

perencanaan tata ruang wilayah nasional.  

(3) Perencanaan zonasi wilayah pesisir dan pulau -pulau 

kecil sebagaimana dimaksud pada ayat  (1) huruf b 
menghasilkan rencana zonasi wilayah pesisir dan 
pulau -pulau kecil yang diintegrasikan ke dalam  

perencanaan tata ruang wilayah  provinsi . 

(4) Perencanaan zonasi kawasan Laut sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan 
perencanaan untuk meng hasilkan rencana zonasi 
kawasan strategis nasional, rencana zonasi kawasan 

strategis nasional tertentu, dan rencana zonasi 
kawasan antarwilayah.  

(5) Rencana zonasi kawasan strategis nasional 

diintegrasikan ke dalam  rencana tata ruang kawasan 
strategis nasional .  

(6) Dalam hal perencanaan tata ruang Laut nasional 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sudah 
ditetapkan, pengintegrasian dilakukan pada saat 

peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Wilayah 
Nasional.  

(7) Dalam hal rencana zonasi kawasan strategis nasional 

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sudah 
ditetapkan, pengintegrasian dilakukan pada saat 

peninjauan kembali rencana tata ruang kawasan 
strategis nasional . 

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan ruang 

Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur 
dalam  Peraturan Pemerintah.  

 

5.  Di antara Pasal 43 dan Pasal 44 di sisipkan 1 (satu) pasal , 
yakni Pasal 43A yang berbunyi sebagai berikut:  

Pasal 43A  
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(1) Perencanaan ruang Laut sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 43 ayat (1) dilakukan secara berjenjang 

dan komplementer.  

(2) Penyusunan perencanaan ruang Laut yang dilakukan 

secara berjenjang dan komplementer sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) merupakan penyusunan 
antara:  

a. rencana tata ruang Laut;  

b.  rencana zonasi kawasan antar wilayah, rencana 
zonasi kawasan strategis nasional, dan rencana 

zonasi kawasan strategis nasional tertentu;  dan  

c. rencana zonasi wilayah  pesisir dan pulau -pulau 

kecil . 

(3) Perencan aan  ruang  Laut secara berjenjang  dilakukan 
dengan cara rencana tata ruang laut  sebagaimana 

dimaksud pada ayat ( 2) huruf a dijadikan acuan 
dalam penyusunan rencana zonasi kawasan antar 

wilayah, rencana zonasi kawasan strategis nasional, 
rencana zonasi kawasan strategis nasional tertentu , 
dan rencana zonasi wilayah  pesisir dan pulau -pulau 

kecil.  

(4) Rencana zonasi kawasan antar wilayah, rencana 
zonasi kawasan strategis nasional, dan rencana 

zonasi kawasan strategis nasional tertentu  
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b  menjadi 

acuan bagi penyusunan rencana zonasi wilayah  
pesisir dan pulau -pulau kecil.  

(5) Perencanaan ruang  Laut secara  komplemente r 

sebagaimana dimaksu cd pada ayat (1) merupakan 
penataan rencana tata ruang Laut , rencana zonasi 
kawasan antar wilayah, rencana zonasi kawasan 

strategis nasional, rencana zonasi kawasan strategis 
nasional tertentu,  dan rencana zonasi wilayah  pesisir 

dan pu lau -pulau kecil sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2)  disusun saling melengkapi satu sama lain  
dan  bersinergi sehingga  tidak terjadi tumpang tindih 

pengaturan.  

 

6.  Ketentuan  Pasal 47 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 47  

(1) Setiap orang yang melakukan pemanfaatan ruang 
Laut secara menetap di wilayah perairan dan wilayah 
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yurisdiksi wajib memiliki Perizinan Berusaha terkait 
pemanfaatan di Laut.  

(2) Ketentuan sebagamana dimaksud pada ayat (1) 
dikecualikan bagi masyarakat yang melakukan 

pemanfaatan di Laut unt uk memenuhi kebutuhan 
sehari -hari.  

(3) Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan di Laut 

dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang -undangan.  

(4) Setiap orang yang melakukan pemanfaatan ruang 

Laut secara menetap di wilayah perairan dan wilayah 
yurisdiksi  yang tidak sesuai dengan Perizinan 

Berusaha terkait pemanfaatan di Laut yang diberikan 
dikenai sanksi administratif .  

(5) Ketentuan mengenai Perizinan Berusaha terkait 

pemanfaatan di Laut yang berada di wilayah perairan 
dan wilayah yurisdiksi sebagaimana dima ksud pada 

ayat (1) dan tata cara pengenaan sanksi administratif 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam  
Peraturan Pemerintah.  

 

7.  Di  antara Pasal 47 dan Pasal 48 ditambah 1 (satu) pasal 
yakni Pasal 47A yang berbunyi sebagai berikut:  

Pasal 47A  

(1) Perizina n Berusaha pemanfaatan di Laut 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 diberikan 
berdasarkan rencana tata ruang dan/ atau rencana 
zonasi . 

(2) Perizinan Berusaha pemanfaatan di Laut 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 
untuk kegiatan:  

a. biofarmakologi laut ; 

b.  bi oteknologi laut ; 

c. pemanfaatan air laut selain energi;  

d.  wisata bahari;  

e. pengangkatan benda muatan kapal tenggelam ; 

f.  telekomunikasi;  

g. instalasi ketenagalistrikan;  

h.  perikanan;  

i.  perhubungan;  

j.  kegiatan usaha minyak dan gas bumi;  
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k.  kegiatan usaha pertambangan mineral da n batu  
bara;  

l.  pengumpulan data dan penelitian;  

m.  pertahanan dan keamanan;  

n.  penyediaan sumber daya air;  

o. pulau buatan;  

p.  dumping;  

q. mitigasi bencana ; dan  

r.  kegiatan pemanfaatan ruang Laut lainnya.  

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan 

pemanfaatan ruang Laut seb agaimana dimaksud 
dalam ayat (2) diatur dalam  Peraturan Pemerintah . 

 

8.  Ketentuan  Pasal 48 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 48  

Setiap orang yang melakukan pemanfaatan sumber daya 

kelautan sesuai dengan rencana tata ruang  dan/atau 
rencana zonasi  dapat diberi insentif sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang -undangan.  

 

9.  Ketentuan  Pasal 49 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 49  

Setiap orang yang melakukan pemanfaatan ruang Laut 

secara menetap yang tidak memiliki Perizinan Berusaha 
ter kait pemanfaatan di Laut sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 47 ayat ( 3) dikenai sanksi administratif.  

 

10.  Di antara Pasal 49 dan Pasal 50 disisipkan 2 (dua ) pasal , 
yakni Pasal 49A dan Pasal 49B yang berbunyi sebagai 

berikut : 

Pasal 49A  

(1) Sanksi  administratif sebag aimana dimaksud dalam 
Pasal 49 dapat berupa:  

a. peringatan tertulis;  

b.  penghentian sementara kegiatan;  

c. penutupan lokasi;  

d.  pencabutan Perizinan Berusaha;  
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e. pembatalan Perizinan Berusaha; dan/atau  

f.  denda administratif.  

(2) Ketentuan  lebih lanjut mengenai kriteria, jenis,  
besaran denda, dan tata cara  pengenaan sanksi 

administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diatur dalam  Peraturan Pemerintah . 

 

Pasal 49B  

Setiap orang yang melakukan pemanfaatan ruang Laut 
secara menetap yang tidak memiliki Perizinan Berusaha 

terkait pemanfaatan di Laut sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 47 ayat (1) yang mengakibatkan perubahan 

fungsi ruang  dipidana dengan pidana penjara paling lama 
6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak 
Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).  

 

Pasal 20   

Beberapa ket entuan dalam Undang -Undang Nomor 4 Tahun 
2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5214)  diubah  sebagai berikut : 

 

1.  Ketentuan Pasal 1 angka 14 dan angka 15 diu bah serta 

angka 13 dihapus sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 1  

Dalam Undang -Undang ini yang dimaksud dengan:  

1.  Spasial adalah aspek keruangan suatu objek atau 

kejadian yang mencakup lokasi, letak, dan posisinya.  

2.  Geospasial atau ruang kebumian  adalah aspek 
keruangan yang menunjukkan lokasi, letak, dan 

posisi suatu objek atau kejadian yang berada di 
bawah, pada, atau di atas permukaan bumi yang 

dinyatakan dalam sistem koordinat tertentu.  

3.  Data Geospasial yang selanjutnya disingkat DG 
adalah data  tentang lokasi geografis, dimensi atau 

ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau 
buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di 

atas permukaan bumi.  

4.  Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat IG 
adalah DG yang sudah diolah sehingga dapat  

digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan 
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kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau 
pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan 

ruang kebumian.  

5.  Informasi Geospasial Dasar yang selanjutnya 

disingkat IGD adalah IG yang berisi tentang objek 
yang dapat dilihat secara langsung atau diukur dari 
kenampakan fisik di muka bumi dan yang tidak 

berubah dalam waktu yang relatif lama.  

6.  Informasi Geospasial Tematik yang selanjutnya 
disingkat IGT adalah IG yang menggambarkan satu 

atau lebih tema tertentu yang dibuat  mengacu pada 
IGD.  

7.  Skala adalah angka perbandingan antara jarak dalam 
suatu IG dengan jarak sebenarnya di muka bumi.  

8.  Titik Kontrol Geodesi adalah posisi di muka bumi 

yang ditandai dengan bentuk fisik tertentu yang 
dijadikan sebagai kerangka acuan posisi untuk IG.  

9.  Jaring Kontrol Horizontal Nasional yang selanjutnya 
disingkat JKHN adalah sebaran titik kontrol geodesi 
horizontal yang terhubung satu sama lain dalam satu 

kerangka referensi.  

10.  Jaring Kontrol Vertikal Nasional yang selanjutnya 
disingkat JKVN adal ah sebaran titik kontrol geodesi 

vertikal yang terhubung satu sama lain dalam satu 
kerangka referensi.  

11.  Jaring Kontrol Gayaberat Nasional yang selanjutnya 
disingkat JKGN adalah sebaran titik kontrol geodesi 
gayaberat yang terhubung satu sama lain dalam sat u 

kerangka referensi.  

12.  Peta Rupabumi Indonesia adalah peta dasar yang 
memberikan informasi yang mencakup wilayah darat, 

pantai dan laut.   

13.  Dihapus . 

14.  Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik 
Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan 
negara Republik Indon esia yang dibantu oleh Wakil 

Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam 
Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945.  

15.  Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai 
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang 

memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang 
menjadi kewenangan daerah otonom.  
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16.  Badan adalah lembaga pemerintah nonkementerian 
yang mempunyai tugas, fungsi, dan kewenangan 

yang membidangi urusan tertentu dalam hal ini 
bidang penyelenggaraan IGD.  

17.  Instansi Pemerintah adalah kementerian  dan 
lembaga pemerintah nonkementerian.  

18.  Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok 

orang, atau badan usaha.  

19.  Badan Usaha adalah badan usaha milik negara, 
badan usaha milik daerah, atau badan usaha yang 

berbadan hukum.  

 

2.  Ketentuan Pasal 7 diubah sehin gga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 7  

(1) Peta dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 
huruf b terdiri atas:  

a. garis pantai;  

b.  hipsografi;  

c. perairan;  

d.  nama rupabumi;  

e. batas wilayah;  

f.  transportasi dan utilitas;  

g. bangunan dan fasilitas umum; dan  

h.  penutup lahan.  

(2) Peta dasa r sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
berupa Peta Rupabumi Indonesia.  

(3) Peta Rupabumi Indonesia sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) mencakup wilayah darat dan wilayah 
laut, termasuk wilayah pantai.  

 

3.  Pasal 12 dihapus.  

 

4.  Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbuny i sebagai 
berikut:  

Pasal 13  

(1) Garis pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7  
ayat (1)  huruf a merupakan garis pertemuan antara 
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daratan dengan lautan yang dipengaruhi oleh pasang 
surut air laut.  

(2) Garis pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
terdiri atas:  

a. garis pantai pasang tertinggi;  

b.  garis pantai tinggi muka air laut rata -rata; dan  

c. garis pantai surut terendah.  

(3) Garis pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditentukan dengan mengacu pada JKVN.  

 

5.  Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 17  

(1) IGD diselenggarakan secara bertahap dan sistematis 
untuk seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik 

Indonesia dan wilayah yurisdiksinya.  

(2) IGD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dimutakhirkan secara periodik dalam jangka waktu 
tertentu atau sewaktu -waktu apabila diperlukan.  

(3) Pemuktahiran IGD sewaktu -waktu apabila 

diperlukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dilakukan dalam hal terjadi bencana alam, perang, 
pemekaran atau perubahan wilayah administratif, 

atau kejadian lainnya yang berakibat berubahnya 
unsur IGD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 

sehingga mempengaruhi pola dan struktur 
kehidupan masyarakat.  

(4) IGD ditetapkan oleh Pemerintah  Pusat . 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai norma, standar, 
prosedur,  kriteria , dan jangka waktu pemutakhiran 
IGD diatur dalam  Peraturan Pemerintah.  

 

6.  Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  

Pasal 18  

(1) Peta Rupabumi Indonesia sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 7 ayat (2) diselenggarakan pada skala 
1:1.000, 1:5.000, 1:25.000, 1:50.000, 1:250.000, 

1:1.000.000 . 
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(2) Peta Rupabumi Indonesia skala 1:1.000 
diselenggarakan pada wilayah tertentu sesuai dengan 

kebutuhan . 

(3) Peta Rupabumi Indonesia selain pada skala 

sebagaimana dimaksud  pada ayat (1) dapat 
diselenggarakan pada skala lain sesuai dengan 
kebutuhan.  

 

7.  Di  antara Pasal  22 dan Pasal 23  disisipkan 1 (satu) pasal , 
yakni Pasal 22A yang berbunyi sebagai berikut:  

Pasal 22A  

(1) Penyelenggaraan IGD sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 22 ayat (1) dapat dilakukan melalui kerja  sama 
antara Pemerintah Pusat dengan badan usaha  milik 
negara . 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja  sama 
Pemerintah Pusat dengan badan usaha milik negara 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam  
Peraturan Presiden.  

 

8.  Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 28  

(1) Pengumpulan Data Geo spasial harus memperoleh 
persetujuan  dari Pemerintah Pusat  apabila:  

a. dilakukan di daerah terlarang;  

b.  berpotensi menimbulkan bahaya; atau  

c. menggunakan tenaga asing  dan wahana milik 

asing selain satelit.  

(2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dimaksudka n untuk menjamin keselamatan dan 

keamanan bagi pengumpul data dan bagi 
masyarakat.  

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara 
memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diatur dalam  Peraturan Pemerintah.  

 

9.  Ketentuan Pasal 55 diubah sehingga be rbunyi sebagai 

berikut:  

Pasal 55  
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(1) Pelaksanaan IG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
54 yang dilakukan oleh:  

a. orang perseorangan wajib memenuhi kualifikasi 
sebagai tenaga profesional yang tersertifikasi di 

bidang IG;  

b.  kelompok orang wajib memenuhi klasifikasi d an 
kualifikasi sebagai penyedia jasa di bidang IG 

serta memiliki tenaga profesional yang 
tersertifikasi di bidang IG ; atau  

c. badan usaha wajib memenuhi persyaratan 

administratif dan  persyaratan teknis.  

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan IG 

yang dila ksanakan oleh orang perseorangan, 
kelompok orang, dan badan usaha sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diatur dalam  Peraturan 

Pemerintah.  

 

10.  Pasal 56 dihapus.  

 

Paragraf 3  

Persetujuan Lingkungan  

 

Pasal 21   

Dalam rangka memberikan kemudahan bagi setiap orang  
dalam memper oleh persetujuan lingkungan , Undang -Undang 

ini mengubah, menghapus, atau menetapkan p engatur an baru  
beberapa ketentuan terkait Perizinan Berusaha yang diatur 
dalam  Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) . 

 

Pasal 22   

Beberapa ketentuan dalam Undang -Undang Nomor 32 Tahun 
2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
(Lembaran Negara Republik Indo nesia Tahun 2009 Nomor 140, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) 
diubah  sebagai berikut : 

 

1.  Ketentuan Pasal 1  angka 11, angka 12, angka 35 , angka 
36, angka 37 , dan angka 38  diubah sehingga Pasal 1 

berbunyi sebagai berikut:  
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Pasal 1  

Dalam Undang -Undan g ini yang dimaksud dengan:  

1.  Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan 
semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, 

termasuk manusia dan perilakunya, yang 
mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan 
perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta 

makhl uk hidup lain.  

2.  Per lindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 
adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan 

untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan 
mencegah terjadinya pencemaran dan/atau 

kerusakan lingkungan hidup yang meliputi 
perencanaan, pem anfaatan, pengendalian, 
pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.  

3.  Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan 
terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, 

sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan 
untuk menjamin keutuhan lingkungan h idup serta 
keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu 

hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.  

4.  Rencana pe r lindungan dan pengelolaan lingkungan 
hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah 

perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah 
lin gkungan hidup, serta upaya perlindungan dan 

pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.  

5.  Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup 
yang merupakan kesatuan utuh -menyeluruh dan 

saling mempengaruhi dalam membentuk 
keseimbangan, stabilitas, dan produktivi tas 
lingkungan hidup.  

6.  Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah 
rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan 

daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.  

7.  Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan 
lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan 

man usia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan 
antarkeduanya.  

8.  Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan 
lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, 
dan/atau komponen lain yang masuk atau 

dimasukkan ke dalamnya .  

9.  Sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup 
yang terdiri atas  sumber daya hayati dan nonhayati 
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yang secara keseluruhan membentuk kesatuan 
ekosistem.  

10.  Kajian lingkungan hidup strategis yang selanjutnya 
disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang 

sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk 
memastikan bahwa prinsip pembangunan 
berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi 

dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau 
kebijakan, rencana, dan/atau program.  

11.  Analisis mengenai dampak lingkungan hidup yang 

selanjutnya disebut Amdal adalah Kajian me ngenai 
dampak penting pada lingkungan hidup dari suatu 

usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan, untuk 
digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan 
tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan 

serta termuat dalam Perizinan Berusaha , atau 
persetuju an Pemerintah Pusat atau Pemerintah 

Daerah . 

12.  Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya 
pemantauan lingkungan hidup yang selanjutnya 

disebut UKL -UPL adalah rangkaian proses  
pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang 
dituangkan dalam bentuk standar untuk digunakan 

sebagai prasyarat pengambilan keputusan serta 
termuat dalam Perizinan Berusaha , atau persetujuan 

Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah . 

13.  Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas 
atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau 

komponen ya ng ada atau harus ada dan/atau unsur 
pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam 
suatu sumber daya tertentu sebagai unsur 

lingkungan hidup.  

14.  Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau 

dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, 
dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup 
oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku 

mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.  

15.  Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah 

ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau 
hayati lingkungan hidup yang dapat diteng gang oleh 
lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan 

fungsinya.  

16.  Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang 
yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak 

langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati 
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lingkungan hidup sehingga melampaui k riteria baku 
kerusakan lingkungan hidup.  

17.  Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan 
langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat 

fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang 
melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan 
hidup.  

18.  Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan 
sumber daya alam untuk menjamin pemanfaatannya 
secara bijaksana serta kesinambungan 

ketersediaannya dengan tetap memelihara dan 
meningkatkan kualitas nilai serta 

keanekaragamannya.  

19.  Perubahan iklim adalah berubahnya iklim yang 
diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh 

aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan 
komposisi atmosfir secara global dan selain itu juga 

berupa perubahan variabilitas iklim alamiah yang 
teramati pada kurun waktu yang dapat 
dibandingkan.  

20.  Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.  

21.  Bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya 
disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen 

lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau 
jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak 

langsung, dapat mencemarka n dan/atau merusak 
lingkungan hidup, dan/atau membahayakan 
lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan 

hidup manusia dan makhluk hidup lain.  

22.  Limbah bahan berbahaya dan beracun yang 
selanjutnya disebut Limbah B3 adalah sisa suatu 

usaha dan/atau kegiata n yang mengandung B3.  

23.  Pengelolaan limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi 

pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, 
pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau 
penimbunan.  

24.  Dumping (pembuangan) adalah kegiatan membuang, 
menempatkan, dan/atau memasukkan l imbah 

dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, 
dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke 
media lingkungan hidup tertentu.  

25.  Sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan 
antara dua pihak atau lebih yang timbul dari 
kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak 

pada lingkungan hidup.  
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26.  Dampak lingkungan hidup adalah pengaruh 
perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan 

oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.  

27.  Organisasi lingkungan hidup adalah kelompok orang 

yang terorganisasi dan terbentu k atas kehendak 
sendiri yang tujuan dan kegiatannya berkaitan 
dengan lingkungan hidup.  

28.  Audit lingkungan hidup adalah evaluasi yang 
dilakukan untuk menilai ketaatan penanggung jawab 
usaha dan/atau kegiatan terhadap persyaratan 

hukum dan kebijakan yang dite tapkan oleh 
pemerintah.  

29.  Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki 
kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, 
serta pola interaksi manusia dengan alam yang 

menggambarkan integritas sistem alam dan 
lingkungan hidup.  

30.  Kearifan lokal adala h nilai -nilai luhur yang berlaku 
dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain 
melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara 

lestari.  

31.  Masyarakat hukum adat adalah kelompok 
masyarakat yang secara turun temurun bermukim di 

wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada 
asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat 

dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai 
yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, 
dan hukum.  

32.  Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan 
usaha, baik yang berba dan hukum maupun yang 
tidak berbadan hukum.  

33.  Instrumen ekonomi lingkungan hidup adalah 
seperangkat kebijakan ekonomi untuk mendorong 

Pemerintah, pemerintah daerah, atau setiap orang ke 
arah pelestarian fungsi lingkungan hidup.  

34.  Ancaman serius adalah ancaman  yang berdampak 

luas terhadap lingkungan hidup dan menimbulkan 
keresahan masyarakat.  

35.  Persetujuan Lingkungan adalah Keputusan 
Kelayakan Lingkungan Hidup atau Pernyataan 
Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang 

telah mendapatkan persetujuan dari Pemerin tah  
Pusat  atau Pemerintah Daerah .  

36.  Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik 

Indonesia yang m emegang kekuasaan pemerintahan 
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negara Republik Indonesia  yang dibantu oleh Wakil 
Presiden dan menteri  sebagaimana dimaksud dalam 

Undang -Undang Dasar Negara Republi k Indonesia 
Tahun 1945.  

37.  Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai 
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang 
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang 

menjadi kewenangan daerah otonom.  

38.  Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan 
urusan pemerin tahan di bidang perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan hidup.  

 

2.  Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga  berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 20  

(1) Penentuan terjadinya pencemaran lingkungan hidup 
diukur melalui baku mutu lingkungan hidup.  

(2) Baku mutu lingkungan hidup me liputi:  

a. baku mutu air;  

b.  baku mutu air limbah;  

c. baku mutu air laut;  

d.  baku mutu udara ambien;  

e. baku mutu emisi;  

f.  baku mutu gangguan; dan  

g. baku mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi.  

(3) Setiap orang diperbolehkan untuk membuang lim bah 
ke media lingkungan hidup dengan persyaratan:  

a. memenuhi baku mutu lingkungan hidup; dan  

b.  mendapat persetujuan dari Pemerintah  Pusat atau 
Pemerintah Daerah . 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai baku mutu 
lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) di atur dalam  Peraturan Pemerintah.  

 

3.  Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  

Pasal 24  
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(1) Dokumen Amdal merupakan dasar uji kelayakan 
lingkungan hidup  untuk rencana usaha dan/ atau 

kegiatan . 

(2) Uji kelayakan  lingkungan hidup  sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim uji 
kelayakan lingkungan hidup yang dibentuk oleh 
lembaga uji kelayakan  lingkungan hidup  Pemerintah  

Pusat .  

(3) Tim uji k elayakan lingkungan hidup sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur Pemerinta h 

Pusat, Pemerint ah Daerah, dan ahli bersertifikat.  

(4) Pemerintah  Pusat  atau Pemerintah Daerah  

menetapkan Keputusan Kelayakan Lingkungan 
Hidup berdasarkan hasil uji kelayakan lingkungan 
hidup . 

(5) Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4)  digunakan  

sebagai persyaratan penerbitan Perizinan Berusaha , 
atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah 
Daerah . 

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata laksana  uji 
kelayakan  lingkungan hidup  diatur dalam  Peraturan 
Pemerintah.  

 

4.  Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga  berbunyi sebagai 

berikut:  

Pasal 25  

Dokumen Amdal memuat:  

a. pengkajian mengenai dampak rencana usaha 
dan/atau kegiatan;  

b.  evaluasi kegiatan di sekitar lokasi rencana usaha 

dan/atau kegiatan;  

c. saran masukan serta tanggapan masyarakat terkena 

dampak langsung ya ng relevan terhadap rencana 
usaha dan/atau kegiatan;  

d.  prakiraan terhadap besaran dampak serta sifat 

penting dampak yang terjadi jika rencana usaha 
dan/atau kegiatan tersebut dilaksanakan;  

e. evaluasi secara holistik terhadap dampak yang terjadi 
untuk menentuk an kelayakan atau ketidaklayakan 
lingkungan hidup; dan  

f.  rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan 
hidup.  
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5.  Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga  berbunyi sebagai 

berikut  

Pasal 26  

(1) Dokumen Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
22 disusun oleh pemrakarsa deng an melibatkan 
masyarakat.  

(2) Penyusunan dokumen Amdal dilakukan dengan 
melibatkan masyarakat yang terkena dampak 
langsung terhadap rencana usaha dan/atau 

kegiatan.  

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai proses pelibatan 

masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
diatur dalam  Peraturan Pemerintah.  

 

6.  Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 27  

Dalam menyusun dokumen Amdal, pemrakarsa 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dapat 

menunjuk pihak lain.  

 

7.  Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga  berbunyi sebagai 

berikut:  

Pasal 28  

(1) Penyusun Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
26 ayat (1) dan Pasal 27 wajib memiliki sertifikat 
kompetensi penyusun Amdal.  

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi dan 
kriteria kompetensi penyusun Amdal diatur dal am 
Peraturan Pemerintah.  

 

8.  Pasal 29 dihapus.  

 

9.  Pasal 30 dihapus.  

 

10.  Pasal 31 dihapus.  

 

11.  Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga  berbunyi sebagai 
berikut:  
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Pasal 32  

(1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah membantu 

penyusunan Amdal bagi usaha dan/atau kegiatan 
Usaha Mik ro dan Kecil yang berdampak penting 

terhadap lingkungan hidup.  

(2) Bantuan penyusunan Amdal sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) berupa fasilitasi, biaya, dan/atau 

penyusunan Amdal.  

(3) Penentuan mengenai usaha dan/atau kegiatan 
Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana d imaksud pada 

ayat (1) dilakukan berdasarkan kriteria sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang -undangan.  

 

12.  Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 34  

(1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tid ak 

berdampak penting terhadap Lingkung an Hidup 
wajib memenuhi standar UKL -UPL.  

(2) Pemenuhan standar UKL -UPL sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1)  dinyatakan dalam 
Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan 
Hidup . 

(3) Berdasarkan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada  ayat 

(2), Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah 
menerbitkan Perizinan Berusaha , atau persetujuan 
Pemerintah  Pusat atau Pemerintah Daerah . 

(4) Pemerintah  Pusat  menetapkan jenis usaha dan/atau 
kegiatan yang wajib dilengkapi UKL -UPL. 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai UKL -UPL diatur 

dalam  Peraturan Pemerintah.  

 

13.  Ketentuan  Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 35  

(1) Usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi 
UKL -UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat 

(4) wajib membuat surat pernyataan kesanggupan  
pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup  yang 
diintegrasikan ke  dalam Nomor Induk Berusaha . 
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(2) Penetapan jenis usaha dan/atau kegiatan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

terhadap kegiatan yang termasuk dalam kategori 
ber isiko rendah.  

(3) Ketentuan l ebih lanjut mengenai surat pernyataan 
kesanggupan pengelolaan dan pemantauan 
lingkungan hidup diatur dalam  Peraturan Pemerintah.  

 

14.  Pasal 36 dihapus.  

 

15.  Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga  berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 37  

Perizinan Berusaha dapat dibatalkan a pabila:  

a. persyaratan yang diajukan dalam permohonan 

Perizinan Berusaha mengandung cacat hukum, 
kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran 

dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau 
informasi;  

b.  penerbitannya tanpa memenuhi syarat sebagaimana 

tercantum dalam Keputusan Kelayakan Lingkungan 
Hidup  atau Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup ; atau  

c. kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen Amdal 
atau UKL -UPL tidak dilaksanakan oleh penanggung 

jawab usaha dan/atau kegiatan.  

 

16.  Pasal 38 dihapus.  

 

17.  Keten tuan Pasal 39 diubah sehingga  berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 39  

(1) Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup 

diumumkan kepada masyarakat.  

(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan melalui sistem elektronik dan / atau cara 

lain yang ditetapkan oleh Pe merintah  Pusat . 

 

18.  Pasal 40 dihapus.  
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19.  Ketentuan Pasal 55 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 55  

(1) Pemegang Persetujuan Lingkungan wajib 

menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan 
fungsi lingkungan hidup.  

(2) Dana penjaminan disimpan di bank pemerintah  yang 

ditunjuk oleh Pemerintah  Pusat . 

(3) Pemerintah  Pusat  dapat menetapkan pihak ketiga 
untuk melakukan pemulihan fungsi lingkungan 

hidup dengan menggunakan dana penjaminan.  

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai dana penjaminan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , ayat (2), dan 
ayat (3) diatur dalam  Peraturan Pemerintah . 

 

20.  Ketentuan Pasal 59 diubah sehingga  berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 59  

(1) Setiap orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib 
melakukan Pengelolaan Limbah B3 yang 

dihasilkannya.  

(2) Dalam hal B3 sebagaimana dima ksud dalam Pasal 58 
ayat (1) telah kedaluwarsa, pengelolaannya m engikuti 

ketentuan Pengelolaan Limbah B3.  

(3) Dalam hal setiap orang sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) tidak mampu  melakukan sendiri Pengelolaan 
Limbah B3, pengelolaannya diserahkan kepada pihak 
lain.  

(4) Pengelolaan Limbah B3 wajib mendapat Perizinan 
Berusaha , atau persetujuan Pemerintah  Pusat  atau 
Pemerintah Daerah . 

(5) Pemerintah  Pusat  atau Pemerintah Daerah  wajib 
mencantumkan persyaratan lingkungan hidup yang 

harus dipenuhi dan kewajiban yang harus di patuhi 
pengelola limbah B3 dalam Perizinan Berusaha , atau  
persetujuan Pemerintah Pusat  atau Pemerintah 

Daerah . 

(6) Keputusan pemberian Perizinan Berusaha  wajib 

diumumkan.  

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelolaan Limbah 
B3 diatur dalam  Peraturan Pemerintah.  
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21.  Ketentuan Pasal 61 diubah sehingga  berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 61  

(1) Dumping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 

hanya dapat dilakukan dengan persetujuan  dari  
Pemerintah  Pusat . 

(2) Dumping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya 

dapat dilakukan di lokasi ya ng telah ditentukan.  

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan 
persyaratan dumping limbah atau bahan diatur 

dalam Peraturan Pemerintah.  

 

22.  Di antara Pasal 61 dan 62 disisipkan 1 (satu) pasal , yakni 
Pasal 61A sehingga  berbunyi sebagai berikut:  

Pasal 61A  

Dalam hal penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan :  

a. menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, 

menyimpan, memanfaatkan, dan/atau mengolah  B3; 

b.  menghasilkan, mengangkut, menyimpan, 
mengumpulkan, memanfaatka n, mengolah, dan/atau 

menimbun Limba h B3;  

c. melakukan pembuangan air limbah ke laut;  

d.  melakukan pembuangan air limbah ke sumber air;  

e. membuang emisi ke udara; dan/atau  

f.  memanfaatkan air limbah untuk aplikasi ke tanah ;  

yang merupakan bagian dari kegiatan usaha, pengelol aan 
tersebut dinyatakan dalam Amdal atau  UKL -UPL. 

 

23.  Ketentuan  Pasal 63 diubah sehingga  berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 63  

(1) Dalam pelindungan dan pengelolaan lingkungan 
hidup, Pemerintah  Pusat  bertugas dan berwenang:  

a. menetapkan kebijakan nasional;  

b.  menetapkan norma, standar, prosedur, dan 
kriteria;  

c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan 
mengenai RPPLH nasional;  



 

74  

 

d.  menetapkan dan melaksanakan kebijakan 
mengenai KLHS;  

e. menetapkan dan melaksanakan kebijakan 
mengenai amdal dan UKL -UPL; 

f.  menyelenggarakan inventarisasi sum ber daya 
alam nasional dan emisi gas rumah kaca;  

g. mengembangkan standar kerja sama;  

h.  mengoordinasikan dan melaksanakan 
pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan 
lingkungan hidup;  

i.  menetapkan dan melaksanakan kebijakan 
mengenai sumber daya alam hayati dan 

nonhayati, keanekaragaman hayati, sumber 
daya genetik, dan keamanan hayati produk 
rekayasa genetik;  

j.  menetapkan dan melaksanakan kebijakan 
mengenai pengendalian dampak perubahan 

iklim dan perlindungan lapisan ozon;  

k.  menetapkan dan melaksanakan kebijakan 
mengenai B3, limbah, serta limbah B3;  

l.  menetapkan dan melaksanakan kebijakan 
mengenai perlindungan lingkungan laut;  

m.  menetapkan dan melaksanakan kebijakan 

mengenai pencemaran dan/atau kerusakan 
lingkungan hidup lintas batas negara;  

n.  melakukan pembinaan dan peng awasan 
terhadap pelaksanaan kebijakan tingkat 
nasional  dan kebijakan tingkat provinsi ; 

o. melakukan pembinaan dan pengawasan 
ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau 
kegiatan terhadap ketentuan Persetujuan 

Lingkungan  dan peraturan perundang -
undangan;  

p.  mengemba ngkan dan menerapkan instrumen 
lingkungan hidup;  

q. mengoordinasikan dan memfasilitasi kerja sama 

dan penyelesaian perselisihan antardaerah serta 
penyelesaian sengketa;  

r.  mengembangkan dan melaksanakan kebijakan 
pengelolaan pengaduan masyarakat;  

s. menetapkan sta ndar pelayanan minimal;  
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t.  menetapkan kebijakan mengenai tata cara 
pengakuan keberadaan masyarakat hukum 

adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum 
adat yang terkait dengan perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan hidup;  

u.  mengelola informasi lingkungan hid up nasional;  

v. mengoordinasikan, mengembangkan, dan 

menyosialisasikan pemanfaatan teknologi ramah 
lingkungan hidup;  

w.  memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, 

dan penghargaan;  

x.  mengembangkan sarana dan standar 

laboratorium lingkungan hidup;  

y.  menerbitkan Per izinan Berusaha  atau 
persetujuan Pemerintah  Pusat ; 

z. menetapkan wilayah ekoregion; dan  

aa.  melakukan penegakan hukum lingkungan 

hidup.  

(2) Dalam pelindungan dan pengelolaan lingkungan 
hidup, pemerintah provinsi sesuai dengan norma, 

standar, prosedur, dan kriteria ya ng ditetapkan oleh 
Pemerintah Pusat bertugas dan berwenang:  

a. menetapkan kebijakan tingkat provinsi;  

b.  menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat 
provinsi;   

c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan 
mengenai RPPLH provinsi;  

d.  melaksanakan keb ijakan mengenai Amdal d an 

UKL -UPL;   

e. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya 
alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat 

provinsi;   

f.  mengembangkan dan melaksanakan kerja sama 

dan kemitraan;  

g. mengoordinasikan dan melaksanakan 
pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan 

lingkunga n hidup lintas kabupaten/kota;   

h.  melakukan pembinaan dan pengawasan 

terhadap pelaksanaan kebijakan tingkat 
kabupaten/kota;  

i.  melakukan pembinaan dan pengawasan 

ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau 
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kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang -
undangan ;   

j.  mengembangkan dan menerapkan instrumen 
lingkungan hidup;   

k.  mengoordinasikan dan memfasilitasi kerja sama 
dan penyelesaian perselisihan 
antarkabupaten/antarkota serta penyelesaian 

sengketa;  

l.  melakukan pembinaan, bantuan teknis, dan 
pengawasan kepada kabupa ten/kota di bidang 

program dan kegiatan;  

m.  melaksanakan standar pelayanan minimal;  

n.  menetapkan kebijakan mengenai tata cara 
pengakuan keberadaan masyarakat hukum 
adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum 

adat yang terkait dengan perlindungan dan 
pengel olaan lingkungan hidup pada tingkat 

provinsi;   

o. mengelola informasi lingkungan hidup tingkat 
provinsi;  

p.  mengembangkan dan menyosialisasikan 
pemanfaatan teknologi ramah lingkungan hidup;  

q. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, 

dan penghargaan;   

r.  mener bitkan Perizinan Berusaha  atau 

persetujuan Pemerintah  Daerah  pada tingkat 
provinsi; dan  

s. melakukan penegakan hukum lingkungan hidup 

pada tingkat provinsi.  

(3) Dalam pelindungan dan pengelolaan lingkungan 
hidup, pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan 

norma, st andar, prosedur, dan kriteria yang 
ditetapkan oleh Pemerintah Pusat  bertugas dan 

berwenang:  

a. menetapkan kebijakan tingkat kabupaten/kota;  

b.  menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat 

kabupaten/kota;  

c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan 

mengenai RPPLH tingkat  kabupaten/kota;  

d.  melaksanakan kebijakan mengenai Amdal dan 
UKL -UPL;   
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e. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya 
alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat 

kabupaten/kota;   

f.  mengembangkan dan melaksanakan kerja sama 

dan kemitraan;   

g. mengembangkan dan mene rapkan instrumen 
lingkungan hidup;   

h.  memfasilitasi penyelesaian sengketa;   

i.  melakukan pembinaan dan pengawasan 
ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau 

kegiatan sesuai ketentuan  peraturan perundang -
undangan;  

j.  melaksanakan standar pelayanan minimal;  

k.  melaks anakan kebijakan mengenai tata cara 
pengakuan keberadaan masyarakat hukum 

adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum 
adat yang terkait dengan perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat 
kabupaten/kota;   

l.  mengelola informasi lingkungan hi dup tingkat 

kabupaten/kota;  

m.  mengembangkan dan melaksanakan kebijakan 
sistem informasi lingkungan hidup tingkat 

kabupaten/kota;  

n.  memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, 

dan penghargaan;   

o. menerbitkan Perizinan Berusaha  atau 
persetujuan Pemerintah  Daera h pada tingkat 

kabupaten/kota; dan  

p.  melakukan penegakan hukum lingkungan hidup 
pada tingkat kabupaten/kota.  

 

24.  Ketentuan  Pasal 69 diubah sehingga  berbunyi sebagai 

berikut:  

Pasal 69  

(1) Setiap orang dilarang:  

a.  melakukan perbuatan yang mengakibatkan 
pencemaran dan /atau perusakan lingkungan 

hidup;  

b.   memasukkan B3 yang dilarang menurut 
peraturan perundang -undangan ke dalam 

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;  
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c.  memasukkan limbah yang berasal dari luar 
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke 

media lingkunga n hidup Negara Kesatuan 
Republik Indonesia;  

d.   memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah 
Negara Kesatuan Republik Indonesia;  

e.  membuang limbah ke media lingkungan hidup;  

f.   membuang B3 dan limbah B3 ke media 
lingkungan hidup;  

g.  melepaskan produk rekayasa genetik ke  media 

lingkungan hidup yang bertentangan dengan 
peraturan perundang -undangan atau 

persetujuan  lingkungan;  

h.   melakukan pembukaan lahan dengan cara 
membakar;  

i.   menyusun Amdal tanpa memiliki sertifikat 
kompetensi penyusun Amdal; dan/atau  

j.   memberikan informasi palsu, menyesatkan, 
menghilangkan informasi, merusak informasi, 
atau memberikan keterangan yang tidak benar.  

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf h dikecualikan bagi masyarakat yang 
melakukan kegiatan dimaksud dengan 

memperhatikan sungguh -sun gguh kearifan lokal di 
daerah masing -masing.  

 

25.  Ketentuan Pasal 71 diubah sehingga  berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 71  

(1) Pemerintah Pusat  atau Pemerintah Daerah 
melakukan pengawasan  terhadap ketaatan 

penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas 
ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan 

perundang -undangan di bidang pelindungan dan 
pengelolaan lingkungan hidup.  

(2) Pemerintah Pusat  atau Pemerintah Daerah  dapat 

mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan 
pengawasan kepada pejabat/instansi teknis yang 

bertanggung jawa b di bidang perlindungan dan 
pengelolaan lingkungan hidup.  

(3) Dalam melaksanakan pengawasan, Pemerintah Pusat 

atau Pemerintah Daerah menetapkan pejabat 
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pengawas lingkungan hidup yang merupakan pejabat 
fungsional.  

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pejabat pengaw as 
lingkungan hidup diatur dalam  Peraturan 

Pemerintah.  

 

26.  Ketentuan Pasal 72 diubah sehingga  berbunyi sebagai 

berikut:  

Pasal 72  

Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan 

kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, 
dan kriteria yang ditet apkan oleh Pemerintah Pusat wajib 

melakukan pengawasan ketaatan penanggung jawab 
usaha dan/atau kegiatan terhadap Perizinan Berusaha , 
atau persetujuan Pemerintah  Pusat atau Pemerintah 

Daerah . 

 

27.  Ketentuan Pasal 73 diubah sehingga  berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 73  

Menteri dapat melakukan pengawasan terhadap ketaatan 
penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang 
Perizinan Berusaha  atau persetujuan Pemerintah  Daerah  

diterbitkan oleh Pemerintah Daerah jika Menteri  
menganggap terjadi pelanggaran yang serius di bi dang 

pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 
berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang 
ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.  

 

28.  Ketentuan Pasal 76 diubah sehingga  berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 76  

(1) Pemerintah  Pusat  atau Pemerintah Daerah  

mene rapkan sanksi administratif kepada penanggung 
jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam 
pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap 

Perizinan Berusaha , atau persetujuan Pemerintah  
Pusat  atau Pemerintah Daerah . 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengena an 
sanksi diatur dalam  Peraturan Pemerintah.  
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29.  Ketentuan Pasal 77 diubah sehingga  berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 77  

Menteri  dapat menerapkan sanksi administratif terhadap 

penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam hal 
Menteri  menganggap Pemerintah Daer ah secara sengaja 
tidak menerapkan sanksi administratif terhadap 

pelanggaran yang serius di bidang pelindungan dan 
pengelolaan lingkungan hidup.  

 

30.  Pasal 79 dihapus.  

 

31.  Ketentuan Pasal 82 diubah sehingga  berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 82  

(1) Pemerintah  Pusat  berw enang untuk memaksa 
penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk 

melakukan pemulihan lingkungan hidup akibat 
pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup 
yang dilakukannya.  

(2) Pemerintah Pusat  berwenang atau dapat menunjuk 
pihak ketiga untuk melakukan pe mulihan 
lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau 

perusakan lingkungan hidup yang dilakukannya atas 
beban biaya penanggung jawab usaha dan/atau 

kegiatan.  

 

32.  Di antara Pasal 82 dan Pasal 83 disisipkan 3 (tiga) pasal 

yakni  Pasal 82A, Pasal 82B, dan Pasal 82C  sehingga  
berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 82A 

Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan 
tanpa memiliki : 

a. Perizinan Berusaha , atau persetujuan Pemerintah 
Pusat atau Pemerintah Daerah  sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 24 ayat (5), Pasal 34 ayat (3), Pasal 59 

ayat (1)  atau Pasal 59 ayat (4) ; atau  

b.  persetujuan dari Pemerintah  Pusat atau Pemerintah 

Daerah  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat 
(3) huruf b ;  

dikenai sanksi administratif.  
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Pasal 82 B 

(1) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau 

kegiatan yang  memiliki  : 

a. Perizinan Berusaha , atau persetujuan Pemerintah 

Pusat atau Pemerintah Daerah  sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5), Pasal 34 ayat 
(3), Pasal 59 ayat (1), atau Pasal 59 ayat (4) ;  

b.  persetujuan dari Pemerintah  Pusat atau 
Pemerintah Daer ah  sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 20 ayat (3) huruf b ; atau  

c. persetujuan dari Pemerintah  Pusat  sebagaimana 
dimaksud Pasal 61  ayat (1);  

yang  tidak sesuai dengan kewajiban dalam Perizinan 
Berusaha , atau persetujuan Pemerintah  Pusat atau 
Pemerintah Daerah , persetujuan dari Pemerintah  

Pusat atau Pemerintah Daerah , dan/atau  melanggar 
ketentuan peraturan perundang -undangan di bidang 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup , 
dikenai sanksi administratif.  

(2) Setiap orang yang melakukan pelanggaran laranga n 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, yaitu:  

a. melakukan perbuatan yang mengakibatkan 
pencemaran dan/atau perusakan lingkungan 

hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 
huruf a, dimana perbuatan tersebut dilakukan 

karena kelalaian dan tidak mengakibatkan  
bahaya kesehatan manusia dan/atau luka 
dan/atau luka berat, dan/atau matinya orang 

dikenai sanksi administratif dan mewajibkan 
kepada Penanggung Jawab perbuatan itu untuk 
melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup 

dan/atau tindakan lain yang diperlukan ; atau  

b.  menyusun Amdal tanpa memiliki sertifikat 

kompetensi penyusun Amdal sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 69 huruf i dikenai sanksi 
administratif.  

(3) Setiap orang yang karena kelalaiannya melakukan   
perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku 

mutu u dara ambien, baku mutu air, baku mutu air 
laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup 
yang tidak sesuai dengan Perizinan Berusaha yang 

dimilikinya dikenai sanksi administratif.  

 

Pasal 8 2C 
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(1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal  82A dan Pasal  82B ayat (1), ayat (2), dan ayat 

(3) berupa:  

a. teguran tertulis;  

b.  paksaan pemerintah;  

c. denda administratif;  

d.  pembekuan Perizinan Berusaha ; dan/atau  

e. pencabutan Perizinan B erusaha.  

(2)    Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis,  
besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi 

administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diatur dalam  Peraturan Pemerintah.  

 

33.  Ketentuan Pasal 88  diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 88  

Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau 

kegi atannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau 
mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan 
ancaman  serius terhadap lingkungan hidup bertanggung 

jawab mutlak atas kerugian yang terjadi dari usaha 
dan/atau kegiatannya.  

 

34.  Pasal 93 dihapus.  

 

35.  Pasal 102 dihapus . 

 

36.  Ketentuan Pasal 1 09  diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  

Pasal 1 09  

Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan 

tanpa memiliki : 

a. Perizinan Berusaha atau persetujuan Pemerintah 

Pusat , atau Pemerintah Daerah  sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 24  ayat (5), Pasal 34 ayat (3), 
Pasal 59 ayat (1), atau Pasal 59 ayat (4) ;  

b.  persetujuan dari Pemerintah Pusat  atau Pemerintah 
Daerah  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat 

(3) huruf b ; atau  
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c. persetujuan dari Pemerintah  Pusat  sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) ; 

yang mengakibatkan timbulnya korban/kerusakan 
terhadap kesehatan, keselamatan, keamanan, dan 

lingkungan , dipidana dengan pidana penjara paling 
singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan 
denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00  (satu miliar 

rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga 
miliar rupiah . 

  

37.  Pasal 11 0 dihapus.  

 

38.  Ketentuan Pasal 111 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 111  

Pejabat pemberi persetujuan lingkungan yang 
menerbitkan persetujuan lingkungan ta npa dilengkapi 

dengan Amdal atau UKL -UPL sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 37 dipidana dengan pidana penjara paling 
lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak 

Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).  

 

39.  Ketentuan Pasal 112 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  

Pasal 112  

Setiap pejabat berwenang yang dengan sengaja tidak 
melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung 
jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan 

perundang -undangan dan Perizinan Berusaha, atau 
persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerin tah Daerah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 yang 

mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau 
kerusakan lingkungan yang mengakibatkan hilangnya 

nyawa manusia dipidana dengan pidana penjara paling 
lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak 
Rp500.000.00 0,00 (lima ratus juta rupiah).  

 

Paragraf 4  

Persetujuan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi  

 

Pasal 23   
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Untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat ,  terutama 
Pelaku Usaha dalam memperoleh Persetujuan Bangunan 

Gedung dan sertifikat laik fungsi bangunan, Undang -Undang 
ini mengubah, menghapus, atau menetapkan p engatur an baru  

beberapa ketentuan yang diatur dalam:  

a. Undang -Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang 
Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indo nesia Nomor 4247); dan  

b.  Undang -Undang Nomor 6 Tahun 20 17 tentang Arsitek 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 
179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6108).  

 

Pasal 24    

Beberapa ketentuan dalam Undang -Undang Nomor 28 Tahun 
2002 tentang  Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4247)  diubah  sebagai 
berikut : 

 

1.  Ketentuan Pasal 1 angka 11 , angka 14, dan angka 15 
diubah  dan  disisipkan 3 (tiga) angka baru, yakni angka 

16, angka 17, dan angka 18  sehingga Pasal 1 berbunyi 
sebagai berikut:  

Pasal 1  

Dalam Undang -Undang ini yang dimaksud dengan:  

1.  Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan 

konstruksi yang menyatu dengan tempat 
kedudukannya, sebagian atau seluruhny a berada di 
atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang 

berfungsi sebagai tempat manusia melakukan 
kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, 

kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, 
budaya, maupun kegiatan khusus.  

2.  Penyelenggaraan  bangunan gedung adalah kegiatan 

pembangunan yang meliputi perencanaan teknis dan 
pelaksanaan konstruksi, serta kegiatan pemanfaatan, 

pelestarian, dan pem -bongkaran.  

3.  Pemanfaatan bangunan gedung adalah kegiatan 
memanfaatkan bangunan gedung sesuai dengan 

fu ngsi yang telah ditetapkan, termasuk kegiatan 
pemeliharaan, perawatan, dan pemeriksaan secara 
berkala.  
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4.  Pemeliharaan adalah kegiatan menjaga keandalan 
bangunan gedung beserta prasarana dan sarananya 

agar selalu laik fungsi.  

5.  Perawatan adalah kegiatan memper baiki dan/atau 

mengganti bagian bangunan gedung, komponen, 
bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarana 
agar bangunan gedung tetap laik fungsi.  

6.  Pemeriksaan berkala adalah kegiatan pemeriksaan 
keandalan seluruh atau sebagian bangunan gedung, 
komponen, bah an bangunan, dan/atau prasarana 

dan sarananya dalam tenggang waktu tertentu guna 
menyatakan kelaikan fungsi bangunan gedung.  

7.  Pelestarian adalah kegiatan perawatan, pemugaran, 
serta pemeliharaan bangunan gedung dan 
lingkungannya untuk mengembalikan keandal an 

bangunan tersebut sesuai dengan aslinya atau sesuai 
dengan keadaan menurut periode yang dikehendaki.  

8.  Pembongkaran adalah kegiatan membongkar atau 
merobohkan seluruh atau sebagian bangunan 
gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atau 

prasarana dan saranan ya.  

9.  Pemilik bangunan gedung adalah orang, badan 
hukum, kelompok orang, atau perkumpulan, yang 

menurut hukum sah sebagai pemilik bangunan 
gedung.  

10.  Pengguna bangunan gedung adalah pemilik 
bangunan gedung dan/atau bukan pemilik bangunan 
gedung berdasarkan ke sepa-katan dengan pemilik 

bangunan gedung, yang menggunakan dan/atau 
mengelola bangunan gedung atau bagian bangunan 
gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan.  

11.  Pengkaji  Teknis adalah orang perseorangan atau 
badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun 

tid ak berbadan hukum, yang mempunyai sertifikat 
kompetensi kerja kualifikasi ahli atau sertifikat 
badan usaha untuk melaksanakan pengkajian teknis 

atas kelaikan fungsi Bangunan Gedung.  

12.  Masyarakat adalah per seorangan, kelompok, badan 

hukum atau usaha, dan lemb aga atau organisasi 
yang kegiatannya di bidang bangunan gedung, 
termasuk masyarakat hukum adat dan masyarakat 

ahli, yang berkepentingan dengan penyelenggaraan 
bangunan gedung.  

13.  Prasarana dan sarana bangunan gedung adalah 

fasilitas kelengkapan di dalam dan di luar bangunan 
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gedung yang mendukung pemenuhan 
terselenggaranya fungsi bangunan gedung.  

14.  Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik 
Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan 

negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil 
Presiden dan menteri sebag aimana dimaksud dalam 
Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945.  

15.  Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai 
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang 

memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang 
menjadi kewenangan daerah otonom.  

16.  Penyedia  Jasa Konstruksi adalah pemberi layanan 
Jasa Konstruksi.  

17.  Profesi Ahli adalah seseorang yang telah  memenuhi 

standar kompetensi dan ditetapkan oleh lembaga 
yang diakreditasi oleh Pemerintah  Pusat . 

18.  Penilik Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut 
Penilik adalah orang perseorangan yang memiliki 
kompetensi, yang diberi tugas oleh Pemerintah Pusat  

atau Pemerintah Daerah  sesuai dengan 
kewenangannya untuk melakukan inspeksi terhadap 
penyelenggaraan Bangunan Gedung.  

 

2.  Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga  berbunyi se bagai 

berikut:  

Pasal 5  

(1) Setiap bangunan gedung memiliki fungsi  dan 

klasifikasi bangunan gedung.  

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai fungsi dan 
klasifikasi bangunan gedung sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) diatur dalam  Peraturan Pemerintah.  

 

3.  Ketentuan Pasal 6 d iubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 6  

(1) Fungsi bangunan gedung sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 5 harus digunakan sesuai dengan 

peruntukan lokasi yang diatur dalam RDTR.  

(2) Fungsi bangunan gedung sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dicantumkan dalam Persetujuan 

Bangunan Gedung . 



 

87  

 

(3) Perubahan fungsi bangunan gedung harus 
mendapatkan persetujuan kembali dari Pemerintah 

Pusat.  

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara 

memperoleh Persetujuan Bangunan Gedung 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) 
diatu r dalam  Peraturan Pemerintah.  

 

4.  Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 7  

(1) Setiap bangunan gedung harus memenuhi standar 

teknis bangunan gedung sesuai dengan fungsi dan 
klasifikasi bangunan gedung.  

(2) Penggunaan ruang di atas dan/atau  di bawah tanah 

dan/atau air untuk bangunan gedung harus 
dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang -undangan.  

(3) Dalam hal bangunan gedung merupakan bangunan 
gedung adat dan cagar budaya, bangunan gedung 

mengikuti ketentuan khusus  sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang -undangan.  

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar teknis 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam  
Peraturan Pemerintah.  

 

5.  Pasal 8  dihapus.  

 

6.  Pasal 9  dihapus.  

 

7.  Pasal 10  dihapus.  

 

8.  Pasal 11  dihapus.  

 

9.  Pasal 12  dihapus.  

 

10.  Pasal 1 3 dihapus.  

 

11.  Pasal 14 dihapus.  



 

88  

 

 

12.  Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  

Pasal 15  

(1) Penerapan pengendalian dampak lingkungan hanya 
berlaku bagi bangunan gedung yang dapat 
menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan.  

(2) Pengendalian dampak  lingkungan pada bangunan 
gedung sebagaimana dimaksud pada  ayat (1) 
dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang -undangan.  

 

13.  Pasal 16 dihapus.  

 

14.  Pasal 1 7 dihapus.  

 

15.  Pasal 18 dihapus.  

 

16.  Pasal 19  dihapus.  

 

17.  Pasal 20 dihapus.  

 

18.  Pasal 21  dihapus.  

 

19.  Pasal 22  dihapus.  

 

20.  Pasal 23 dihapus.  

 

21.  Pasal 24 dihapus.  

 

22.  Pasal 25 dihapus.  

 

23.  Pasal 26 dihapus.  

 

24.  Pasal 27 dihapus.  
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25.  Pasal 28 dihapus.  

 

26.  Pasal 29 dihapus.  

 

27.  Pasal 30 dihapus.  

 

28.  Pasal 31 dihapus.  

 

29.  Pasal 32  dihapus.  

 

30.  Pasal 33 dihapus.  

 

31.  Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga be rbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 34  

(1) Penyelenggaraan bangunan gedung meliputi kegiatan 
pembangunan, pemanfaatan, pelestarian, dan 

pembongkaran.  

(2) Dalam penyelenggaraan bangunan gedung 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , penyelenggara 

berkewajiban memenuhi standa r teknis bangunan 
gedung.  

(3) Penyelenggara bangunan gedung terdiri atas pemilik 

bangunan gedung, Penyedia Jasa Konstruksi, Profesi 
Ahli, Penilik, pengkaji teknis, dan pengguna 

bangunan gedung.  

(4) Dalam hal terdapat perubahan standar teknis 
bangunan gedung, pemil ik bangunan gedung yang 

belum memenuhi standar teknis sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) tetap harus memenuhi 
ketentuan standar teknis secara bertahap.  

 

32.  Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  

Pasal 35  

(1) Pembangunan bangunan gedung disel enggarakan 

melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan 
pengawasan.  
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(2) Pembangunan bangunan gedung dapat dilakukan, 
baik di tanah milik sendiri maupun di tanah milik 

pihak lain.  

(3) Pembangunan bangunan gedung di atas tanah milik 

pihak lain sebagaimana dimaksud  pada ayat (2) 
dilakukan berdasarkan perjanjian tertulis antara 
pemilik tanah dan pemilik bangunan gedung.  

(4) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
harus dilakukan oleh penyedia jasa perencana 
konstruksi yang memenuhi syarat dan standar 

kompetensi s esuai dengan ketentuan peraturan 
perundang -undangan.  

(5) Penyedia jasa perencana konstruksi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) harus merencanakan 
bangunan gedung dengan acuan standar teknis 

bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 7 ayat (1).  

(6) Dalam hal  bangunan gedung direncanakan tidak 
sesuai dengan standar teknis  sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 7 ayat (1), bangunan gedung harus 

dilengkapi hasil pengujian untuk mendapatkan 
persetujuan rencana teknis dari Pemerintah  Pusat . 

(7) Hasil perencanaan harus dikon sultasikan dengan 

Pemerintah   Pusat  dan Pemerintah Daerah sesuai 
dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, 

prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh 
Pemerintah Pusat untuk mendapatkan pernyataan 
pemenuhan standar teknis bangunan gedung.   

(8) Dalam hal  perencanaan bangunan gedung yang 
menggunakan prototipe yang ditetapkan Pemerintah  
Pusat , perencanaan bangunan gedung tidak 

memerlukan kewajiban konsultasi dan tidak 
memerlukan pemeriksaan pemenuhan standar.  

 

33.  Pasal 36 dihapus.  

 

34.  Di  antara Pasal 36 dan Pasal  37 disisipkan 2 (dua) pasal , 
yakni  Pasal 36A dan Pasal 36B yang  berbunyi sebagai 

berikut:  

Pasal 36A  

(1)  Pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 35 ayat (1) dilakukan setelah 
mendapatkan Persetujuan Bangunan Gedung.  
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(2)  Persetujuan sebagaimana di maksud pada ayat (1) 
diperoleh setelah mendapatkan pernyataan 

pemenuhan standar teknis bangunan gedung dari 
Pemerintah  Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai 

kewenangannya berdasarkan norma, standar, 
prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh 
Pemerintah Pusa t. 

(3)  Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dimohonkan kepada Pemerintah  Pusat atau 
Pemerintah Daerah sesuai dengan 

kewenangannya   berdasarkan norma, standar, 
prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh 

Pemerintah Pusat melalui sistem elektronik yan g 
diselenggarakan oleh Pemerintah  Pusat.  

 

Pasal 36B  

(1) Pelaksanaan bangunan gedung dilakukan oleh 

penyedia jasa pelaksana konstruksi yang 
memenuhi syarat dan standar kompetensi sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang -

undangan.  

(2) Penyedia jasa pengawasan ata u manajemen 
konstruksi melakukan kegiatan pengawasan dan 

bertanggung jawab untuk melaporkan setiap 
tahapan pekerjaan.  

(3) Pemerintah  Pusat  atau Pemerintah Daerah sesuai 
dengan kewenangannya berdasarkan norma, 
standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan 

oleh Pemerintah Pusat melakukan inspeksi pada 
setiap tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) sebagai pengawasan yang dapat menyatakan 

lanjut atau tidaknya pekerjaan konstruksi ke 
tahap berikutnya.  

(4) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
meliputi:  

a. peker jaan struktur bawah;  

b.  pekerjaan basemen jika ada;  

c. pekerjaan struktur atas; dan  

d.  pengujian . 

(5) Dalam melaksanakan inspeksi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) Pemerintah  Pusat  atau 

Pemerintah Daerah sesuai dengan 
kewenangannya  menugaskan Penilik  berdasarkan 
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norma , standar, prosedur, dan kriteria yang 
ditetapkan oleh Pemerintah Pusat . 

(6) Dalam hal pelaksanaan diperlukan adanya 
perubahan dan/atau penyesuaian terhadap 

rencana teknis, penyedia jasa perencana wajib 
melaporkan kepada Pemerintah  Pusat atau 
Pemerintah Daerah  sesuai  dengan kewenanganya  

untuk mendapatkan persetujuan sebelum 
pelaksanaan perubahan dapat dilanjutkan  
berdasarkan norma, standar, prosedur, dan 

kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat . 

 

35.  Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut : 

Pasal 37  

(1) Pemanfaatan bangunan gedung dilakukan oleh 
pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung 

setelah bangunan gedung tersebut mendapatkan 
sertifikat laik fungsi.  

(2) Sertifikat laik fungsi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) diterbitkan oleh Pemerintah Pusat  atau 
Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya 
berdasarkan surat pernyataan kelaikan fungsi yang 

diajukan oleh Penyedia Jasa Pengawasan atau 
Manajemen Konstruksi kepada Pemerintah Pusat 

atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya 
melalui sistem elektronik ya ng diselenggarakan oleh 
Pemerintah Pusat , berdasarkan norma, standar, 

prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh 
Pemerintah Pusat . 

(3) Surat pernyataan kelaikan fungsi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) diterbitkan setelah inspeksi 
tahapan terakhir sebagaiman a dimaksud dalam Pasal 

36B ayat (4) huruf d yang menyatakan bangunan 
gedung memenuhi standar teknis bangunan gedung.  

(4) Penerbitan sertifikat laik fungsi bangunan gedung 

dilakukan bersamaan dengan penerbitan surat bukti 
kepemilikan bangunan gedung.  

(5) Pemelihara an, perawatan, dan pemeriksaan secara 
berkala pada bangunan gedung harus dilakukan 
untuk memastikan bangunan gedung tetap 

memenuhi persyaratan laik fungsi.  

(6) Dalam pemanfaatan bangunan gedung, pemilik 
dan/atau pengguna bangunan gedung mempunyai 
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hak dan kewa jiban sebagaimana diatur dalam  
Undang -Undang ini.  

 

36.  Di antara pasal  37 dan Pasal 38 disisipkan 1 (satu) pasal  

yakni Pasal 37A yang berbunyi sebagai berikut:  

Pasal 37A  

Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan, 

pelaksanaan, pengawasan dan pemanfaatan bang unan 
gedung diatur dalam  Peraturan Pemerintah.  

 

37.  Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 39  

(1) Bangunan gedung dapat dibongkar apabila:  

a.  tidak laik fungsi dan tidak dapat diperbaiki;  

b.   berpotensi menimbulkan bahaya dalam 
pemanfaatan b angunan gedung dan/atau 

lingkungannya;  

c.  tidak memiliki Persetujuan Bangunan Gedung; 
atau  

d.   ditemukan ketidaksesuaian antara pelaksanaan 
dan rencana teknis bangunan gedung yang 
tercantum dalam persetujuan saat dilakukan 

inspeksi bangunan gedung.  

(2) Bangunan ged ung yang dapat dibongkar 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan 
huruf b ditetapkan oleh Pemerintah  Pusat  atau 
Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya 

berdasarkan hasil pengkajian teknis  dan berdasarkan 
norma, standar, prosedur, dan kriteria y ang 
ditetapkan oleh Pemerintah Pusat . 

(3) Pengkajian teknis bangunan gedung sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), kecuali untuk rumah 

tinggal, dilakukan oleh pengkaji teknis.  

(4) Pembongkaran bangunan gedung yang mempunyai 
dampak luas terhadap keselamatan umum dan 

lingkungan harus dilaksanakan berdasarkan rencana 
teknis pembongkaran yang telah disetujui oleh 

Pemerintah  Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai 
dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, 
prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh 

Pemerintah Pusat . 
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(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara 
pembongkaran bangunan gedung sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) 
diatur dalam  Peraturan Pemerintah.  

 

38.  Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 40  

 (1) Dalam pen yelenggaraan bangunan gedung, pemilik 
bangunan gedung mempunyai hak:  

a.  mendapatkan pengesahan dari Pemerintah  Pusat  
atas rencana teknis bangunan gedung yang telah 

memenuhi persyaratan;  

b.   melaksanakan pembangunan bangunan gedung 
sesuai dengan persetujuan yan g telah ditetapkan 

oleh Pemerintah  Pusat ; 

c.  mendapatkan surat ketetapan bangunan gedung 

dan/atau lingkungan yang dilindungi dan 
dilestarikan dari Pemerintah  Pusat ;  

d.   mendapatkan insentif sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang -undangan di bidang cagar 
budaya ; 

e.  mengubah fungsi bangunan setelah mendapat 

persetujuan dari Pemerintah  Pusat ; da n 

f.   mendapatkan ganti rugi sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang -undangan dalam hal 
bangunan gedung dibongkar oleh Pemerintah  
Pusat  bukan karena kesalahan pemilik b angunan 

gedung.  

 (2) Dalam penyelenggaraan bangunan gedung, pemilik 
bangunan gedung mempunyai kewajiban:  

a.  menyediakan rencana teknis bangunan gedung 
yang memenuhi standar teknis bangunan gedung 

yang ditetapkan sesuai dengan fungsinya;  

b.   memiliki Persetujua n Bangunan Gedung;  

c.  melaksanakan pembangunan bangunan gedung 

sesuai dengan rencana teknis;  

d.   mendapat pengesahan dari Pemerintah Pusat atas 

perubahan rencana teknis bangunan gedung yang 
terjadi pada tahap pelaksanaan bangunan; dan  

e.  menggunakan penyedia ja sa perencana, 

pelaksana, pengawas, dan pengkajian teknis yang 
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memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang -undangan untuk 

melaksanakan pekerjaan terkait bangunan 
gedung.  

 

39.  Ketentuan Pasal 41 diubah sehingga  berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 41  

(1) Dalam penyelenggaraan bangunan gedung, pemilik 
dan/atau pengguna bangunan gedung mempunyai 

hak : 

a.  mengetahui tata cara penyelenggaraan bangunan 

gedung;  

b.   mendapatkan keterangan tentang peruntukan 
lokasi dan intensitas bangunan pada lokasi 

dan/atau ruang temp at bangunan akan 
dibangun;  

c.  mendapatkan keterangan mengenai standar 
teknis bangunan gedung; dan/atau  

d.   mendapatkan keterangan mengenai bangunan 

gedung dan/atau lingkungan yang harus 
dilindungi dan dilestarikan.  

(2) Dalam penyelenggaraan bangunan gedung, pemilik  

dan/atau pengguna bangunan gedung mempunyai 
kewajiban:  

a.  memanfaatkan bangunan gedung sesuai dengan 
fungsinya;  

b.   memelihara dan/atau merawat bangunan gedung 

secara berkala;  

c.  melengkapi pedoman/petunjuk pelaksanaan 
pemanfaatan dan pemeliharaan bangunan 

gedun g; 

d.   melaksanakan pemeriksaan secara berkala atas 

kelaikan fungsi bangunan gedung ; 

e.  memperbaiki bangunan gedung yang telah 
ditetapkan tidak laik fungsi;  dan  

f.   membongkar bangunan gedung dalam hal:  

1.  telah ditetapkan tidak laik fungsi dan tidak 

dapat diperbaiki ; 

2.  berpotensi menimbulkan bahaya dalam 
pemanfaatannya;  
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3.  tidak memiliki Persetujuan Bangunan 
Gedung; atau  

4.  ditemukan ketidaksesuaian antara 
pelaksanaan dengan rencana teknis bangunan 

gedung yang tercantum dalam persetuju an 
saat dilakukan inspeksi bangunan ged ung.   

(3) Kewajiban membongkar bangunan gedung 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f 
dilaksanakan dengan tidak menganggu keselamatan 
dan ketertiban umum.  

 

40.  Ketentuan Pasal 43 diubah sehingga  berbunyi sebagai 

berikut:  

 

Pasal 43  

(1) Pemerintah  Pusat  atau Pemeri ntah Daerah sesuai  
dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, 

prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh 
Pemerintah Pusat menyelenggarakan pembinaan 
bangunan gedung secara nasional untuk 

meningkatkan pemenuhan persyaratan dan tertib 
penyelenggaraan bangunan gedung.  

(2) Sebagian penyelenggaraan dan pelaksanaan 

pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan bersama -sama dengan masyarakat yang 

terkait dengan bangunan gedung.  

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan 
bangunan gedung sebagaimana dimak sud pada ayat 

(1) diatur dalam  Peraturan Pemerintah.  

 

41.  Ketentuan Pasal 44 diubah sehingga  berbunyi sebagai 

berikut:  

Pasal 44  

Setiap pemilik bangunan gedung, Penyedia Jasa 
Konstruksi , Profesi Ahli , Penilik, pengkaji teknis, 
dan/atau pengguna bangunan gedung pemilik dan/atau 

pengguna yang tidak memenuhi kewajiban pemenuhan 
fungsi, dan/atau persyaratan, dan/atau penyelenggaraan 

bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam undang -
undang ini dikenai sanksi administratif.  

 

42.  Ketentuan Pasal 45 diubah sehingga  berbunyi  sebagai 
berikut:  
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Pasal 45  

(1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 44 dapat berupa:  

a. peringatan tertulis,  

b.  pembatasan kegiatan pembangunan,  

c. penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan 
pelaksanaan pembangunan,  

d.  penghentian  sementara atau tetap pada 
pemanfaatan bangunan gedung;  

e. pembekuan persetujuan  bangunan gedung;  

f.  pencabutan persetujuan  bangunan gedung;  

g. pembekuan sertifikat laik fungsi bangunan 

gedung;  

h.  pencabutan sertifikat laik fungsi bangunan 
gedung; atau   

i.  perintah pembongkaran bangunan gedung.  

(2)  Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, 

besaran dan tata cara pengenaan sanksi 
administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diatur dalam  Peraturan Pemerintah.  

 

43.  Ketentuan Pasal 46 diubah sehingg a berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 46  

(1) Setiap pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung 

yang tidak memenuhi ketentuan dalam undang -
undang ini diancam dengan pidana penjara paling 
lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak 10% 

(sepuluh per seratus) dari nil ai bangunan jika 
karenanya mengakibatkan kerugian harta benda orang 
lain.  

(2) Setiap pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung 
yang tidak memenuhi ketentuan dalam Undang -

Undang ini diancam dengan pidana penjara paling 
lama 4 (empat) tahun atau denda paling ban yak 15% 
(lima belas per seratus) dari nilai bangunan gedung 

jika karenanya mengakibatkan kecelakaan bagi orang 
lain yang mengakibatkan cacat seumur hidup.  

(3) Setiap pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung 
yang tidak memenuhi ketentuan dalam Undang -
Undang in i diancam dengan pidana penjara paling 

lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak 20% 
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(dua puluh per seratus) dari nilai bangunan gedung 
jika karenanya mengakibatkan hilangnya nyawa orang 

lain.  

(4) Dalam proses peradilan atas tindakan sebagaimana 

dimaksud pad a ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) , hakim 
memperhatikan pertimbangan dari  Profesi Ahli . 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, 

besaran dan tata cara pengenaan sanksi sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur 
dalam  Peratu ran Pemerintah . 

 

44.  Di antara Pasal 47 dan Pasal 48 disisipkan 1 (satu) pasal , 

yakni Pasal 47A sehingga berbunyi sebagai berikut:  

Pasal 47A  

(1) Pemerintah Pusat menetapkan prototipe bangunan 

gedung sesuai dengan kebutuhan.  

(2) Prototipe bangunan gedung sebagaimana di maksud 

pada ayat (1)  diutamakan  untuk bangunan gedung 
sederhana yang umum digunakan masyarakat.  

(3) Prototipe bangunan gedung sebagaimana dimaksud 

pada ayat ( 2) ditetapkan paling lama 6 bulan sejak 
Undang -Undang ini diundangkan.  

 

Pasal 25   

Beberapa ketentuan dalam Unda ng-Undang 6 Tahun 2017 

tentang Arsitek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2017 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6108)  diubah  sebagai berikut : 

 

1.  Ketentuan  Pasal 1  angka 3 diubah, serta disisipkan 1 
(satu) angka , yakni angka  14 sehingga Pasal 1 berbunyi 

sebagai berikut:  

Pasal 1  

Dalam Undang -Undang ini yang dimaksud dengan:  

1.  Arsitektur adalah wujud hasil penerapan ilmu 
pengetahuan, teknologi, dan seni secara utuh dalam 

menggubah ruang dan lingkungan binaan sebagai 
bagian dari k ebudayaan dan peradaban manusia 

yang memenuhi kaidah fungsi, kaidah konstruksi, 
dan kaidah estetika serta mencakup faktor 
keselamatan, keamanan, kesehatan, kenyamanan, 

dan kemudahan.  
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2.  Praktik Arsitek adalah penyelenggaraan kegiatan 
untuk menghasilkan karya Arsitektur yang meliputi 

perencanaan, perancangan, pengawasan, dan/atau 
pengkajian untuk bangunan gedung dan 

lingkungannya, serta yang terkait dengan kawasan 
dan kota.  

3.  Arsitek adalah seseorang yang telah memenuhi 

syarat dan ditetapkan oleh Dewan untuk mela kukan 
Praktik Arsitek.  

4.  Arsitek Asing adalah Arsitek berkewarganegaraan 

asing yang melakukan Praktik Arsitek di Indonesia.  

5.  Uji Kompetensi adalah penilaian kompetensi Arsitek 

yang terukur dan objektif untuk menilai capaian 
kompetensi dalam bidang Arsitektur  dengan mengacu 
pada standar kompetensi Arsitek.  

6.  Surat Tanda Registrasi Arsitek adalah bukti tertulis 
bagi Arsitek untuk melakukan Praktik Arsitek.  

7.  Lisensi adalah bukti tertulis yang berlaku sebagai 
surat tanda penanggung jawab Praktik Arsitek dalam 
penyel enggaraan izin mendirikan bangunan dan 

perizinan lain.  

8.  Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan adalah 
upaya pemeliharaan kompetensi Arsitek untuk 

menjala nkan Praktik Arsitek secara 
berkesinambungan.  

9.  Pengguna Jasa Arsitek adalah pihak yang 
menggunakan jasa  Arsitek berdasarkan perjanjian 
kerja.  

10.  Organisasi Profesi adalah Ikatan Arsitek Indonesia  

11.  Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik 
Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan 

negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil 
Presiden dan menteri seba gaimana d imak sud dalam 

Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945.  

12.  Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai 

unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang 
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang 

menjadi kewenangan daerah otonom.  

13.  Men teri adalah menteri yang menyelenggarakan 
urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.  

14.  Dewan Arsitek Indonesia yang selanjutnya disebut 
Dewan adalah dewan yang dibentuk oleh Organisasi 
Profesi dengan tugas dan fungsi membantu 
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Pemerintah Pusat dalam penyel enggaraan 
keprofesian Arsitek.  

 

2.  Ketentuan  Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  

Pasal 5  

(1) Pemberian layanan Praktik Arsitek wajib memenuhi 

standar kinerja Arsitek.  

(2) Standar kinerja Arsitek sebagaimana dimaksud pada 
ayat (l) merupakan tolok ukur ya ng menjamin 

efisiensi, efektivitas, dan syarat mutu yang 
dipergunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan 

Praktik Arsitek.  

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar kinerja 
Arsitek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur 

dalam  Peraturan Pemerintah.  

 

3.  Ketentua n Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 6  

Untuk melakukan Praktik Arsitek, seseorang wajib 
memiliki Surat Tanda Registrasi Arsitek.  

 

4.  Di antara Pasal 6 dan Pasal 7 disisip kan 1 (satu) pasal , 
yakni Pasal 6A sehingga berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 6A  

Dalam hal penyelenggaraan kegiatan untuk menghasilkan 
karya Arsitektur berupa bangunan gedung sederhana dan 

bangunan gedung adat , penyelenggaraan kegiatan tidak 
wajib dilakukan oleh Arsitek . 

 

5.  Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 13  

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan dan 
pencabutan Surat Tanda Registrasi Arsitek sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 10, dan 
Pasal 12 diatur dalam  Peraturan Pemerintah.  
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6.  Ketentuan Pasal 14 diubah s ehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 14  

(1) Setiap Arsitek dalam penyelenggaraan bangunan 

gedung wajib memiliki Lisensi.  

(2) Dalam hal Arsitek sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) belum memiliki Lisensi, Arsitek wajib bekerja 

sama dengan Arsitek yang memiliki Lis ensi.  

(3) Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi sesuai dengan 

norma, standar, kriteria, dan prosedur  yang 
ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.  

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan 
Lisensi diatur dalam  Peraturan Pemerintah.  

 

7.  Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 19  

(1) Arsitek Asing harus melakukan alih keahlian dan alih 
pengetahuan.  

(2) Alih keahlian dan alih pengetahuan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:  

a.  mengembangka n dan meningkatkan jasa Praktik 

Arsitek pada kantor tempatnya bekerja;  

b.   mengalihkan pengetahuan dan kemampuan 

profesionalnya kepada Arsitek; dan/atau  

c.  memberikan pendidikan dan/atau pelatihan 
kepada lembaga pendidikan, lembaga penelitian, 

dan/atau lembaga pengembangan dalam bidang 
Arsitektur tanpa dipungut biaya.  

(3) Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan alih 

keahlian dan alih pengetahuan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh 

Pemerintah  Pusat . 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara alih 
keahlian dan alih pengetahuan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) dan pengawasan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam  

Peraturan Pemerintah.  

 

8.  Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  



 

102  

 

Pasal 28  

Organisasi Profesi bertugas:  

a. melakukan  pembinaan anggota;  

b.  menetapkan dan menegakkan kode etik profesi 

Arsitek;  

c. menyelenggarakan dan memantau pelaksanaan 
Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan;  

d.  melakukan komunikasi, pengaturan, dan promosi 
tentang kegiatan Praktik Arsitek;  

e. memberikan masukan ke pada pendidikan tinggi 

Arsitektur tentang perkembangan Praktik Arsitek;  

f.  memberikan masukan kepada Pemerintah Pusat 

mengenai lingkup layanan Praktik Arsitek;  

g. mengembangkan Arsitektur dan melestarikan nilai 
budaya Indonesia; dan  

h.  melindungi Pengguna Jasa Arsi tek.  

 

9.  Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga  berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 34  

(1) Dalam mendukung keprofesian Arsitek, Organisasi 
Profesi membentuk Dewan yang bersifat mandiri dan 
independen.  

(2) Dewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
beranggotakan 9 (sembilan) o rang yang terdiri atas 

unsur:  

a.  anggota Organisasi Profesi;  

b.   Pengguna Jasa Arsitek; dan  

c.  perguruan tinggi.  

(3) Dewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dikukuhkan oleh Pemerintah Pusat.  

 

10.  Ketentuan Pasal 35  diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  

Pasal 35  

(1) Pemerintah  Pusat  melakukan pembinaan terhadap 

profesi Arsitek.  

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan  dengan:  
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a.  menetapkan kebijakan pengembangan profesi 
Arsitek dan Praktik Arsitek;  

b.   melakukan pemberdayaan Arsitek; dan  

c.  melakukan pengawasan  terhadap kepatuhan 

Arsitek dalam pelaksanaan peraturan dan 
standar penataan bangunan dan lingkungan.  

(3) Pemerintah  Pusat dalam  melakukan fungsi 

pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan Praktik 
Arsitek  sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  dibantu 
oleh Dewan . 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan Arsitek 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan 

ayat (3) diatur dalam  Peraturan Pemerintah.  

 

11.  Pasal 36  dihapus.  

 

12.  Pasal 37 dihapus.  

 

13.  Ketentuan Pasal 3 8 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 38  

(1) Setia p Arsitek yang melanggar ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 

6, Pasal 18 ayat (2), Pasal 19 atau Pasal 20 dikenai 
sanksi administratif berupa:  

a.  peringatan tertulis;  

b.  penghentian sementara Praktik Arsitek;  

c. pembekuan Surat Ta nda Registrasi Arsitek; 

dan/atau  

d.  pencabutan Surat Tanda Registrasi Arsitek.  

(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diberikan oleh Organisasi Profesi Arsitek.  

 

14.  Pasal 39 dihapus.  

 

15.  Pasal 40 dihapus.  

 

16.  Pasal 41 dihapus . 

 



 

104  

 

Bagian Keempat  

Penyederhanaan Perizinan Berusaha Sektor serta Kemudahan 

dan Persyaratan Investasi  

 

Paragraf 1  

Umum  

 

Pasal 26   

Perizinan Berusaha terdiri  atas sektor:  

a. kelautan dan perikanan ;  

b.  pertanian ; 

c. kehutanan ; 

d.  energi dan sumber daya mineral;  

e. ketenaganukliran ; 

f.  perindustrian ;  

g. perdagangan , me trologi legal, jaminan produk halal, dan 
standardisasi penilaian kesesuian ; 

h.  pekerjaan umum  dan perumahan rakyat ; 

i.  transportasi;  

j.  kesehatan, obat dan makanan ; 

k.  pendidikan dan kebudayaan ; 

l.  pariwisata;  

m.  keagamaan;  

n.  pos, telekomunikasi, dan penyiaran; dan  

o. pertahana n dan keamanan . 

 

Paragraf 2  

Kelautan dan Perikanan  

 

Pasal 27   

Untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat terutama 

Pelaku Usaha dalam mendapatkan Perizinan Berusaha dan 
kemudahan persyaratan investasi dari sektor kelautan dan 

perikanan,  beberapa ketentuan dalam Unda ng-Undang Nomor 
31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah 



 

105  

 

diubah dengan Undang -Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang 
Perubahan Atas Undan g-Undang Nomor 31 Tahun 2004 

tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5073)  diubah  sebagai berikut :  

 

1.  Ketentuan Pasal 1 angka 11, angka 24, angka 25, dan 

angka 26 diubah s erta angka 16, angka 17, dan angka 18 
dihapus sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:  

Pasal 1  

Dalam Undang -Undang ini yang dimaksud dengan : 

1.  Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan 

dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya 
ikan dan lingkung annya mulai dari praproduksi, 
produksi, pen golahan sampai dengan pemasaran, 

yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis 
perikanan.  

2.  Sumber daya ikan adalah potensi semua jenis ikan.  

3.  Lingkungan sumber daya ikan adalah perairan 
tempat kehidupan sumber daya i kan, termasuk biota 

dan faktor alamiah sekitarnya.  

4.  Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau 
sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam 

lingkungan perairan.  

5.  Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk 

memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam 
keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa 
pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal 

untuk memuat, mengangkut, menyimpan, 
mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau 
mengawetkannya.  

6.  Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk 
memelihara, membesarkan , dan/atau membiakkan 

ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang 
terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan 
kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, 

mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau 
mengawetkannya.  

7.  Pengelolaan perikanan adalah semu a upaya, 
termasuk proses yang terintegrasi dalam 
pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, 

konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber 
daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum 
dari peraturan perundang -undangan di bidang 
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perikanan, yang dil akukan oleh pemerintah atau 
otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai 

kelangsungan produktivitas sumber daya hayati 
perairan dan tujuan yang telah disepakati.  

8.  Konservasi Sumber Daya Ikan adalah upaya 
pelindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber 
daya  ikan, termasuk ekosistem, jenis, dan genetik 

untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan 
kesinambungannya dengan tetap memelihara dan 
meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman 

sumber daya ikan.  

9.  Kapal Perikanan adalah kapal, perahu, atau alat 

apung lain yang digunakan untuk melakukan 
penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan 
ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, 

pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan 
penelitian/eksplorasi perikanan.  

10.  Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya 
melak ukan penangkapan ikan.  

11.  Nelayan Kecil adalah orang yang mata 

pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk 
memenuhi kebutuhan hidup sehari -hari, baik yang 
menggunakan kapal penangkap Ikan maupun yang 

tidak menggunakan kapal penangkap Ikan.  

12.  Pembudi Daya Ik an adalah orang yang mata 

pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan.  

13.  Pembudi Daya -Ikan Kecil adalah orang yang mata 
pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan 

untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari -hari.  

14.  Setiap Orang adalah orang perseorangan atau 
korpo rasi.  

15.  Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau 
kekayaan yang terorganisasi , baik merupakan badan 

hukum maupun bukan badan hukum  

16.  Dihapus.  

17.  Dihapus.  

18.  Dihapus.  

19.  Laut Teritorial Indonesia adalah jalur laut selebar 12 

(dua belas) mil laut yang diukur dari garis p angkal 
kepulauan Indonesia.  

20.  Perairan Indonesia adalah laut teritorial Indonesia 

beserta perairan kepulauan dan perairan 
pedalamannya.  
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21.  Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang selanjutnya 
disingkat  ZEEI adalah jalur di luar dan berbatasan 

dengan laut teritor ial Indonesia sebagaimana 
ditetapkan berdasarkan undang -undang yang 

berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi 
dasar laut, tanah di bawahnya, dan air di atasnya 
dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut yang 

diukur dari garis pangkal laut teritor ial Indonesia.  

22.  Laut Lepas adalah bagian dari laut yang tidak 
termasuk dalam ZEEI, laut teritorial Indonesia, 

perairan kepulauan Indonesia, dan perairan 
pedalaman Indonesia.  

23.  Pelabuhan Perikanan adalah tempat yang terdiri atas 
daratan dan perairan di sekita rnya dengan batas -
batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan 

dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang 
digunakan sebagai tempat kapal perikanan 

bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan 
yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan 
pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.  

24.  Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan 
urusan pemerintahan di bidang perikanan.  

25.  Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik 

Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan 
negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil 

Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam 
Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945.  

26.  Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai 
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang 
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang 

menjadi  kewenangan daerah otonom.  

 

2.  Ketentuan  Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai  
berikut:  

Pasal 7  

(1) Dalam rangka mendukung kebijakan pengelolaan 
sumber daya ikan,  Pemerintah Pusat menetapkan:  

a.  rencana pengelolaan perikanan;  

b.   potensi dan alokasi sumber daya ik an di wilayah 
pengelolaan perikanan Negara Republik 

Indonesia;  
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c.  jumlah tangkapan yang diperbolehkan di wilayah 
pengelolaan perikanan Negara Republik 

Indonesia;   

d.   potensi dan alokasi lahan pembudidayaan ikan di 

wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik 
Indonesia;   

e.  potensi dan alokasi induk serta Benih ikan 

tertentu di wilayah pengelolaan perikanan Negara 
Republik Indonesia;   

f.   jenis, jumlah, dan ukuran alat penangkapan 

ikan;   

g.  jenis, jumlah, ukuran, dan penempatan alat 

bantu penangkapan ikan;   

h.   daerah, j alur, dan waktu atau musim 
penangkapan ikan;   

i.   persyaratan atau standar prosedur operasional 
penangkapan ikan;   

j.   pelabuhan perikanan;   

k.   sistem pemantauan kapal perikanan;   

l.   jenis ikan baru yang akan dibudidayakan;   

m.   jenis ikan dan wilayah penebaran kembali  serta 
penangkapan ikan berbasis budi daya;   

n.   pembudidayaan ikan dan pelindungannya;  

o.  pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber 
daya ikan serta lingkungannya;   

p.   rehabilitasi dan peningkatan sumber daya ikan 
serta lingkungannya;  

q.  ukuran atau berat minimum jenis ikan yang 

boleh ditangkap;   

r.   kawasan konservasi perairan;   

s.  wabah dan wilayah wabah penyakit ikan;   

t.   jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, 
dimasukkan, dan dikeluarkan ke dan dari 

wilayah Negara Republik Indonesia; dan  

u.   jenis ikan  dan genetik  ikan yang dilindungi . 

(2) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau 

kegiatan pengelolaan perikanan wajib mematuhi 
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

mengenai:  
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a.  jenis, jumlah, dan ukuran alat penangkapan 
ikan;   

b.   jenis, jumlah, ukuran, dan penempatan  alat 
bantu penangkapan ikan;  

c.  daerah, jalur, dan waktu atau musim 
penangkapan ikan;   

d.   persyaratan atau standar prosedur operasional 

penangkapan ikan;   

e.  sistem pemantauan kapal perikanan;   

f.   jenis ikan baru yang akan dibudidayakan;   

g.  jenis ikan dan wilayah penebaran kembali serta 
penangkapan ikan berbasis budi daya;   

h.   pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber 
daya ikan serta lingkungannya;  

i.   ukuran atau berat minimum jenis ikan yang 

boleh ditangkap;   

j.   kawasan konservasi perairan;   

k.   wabah dan wilayah wabah pe nyakit ikan;   

l.   jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, 
dimasukkan, dan dikeluarkan ke dan dari 

wilayah Negara Republik Indonesia; dan  

m.   jenis ikan dan genetik ikan yang dilindungi . 

(3) Kewajiban mematuhi ketentuan mengenai sistem 

pemantauan kapal perikan an sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 2) huruf e, tidak berlaku bagi Nelayan 

Kecil dan/atau Pembudi Daya -Ikan K ecil.  

(4) Pemerintah Pusat menetapkan potensi dan jumlah 
tangkapan yang diperbolehkan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c.  

 

3.  Di antara  Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan 1 (satu) pasal 

baru , yakni Pasal 20A sehingga berbunyi sebagai berikut:  

Pasal 20A  

(1) Setiap orang yang melakukan penanganan dan 
pengolahan ikan yang tidak memenuhi dan tidak 
menerapkan persyaratan kelayakan pengolahan 

ikan, s istem jaminan mutu, dan keamanan hasil 
perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 

ayat (3) dikenai sanksi administratif.  

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, dan 
tata cara pengenaan sanksi administratif 
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sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dia tur dalam  
Peraturan Pemerintah.  

 

4.  Ketentuan  Pasal 25A diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  

Pasal 25A  

(1) Pelaku usaha perikanan dalam melaksanakan bisnis 

perikanan harus memenuhi  standar mutu hasil 
perikanan.  

(2) Pemerintah  Pusat  dan Pemerintah Daerah sesuai 

kewenangannya membina dan memfasilitasi 
pengembangan usaha perikanan agar memenuhi 

standar mutu hasil perikanan  berdasarkan norma, 
standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh 
Pemerintah Pusat.  

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar mutu hasil 
per ikanan diatur dalam  Peraturan Pemerintah . 

 

5.  Ketentuan  Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 26  

(1) Setiap orang yang melakukan usaha perikanan di 
wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik 

Indonesia wajib memenuhi Perizinan Berusaha  dari 
Pemerintah  Pusat  atau Pemerintah Daerah sesuai 

dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, 
prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh 
Pemerintah Pusat.  

(2) Jenis usaha Perikanan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) terdiri dari usaha:   

a. penangkapan Ikan;   

b.  pembudidayaan Ikan;   

c. pengangkutan Ikan;   

d.  pengolahan Ikan; dan   

e. pemasaran Ikan.  

 

6.  Ketentuan  Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 27  
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(1) Setiap orang yang memiliki dan/atau 
mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera 

Indonesia yang digunaka n untuk melakukan 
penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan 

Negara Republik Indonesia dan/atau laut lepas wajib 
memenuhi  Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat  
atau Pemerintah Daerah sesuai dengan 

kewenangannya berdasarkan norma, standar, 
prosedu r, dan kriteria yang ditetapkan oleh 
Pemerintah Pusat.  

(2) Setiap orang yang memiliki dan/atau 
mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera 

asing yang digunakan untuk melakukan 
penangkapan ikan di ZEEI  wajib memenuhi Perizinan 
Berusaha dari Pemerintah Pusat.  

(3) Setiap orang yang mengoperasikan kapal penangkap 
ikan berbendera Indonesia di wilayah pengelolaan 

perikanan Negara Republik Indonesia atau 
mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera 
asing di ZEEI  wajib membawa dokumen Perizinan 

Berusaha.  

(4) Kapal penangk ap ikan berbendera Indonesia yang 
melakukan penangkapan ikan di wilayah yurisdiksi 

negara lain harus terlebih dahulu mendapatkan 
persetujuan dari Pemerintah  Pusat . 

(5) Kewajiban memenuhi  Perizinan Berusaha  
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau 
membawa do kumen Perizinan Berusaha  sebagaimana 

dimaksud pa da ayat (3) tidak berlaku bagi Nelayan 
Kecil.  

 

7.  Di antara Pasal 27 dan Pasal 28 disisipkan 1 (satu) pasal , 
yakni Pasal 27A sehingga berbunyi sebagai berikut:  

Pasal 27A  

(1) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengo perasikan 
kapal penangkap ikan berbendera Indonesia 

melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan 
perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau di 

laut lepas, yang tidak memenuhi Perizinan Berusaha 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), 
dikenai s anksi administratif.  

(2) Setiap orang yang mengoperasikan kapal penangkap 
ikan berbendera Indonesia di wilayah pengelolaan 
perikanan Negara Republik Indonesia, yang tidak 

membawa dokumen Perizinan Berusaha sebagaimana 
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dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), dikenai sanksi 
administratif.  

(3) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan 
kapal penangkap ikan berbendera asing yang 

digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di 
ZEEI  tanpa memiliki Perizinan Berusaha dari 
Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 27 ayat (2) atau tidak membawa dokumen 
Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 27 ayat (3), dikenai sanksi administratif.  

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, dan 
tata cara pengenaan sanksi administratif 

sebagaimana dimaksud pada ay at (1) , ayat (2), dan 
ayat (3)  diatur dalam  Peraturan Pemerintah.  

 

8.  Ketentuan  Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 28  

(1) Setiap orang yang memiliki dan/atau 
mengoperasikan kapal pengangkut ikan berbendera 

Indonesia di wilayah pengelolaan p erikanan Negara 
Republik Indonesia wajib memenuhi  Perizinan 
Berusaha dari Pemerintah Pusat  atau Pemerintah 

Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan 
norma, standar, prosedur, dan kriteria yang 

ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.  

(2) Setiap orang yang memili ki dan/atau 
mengoperasikan kapal pengangkut ikan berbendera 

asing yang digunakan untuk melakukan 
pengangkutan ikan di wilayah pengelolaan perikanan 
Negara Republik Indonesia wajib memenuhi  Perizinan 

Berusaha dari Pemerintah Pusat .  

(3) Setiap orang yang mengop erasikan kapal pengangkut 

ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara 
Republik Indonesia wajib membawa  dokumen  
Perizinan Berusaha.  

(4) Kewajiban memenuhi Perizinan Berusaha  
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau 

membawa dokumen Perizinan Berusaha  sebagai mana 
dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku bagi Nelayan 
Kecil dan/atau Pembudi Daya -Ikan Kecil . 

 

9.  Ketentuan  Pasal 28A diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  
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Pasal 28A  

Setiap orang dilarang:  

a. memalsukan dokumen Perizinan Berusaha;   

b.  menggunakan Perizinan Be rusaha  palsu;  

c. menggunakan Perizinan Berusaha milik kapal lain 
atau orang lain; dan/atau  

d.  menggandakan Perizinan Berusaha untuk digunakan 

oleh kapal lain dan/atau kapal milik sendiri.  

 

10.  Ketentuan  Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  

Pasal 30  

(1) Pemberian Perizinan Berusaha kepada orang 
dan/atau badan hukum asing yang beroperasi di 
ZEEI harus didahului dengan perjanjian perikanan, 

pengaturan akses, atau pengaturan lainnya antara 
Pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah 

negara bendera kapal.  

(2) Perjanjian perikanan yang dibuat antara Pemerintah 
Republik Indonesia dan pemerintah negara bendera 

kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 
mencantumkan kewajiban pemerintah negara 
bendera kapal untuk bertanggung jawab atas 

kepatuhan orang atau badan hu kum negara bendera 
kapal dalam mematuhi pelaksanaan perjanjian 

perikanan tersebut.  

(3) Pemerintah Pusat menetapkan pengaturan mengenai 
pemberian Perizinan Berusaha  kepada orang 

dan/atau badan hukum asing yang beroperasi di 
ZEEI, perjanjian perikanan, pengatura n akses, atau 
pengaturan lainnya antara Pemerintah Republik 

Indonesia dan pemerintah negara bendera kapal.  

 

11.  Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 31  

(1) Setiap kapal perikanan yang dipergunakan untuk 
menangkap ikan di wilayah peng elolaan perikanan 

Negara Republik Indonesia wajib memenuhi Perizinan 
Berusaha dari Pemerintah Pusat  atau Pemerintah 
Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan 

norma, standar, prosedur, dan kriteria yang 
ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.  
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(2) Setiap kapal pe rikanan yang dipergunakan untuk 
mengangkut ikan di wilayah pengelolaan perikanan 

Negara Republik Indonesia wajib memenuhi Perizinan 
Berusaha dari Pemerintah Pusat  atau Pemerintah 

Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan 
norma, standar, prosedur, dan kriteria yang 
ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.  

 

12.  Ketentuan  Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 32  

Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha 

diatur dalam  Peraturan Pemerintah.  

 

13.  Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  

Pasal 33  

(1) Kegiatan penangkapan ikan dan/atau 
pembudidayaan ikan di wilayah pengelolaan 
perikanan Negara Republik Indonesia yang bukan 

untuk tujuan komersial harus mendapatkan 
persetujuan dari Pemerintah Pusat atau  Pemerintah 
Daerah sesuai dengan  kewenangannya berdasarkan 

norma, standar, prosedur, dan kriteria yang 
ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.  

(2) Kegiatan penangkapan ikan dan/atau 
pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilakukan oleh Setiap Orang yang meliputi 

kegiatan dalam rangk a pendidikan, penyuluhan, 
penelitian atau kegiatan ilmiah lainnya, serta 
kesenangan dan wisata.  

(3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dikecualikan bagi seseorang yang menangkap ikan 

dan/atau membudidayakan ikan untuk kebutuhan 
sehari -hari.  

(4) Persetu juan bagi kegiatan penelitian atau kegiatan 

ilmiah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang -undangan.  

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penangkapan ikan 
dan/atau pembudidayaan ikan di wilayah pengelo laan 

perikanan Negara Republik Indonesia yang bukan 
untuk tujuan komersial diatur dalam  Peraturan 
Pemerintah . 
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14.  Ketentuan  Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  

Pasal 35  

(1) Setiap Orang yang membangun, mengimpor, atau 
memodifikasi kapal perikanan wajib terlebih dahulu 
mendapat persetujuan Pemerintah Pusat  atau 

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya 
berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria 
yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.  

(2) Pembangunan atau modifikasi kapal perikanan 
sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) dapat 

dilakukan, baik di dalam maupun di luar negeri, 
setelah mendapat pertimbangan teknis laik laut  dari 
Pemerintah Pusat . 

(3) Setiap orang yang membangun, mengimpor, atau 
memodifikasi kapal perikanan yang tidak memiliki 

persetujuan Pe merintah Pusat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.  

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, 

besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi 
administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam  Peraturan 

Pemerintah.  

 

15.  Ketentuan  Pasal 35A diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 35A  

(1) Kapal perikanan berbendera Indonesia yang 
melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan 
perikanan Negara Republik Indonesia wajib 

menggunakan nakhoda d an anak buah kapal 
berkewarganegaraan Indonesia.  

(2) Pelanggaran terhadap ketentuan penggunaan anak 
buah kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dikena i sanksi administratif berupa peringatan, 

pembekuan Perizinan Berusaha, atau pencabutan 
Perizinan Berusaha.  

(3) Ketentuan mengenai kriteria, jenis, dan tata cara 
pengenaan sanksi administratif sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) diatur dalam  Peraturan 

Pemerintah.  
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16.  Ketentuan  Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 36  

(1) Kapal perikanan milik orang Indon esia yang 

dioperasikan di wilayah pengelolaan perikanan 
Negara Republik Indonesia dan /atau  laut lepas wajib 
didaftarkan terlebih dahulu sebagai kapal perikanan 

Indonesia.  

(2) Kapal perikanan yang telah terdaftar sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), diberikan Perizinan 

Berusaha dari Pemerintah Pusat  atau Pemerintah 
Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan 

norma, standar, prosedur, dan kriteria yang 
ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.  

(3) Setiap orang yang mengoperasikan kapal perikanan 

di wilayah pengelolaan peri kanan Republik Indonesia  
dan/atau laut lepas  yang tidak mendaftarkan kapal 

perikanannya sebagai kapal perikanan Indonesia 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi 
administratif.  

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, 
besaran dan tata car a pengenaan sanksi 
administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

diatur dalam  Peraturan Pemerintah.  

 

17.  Ketentuan  Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 38  

(1) Setiap kapal penangkap ikan berbendera asing yang 
tidak memenuhi Perizinan Berusa ha untuk 
melakukan  penangkapan ikan selama berada di 

wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik 
Indonesia wajib menyimpan alat penangkapan ikan 

di dalam palka.  

(2) Setiap kapal penangkap ikan berbendera asing yang 
telah memenuhi Perizinan Berusaha untuk 

mel akukan  penangkapan ikan dengan 1 (satu) jenis 
alat penangkapan ikan tertentu pada bagian tertentu 

di ZEEI dilarang membawa alat penangkapan ikan 
lainnya.  

(3) Setiap kapal penangkap ikan berbendera asing yang 

telah memenuhi Perizinan Berusaha untuk 
melakukan  penangkapan ikan wajib menyimpan alat 
penangkapan ikan di dalam palka selama berada di 
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luar daerah penangkapan ikan yang diizinkan di 
wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik 

Indonesia.  

 

18.  Ketentuan  Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 40  

Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan membangun, 
mengimpor, memodifikasi kapal, pendaftaran, pengukuran 
kapal perikanan, pemberian tanda pengenal kapal 

perikanan, serta penggunaan 2 (dua) jenis alat 
penangkapan ikan secara bergantian sebagaimana 

di maksud dalam Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, 
dan Pasal 39 diatur dalam  Peraturan Pemerintah . 

 

19.  Ketentuan  Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 41  

(1) Pemerintah Pusat menyelenggarakan dan melakukan 
pembinaan pengelolaan pelabuhan per ikanan.  

(2) Pemerintah Pusat dalam menyelenggarakan dan 
melakukan pembinaan pengelolaan pelabuhan 
perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

menetapkan:  

a.  rencana induk pelabuhan perikanan secara 

nasional;  

b.   klasifikasi pelabuhan perikanan;  

c.  pengelolaan pelabu han perikanan;  

d.   persyaratan dan/atau standar teknis dalam 
perencanaan, pembangunan, operasional, 
pembinaan, dan pengawasan pelabuhan 

perikanan;  

e.  wilayah kerja dan pengoperasian pelabuhan 

perikanan yang meliputi bagian perairan dan 
daratan tertentu yang men jadi wilayah kerja dan 
pengoperasian pelabuhan perikanan; dan  

f.   pelabuhan perikanan yang tidak dibangun oleh 
Pemerintah.  

(3) Setiap kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut 
ikan harus mendaratkan ikan tangkapan di 
pelabuhan perikanan yang ditetapkan atau 

pelab uhan lainnya yang ditunjuk.  
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(4) Setiap orang yang memiliki dan/atau 
mengoperasikan kapal penangkap ikan dan/atau 

kapal pengangkut ikan yang tidak melakukan 
bongkar muat ikan tangkapan di pelabuhan 

perikanan yang ditetapkan atau pelabuhan lainnya 
yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
dikenai sanksi administratif berupa peringatan, 

pembekuan Perizinan Berusaha , atau pencabutan 
Perizinan Berusaha . 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis,  dan 

tata cara pengenaan sanksi administratif 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam  

Peraturan Pemerintah.  

 

20.  Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga berbunyi  sebagai 

berikut:  

Pasal 42  

(1) Dalam rangka keselamatan operasional kapal 
perikanan, ditunjuk syahbandar di pelabuhan 
perikanan.  

(2) Syahbandar di pelabuhan perik anan mempunyai 
tugas dan wewenang:  

a.  menerbitkan persetujuan berlayar;  

b.   mengatur kedatangan dan keberangkatan kapal 
perikanan;  

c.  memeriksa ulang kelengkapan dokumen kapal 
perikanan;  

d.   memeriksa teknis dan nautis kapal perikanan 

dan memeriksa alat penangkapan ikan, dan alat 
bantu penangkapan ikan;  

e.  memeriksa dan mengesahkan perjanjian kerja 

laut;  

f.   memeriksa log book  penangkapan dan 

pengangkutan ikan;  

g.  mengatur olah gerak dan lalu  lintas kapal 
perikanan di pelabuhan perikanan;  

h.   mengawasi pemanduan;  

i.   mengawasi pe ngisian bahan bakar;  

j.   mengawasi kegiatan pembangunan fasilitas 
pelabuhan perikanan;  

k.   melaksanakan bantuan pencarian dan 

penyelamatan;  
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l.   memimpin penanggulangan pencemaran dan 
pemadaman kebakaran di pelabuhan perikanan;  

m.   mengawasi pelaksanaan perlindungan li ngkungan 
maritim;  

n.   memeriksa pemenuhan persyaratan pengawakan 
kapal perikanan;  

o.  menerbitkan Surat Tanda Bukti Lapor 

Kedatangan dan Keberangkatan Kapal Perikanan; 
dan  

p.   memeriksa sertifikat ikan hasil tangkapan . 

(3) Setiap kapal perikanan yang akan berlayar 
mela kukan penangkapan ikan dan/atau 

pengangkutan ikan dari pelabuhan perikanan wajib 
memiliki persetujuan berlayar yang dikeluarkan oleh 
syahbandar di pelabuhan perikanan.  

(4) Syahbandar di pelabuhan perikanan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh mente ri yang 

membidangi urusan pelayaran.  

(5) Dalam melaksanakan tugasnya, syahbandar di 
pelabuhan perikanan dikoordinasikan oleh pejabat 

yang bertanggung jawab di pelabuhan perikanan 
setempat.  

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kesyahbandaran di 

pelabuhan perikanan d ilaksanakan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang -undangan . 

 

21.  Ketentuan  Pasal 43 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 43  

Setiap kapal perikanan yang melakukan kegiatan 
perikanan wajib memenuhi standar laik operasi kapal 

perikanan dari penga was perikanan tanpa dikenai biaya.  

 

22.  Ketentuan  Pasal 44 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 44  

(1) Persetujuan b erlayar  sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 42 ayat (2) huruf a diterbitkan oleh syahbandar 

setelah kapal perikanan memenuhi  standar laik 
operasi.  

(2) Pemenuhan standar  laik operasi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh pengawas 
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perikanan setelah dipenuhi persyaratan administrasi 
dan kelayakan teknis . 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan 
administrasi dan kelayakan teknis seba gaimana 

dimaksud pada ayat (2) diatur dalam  Peraturan 
Pemerintah . 

 

23.  Ketentuan  Pasal 45 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 45  

Dalam hal kapal perikanan berada dan/atau 
berpangkalan di luar pelabuhan perikanan, Persetujuan 

berlayar diterbitkan ol eh syahbandar setempat setelah 
memenuhi standar  laik operasi dari pengawas perikanan 
yang ditugaskan pada pelabuhan setempat.  

 

24.  Ketentuan  Pasal 49  diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  

Pasal 49  

Setiap orang asing yang mendapat Perizinan Berusaha  

untuk m elakukan  penangkapan ikan di ZEEI dikena i 
pungutan perikanan.  

 

25.  Ketentuan Pasal 89 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 89  

Setiap orang yang melakukan penanganan dan 
pengolahan ikan yang tidak memenuhi dan tidak 

menerapkan persyaratan kelayakan pengolahan ikan, 
sistem jaminan mutu, dan keamanan hasil perikanan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) yang 

menimbulkan korban terhadap  kesehatan manusia 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) 

tahun dan denda paling banyak Rp800.000. 000,00 
(delapan ratus juta rupiah).  

 

26.  Ketentuan Pasal 92 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 92  

Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan 
perikanan Negara Republik Indonesia melakukan usaha 

perikanan yang tidak memenuhi Perizinan B erusaha 
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sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan 

denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar 
lima ratus juta rupiah).  

 

27.  Ketentuan  Pasal 93  diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:   

Pasal 93  

(1) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan 
kapal penangkap ikan berbendera Indonesia 

melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan 
perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau di 

laut lepas tanpa  memiliki Perizinan Berusaha yang 
meni mbulkan kecelaakaan dan/atau menimbulkan 
korban/kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan, 

keamanan, dan/atau lingkungan  sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan 

pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda 
paling banyak Rp2.000. 000.000,00 (dua miliar 
rupiah).  

(2) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan 
kapal penangkap ikan berbendera asing yang 
digunakan untuk  melakukan penangkapan ikan di 

ZEEI tanpa  memiliki Perizinan Berusaha yang 
menimbulkan kecelaakaan dan/atau menimbu lkan 

korban/kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan, 
keamanan, dan/atau lingkungan  sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan 

pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda 
paling banyak Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar 
rupia h).  

 

28.  Ketentuan  Pasal 94  diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  

Pasal 94  

Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan 

kapal pengangkut ikan yang berbendera Indonesia atau 
berbendera asing di wilayah pengelolaan perikanan 

Republik Indonesia yang me lakukan pengangkutan ikan 
atau kegiatan yang terkait yang tidak memiliki  Perizinan 
Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) 

dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 
5 (lima) tahun dan denda paling banyak 
Rp1.500.000.000,00 (sat u miliar lima ratus juta rupiah).  
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29.  Ketentuan  Pasal 94A  diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 94A  

Setiap orang yang memalsukan dokumen Perizinan 

Berusaha, menggunakan Perizinan Berusaha palsu, 
menggunakan Perizinan Berusaha milik kapal lain atau 
orang lain, dan/atau menggandakan Perizinan Berusaha 

untuk digunakan oleh kapal lain dan/atau kapal milik 
sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28A dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan 

denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (ti ga miliar 
rupiah).  

 

30.  Pasal 95  dihapus.  

 

31.  Pasal 96  dihapus.  

 

32.  Ketentuan  Pasal 97  diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 97  

(1) Nakhoda yang mengoperasikan kapal penangkap 
ikan berbendera asing yang tidak memenuhi 
Perizinan Berusaha untuk melakukan penang kapan 

ikan selama berada di wilayah pengelolaan perikanan 
Negara Republik Indonesia tidak menyimpan alat 

penangkapan ikan di dalam palka sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dipidana dengan 
pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima 

ratus ju ta rupiah).  

(2) Nakhoda yang mengoperasikan kapal penangkap 
ikan berbendera asing yang telah memenuhi 

Perizinan Berusaha dengan 1 (satu) jenis alat 
penangkapan ikan tertentu pada bagian tertentu di 

ZEEI yang membawa alat penangkapan ikan lainnya 
sebagaimana di maksud dalam Pasal 38 ayat (2) 
dipidana dengan pidana denda paling banyak 

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).  

(3) Nakhoda yang mengoperasikan kapal penangkap 

ikan berbendera asing yang telah memenuhi 
Perizinan Berusaha, yang tidak menyimpan alat 
penangkap an ikan di dalam palka selama berada di 

luar daerah penangkapan ikan yang diizinkan di 
wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik 
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 
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ayat (3) dipidana dengan pidana denda paling banyak 
Rp500.000.000,00 (lima ra tus juta rupiah).  

 

33.  Ketentuan Pasal 98 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  

Pasal 98  

Nakhoda kapal perikanan yang tidak memiliki persetujuan 

berlayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) 
tahun  dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua 

ratus juta rupiah).  

 

34.  Ketentuan Pasal 100B diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 100B  

Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 8, Pasal 9, Pasal 12, Pasal 14 ayat (4), Pasal 16 ayat 

(1), Pasal 21, Pasal 23 ayat (1), Pasal 26 ayat (1), Pasal 38, 
Pasal 42 ayat (3), atau Pasal 55 ayat (1) yang dilakukan 
oleh Nelayan Kecil dan/atau Pembudidaya Ikan Kecil 

dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) 
tahun atau denda paling banyak Rp2 50.000.000,00 (dua 
ratus lima puluh juta rupiah).  

 

35.  Ketentuan  Pasal 100C  diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  

Pasal 100C  

Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 7 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, 
huruf g, huruf h,  huruf I, huruf j, huruf k, huruf l, atau 
huruf m dilakukan oleh Nelayan Kecil dan/atau 

Pembudidaya Ikan Kecil dipidana dengan pidana denda 
paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).  

 

36.  Ketentuan  Pasal 101  diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:   

Pasal 101  

Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 84 ayat (1), Pasal 85, Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88, 
Pasal 90, Pasal 91, Pasal 93 atau  Pasal 94 dilakukan oleh 
korporasi, tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan 

terhadap pengurusnya dan  terhadap korporasi dipidana 
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denda dengan tambahan pemberatan  1/3 (sepertiga) dari 
pidana denda yang dijatuhkan.  

 

Paragraf 3  

Pertanian  

 

Pasal 28   

Untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat terutama 
Pelaku Usaha dalam mendapatkan Perizinan Berusaha dari 
sektor pert anian, Undang -Undang ini mengubah, menghapus, 

atau menetapkan pengaturan baru beberapa ketentuan yang 
diatur dalam : 

a. Undang -Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang 
Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Repu blik 

Indonesia Nomor 5613) ; 

b.  Undang -Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang 

Perlindungan Varietas Tanaman ( Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 20 00  Nomor 241 , Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043 ); 

c. Undang -Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang  Sistem 
Budi Daya Pertanian Berkelanjutan  (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 20 19  Nomor 201 , Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412 ); 

d.  Undang -Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang 

Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran 
Negara Rep ublik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5433) ; 

e. Undang ðUndang Nomor 13 Tahun 2010 tentang 
Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomo r 5170) ; dan  

f.  Undang -Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang 
Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang -Undang Nomor 

41 Ta hun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5619) . 

 

Pasal 29   



 

125  

 

Beberapa ketentuan dalam Undang -Undang Nomor 39 Tahun 
2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor  308, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5613) diubah  sebagai 

berikut : 

 

1.  Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  

Pasal 14  

(1) Pemerintah Pusat menetapkan batasan luas 

maksimum dan luas minimum penggunaan lahan 
untuk Usaha Per kebunan.  

(2) Penetapan batasan luas sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) harus mempertimbangkan:  

a. jenis tanaman;  dan/atau  

b.  ketersediaan laha n yang sesuai secara 
agroklimat.  

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan batasan 
luas diatur dalam  Peraturan Pemerin tah.  

 

2.  Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 15  

Perusahaan P erkebunan yang melakukan kegiatan 
kemitraan atau inti plasma dilarang memindahkan hak 

atas tanah Usaha Perkebunan yang mengakibatkan 
terjadinya satuan usaha yang kurang  dari luas minimum 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.  

 

3.  Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 16  

(1) Perusahaan Perkebunan wajib  mengusahakan Lahan 

Perkebunan paling lambat 2 (dua) tahun  setelah 
pemberian status hak atas tanah . 

(2)  Jika Lahan Perkebunan tidak diusahakan sesuai 

dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), Lahan  Perkebunan yang belum diusahakan 

diambil alih oleh negara sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang -undangan.  
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4.  Ketentuan Pasal 17  diubah sehin gga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 17  

(1) Pejabat yang berwenang dilarang menerbitkan 

Perizinan Berusaha Perkebunan di atas Tanah Hak 
Ulayat Masyarakat Hukum Adat.  

(2) Ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dikecualikan dalam hal telah dicapai 
pers etujuan antara Masyarakat Hukum Adat dan 
Pelaku Usaha Perkebunan mengenai penyerahan 

Tanah dan imbalannya sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 12 ayat (1).  

 

5.  Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 18  

(1) Perusahaan Perkebunan yang melang gar ketentuan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 4 dikenai 
sanksi administratif.  

(2) Ketentuan mengenai jenis, kriteria, besaran ,  dan 

tata cara pengenaan sanksi administratif 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam  
Peraturan Pemerintah.  

 

6.  Ketentuan Pas al 24 diubah sehingga berbunyi  sebagai 

berikut:  

Pasal 24  

(1) Pemerintah Pusat menetapkan jenis benih t anaman 

Perkebunan yang pengeluaran dari dan/atau 
pemasukannya ke dalam wilayah Negara Kesatuan 
Republik Indonesia memerlukan persetujuan.  

(2) Pengeluaran benih da ri dan/atau pemasukannya ke 
dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia 

wajib mendapatkan persetujuan dari Pemerintah  
Pusat . 

(3) Pemasukan benih dari luar negeri harus memenuhi 

standar mutu atau persyaratan teknis minimal.  

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar mutu dan  

persyaratan teknis minimal sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) diatur dalam  Peraturan Pemerintah.  
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7.  Ketentuan  Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 30  

(1) Varietas hasil pemuliaan atau introduksi dari luar 

negeri sebelum dieda rkan terlebih dahulu harus 
dilepas oleh Pemerintah Pusat atau diluncurkan oleh 
pemilik varietas.  

(2) Varietas yang telah dilepas atau diluncurkan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
diproduksi dan diedarkan.  

(3) Varietas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
sebelum diedarkan harus memenuhi Perizinan 

Berusaha dari Pemerintah Pusat.  

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat -syarat dan 
tata cara pelepasan atau peluncuran serta Perizinan 

Berusaha diatur dalam  Peraturan Pemerintah.  

 

8.  Pasal 31  dihapus.  

 

9.  Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi  sebagai 

berikut:  

Pasal 35  

(1) Dalam rangka pengendalian organisme pengganggu 

tumbuhan, setiap Pelaku Usaha Perkebunan wajib  
memenuhi persyaratan minimum sarana dan 

prasarana pengendalian organisme pengganggu 
Tanaman Perkebunan.  

(2) Ketentuan mengenai persyaratan  minimum sarana 

dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diatur dalam  Peraturan Pemerintah . 

 

10.  Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 39  

Pelaku Usaha Perkebunan dapat melakukan Usaha 
Perkebunan  di  seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik 

Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan  perundan g-
undangan  di bidang penanaman modal . 

 

11.  Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  
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Pasal 40  

Pengalihan kepemilikan Perusahaan Perkebunan kepada 

penanam modal asing dapat dilakukan setelah 
memperoleh persetujuan Pemerintah Pusat.  

 

12.  Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 42  

(1) Kegiatan usaha budi daya Tanaman Perkebunan 
dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perkebunan 

sebagaimana di maksud dalam Pasal 41 ayat (1) 
hanya dapat dilakukan oleh Perusahaan Perkebunan 

apabila telah mendapatkan hak atas tanah dan 
memenuhi Perizinan Berusaha terkait Perkebunan 
dari Pemerintah Pusat . 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha 
sebagaiman a dimaksud pada ayat (1) diatur dalam  

Peraturan Pemerintah . 

 

13.  Ketentuan Pasal 43 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  

Pasal 43  

Kegiatan usaha Pengolahan Hasil Perkebunan dapat 

didirikan pada wilayah Perkebunan swadaya masyarakat 
yang belum ada usaha Pe ngolahan Hasil Perkebunan 

setelah memperoleh hak atas tanah dan Perizinan 
Berusaha dari Pemerintah  Pusat . 

 

14.  Pasal 45 dihapus.  

 

15.  Ketentuan Pasal 47 diubah sehingga berbunyi  sebagai 

berikut:  

Pasal 47  

(1) Perusahaan Perkebunan yang melakukan usaha budi 
daya Tanaman  Perkebunan dengan luasan skala 
tertentu dan/atau usaha Pengolahan Hasil 

Perkebunan dengan kapasitas pabrik tertentu wajib 
memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah 

Pusat.  

(2) Setiap Perusahaan Perkebunan yang melakukan 
usaha budi daya Tanaman Perkebunan den gan 

luasan skala tertentu dan/atau usaha Pengolahan 
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Hasil Perkebunan dengan kapasitas pabrik tertentu 
yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif 
berupa:  

a.  penghentian sementara kegiatan;  

b.   pengenaa n denda; dan/atau  

c.  paksaan Pemerintah Pusat.  

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha 
sebagaimana pada ayat (1) dan kriteria, jenis, 
besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi 

administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
diatur dalam  Peraturan Pemerintah.  

 

16.  Ketentuan Pasal 48 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 48  

(1)  Perizinan Berusaha Perkebunan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) diberikan oleh:  

a. gubernur untuk wilayah lintas kabupaten/kota; 
dan  

b.  bupati/wali kota untuk wilayah dalam suatu 
kabupaten/kota,  

berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria 

yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.  

(2)  Dalam hal lahan Usaha Perkebunan berada pada 

wilayah lintas provinsi, izin diberikan oleh 
Pemerintah Pusat.  

(3)  Perusahaan Perkebunan yang telah mendapat 

Perizinan Berusaha  wajib menyampaikan laporan 
perkembangan usahanya secara berkala sekurang -
kurangnya 1 (satu) tahun sekali kepada pemberi izin 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2).  

(4)  Laporan perkem bangan usaha secara berkala 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga 
disampaikan kepada Pemerintah Pusat.  

 

17.  Pasal 49  dihapus.  

 

18.  Pasal 50 dihapus.  
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19.  Ketentuan Pasal 58 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 58  

(1)  Perusahaan Perkebunan yang mendapatka n 

Perizinan Berusaha untuk budi daya yang seluruh 
atau sebagian lahannya  berasal dari:  

a.  area penggunaan lain yang berada di  luar hak 

guna usaha; dan/atau  

b.   areal yang berasal dari pelepasan kawasan hutan,  

wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat 

sekitar seluas 20% (dua puluh persen) dari luas 
lahan tersebut.  

(2) Fasilitasi pembangunan kebun masyarakat 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
dilakukan melalui pola kredit, bagi hasil, bentuk 

kemitraan lainnya , atau bentuk pendanaan lain yang 
disepaka ti sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang -undangan.  

(3) Kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 

dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 3 
(tiga) tahun sejak hak guna usaha diberikan.    

(4) Fasilitasi pe mbangunan kebun masyarakat 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 
dilaporkan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah 

Daerah sesuai dengan kewenangannya.  

 

20.  Ketentuan Pasal 60 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  

Pasal 60  

(1) Perusahaan Perkebunan yang mela nggar ketentuan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dikenai 
sanksi administratif.  

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) berupa:  

a. denda;  

b.  pemberhentian sementara dari kegiatan Usaha 
Perkebunan; dan/atau  

c. pencabutan Perizinan Beru saha Perkebunan.  

(3) Kentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran 
denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif 
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sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam 
Peraturan Pemerintah.  

 

21.  Ketentuan Pasal 67 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  

Pasal 67  

(1) Setiap Pelaku Usaha Perkebunan wajib memelihara 

kelestarian fungsi lingkungan hidup.  

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban 
memelihara kelestarian  fungsi lingkungan hidup 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  diatur dalam  
Peraturan Pemerintah.  

 

22.  Pasal  68 dihapus.  

 

23.  Ketentuan Pasal 70  diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 70  

(1) Setiap Perusahaan Perkebunan yang melanggar 
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 

dikenai sanksi administratif.  

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, besaran 
denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam 
Peraturan Pemerintah.  

 

24.  Ketentuan Pasal 74 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 74  

(1) Setiap unit Pengolahan Hasil Perkebunan tertentu 
yang berbahan baku impor wajib membangun kebun 

dalam jangka waktu tertentu setelah unit 
pengolahannya beroperasi.  

(2) Kebun yang dibangun sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) wajib terintegrasi dengan unit pengolahan 
hasil perkebunan setelah unit pengolahan tersebut 

beroperas i.  

(3) Ketentuan mengenai jenis Pengolahan Hasil 

Perkebunan tertentu dan jangka waktu tertentu 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam 
Peraturan Pemerintah.  
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25.  Ketentuan Pasal 75 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  

Pasal 75  

(1) Setiap Pelaku Usaha Perk ebunan yang melanggar 
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 
ayat (1) dikenai sanksi administratif.  

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, besaran 
denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam 

Peraturan Pemerintah . 

 

26.  Ketentuan Pasal 93 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 93  

(1) Pembiayaan Usaha Perkebunan yang dilakukan oleh 
Pemerintah Pusat bersumber dari anggaran 

pendapatan dan belanja negara.  

(2) Pembiayaan penyelenggaraan Perkebunan yang 
di lakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan 

kewenangannya bersumber dari anggaran 
pendapatan dan belanja daerah.  

(3) Pembiayaan Usaha Perkebunan yang dilakukan oleh 

Pelaku Usaha Perkebunan bersumber dari 
penghimpunan dana Pelaku Usaha Perkebunan, 

dana lembaga  pembiayaan, dana masyarakat, dan 
dana lain yang sah.  

(4) Penghimpunan dana sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) digunakan untuk pengembangan sumber 
daya manusia, penelitian dan pengembangan, 
promosi Perkebunan, peremajaan Tanaman 

Perkebunan, sarana dan pras aran a Perkebunan, 
pengembangan P erkebunan, dan/atau pemenuhan 

hasil Perkebunan untuk kebutuhan pangan, baha n 
bakar nabati, dan hilirisasi i ndustri Perkebunan.  

(5) Dana yang dihimpun oleh Pelaku Usaha Perkebunan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikelola oleh 
bada n pengelola dana perkebunan, yang berwenang 

untuk menghimpun, mengadministrasikan, 
mengelola, menyimpan, dan menyalurkan dana 
tersebut.  

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghimpunan 
dana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan 
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badan pengelola dana perkebunan  sebagaimana 
dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan 

Pemerintah.  

 

27.  Ketentuan Pasal 95 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 95  

(1) Pemerintah Pusat mengembangkan Usaha 
Perkebunan melalui penanaman modal.  

(2) Pelaksanaan penanaman modal sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang -undangan di bidang 

penanaman modal, dengan memperhatikan 
kepentingan Pekebun.  

 

28.  Ketentuan Pasal 96 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 96  

(1) Pembinaan Usaha Perkebunan dil akukan oleh 
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai  

dengan kewenangannya berdasarkan  norma, standar, 
prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh 
Pemerintah Pusat.  

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
meliputi : 

a. perencanaan;  

b.  pelaksanaan Usaha P erkebunan;  

c. pengolahan dan pemasaran Hasil Perkebunan;  

d.  penelitian dan pengembangan;  

e. pengembangan sumber daya manusia;  

f.  pembiayaaan Usaha Perkebunan; dan  

g. pemberian rekomendasi  penanaman modal.  

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan 

sebagaimana dimaksu d pada ayat (1) diatur dalam 
Peraturan Pemerintah.  

 

29.  Ketentuan Pasal 97 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 97  
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(1) Pembinaan teknis untuk Perusahaan Perkebunan 
milik negara, swasta , dan/atau Pekebun dilakukan 

oleh Pemerintah Pusat.  

(2) Evaluasi atas kin erja Perusahaan Perkebunan milik 

negara dan/atau swasta dilaksanakan melalui 
penilaian Usaha Perkebunan secara rutin dan/atau 
sewaktu -waktu.  

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan teknis 
dan penilaian Usaha Perkebunan diatur dalam 
Peraturan Pemerintah.  

 

30.  Ketentuan Pasal 99 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  

Pasal 99  

(1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 

dilakukan melalui:  

a.  pelaporan dari Pelaku Usaha Perkebunan; 

dan/atau  

b.   pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan 
dan hasil Usaha Perkebu nan.  

(2) Dalam hal tertentu , pengawasan dapat dilakukan 
melalui pemeriksaan terhadap proses dan Hasil 
Perkebunan.  

(3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a merupakan informasi publik yang 

diumumkan dan dapat diakses secara terbuka oleh 
masyarakat se suai dengan ketentuan peraturan 
perundang -undangan.  

(4) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan mengamati 
dan memeriksa kesesuaian laporan dengan 

pelaksanaan di lapangan.  

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan d an 

tata cara pengawasan diatur dalam Peraturan 
Pemerintah.  

  

31.  Ketentuan Pasal 103 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 103  

Setiap pejabat yang menerbitkan Perizinan Berusaha 
terkait Perkebunan di atas Tanah Hak Ulayat Masyarakat 

Hukum Adat sebaga imana dimaksud dalam Pasal 17 ayat 
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(1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) 
tahun atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 

(lima miliar rupiah).  

 

32.  Pasal 105 dihapus.  

 

33.  Pasal 109 dihapus.  

 

Pasal 30   

Beberapa ketentuan dalam Undang -Undang Nomor 29 Tah un 

2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman ( Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 20 00  Nomor 241 , Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043 ) diubah  
sebagai berikut : 

 

1.  Ketentuan Pasal 11  diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 11  

(1) Permohonan hak PVT diajukan kepada Kantor PVT 
secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan 

membayar biaya yang besarnya ditetapkan  sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang -undangan di 
bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak.  

(2) Dalam hal permohonan hak PVT d iajukan oleh:  

a.  orang atau badan hukum selaku kuasa pemohon 

harus disertai surat kuasa khusus dengan 
mencantumkan nama dan alamat lengkap kuasa 
yang berhak;  atau  

b.   ahli waris harus disertai dokumen bukti ahli 
waris.  

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan 

permohonan hak PVT diatur dalam Peraturan 
Pemerintah.  

 

2.  Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 29  

(1) Permohonan pemeriksaan substantif atas 

permohonan hak PVT harus diajukan ke Kantor PVT 
secara tertulis selambat -lambatny a 1 (satu ) bulan 
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setelah berakhirnya masa pengumuman dengan 
membayar biaya pemeriksaan tersebut . 

(2) Besarnya biaya pemeriksaan substantif ditetapkan  
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -

undangan di bidang Penerimaan Negara Bukan 
Pajak.  

 

3.  Ketentuan Pasal  40 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 40  

(1) Hak PVT dapat beralih atau dialihkan karena:  

a.  pewarisan;  

b.   hibah;  

c.  wasiat;  

d.   perjanjian dalam bentuk akta notaris; atau  

e.  sebab lain yang dibenarkan oleh undang -undang.  

(2) Pengalihan hak PVT sebagaimana dim aksud pada 

ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c harus disertai 
dengan dokumen PVT berikut hak lain yang 
berkaitan dengan itu.  

(3) Setiap pengalihan hak PVT wajib dicatatkan pada 
Kantor PVT dan dicatat dalam Daftar Umum PVT 
dengan membayar biaya yang besarnya  ditetapkan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -
undangan di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak  

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai s yarat dan tata cara 
pengalihan hak PVT diatur dalam Peraturan  
Pemerintah.  

 

4.  Ketentuan Pasal 43 diubah sehingga berbuny i sebagai 
berikut:  

Pasal 43  

(1) Perjanjian lisensi harus dicatatkan pada Kantor PVT 

dan dimuat dalam Daftar Umum PVT dengan 
membayar biaya yang besarnya ditetapkan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang -undangan di 

bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak.  

(2) Dalam hal perjanjian lisensi tidak dicatatkan di 

Kantor PVT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
perjanjian lisensi tersebut tidak mempunyai akibat 
hukum terhadap pihak ketiga.  
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(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perjanjian lisensi 
diatur dalam Peraturan Pemerin tah.  

 

5.  Ketentuan Pasal 63 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  

Pasal 63  

(1) Untuk kelangsungan berlakunya hak PVT, pemegang 

hak PVT wajib membayar biaya tahunan.  

(2) Untuk setiap pengajuan permohonan hak PVT, 
permintaan pemeriksaan, petikan Daftar Umum PVT, 

salinan surat PVT, salinan dokumen PVT, pencatatan 
pengalihan hak PVT, pencatatan surat perjanjian 

lisensi, pencatatan Lisensi Wajib, serta lain -lainnya 
yang ditentukan berdasarkan undang -undang ini 
wajib membayar biaya.  

(3) Ketentuan mengenai besar biaya, pers yaratan dan 
tata cara pembayaran biaya sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dan ayat (2) diatur sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang -undangan di bidang 
Penerimaan Negara Bukan Pajak.  

  

Pasal 31   

Beberapa ketentuan dalam Undang -Undang Nomor 22 Tahun 

2019 tentan g Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 19  Nomor 201 , 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412 ) 
diubah  sebagai berikut : 

 

1.  Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 19  

(1) Seti ap Orang dilarang mengalihfungsikan Lahan yang 
sudah ditetapkan sebagai Lahan budi daya 

Pertanian.  

(2) Dalam hal untuk kepentingan umum dan/atau 
proyek strategis nasional, Lahan budi daya Pertanian 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
dialihfungsikan dan d ilaksanakan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang -undangan.  

(3) Pengalihfungsian Lahan budi daya Pertanian untuk 
kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) hanya dapat dilakukan dengan syarat:  
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a. dilakukan kajian strategis;  

b.  disusun rencana a lih fungsi lahan;  

c. dibebaskan kepemilikan haknya dari pemilik; 
dan/atau  

d.  disediakan Lahan pengganti terhadap Lahan budi 
daya Pertanian.  

(4) Alih fungsi Lahan budi daya Pertanian untuk 

kepentingan umum dan/atau proyek strategis 
nasional sebagaimana dimaksud  pada ayat (2) yang 
dilaksanakan pada Lahan Pertanian yang telah 

memiliki jaringan pengairan lengkap wajib menjaga 
fungsi jaringan pengairan lengkap.  

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengalihfungsian 
Lahan budi daya Pertanian diatur dalam Peraturan 
Pemerint ah.  

 

2.  Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  

Pasal 22  

(1) Pelaku Usaha yang menggunakan Lahan hak ulayat 

yang tidak melakukan musyawarah dengan 
masyarakat hukum adat pemegang hak ulayat untuk 
memperoleh persetujuan dikenai sanksi admin istratif 

berupa:  

a.  penghentian sementara kegiatan;  

b.   pengenaan denda administratif;  

c.  paksaan Pemerintah;  

d.   pembekuan Perizinan Berusaha ; dan/atau  

e.  pencabutan Perizinan Berusaha . 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, 
besaran denda, dan tata  cara pengenaan sanksi 

administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diatur dalam Peraturan Pemerintah.  

 

3.  Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 32  

(1) Pengadaan b enih unggul melalui pemasukan dari 

luar negeri sebagaimana dimaksud  dalam Pasal 31 
ayat (1) dilakukan setelah mendapat Perizinan 
Berusaha dar i Pemerintah  Pusat .  
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(2) Pengeluaran b enih unggul dari wilayah Negara 
Republik Indonesia dapat dilakukan oleh Pelaku 

Usaha berdasarkan Perizinan Berusaha dari 
Pemerintah Pusat.  

(3) Dalam hal  pemasukan dari luar negeri sebagaimana 
dimaksud  pada ayat (1) dan pengeluaran b enih 
unggul dari wilayah Negara Republik Indonesia 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh 
instansi pemerintah, pemasukan dan pengeluaran 
Benih harus mendapatkan pers etujuan dari 

Pemerintah Pusat.  

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 
diatur  dalam Peraturan Pemerintah.  

 

4.  Ketentuan Pasal 43 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 43  

Pengeluaran Tanaman,  Benih Tanaman, Benih Hewan, 
Bibit Hewan, dan hewan dari wilayah Negara Republik 

Indonesia oleh Setiap Orang dapat dilakukan jika 
keperluan dalam negeri telah terpenuhi setelah mendapat 
Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat . 

 

5.  Ketentuan Pasal 44 diubah s ehingga berbunyi sebagai 

berikut:  

Pasal 44  

(1) Pemasukan Tanaman, Benih Tanaman, Benih 

Hewan, Bibit Hewan, dan hewan dari luar negeri 
dapat dilakukan untuk:  

a.  meningkatkan mutu dan keragaman genetik;  

b.   mengembangkan ilmu pengetahuan dan 
teknologi; dan/atau  

c.  memenuhi keperluan di dalam negeri.  

(2) Pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
wajib memenuhi persyaratan.  

(3) Setiap Orang yang melakukan pemasukan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib 

memenuhi Perizinan Berusaha  dari Pemerintah 
Pusat . 

(4) Dalam hal pemasukan  sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dilakukan oleh  instansi  pemerintah, 
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pemasukan harus mendapatkan persetujuan dari 
Pemerintah Pusat.  

 

6.  Ketentuan Pasal 86 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  

Pasal 86  

(1) Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 

ayat (1) yang melakukan Usaha Budi Daya Pertanian 
di atas skala tertentu wajib memenuhi Perizinan  
Berusaha  dari Pemerintah Pusat . 

(2) Pemerintah Pusat dilarang memberikan Perizinan 
Berusaha  terkait Usaha Budi Daya Pertanian 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di  atas tanah 
hak ulayat masyarakat hukum adat.  

(3) Ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) dikecualikan dalam hal telah dicapai 
persetujuan antara masyarakat hukum adat dan 

Pelaku Usaha.  

 

7.  Ketentuan Pasal 102 diubah sehingga berbunyi sebagai 

beriku t:  

Pasal 102  

(1) Sistem informasi Pertanian mencakup pengumpulan, 

pengolahan , penganalisisan, penyimpanan, 
penyajian, serta penyebaran data Sistem Budi Daya 

Pertanian Berkelanjutan.   

(2)  Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai 
dengan kewenangannya wajib  membangun, 

menyusun, dan mengembangka n sistem informasi 
Pertanian yang terintegrasi . 

(3) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) paling sedikit digunakan untuk keperluan:  

a.  perencanaan  

b.   pemantauan dan evaluasi;  

c.  pengelolaan pasokan dan p ermintaan produk 
Pertanian; dan  

d.   pertimbangan penanaman modal.  

(4)  Kewajiban Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 

sesuai dengan kewenangannya  sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh pusat data 
dan informasi.  
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 (5) Pusat data dan informasi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4) wajib  melakukan pemutakhiran data 

dan informasi Sistem Budi Daya Pertanian 
Berkelanjutan secara akurat dan dapat diakses oleh 

masyarakat.  

(6) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(5) dapat diakses dengan muda h dan cepat oleh 

Pelaku Usaha dan masyarakat.  

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi  
Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  

diatur dalam Peraturan Pemerintah . 

 

8.  Ketentuan Pasal 108 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 108  

(1) Sank si administratif dikenakan kepada:  

a.  Setiap Orang yang melanggar ketentuan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3), 
Pasal 28 ayat (3), Pasal 43, Pasal 44 ayat (2) atau 
ayat (3), Pasal 66 ayat (2), Pasal 7l ayat (3), Pasal 

76 ayat (3), atau Pasal 79 ; 

b.   Pelaku Usaha dan/atau instansi pemerintah yang 
melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 15 ayat (2), Pasal 18 ayat (2), Pasal 
32 ayat (1), ayat (2) atau ayat (3); atau  

c.  Produsen dan/atau distributor yang melanggar 
ketentuan sebagaimana dimaksu d dalam Pasal 78 
ayat (1).  

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dapat berupa:  

a. teguran tertulis;  

b.  denda administratif;  

c. penghentian se mentara kegiatan usaha;  

d.  penarikan produk dari peredaran;  

e. pencabutan izin; dan/atau  

f. penut upan usaha.  

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai  kriteria, jenis, 
besaran denda dan  tata cara pengenaan sanks  

administratif  sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
diatur dalam Peraturan Pemerintah .  

 



 

142  

 

9.  Pasal 111 dihapus.  

 

Pasal 32   

Beberapa ketentuan dalam Undang -Undang N omor 19 Tahun 

2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433) 

diubah  sebagai berikut : 

 

1.  Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  

Pasal 15  

(1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Dae rah sesuai 
dengan kewenangannya  wajib  meningkatkan produksi 
Pertanian .  

(2) Kewajiban  peningkatan produksi Pertanian dalam 
negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

melalui strategi perlindungan Petani sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).  

 

2.  Ketentuan Pasal 30  diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 30  

(1) Kecukupan kebutuhan konsumsi dan/atau cadangan 
pangan Pemerintah berasal dari produksi dalam 

negeri  dan impor dengan tetap melindungi 
kepentingan Petani . 

(2) Impor komoditas Pertanian sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1)  dilakukan sesuai dengan instrumen 
perdagangan berdasarkan ketentuan  peraturan 
perundang -undangan . 

(3) Kecukupan kebutuhan konsumsi dan/atau cadangan 
pangan Pemerintah sebagaimana di maksud pada ayat 

(1) ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.  

 

3.  Pasal 101  dihapus.  

 

Pasal 33   

Beberapa ketentuan dalam Undang ðUndang Nomor 13 Tahun 
2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran 
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Negara Republik Indones ia Nomor 5170)  diubah  sebagai 
berikut : 

 

1.  Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  

Pasal 15  

(1) Pelaku usaha wajib mengutamakan pemanfaatan 

sumber daya manusia dalam negeri.  

(2) Pemanfaatan Sumber daya manusia sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang -undangan.  

 

2.  Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 33  

(1) Usaha hortikultura dilaksanakan dengan 
mengutamakan penggunaan sarana hortikultura 

dalam negeri.  

(2) Dalam hal sarana hortikul tura dalam negeri tidak 
mencukupi atau tidak tersedia, dapat digunakan 

sarana hortikultura yang berasal dari luar negeri 
dengan memenuhi Perizinan Berusaha dari 
Pemerintah Pusat.  

(3) Sarana hortikultura yang berasal dari luar negeri 
sebagaimana dimaksud pada a yat (2) harus:  

a. lebih efisien;  

b.  ramah lingkungan; dan  

c. diutamakan yang mengandung komponen hasil 

produksi dalam negeri.  

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha 
terkait sarana hortikultura diatur dalam Peraturan 

Pemerintah.  

 

3.  Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

(1) Sarana hortikultura yang diedarkan wajib memenuhi 

standar mutu dan Perizinan Berusaha.  

(2) Dalam hal sarana hortikultura merupakan atau 

mengandung hasil rekayasa genetik, selain 
memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1),  peredarannya wajib mengikuti ketentuan 
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peraturan perundang -undangan di bidang keamanan 
hayati.  

(3) Apabila standar mutu sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) belum ditetapkan, Pemerintah Pusat 

menetapkan persyaratan teknis minimal.  

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 
ayat (3) dikecualikan untuk sarana hortikultura 

produksi lokal yang diedarkan secara terbatas dalam 
satu kelompok.  

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara uji mutu 

dan Perizinan Berusaha diatur dalam Peraturan 
Pemerintah.  

 

4.  Di antara Pasal 35 dan Pasal 36 disisipkan 1 (satu) pasal , 
yakni Pasal 35A sehingga berbunyi sebagai berikut:  

Pasal 35A  

(1) Setiap orang yang mengedarkan sarana hortikultura 

yang tidak memenuhi standar mutu, tidak 
memenuhi persyaratan teknis minimal, dan/atau 
tidak terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

35 dikenai sanksi administratif.  

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dapat berupa:  

a. penghentian kegiatan usaha;  

b.  penarikan produk yang dipasarkan;  

c. denda administratif,  paksaan pemerintah; 
dan/atau  

d.  pencabutan Perizinan Berusaha.  

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, 
besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi 
administrtatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

diatur dalam Peraturan Pemerintah.  

 

5.  Pasal 48 dihapus.  

 

6.  Ketentuan Pasal 49 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  

Pasal 49  

(1) Unit usaha budi daya hortikultura mikro dan kecil 
wajib didata oleh Pemerintah . 
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(2) Unit usaha budi daya hortikultura menengah dan 
unit usaha budi daya hortikultura besar harus 

memenuhi Perizinan Berusaha  dari Pemerintah  
Pusat . 

 

7.  Pasal 51 dihapus.  

 

8.  Ketentuan Pasal 52 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 52  

(1) Usaha hortikultura sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 50 wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari 

Pemerintah Pusat.  

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam 

Peraturan Pemerintah.  

 

9.  Ketentuan Pasal 54 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 54  

(1) Pelaku usaha dalam melaksanakan usaha 
hortikultura wajib memenuhi standar proses atau 
persyaratan teknis minimal.  

(2) Pelaku usaha dalam memproduksi produk 
hortikultura wajib memenuhi standar mutu dan  

keamanan pangan produk hortikultura.  

(3) Pemerintah  Pusat dan/atau Pemerintah Daerah 
sesuai  dengan  kewenangannya berdasarkan no rma, 

standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh 
Pemerintah Pusat membina dan memfasilitasi 
pengembangan usaha hortikultura untuk memenuhi 

standar mutu dan keamanan pangan produk.  

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar mutu dan 

keamanan pangan pr oduk hortikultura s ebagaimana 
dimaksud pada ayat (2 ) diatur dalam Peraturan  
Pemerintah.  

 

10.  Ketentuan Pasal 56 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  

Pasal 56  
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(1) Usaha hortikultura dapat dilakukan dengan pola 
kemitraan.  

(2) Pola kemitraan sebagaimana dimaksud pa da ayat (1) 
melibatkan pelaku usaha hortikultura mikro, kecil, 

menengah, dan besar.  

(3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dilaksanakan dengan pola:  

a. inti -plasma;  

b.  subkontrak;  

c. waralaba;  

d.  perdagangan umum;  

e. distribusi dan keagenan; dan  

f.  bentuk kemit raan lain nya .  

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pola kemitraan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam 

Peraturan Pemerintah.  

 

11.  Ketentuan Pasal 57 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 57  

(1) Usaha perbenihan meliputi pemuliaan, produksi 
benih, sertifikasi, peredaran benih, serta pengeluaran 
benih dari dan pemasukan benih ke dalam wilayah 

Negara Republik Indonesia.  

(2) Dalam hal pemuliaan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dapat dilakukan introduksi dalam bentuk 
benih atau materi induk yang belum ad a di wilayah 
Negara Republik Indonesia.  

(3) Usaha perbenihan hanya dapat dilakukan oleh 
pelaku usaha yang memiliki sertifikat kompetensi 
atau badan usaha yang bersertifikat dalam bidang 

perbenihan dengan wajib menerapkan jaminan mutu 
benih melalui penerapan s ertifikasi.  

(4) Ketentuan sertifikat kompetensi atau badan usaha 
yang bersertifikat dan kewajiban menerapkan 
jaminan mutu benih sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) dikecualikan bagi pelaku usaha perseorangan 
atau kelompok yang melakukan usaha perbenihan 

untuk dipergunakan sendiri dan/atau terbatas dalam 
1 (satu) kelompok.  

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai produksi benih, 

sertifikasi, peredaran benih, serta pengeluaran dan 
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pemasukan benih sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), introduksi sebagaimana dimaksud pada ay at (2), 

sertifikasi kompetensi, sertifikasi badan usaha dan 
jaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 

serta pengecualian kewajiban penerapan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam 
Peraturan Pemerintah.  

 

12.  Pasal 63  dihapus.  

 

13.  Ketentuan Pasal 68  diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 68  

Ketentuan lebih lanjut mengenai usaha budi daya 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, tata cara 

pendataan dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 66, serta izin khusus sebagaimana dimaksud da lam 

Pasal 67 ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.  

 

14.  Ketentuan Pasal 73 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  

Pasal 73  

(1) Usaha perdagangan produk hortikultura mengatur 

proses jual beli antarpedagang  serta antara pedagang 
dan konsumen.  

(2) Pelaku usaha perdagangan produk hortikultura 
harus menerapkan sistem kelas produk berdasarkan 
standar mutu dan standar harga secara transparan.  

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban sistem 
kelas produk berdasarkan standar mutu dan standar 
harga secara transparan s ebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.  

 

15.  Ketentuan Pasal 88 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 88  

(1) Impor produk hortikultura wajib memperhatikan 
aspek:  

a.  keamanan pangan produk hortikultura;  

b.   persyaratan kemasan da n pelabelan;  

c.  standar mutu; dan  
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d.   ketentuan keamanan dan pelindungan terhadap 
kesehatan manusia, hewan, tumbuhan, dan 

lingkungan.  

(2) Impor produk hortikultura dapat dilakukan setelah 

memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah 
Pusat.  

(3) Impor produk hortikultu ra sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dilakukan melalui pintu masuk yang 
ditetapkan.  

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian Perizinan 

Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
diatur dalam Peraturan Pemerintah.  

 

16.  Ketentuan Pasal 90 diubah sehingga ber bunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 90  

Pemerintah  Pusat  dan Pemerintah Daerah sesuai dengan 

kewenangannya dalam meningkatkan pemasaran 
hortikultura memberikan informasi pasar.  

 

17.  Ketentuan Pasal 92 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 92  

(1) Penyelenggara pa sar dan tempat lain untuk 
perdagangan produk hortikultura dapat 

menyelenggarakan penjualan produk hortikultura 
lokal dan asal impor.  

(2) Penyelenggara pasar dan tempat lain untuk 

perdagangan produk hortikultura sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) wajib menyedia kan fasilitas 
pemasaran yang memadai.  

 

18.  Ketentuan Pasal 100 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  

Pasal 100  

(1) Pemerintah  Pusat  mendorong penanaman modal 

dalam usaha hortikultura.  

(2) Pelaksanaan  penanaman modal sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang -undangan di bidang 
penanaman modal.  
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19.  Ketentuan Pasal 101 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  

Pasal 101  

Pelaku usaha hortikultura menengah dan besar wajib 
memberikan kesempatan pemagangan dan alih teknologi.  

 

20.  Ketentuan Pasal 122 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 122  

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), Pasal 33, Pasal 36 

ayat (1) atau ayat (2), Pasal 37, Pasal 38, Pasal 54 
ayat (1) atau ayat (2), Pasa l 60 ayat (2), Pasal 71, 
Pasal 73 ayat (2), Pasal 81 ayat (4), Pasal 84 ayat (1), 

Pasal 88 ayat (1), Pasal 92 ayat (2), Pasal 101, Pasal 
108 ayat (2), atau Pasal 109 ayat (2) dikenai sanksi 

administratif.  

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada  
ayat (1) berupa:  

a. peringatan secara tertulis;  

b.  denda administratif;   

c. penghentian sementara kegiatan;  

d.  penarikan produk dari peredaran oleh pelaku 
usaha;  

e. pencabutan izin; dan/atau  

f.  penutupan usaha.  

(3)  Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria,  jenis, 

besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi 
administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
diatur dalam Peraturan Pemerintah.  

 

21.  Pasal 126  dihapus.  

 

22.  Pasal 131 dihapus . 

 

Pasal 34   

Beberapa ketentuan dalam Undang -Undang Nomor 18 Tahun 

2009 tentang  Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan 
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Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015)  
sebagaimana diubah dengan Undang -Undang Nomor 41 Tahun 

2014 tentang Perubahan Atas Undang -Undang Nomor 18 
Tahun  2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619)  
diubah  sebagai berikut : 

 

1.  Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 6  

(1) Lah an yang telah ditetapkan sebagai kawasan 

penggembalaan umum harus dipertahankan 
keberadaan dan kemanfaatannya secara 
berkelanjutan.  

(2) Kawasan penggembalaan umum sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:  

a. penghasil tumbuhan pakan;  

b.  tempat perkawin an alami, seleksi, kastrasi, dan 
pelayanan inseminasi buatan;  

c. tempat pelayanan kesehatan hewan; dan/atau  

d.  tempat atau objek penelitian dan pengembangan 
teknologi peternakan dan kesehatan hewan.  

(3) Pemerintah daerah kabupaten/kota yang di 
daerahnya mempunyai persediaan lahan yang 

memungkinkan dan memprioritaskan budi daya 
Ternak skala kecil wajib  menetapkan lahan sebagai 
kawasan penggembalaan umum.  

(4) Pemerintah daerah kabupaten/kota membina bentuk 
kerja sama antara pengusahaan peternakan dan 
pengusahaan tanaman  pangan, hortikultura, 

perikanan, perkebunan, dan kehutanan serta bidang 
lainnya dalam memanfaatkan lahan di kawasan 

tersebut sebagai sumber pakan Ternak murah.  

(5) Dalam hal pemerintah daerah kabupaten/kota tidak 
menetapkan lahan sebagai kawasan penggembalaa n 

umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 
Pemerintah Pusat dapat menetapkan lahan sebagai 

kawasan penggembalaan umum.  

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan dan 
pengelolaan kawasan penggembalaan umum 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan 
denga n Peraturan Pemerintah.  
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2.  Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  

Pasal 13  

(1) Penyediaan dan pengembangan Benih dan/atau Bibit 
dilakukan dengan memperhatikan keberlanjutan 
pengembangan usaha Peternak mikro , kecil, dan  

menengah . 

(2) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai 
dengan kewenangannya wajib  untuk melakukan 

pengembangan usaha pembenihan dan/atau 
pembibitan dengan melibatkan peran serta 

masyarakat untuk menjamin ketersediaan Benih, 
Bi bit, dan/atau bakalan.  

(3) Dalam hal usaha pembenihan dan/atau pembibitan 

oleh masyarakat belum berkembang, Pemerintah 
Pusat dan Pemerintah Daerah membentuk unit 

pembenihan dan/atau pembibitan.  

(4) Setiap Benih atau Bibit yang beredar wajib memiliki 
sertifikat layak Benih atau Bibit yang memuat 

keterangan mengen ai silsilah dan ciri -ciri keunggulan 
tertentu.  

(5) Sertifikat layak Benih atau Bibit sebagaimana 

dimaksud pada ayat (4) dikeluarkan oleh lembaga 
sertifikasi Benih atau Bibit yang terakreditasi.  

(6) Setiap orang dilarang mengedarkan Benih atau Bibit 
yang tidak mem enuhi kewajiban sertifikat  Layak  
Benih atau Bibit sebagaimana dimaksud pada ayat 

(5). 

 

3.  Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  

Pasal 15  

(1) Pemasukan Benih dan/atau Bibit dari luar negeri ke 
dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia 
dapat dilakukan untuk:  

a. meningkatkan mutu dan keragaman genetik;  

b.  mengembangkan ilmu pengetahuan dan 

teknologi;  

c. mengatasi kekurangan Benih dan/atau Bibit di 
dalam negeri; dan/atau  
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d.  memenuhi keperluan penelitian dan 
pengembangan.  

(2) Setiap Orang yang melakukan pemasukan Benih 
dan/atau Bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

wajib memenuhi  Perizinan Berusaha dari Pemerintah 
Pusat.  

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam 
Peraturan Pemerintah.  

 

4.  Ketentuan Pasal 16 diubah seh ingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 16  

(1) Pengeluaran Benih dan/ atau Bibit dari wilayah 
Negara Kesatuan Republik Indonesia ke luar negeri 

dapat dilakukan apabila kebutuhan dalam negeri 
telah terpenuhi dan kelestarian Ternak lokal 

terjamin.  

(2) Pengeluaran seba gaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilarang dilakukan terhadap Benih dan/atau Bibit 

yang terbaik di dalam negeri.  

(3) Setiap Orang yang melakukan kegiatan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi Perizinan 

Berusaha dari Pemerintah Pusat . 

(4) Ketentuan lebih l anjut mengenai Peizinan Berusaha 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam 
Peraturan Pemerintah.  

 

5.  Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 22  

(1) Setiap orang yang memproduksi pakan dan/atau 
bahan pakan untuk diedarkan secara ko mersial wajib 

memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah 
Pusat . 

(2) Pakan yang dibuat untuk diedarkan secara komersial 

harus memenuhi standar atau persyaratan teknis 
minimal dan keamanan pakan serta memenuhi 

ketentuan cara pembuatan pakan yang baik yang 
ditet apkan dengan Peraturan Pemerintah . 

(3) Pakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus 

berlabel sesuai dengan  ketentuan  peraturan 
perundang -undangan.  
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(4) Setiap orang dilarang:  

a.  mengedarkan pakan yang tidak layak 

dikonsumsi;  

b.   menggunakan dan/atau mengedarkan pakan 

Ruminansia yang mengandung bahan pakan yang 
berupa darah, daging, dan/atau tulang; dan/atau  

c.  menggunakan pakan yang dicampur hormon 

tertentu dan/atau antibiotik imbuhan pakan.  

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan pakan 
yang dicampur hormone  tertentu dan/atau antibiotic  

imbuhan pakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
huruf c diatur  dalam Peraturan Pemerintah.  

 

6.  Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 29  

(1) Budi  Daya Ternak hanya dapat dilakukan oleh 

peternak, perusahaan peternakan, serta pihak 
tertentu untuk kepentingan khusus.  

(2) Peternak yang melakukan budi daya Terna k dengan 

jenis dan jumlah Ternak di bawah skala usaha 
tertentu diberikan Perizinan Berusaha oleh 
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 

kabupaten/kota sesuai dengan  kewenangannya 
berdasarkan  norma, standar, prosedur, dan kriteria 

yang ditetapkan oleh Pemer in tah Pusat . 

(3) Perusahaan peternakan yang melakukan budi daya 
ternak dengan jenis dan jumlah Ternak di atas skala 

usaha tertentu wajib memenuhi Perizinan Berusaha 
oleh  Pemerintah  Pusat . 

(4) Peternak, perusahaan peternakan, dan pihak 

tertentu yang mengusahakan Ternak dengan skala 
usaha tertentu wajib mengikuti tata cara budi daya 

Ternak yang baik dengan tidak mengganggu 
ketertiban umum sesuai dengan pedoman yang 
ditetapkan oleh  Pemerintah  Pusat . 

(5) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah  sesuai 
dengan kewenangannya wajib  untuk melindungi 

usaha peternakan dalam negeri dari persaingan tidak 
sehat diantara pelaku usaha.  

 

7.  Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  
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Pasal 30  

(1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai 

dengan kewenangannya berdasarkan nor ma, standar, 
prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh 

Pemerintah Pusat  mengembangkan Usaha Budi Daya 
melalui penanaman modal  oleh per seorangan warga 
negara Indonesia atau korporasi yang berbadan 

hukum . 

(2) Pelaksanaan  penanaman modal sebagaimana 
dimaksud pa da ayat (1) dilakukan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang -undangan di bidang 
penanaman modal.  

 

8.  Ketentuan Pasal 36B diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 36B  

(1) Pemasukan Ternak dan Produk Hewan dari luar 

negeri ke dalam wilayah Negara Kesatu an Republik 
Indonesia dilakukan untuk memenuhi kebutuhan 
dengan memperhatikan kepentingan peternak.  

(2) Setiap Orang yang melakukan pemasukan Ternak 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib 
memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah 

Pusat.  

(3) Pemasukan Ternak da ri luar negeri harus:  

a.  memenuhi persyaratan teknis Kesehatan Hewan;  

b.   bebas dari Penyakit Hewan Menular yang 
dipersyaratkan oleh Otoritas Veteriner; dan  

c.  memenuhi ketentuan peraturan perundang -
undangan di bidang Karantina Hewan.  

(4) Ketentuan lebih lanjut me ngenai pemasukan Ternak 

dan Produk Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.  

 

9.  Ketentuan Pasal 36C diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 36C  

(1) Pemasukan Ternak Ruminansia Indukan ke dalam 

wilayah Negara Kesatuan Rep ublik Indonesia dapat 
berasal dari suatu negara yang telah memenuhi 
persyaratan dan tata cara pemasukannya.  
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(2) Persyaratan dan tata cara pemasukan Ternak 
Ruminansia Indukan dari luar negeri ke dalam 

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia 
ditetapkan berdas arkan analisis risiko di bidang 

Kesehatan Hewan oleh Otoritas Veteriner . 

(3) Pemasukan Ternak Ruminansia Indukan yang 
berasal dari suatu negara  sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), selain harus memenuhi ketentuan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga harus 
terlebih d ahulu:  

a.  dinyatakan bebas Penyakit Hewan Menular di 
negara asal oleh otoritas veteriner negara asal 

sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan badan 
kesehatan hewan dunia dan diakui oleh Otoritas 
Veteriner Indonesia;  

b.   dilakukan penguatan sistem dan pelaksanaan  
surveilan di dalam negeri; dan  

c.  ditetapkan tempat pemasukan tertentu.  

(4) Setiap Orang yang melakukan pemasukan Ternak 
Ruminansia Indukan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (l) wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari 
Pemerintah  Pusat .  

(5) Ketentuan lebih lanjut meng enai pemasukan Ternak 

Ruminansia Indukan ke dalam wilayah Negara 
Kesatuan Republik Indonesia dan Perizinan Berusaha 

diatur dalam Peraturan Pemerintah.  

 

10.  Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  

Pasal 37  

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Da erah sesuai dengan 

kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, 
dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat 

membina dan memfasilitasi berkembangnya industri 
pengolahan Produk Hewan.  

 

11.  Ketentuan Pasal 52 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut : 

Pasal 52  

(1) Setiap orang yang berusaha di bidang pembuatan, 
penyediaan, dan/atau peredaran obat hewan wajib 

memenuhi P erizinan Berusaha  dari Pemerintah  Pusat 
atau Pemerintah Daerah sesuai dengan 
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kewenangannya berdasarkan norma, standar, 
prosedur, dan kriter ia yang ditetapkan oleh 

Pemerintah Pusat . 

(2) Setiap orang dilarang membuat, menyediakan, 

dan/atau mengedarkan obat hewan yang:  

a.  berupa sediaan biologi yang penyakitnya tidak 
ada di Indonesia;  

b.   tidak memiliki nomor pendaftaran;  

c.  tidak diberi label dan tanda; d an  

d.   tidak memenuhi standar mutu.  

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai  Perizinan Berusaha 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam 

Peraturan Pemerintah.  

 

12.  Ketentuan Pasal 54 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  

Pasal 54  

(1) Penyediaan obat hewan dapat ber asal dari produksi 
dalam negeri atau dari luar negeri.  

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan  obat 

hewan  sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diatur 
dalam Peraturan Pemerintah.  

 

13.  Ketentuan Pasal 59 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 59  

(1) Setia p Orang yang akan memasukkan Produk Hewan 
ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik 

Indonesia wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari 
Pemerintah Pusat . 

(2) Persyaratan dan tata cara pemasukan Produk Hewan 

dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Kesatuan 
Republ ik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) mengacu pada ketentuan yang berbasis analisis 
risiko di bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan 
Masyarakat Veteriner.  

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam 

Peraturan Pemerintah.  
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14.  Ketentuan Pasal 60 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 60  

 (1) Setiap orang yang mempunyai unit usaha Produk 

Hewan wajib memenuhi Perizinan Berusaha berupa 
nomor kontrol veteriner dari  Pemerintah Daerah 
Provinsi sesuai dengan kewenanganya berdasarkan 

norma, standar, prosedur, dan kriteria yang 
ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.  

(2) Pemerintah daerah kabupaten/kota melakukan 

pembinaan unit usaha yang memproduksi dan/atau 
mengedarkan produk hewan yang dihasilkan oleh 

unit usaha skala rumah tangga yang belum 
memenuhi persyaratan nomor kontrol veteriner.  

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam 
Peraturan Pemerintah.  

 

15.  Ketentuan Pasal 62 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 62  

(1) Pemerintah daerah kabupaten/kota wajib memiliki 
rumah potong hewan yang memenuhi persyaratan 

teknis.  

(2) Rumah potong hewan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dapat diusahakan oleh setiap orang setelah 
memenuhi Perizinan Berusaha dari  Pemerintah 
Pusat.  

(3) Usaha rumah potong hewan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) harus dilakukan di bawah pengawasan 
dokter hewan berwenang di bidang pengawasan 

Kesehatan Masyarakat Veteriner . 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha 

rumah potong s ebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
diatur dalam Peraturan Pemerintah.  

 

16.  Ketentuan Pasal 69 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 69  

(1) Pelayanan kesehatan hewan meliputi pelayanan jasa 
laboratorium veteriner, pelayanan jasa laboratorium 

pemeriksaan da n pengujian veteriner, pelayanan jasa 
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medik veteriner, dan/atau pelayanan jasa di pusat 
kesehatan hewan atau pos kesehatan hewan.  

(2) Setiap orang yang berusaha di bidang pelayanan 
kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) wajib memenuhi Perizinan Ber usaha dari 
Pemerintah Pusat . 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha 

pelayanan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.  

 

17.  Ketentuan Pasal 72 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 72  

(1) Tenaga ke sehatan hewan yang melakukan pelayanan 
kesehatan hewan wajib memenuhi Perizinan 

Berusaha dari Pemerintah Pusat . 

(2) Tenaga asing kesehatan hewan dapat melakukan 

praktik pelayanan kesehatan hewan di wilayah 
Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan 
perjanj ian bilateral atau multilateral antara pihak 

Indonesia dan negara atau lembaga asing sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang -undangan.  

(3) Ketentuan  lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam 
Peraturan Pemerint ah.  

 

18.  Ketentuan Pasal 85 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 85  

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 11 ayat (1), 

Pasal 13 ayat (4), Pasal 15 ayat ( 2), Pasal 18 ayat (4 ), 
Pasal 19 ayat (1), Pas al 22 ayat (1) atau ayat (2), 

Pasal 23, Pasal 24 ayat (3), Pasal 25 ayat (1), Pasal 
29 ayat (3), Pasal 42 ayat (5), Pasal 45 ayat (1), Pasal 
47 ayat (2) atau ayat (3), Pasal 50 ayat (3), Pasal 51 

ayat (2), Pasal 52 ayat (1), Pasal 5 3 ayat ( 2), Pasal 58 
ayat (5), Pasal 59 ayat ( 1), Pasal 61 ayat (1) atau ayat 

(2), Pasal 62 ayat (2) atau ayat (3), Pasal 69 ayat (2), 
Pasal 72 ayat (1), atau Pasal 80 ayat (1) dikenai 
sanksi administratif.  

(2) Sanksi admistratif  sebagaimana  dimaksud pada 
ayat (1) dapat berupa:  
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a. peringatan secara tertulis;  

b.  penghentian  sementara dari kegiatan, produksi, 

dan/atau peredaran;  

c. pencabutan  Perizinan Berusaha dan penarikan 

obat hewan, pakan, alat dan mesin, atau produk 
hewan dari peredaran;  

d.  pencabutan Perizinan Berusaha; d an/atau  

e. pengenaan denda.  

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, 
besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi 

administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
diatur dalam Peraturan Pemerintah.  

 

19.  Ketentuan Pasal 88 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 88  

Setiap orang yang memproduksi dan/atau mengedarkan 

alat dan mesin yang belum diuji sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 24 ayat (3)  yang mengakibatkan kerusak an 
fungsi lingkungan atau membahayakan nyawa orang,   

dipidana dengan pidan a kurungan paling singkat 3 (tiga) 
bulan dan paling lama 11 (sebelas) bulan dan denda 
paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) 

dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta 
rupiah).  

 

Paragraf 4  

Kehutanan  

 

Pasal 35   

Untuk memberikan kemudahan b agi masyarakat terutama 

Pelaku Usaha dalam mendapatkan Perizinan Berusaha dan 
kemudahan persyaratan investasi dari sektor Kehutanan, 

Undang -Undang ini mengubah, menghapus, atau menetapkan 
pengaturan baru  beberapa ketentuan dalam:  

a. Undang -Undang Nomor 41 Tah un 1999 tentang 

Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3888) sebagaimana diubah dengan 
Undan -Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang -Undang Nomo r 1 Tahun 

2004 tentang Perubahan Atas Undang -Undang Nomor 41 
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Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang -Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4374) ; dan  

b.  Undang -Undang Nomor 18 Tah un 2013 tentang 
Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 

130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5432).  

 

Pasal 36   

Beberapa ketentuan dalam Undang -Undang Nomor 41 Tahun 

1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah 

diubah dengan Undan g-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang -Undang Nomor 1 

Tahun 2004 tentang Per ubahan Atas Undang -Undang Nomor 
41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang -Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4374)  
diubah  sebagai berikut : 

 

1.  Ketentuan Pasal 15 diubah sehing ga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 15  

(1) Pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 14 dilakukan melalui:  

a. penunjukan kawasan hutan;  

b.  penataan batas kawasan hutan;  

c. pemetaan kawasan hutan; dan  

d.  penetapan kawasan hutan.  

(2) Pengukuhan kawasan hutan seb agaimana dimaksud 

pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan 
rencana tata ruang  wilayah.  

(3) Pengukuhan kawasan hutan dilakukan dengan 

memanfaatkan teknologi informasi dan koordinat 
geografis atau satelit.  

(4) Pemerintah Pusat memprioritaskan percepatan 
pengukuh an kawasan hutan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) pada daerah yang strategis.  



 

161  

 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai prioritas percepatan 
pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud 

pada ayat ( 4) diatur dalam Peraturan Pemerintah.  

 

2.  Ketentuan Pasal 18 diubah s ehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 18  

(1) Pemerintah Pusat menetapkan dan mempertahankan 
kecukupan luas kawasan hutan dan penutupan 
hutan untuk setiap daerah aliran sungai, dan / atau 

pulau guna pengoptimal an  manfaat lingkungan, 
manfaat sosial, dan manfaat ekonomi masyarakat 

setempat.  

(2) Pemerintah Pusat mengatur luas kawasan yang 
harus dipertahankan sesuai dengan kondisi fisik dan 

geografis daerah aliran sungai  dan/atau pulau.  

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai luas kawasan hutan 

yang harus dipertahankan ialah termasuk pada 
wilayah yang terdapat proyek strategis nasional 
diatur dalam Peraturan Pemerintah . 

 

3.  Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 19  

(1) Perubahan peruntukan  dan perubahan fungsi 

kawasan hutan ditetapkan oleh Pemerintah  Pusat  
dengan memp ertimbangkan hasil penelitian terpadu.  

(2) Ketentuan mengenai  tata cara perubahan 

peruntukan dan perubahan fungsi kawasan hutan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam 
Peraturan Pemerintah.  

 

4.  Ketentuan Pasal 26  diubah sehingga berbunyi sebagai  

berikut:  

Pasal 26  

(1) Pemanfaatan Hutan Lindung dapat berupa 

pemanfaatan kawasan , pemanfaatan hutan lindung 
jasa lingkungan , dan pe mungutan hasil hutan bukan 

kayu.  

(2) Pemanfaatan hutan lindung sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilakukan dengan pemberian Perizinan 

Berusaha dari Pemerin tah Pusat.  
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5.  Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  

Pasal 27  

Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
26 ayat ( 2) dapat diberikan kepada:  

a. perseorangan;  

b.  koperasi;  

c. badan usaha milik negara ;  

d.  badan usaha milik daerah ; atau   

e. badan usaha milik swasta .  

 

6.  Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 28  

(1) Pemanfaatan h utan p roduksi dapat berupa 
pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, 

pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta 
pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu.  

(2) Pemanfaatan huta n produksi sebagaimana dimaksud 

ayat (1) dilakukan dengan pemberian Perizinan 
Berusaha dari Pemerintah Pusat.  

 

7.  Ketentuan Pasal 29  diubah  sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 29  

Perizinan Berusaha sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 
28 ayat ( 2) dapat diberikan kepada:  

a. perseorangan;  

b.  koperasi;  

c. badan usaha milik negara;  

d.  badan usaha milik daerah; atau  

e. badan usaha milik swasta . 

 

8.  Di  antara Pasal 29 dan Pasal 30 disisipkan 2 (dua) pasal , 
yakni Pasal 29A dan Pasal 29 B sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  

Pasal 29A  
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(1) Pemanfaatan hutan lindung dan hutan produksi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 28 

dapat dilakukan kegiatan Perhutanan sosial.  

(2) Perhutanan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dapat diberikan k epada:  

a. perseorangan;  

b.  kelompok tani hutan; dan  

c. koperasi.  

 

Pasal 29B  

Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha 
pemanfaatan h utan dan kegiatan p erhutanan sosial diatur 

dalam Peraturan Pemerintah.  

 

9.  Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebag ai 

berikut:  

Pasal 30  

Dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat, setiap 
badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan 
badan usaha milik swasta yang memperoleh Perizinan 

Berusaha pemanfaatan hutan, wajib  bekerja  sama dengan 
koperasi masyarakat s etempat.  

 

10.  Ketentuan Pasal 31  diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 31  

(1) Untuk menjamin asas keadilan, pemerataan, dan 
kelestari an , Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan 

hutan dibatasi dengan mempertimbangkan aspek 
kelestarian hutan dan aspek ke pastian  usaha.  

(2) Ketentuan mengenai Pembatasan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan 
Pemerintah.  

 

11.  Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal  32  

Pemegang Perizinan Berusaha wajib  untuk menjaga, 

memelihara , dan melesta rikan hutan yang dikelolanya . 
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12.  Ketentuan Pasal 33  diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 33  

(1) Usaha pemanfaatan hasil hutan meliputi kegiatan 

penanaman, pemeliharaan, pemanenan, pengolahan, 
dan pemasaran hasil hutan.  

(2) Pemanenan dan pengolahan hasil hutan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh 
melebihi daya dukung hutan.  

(3) Ketentuan mengenai  pembinaan dan pengembangan 

pengolahan hasil hutan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah . 

 

13.  Ketentuan Pasal 35  diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 35  

(1) Setiap pemegang Perizinan Berusaha terkait 

pemanfaatan hutan dikenakan penerimaan negara 
bukan pajak di  bidang kehutanan.  

(2) Penerimaan negara bukan pajak di  bidang 

kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
yang berasal dari dana reboisasi hanya dipergunakan 
untuk kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan.  

(3) Setiap pemegang Perizinan Berusaha terkait 
pemanfaatan hutan wajib menyediakan dana 

investasi untuk biaya pelestarian hutan.  

(4) Setiap pemegang Perizinan Berusaha terkait 
pemu ngutan hasil hutan hanya dikenakan 

penerimaan negara bukan pajak berupa provisi di  
bidang kehutanan.  

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pungutan 

sebagaimana dimaksud  pada  ayat (1),  ayat (2) , ayat 
(3), dan ayat (4)  diatur dalam Peraturan Pemerintah.  

 

14.  Ketentua n Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 38  

(1) Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan 

pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya 
dapat dilakukan di dalam kawasan hutan produksi 
dan kawasan hutan lindung.  
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(2) Penggunaan kawasan hutan sebaga imana dimaksud 
pada ayat (1) dapat dilakukan tanpa mengubah 

fungsi pokok kawasan hutan.  

(3) Penggunaan kawasan hutan dilakukan melalui 

pinjam pakai oleh Pemerintah Pusat dengan 
mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu 
tertentu serta kelestarian lingkunga n.  

(4) Pada kawasan hutan lindung dilarang di lakukan 
penambangan dengan pola pertambangan terbuka . 

 

15.  Ketentuan  Pasal 48  diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 48  

(1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai 
dengan kewenangannya berdasarkan norma, stan dar, 

prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh 
Pemerintah Pusat mengatur pelindungan hutan, baik 

di dalam maupun di luar kawasan hutan.  

(2) Pelindungan hutan pada hutan negara dilaksanakan 
oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai 

dengan kewenangann ya berdasarkan norma, standar, 
prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh 
Pemerintah Pusat.  

(3) Pemegang Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan 
hutan serta pihak -pihak yang menerima wewenang 

pengelolaan hutan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 34 wajib  melindun gi hutan dalam areal 
kerjanya.  

(4) Pelindungan hutan pada hutan hak dilakukan oleh 
pemegang haknya.  

(5) Untuk menjamin pelaksanaan pelindungan hutan 

yang sebaik -baiknya, masyarakat diikutsertakan 
dalam upaya pelindungan hutan.  

(6) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana di maksud pada 
ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur 
dalam Peraturan Pemerintah . 

 

16.  Ketentuan  Pasal 49  diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  

Pasal 49  

(1)  Pemegang hak atau Perizinan Berusaha wajib 

melakukan upaya pencegahan kebakaran hutan di 
areal kerjanya.  
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(2)  Pemegang hak atau Perizinan Berusaha bertanggung  
jawab atas terjadinya  kebakaran hutan di areal 

kerjanya.  

 

17.  Ketentuan  Pasal 50 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 50  

(1) Setiap orang yang diberi Perizinan Berusaha di 
kawasan hutan dilarang melakukan kegiatan yang  
menimbulkan kerusakan hutan.  

(2) Setiap orang dilarang:  

a.  mengerjakan , menggunakan , dan / atau 

menduduki kawasan hutan secara tidak sah;  

b.   membakar hutan;  

c.  memanen atau memungut hasil hutan di dalam 

hutan tanpa memil iki hak atau persetujuan  dari 
pejabat yang berwenang;  

d.   menyimpan hasil hutan yang diketahui atau 
patut diduga berasal dari kawasan hutan yang 
diambil atau dipungut secara tidak sah;  

e.  menggembalakan ternak di dalam kawasan hutan 
yang tidak ditunjuk secara  khusus untuk maksud 
tersebut oleh pejabat yang berwenang;  

f.   membuang benda -benda yang dapat 
menyebabkan kebakaran dan kerusakan serta 

membahayakan keberadaan atau kelangsungan 
fungsi hutan ke dalam kawasan hutan; dan  

g.  mengeluarkan, membawa, dan mengangku t 

tumbuh -tumbuhan dan satwa liar yang tidak 
dilindungi undang -undang yang berasal dari 
kawasan hutan tanpa persetujuan  pejabat yang 

berwenang.  

(3) Ketentuan tentang mengeluarkan, membawa, 

dan / atau mengangkut tumbuhan dan / atau satwa 
yang dilindungi diatur sesua i dengan  ketentuan  
peraturan perundang -undangan.  

 

18.  Di  antara Pasal 50 dan Pasal 51 disisipkan 1 (satu) pasal , 

yakni Pasal 50A sehingga berbunyi sebagai berikut:  

Pasal 50A  

(1) Dalam hal pelanggaran sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 50 ayat (2) huruf c, huruf d dan/atau  
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huruf e dilakukan oleh orang perseorangan atau 
kelompok masyarakat yang bertempat tinggal di 

dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan paling 
singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus dikenai 

sanksi administratif .  

(2) Pengenaan sanksi administratif sebag aimana 
dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap:  

a. orang perseorangan atau kelompok masyarakat 
yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di 
sekitar kawasan hutan paling singkat 5 (lima) 

tahun secara terus -menerus dan  terdaftar dalam 
kebijakan penataan Kawasan Hutan; atau  

b.  orang perseorangan yang telah mendapatkan 
sanksi sosial atau sanksi adat.  

 

19.  Ketentuan Pasal 78 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 78  

(1) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar 
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 0 

ayat ( 1) diancam dengan pidana penjara paling lama 
10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak 
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).  

(2) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar 
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 

ayat (2) huruf a diancam deng an pidana penjara 
paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling 
banyak Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus 

juta rupiah).  

(3) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar 
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 

ayat (2) huruf b diancam dengan pida na penjara 
paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling 

banyak Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus 
juta rupiah).  

(4) Setiap orang yang karena kelalaiannya melanggar 

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 
ayat (2) huruf b diancam dengan pi dana penjara 

paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak 
Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta 
rupiah).  

(5) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar 
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 
ayat (2) huruf c  diancam  dengan pidana penjara  
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paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak 
Rp3. 500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta 

rupiah).  

(6) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar 

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 
ayat (2) huruf d diancam dengan pidana penjara 
paling lama  5 (lima) tahun dan denda paling banyak 

Rp3. 500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta 
rupiah).  

(7) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar 

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 
ayat (4) diancam dengan pidana penjara paling lama 

10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak 
Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta 
rupiah).  

(8) Setiap orang yang  dengan sengaja melanggar 
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 

ayat (2) huruf e diancam dengan pidana penjara 
paling lama 3 (tiga) bulan dan denda p aling banyak 
Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).  

(9) Setiap orang yang  dengan sengaja melanggar 
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 
ayat (2) huruf f diancam dengan pidana penjara 

paling lama 3 (tiga) tahun d an denda paling b anyak 
Rp2.000. 000.000, 00 (dua miliar rupiah).  

(10) Setiap orang yang  dengan sengaja melanggar 
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 
ayat (2) huruf g diancam dengan pidana penjara 

paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak 
Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).  

(11) Tin dak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

50 ayat ( 1) dan ayat ( 2) apabila dilakukan oleh 
korporasi dan/atau atas nama korporasi, korporasi 

dan pengurusnya dikenai pidana dengan 
pemberatan 1/3 (sepertiga) dari denda pidana 
pokok.  

(12) Semua hasil hutan dari h asil kejahatan dan 
pelanggaran dan / atau alat -alat termasuk alat 

angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan 
kejahatan dan atau pelanggaran sebagaimana 
dimaksud dalam pasal ini dirampas untuk negara.  

  

20.  Ketentuan Pasal 80  diubah sehingga berbunyi sebagai  
ber ikut:  

Pasal 80  
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(1) Setiap perbuatan melanggar hukum yang diatur 
dalam Undang -Undang ini, dengan tidak mengurangi 

sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 78, 
mewajibkan kepada penanggung jawab perbuatan itu 

untuk membayar ganti rugi sesuai dengan tingkat 
kerusakan atau akibat yang ditimbulkan kepada 
negara untuk biaya rehabilitasi, pemulihan kondisi 

hutan, atau tindakan lain yang diperlukan.  

(2) Setiap pemegang Perizinan Berusaha  pemanfaatan 
hutan yang diatur dalam Undang -Undang ini apabila 

melanggar ketentuan  di luar ketentuan pidana 
sebagaimana diatur dalam Pasal 78 dikena i sanksi 

administrati f.  

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara ganti rugi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata cara 

pengenaan sanksi administratif sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2 ) diatur dalam Peraturan 

Pemerintah.  

 

Pasal 37   

Beberapa ketentuan dalam Undang -Undang Nomor 18 Tahun 
2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan 
Hutan  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 

Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5432)  diubah  sebagai berikut : 

1.  Ketentuan Pasal 1 angka 3, angka 5, angka 23 , dan angka 
24  diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:  

Pasal 1  

Dalam Undang -Undang ini yang dimaksud dengan:  

1.  Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa 
hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang 

didominasi pepohonan dalam komunitas alam 
lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara 

yang satu dan yang lainnya.  

2.  Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang 
ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan 

keberadaann ya sebagai hutan tetap.  

3.  Perusakan hutan adalah proses, cara, atau perbuatan 

merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar, 
penggunaan kawasan hutan tanpa Perizinan  Berusaha  
atau penggunaan Perizinan  Berusaha  yang 

bertentangan dengan maksud dan tujuan pemb erian 
Perizinan  Berusaha di dalam kawasan hutan yang 
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telah ditetapkan, yang telah ditunjuk, ataupun yang 
sedang diproses penetapannya oleh Pemerintah  Pusat . 

4.  Pembalakan liar adalah semua kegiatan pemanfaatan 
hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganis asi.  

5.  Penggunaan kawasan hutan secara tidak sah adalah 
kegiatan terorganisasi yang dilakukan di dalam 
kawasan hutan untuk perkebunan dan/atau 

pertambangan tanpa Perizinan Berusaha dari 
Pemerintah Pusat . 

6.  Terorganisasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh 

suat u kelompok yang terstruktur, yang terdiri atas 2 
(dua) orang atau lebih, dan yang bertindak secara 

bersamasama pada waktu tertentu dengan tujuan 
melakukan perusakan hutan, tidak termasuk 
kelompok masyarakat yang tinggal di dalam atau di 

sekitar kawasan hut an yang melakukan perladangan 
tradisional dan/atau melakukan penebangan kayu 

untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan 
komersial.  

7.  Pencegahan perusakan hutan adalah segala upaya 

yang dilakukan untuk menghilangkan kesempatan 
terjadinya perusakan hutan.  

8.  Pemberantasan perusakan hutan adalah segala upaya 

yang dilakukan untuk menindak secara hukum 
terhadap pelaku perusakan hutan baik langsung, 

tidak langsung, maupun yang terkait lainnya.  

9.  Pemanfaatan hutan adalah kegiatan untuk 
memanfaatkan kawasan hutan, jas a lingkungan, hasil 

hutan kayu dan bukan kayu, serta memungut hasil 
hutan kayu dan bukan kayu secara optimal dan adil 
untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap 

menjaga kelestariannya.  

10.  Pemanfaatan hasil hutan kayu adalah kegiatan untuk 

memanfaatkan dan me ngusahakan hasil hutan berupa 
kayu melalui kegiatan penebangan, permudaan, 
pengangkutan, pengolahan dan pemasaran dengan 

tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi 
fungsi pokoknya.  

11.  Perizinan Berusaha terkait  pemanfaatan  hasil hutan  
adalah Perizin an  Ber usaha dari Pemerintah untuk 
memanfaatkan hasil hutan berupa kayu pada hutan 

produksi melalui kegiatan pemanenan atau 
penebangan, pengayaan, pemeliharaan, dan 
pemasaran.  
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12.  Surat keterangan sahnya hasil hutan adalah 
dokumen -dokumen yang merupakan bukti legalita s 

hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam 
penatausahaan hasil hutan.  

13.  Hasil hutan kayu adalah hasil hutan berupa kayu 
bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu 
pacakan yang berasal dari kawasan hutan.  

14.  Pohon adalah tumbuhan yang batangnya berkayu  dan 
dapat mencapai ukuran diameter 10 (sepuluh) 
sentimeter atau lebih yang diukur pada ketinggian 

1,50 (satu koma lima puluh) meter di atas permukaan 
tanah.  

15.  Polisi Kehutanan adalah pejabat tertentu dalam 
lingkup instansi kehutanan pusat dan/atau daerah 
yang sesuai dengan sifat pekerjaannya 

menyelenggarakan dan/atau melaksanakan usaha 
pelindungan hutan yang oleh kuasa Undang -Undang 

diberikan wewenang kepolisian khusus di bidang 
kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati 
dan ekosistemnya yang berada da lam satu kesatuan 

komando.  

16.  Pejabat adalah orang yang diperintahkan atau orang 
yang karena jabatannya memiliki kewenangan dengan 

suatu tugas dan tanggung jawab tertentu.  

17.  Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya 

disingkat PPNS adalah pejabat pe gawai negeri sipil 
tertentu dalam lingkup instansi kehutanan pusat dan 
daerah yang oleh Undang -Undang diberi wewenang 

khusus dalam penyidikan di bidang kehutanan dan 
konservasi sumber daya alam hayati dan 
ekosistemnya.  

18.  Saksi adalah orang yang dapat memberi kan 
keterangan guna kepentingan penyelidikan, 

penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu 
perkara pidana yang didengar, dilihat, dan dialami 
sendiri.  

19.  Pelapor adalah orang yang memberitahukan adanya 
dugaan, sedang, atau telah terjadinya perusakan 

hu tan kepada pejabat yang berwenang.  

20.  Informan adalah orang yang menginformasikan secara 
rahasia adanya dugaan, sedang, atau telah terjadinya 

perusakan hutan kepada pejabat yang berwenang.  

21.  Setiap orang adalah orang perseorangan dan/atau 
korporasi yang melakuk an perbuatan perusakan 

hutan secara terorganisasi di wilayah hukum 
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Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah 
hukum Indonesia.  

22.  Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan 
yang teroganisasi, baik berupa badan hukum maupun 

bukan badan hukum.  

23.  Pemerin tah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia 
yang memegang kekuasaan pemerintahan negara 

Republik Indonesia yang dibantu oleh wakil Presiden 
dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang -
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945.  

24.  Pemerintah  Daerah adalah kepala daerah sebagai 

unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang 
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang 
menjadi kewenangan daerah otonom.  

25.  Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan 
urusan pemerintahan di bidang kehutanan.  

 

2.  Ketentuan Pasal  7 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 7  

Pencegahan perusakan hutan dilakukan oleh masyarakat, 
badan hukum, dan/atau korporasi yang memperoleh 

Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan hutan.  

3.  Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai 

ber ikut:  

Pasal 12  

Setiap orang dilarang:  

a. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan 
yang tidak sesuai dengan Perizinan Berusaha terkait  
pemanfaatan hutan;  

b.  melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan 
tanpa memiliki Perizinan Berusaha  dari Pemerintah  

Pusat . 

c. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan 
secara tidak sah;  

d.  memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, 
menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di 

kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha dari 
Pemerintah  Pusat ; 
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e. mengangkut, menguasai, atau m emiliki hasil hutan 
kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat 

keterangan sahnya hasil hutan;  

f.  membawa alat -alat yang lazim digunakan untuk 

menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam 
kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha dari 
Pemerintah  Pusat ;  

g. membawa alat -alat berat dan/atau alat -alat lainnya 
yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk 
mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan 

tanpa Perizinan Berusaha dari  Pemerintah  Pusat ;  

h.  memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal 

dari hasil  pembalakan liar;  

i.   mengedarkan kayu hasil pembalakan liar melalui 
darat, perairan, atau udara;  

j.   menyelundupkan kayu yang berasal dari atau masuk 
ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia 

melalui sungai, darat, laut, atau udara;  

k.  menerima, membeli, menju al, menerima tukar, 
menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang 

diketahui berasal dari pembalakan liar;  

l.   membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil 
hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang 

diambil atau dipungut secara tidak sah; dan/atau  

m.  menerima, menjual, menerima tukar, menerima 

titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan 
kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil 
atau dipungut secara tidak sah.  

 

4.  Di antara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) pasal , 
yakni Pasal 12A sehi ngga berbunyi sebagai berikut:  

Pasal 12A  

(1) Orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam 

dan/atau di sekitar kawasan hutan paling singkat 5 
(lima) tahun secara terus menerus yang melakukan 
pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 12 huruf a 

sampai dengan huruf f dan/ atau huruf h dikenai sanksi 
administratif.  

(2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dikecualikan terhadap:  

a. orang perseorangan atau kelompok masyarakat 

yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar 
kawasan hutan paling singkat  5 (lima) tahun secara 
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terus -menerus dan terdaftar dalam kebijakan 
penataan kawasan h utan; atau  

b.  orang perseorangan yang telah mendapatkan sanksi 
sosial atau sanksi adat.  

 

5.  Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 17  

(1) Setiap orang di larang:  

a.  membawa alat -alat berat dan/atau alat -alat lain 

yang lazim atau patut diduga akan digunakan 
untuk melakukan kegiatan penambangan 

dan/atau mengangkut hasil tambang di dalam 
kawasan hutan tanpa Perizinan  Berusaha  dari 
Pemerintah  Pusat ; 

b.   melakukan ke giatan penambangan di dalam 
kawasan hutan tanpa Perizinan  Berusaha  dari 

Pemerintah  Pusat ; 

c.  mengangkut dan/atau menerima titipan hasil 
tambang yang berasal dari kegiatan 

penambangan di dalam kawasan hutan tanpa 
Perizinan  Berusaha  dari Pemerintah  Pusat ; 

d.   men jual, menguasai, memiliki, dan/atau 

menyimpan hasil tambang yang berasal dari 
kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan  

tanpa  Perizinan  Berusaha  dari Pemerintah  Pusat ; 
dan/atau  

e.  membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil 

tambang dari kegiatan penambang an di dalam 
kawasan hutan tanpa Perizinan  Berusaha  dari 
Pemerintah  Pusat . 

(2) Setiap orang dilarang : 

a.  membawa alat -alat berat dan/atau alat -alat 

lainnya yang lazim atau patut diduga akan 
digunakan untuk melakukan kegiatan 
perkebunan dan/atau mengangkut hasil k ebun di 

dalam kawasan hutan tanpa Perizinan  Berusaha  
dari Pemerintah  Pusat ; 

b.   melakukan kegiatan perkebunan tanpa Perizinan  
Berusaha  dari Pemerintah Pusat  di dalam 
kawasan hutan;  

c.  mengangkut dan/atau menerima titipan hasil 
perkebunan yang berasal dari kegia tan 
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perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa 
Perizinan  Berusaha  dari Pemerintah  Pusat ; 

d.   menjual, menguasai, memiliki, dan/atau 
menyimpan hasil perkebunan yang berasal dari 

kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan 
tanpa Perizinan  Berusaha  dari Pemerintah  Pusat ; 
dan/atau  

e.  membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil 
kebun dari perkebunan yang berasal dari 
kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan 

tanpa Perizinan  Berusaha  dari Pemerintah  Pusat . 

 

6.  Di antara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 1 (satu) pasal , 
yakn i Pasal 17A sehingga berbunyi sebagai berikut:  

Pasal 17A  

(1) Orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam 
dan/atau di sekitar kawasan hutan paling singkat 5 

(lima) tahun secara terus menerus yang melakukan 
pelanggaran terhadap Pasal 17 ayat (2) huruf  b, 
huruf c, dan/ atau huruf d dikenai sanksi 

administratif.  

(2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap:  

a. orang perseorangan atau kelompok masyarakat 
yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di 

sekitar kawa san hutan paling singkat 5 (lima) 
tahun secara terus -menerus  dan  terdaftar dalam 
kebijakan penataan kawasan h utan; atau  

b.  orang perseorangan yang telah mendapatkan 
sanksi sosial atau sanksi adat.  

 

7.  Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai 
beriku t:  

Pasal 18  

(1) Selain dikenai sanksi pidana, pelanggaran terhadap 
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 

huruf a, huruf b, huruf c, Pasal 17 ayat (1) huruf b, 
huruf c, huruf e, atau Pasal 17 ayat (2) huruf b, 

huruf c, atau huruf e serta kegiatan la in di kawasan 
hutan tanpa Perizinan Berusaha yang dilakukan oleh 
badan hukum atau korporasi dikenai sanksi 

administratif berupa:  

a. teguran tertulis:  
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b.  paksaan pemerintah ; 

c. denda administra tif ; 

d.  pembekuan Perizinan Berusaha;  dan/atau  

e. pencabutan Perizinan  Berusah a. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, 
besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi 
administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diatur dalam Peraturan Pemerintah.  

 

8.  Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  

Pasal 24  

Setiap orang dilarang:  

a. memalsukan Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan 
hasil hutan  kayu dan/atau penggunaan kawasan 

hutan;  

b.  menggunakan Perizinan Berusaha  palsu  terkait 

pemanfaatan hasil hutan  kayu dan/atau penggunaan 
kawasan hutan; dan/atau  

c. memindahtangankan atau  menjual Perizinan 

Berusaha terkait pemanfaatan hasil hutan  kecuali 
dengan persetujuan  dari Pemerintah  Pusat . 

 

9.  Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 28  

Setiap pejabat dilarang:  

a. menerbitkan Perizinan Berusaha terkait  pemanfaatan  

hasil hutan kayu dan/atau penggunaan kawasan 
hutan di dalam kawasan hutan yang tidak sesuai 
dengan kewenangannya;  

b.  menerbitkan Perizinan Berusaha  di dalam kawasan 
hutan dan/atau Perizinan Berusaha terkait  

penggunaan kawasan hutan yang tidak sesuai 
dengan k etentuan peraturan perundang -undangan;  

c. melindungi pelaku pembalakan liar dan/atau 

penggunaan kawasan hutan secara tidak sah;  

d.  ikut serta atau membantu kegiatan pembalakan liar 

dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak 
sah;  
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e. melakukan permufakatan untuk terjadinya 
pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan 

hutan secara tidak sah;  

f.  menerbitkan surat keterangan sahnya hasil hutan 

tanpa hak;  

g. melakukan pembiaran dalam melaksanakan tugas  
dengan sengaja ; dan/ata u  

h.  lalai dalam melaksanakan tugas.  

 

10.  Pasal 53 dihap us.  

 

11.  Pasal 54 dihapus.  

 

12.  Ketentuan Pasal 82 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 82  

(1) Orang perseorangan yang dengan sengaja:  

a.   melakukan penebangan pohon dalam kawasan 
hutan yang tidak sesuai dengan Perizinan 
Berusaha terkait  pemanfaatan hutan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a;  

b.    melakukan penebangan pohon dalam kawasan 
hutan tanpa memiliki Perizinan Berusaha  

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b; 
dan/ata u  

c.   melakukan penebangan pohon dalam kawasan 
hutan secara tidak sah sebagaimana  dimaksud 
dalam Pasal 12 huruf c , 

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 
(satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan 
pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima 

ratus juta rupiah) dan paling banyak 
Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ra tus juta 

rupiah).  

(2) Dalam hal tindakan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan yang 

bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar 
kawasan hutan kurang dari 5 (lima) tahun dan tidak 

terus menerus, pelaku dipidana dengan pidana 
penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 
2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 
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Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling 
banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).  

(3) Korporasi yang:  

a.  melakukan penebangan pohon dalam kaw asan 

hutan yang tidak sesuai dengan Perizinan 
Berusaha terkait  pemanfaatan hutan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a;  

b.   melakukan penebangan pohon dalam kawasan 
hutan tanpa memiliki Perizinan Berusaha  
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b; 

dan /atau  

c.  melakukan penebangan pohon dalam kawasan 

hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 12 huruf c ; 

dipidana bagi:  

a.  pengurusnya dengan pidana penjara paling 
singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima 

belas) tahun dan pidana denda palin g sedikit 
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan 
paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas 

miliar rupiah); dan/atau  

b.   korporasi dikena i pemberatan 1/3 dari denda 
pidana yang dijatuhkan.  

 

13.  Ketentuan Pasal 83 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  

Pasal 83  

(1) Orang perseorangan yang dengan sengaja:  

a.  memuat, membongkar, mengeluarkan, 
mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil 
penebangan di kawasan hutan tanpa Perizinan 

Berusaha  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 
huruf d;  

b.   mengangkut, menguasai, ata u memiliki hasil 
hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama 
surat keterangan sahnya hasil hutan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e; 
dan/atau  

c.  memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga 
berasal dari hasil pembalakan liar sebagaimana 
dimaksud da lam Pasal 12 huruf h , 

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 
(satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta 
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pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima 
ratus juta rupiah) dan paling banyak 

Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta 
rupiah).  

(2) Orang perseorangan yang karena kelalaiannya:  

a.  memuat, membongkar, mengeluarkan, 
mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil 

penebangan di kawasan hutan tanpa Perizinan 
Berusaha  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 
huruf d;  

b.   mengangkut, menguasai , atau memiliki hasil 
hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama 

surat keterangan sahnya hasil hutan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e; 
dan/atau  

c.  memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga 
berasal dari hasil pembalakan liar sebagaimana 

dimaksu d dalam Pasal 12 huruf h , 

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 
(delapan) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun serta 

pidana denda paling sedikit Rp10.000.000,00 
(sepuluh juta rupiah) dan paling banyak 
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).  

(3) Dala m hal tindakan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c dilakukan oleh 

orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam 
dan/atau di sekitar kawasan hutan kurang dari  5 
(lima) tahun dan tidak secara terus menerus, pelaku 

dipidana de ngan pidana penjara paling singkat 3 
(tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun atau 
pidana denda paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus 

ribu rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 
(lima ratus juta rupiah).  

(4) Korporasi yang:  

a.  memuat, membongkar, mengelu arkan, 
mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil 

penebangan di kawasan hutan tanpa Perizinan 
Berusaha  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 

huruf d;  

b.   mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil 
hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama 

surat ketera ngan sahnya hasil hutan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e; 
dan/atau  
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c.  memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga 
berasal dari hasil pembalakan liar sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 12 huruf h ,  

dipidana dengan pidana penjara bagi pengurusnya  

pali ng singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima 
belas) tahun dan pidana denda paling sedikit 
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling 

banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar 
rupiah) dan/atau korporasi dikenakan pemberatan 
1/3 dari denda pokoknya.  

(5) Dalam hal pelaku tidak melaksanakan kewajiban 
pemenuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat 

(4), pelaku  dipidana dengan pidana penjara paling 
singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) 
tahun serta pidana denda . 

14.  Ketentuan Pasal 84 d iubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 84  

(1) Orang perseorangan yang dengan sengaja membawa 
alat -alat yang lazim digunakan untuk menebang, 

memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan 
hutan tanpa Perizinan Berusaha  sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 1 2 huruf f dipidana dengan 

pidana penjara paling singkat 1 (tahun) tahun dan 
paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling 

sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta 
rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima 
miliar rupiah).  

(2) Orang per seorangan yang karena kelalaiannya 
membawa alat -alat yang lazim digunakan untuk 
menebang, memotong, atau membelah pohon di 

dalam kawasan hutan tanpa perizinan berusaha  
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f 

dipidana dengan pidana penjara paling singka t 8 
(delapan) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun serta 
pidana denda paling sedikit Rp10.000.000,00 

(sepuluh juta rupiah) dan paling banyak 
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).  

(3) Korporasi yang membawa alat -alat yang lazim 
digunakan untuk menebang, memot ong, atau 
membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa 

Perizinan Berusaha  sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 12 huruf f dipidana bagi:  

a. pengurusnya dengan pidana penjara paling 

singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 15 (lima 
belas) tahun dan pidana denda pal ing sedikit 
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Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan 
paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas 

miliar rupiah); dan/atau  

b.  korporasi dikena i pemberatan 1/3 dari denda  

pidana yang dijatuhkan.  

15.  Ketentuan Pasal 85 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut : 

Pasal 85  

(1) Orang perseorangan yang dengan sengaja membawa 
alat -alat berat dan/atau alat -alat lainnya yang lazim 

atau patut diduga akan digunakan untuk 
mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan 

tanpa Perizinan Berusaha  sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 1 2 huruf g dipidana dengan pidana 
penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 

10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling sedikit 
Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling 

banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar 
rupiah).  

(2) Korporasi yang m embawa alat -alat berat dan/atau 

alat -alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan 
digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam 
kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha  

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf g 
dipidana bagi:  

a. pengurusnya pidana penj ara paling singkat 5 
(lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) 
tahun dan pidana denda paling sedikit 

Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan 
paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas 
miliar rupiah); dan/atau  

b. korporasi dikena i pemberatan 1/3 d ari denda  
pidana yang dijatuhkan.  

 

16.  Ketentuan Pasal 92 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 92  

(1) Orang perseorangan yang dengan sengaja:  

a.  melakukan kegiatan perkebunan tanpa Perizinan 
Berusaha  di dalam kawasan hutan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasa l 17 ayat (2) huruf b; 

dan/atau  
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b.   membawa alat -alat berat dan/atau alat -alat 
lainnya yang lazim atau patut diduga akan 

digunakan untuk melakukan kegiatan 
perkebunan dan/atau mengangkut hasil kebun di 

dalam kawasan hutan tanpa Perizinan  Berusaha 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) 
huruf a ; 

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 
(tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun 
dan/atau pidana denda paling sedikit 

Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta 
rupiah) dan paling banyak Rp5.000 .000.000,00 (lima 

miliar rupiah).  

(2) Korporasi yang:  

a.  melakukan kegiatan perkebunan tanpa 

Perizinan  Berusaha  di dalam kawasan hutan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) 

huruf b; dan/atau  

b.   membawa alat -alat berat dan/atau alat -alat 
lainnya yang lazim atau patut diduga akan 

digunakan untuk melakukan kegiatan 
perkebunan dan/atau mengangkut hasil kebun 
di dalam kawasan hutan tanpa Perizinan  

Berusaha  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
17 ayat (2) huruf a ;  

dipidana dengan pidana penjara bagi pengurusnya 
pali ng singkat 8 (delapan) tahun dan paling lama 20 
(dua puluh) tahun serta pidana denda paling sedikit 

Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dan 
paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh 
miliar rupiah) dan/atau bagi korporasi dikena i 

pemberatan 1/ 3 dari denda pokoknya.  

 

17.  Ketentuan Pasal 93 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 93  

(1) Orang perseorangan yang dengan sengaja:  

a.  mengangkut dan/atau menerima titipan hasil 

perkebunan yang berasal dari kegiatan 
perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa  
Perizinan  Berusaha  sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c;  

b.   menjual, menguasai, memiliki, dan/atau 
menyimpan hasil perkebunan yang berasal dari 
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kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan 
tanpa Perizinan  Berusaha  sebagaimana dimaksud 

dalam P asal 17 ayat (2) huruf d; dan/atau  

c.  membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil 

kebun dari perkebunan yang berasal dari 
kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan 
tanpa Perizinan  Berusaha sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 17 ayat (2) huruf e , 

dipidana deng an pidana penjara paling singkat 3 
(tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun atau 

pidana denda paling sedikit Rp1.500.000.000,00 
(satu miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak 

Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).  

(2) Orang perseorangan yang k arena kelalaiannya:  

a.  mengangkut dan/atau menerima titipan hasil 

perkebunan yang berasal dari kegiatan 
perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa 

Perizinan  Berusaha sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c;  

b.   menjual, menguasai, memiliki , dan/atau 

menyimpan hasil perkebunan yang berasal dari 
kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan 
tanpa Perizinan  Berusaha sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d; dan/atau  

c.  membeli, memasarkan , dan/atau mengolah hasil 

kebun dari perkebunan yang berasal  dari 
kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan 
tanpa Perizinan  Berusaha sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 17 ayat (2) huruf e . 

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 
(satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun atau 

pidana denda paling sedikit Rp1 00.000.000,00 
(seratus juta rupiah) dan paling banyak 

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).  

(3) Korporasi yang:  

a.  mengangkut dan/atau menerima titipan hasil 

perkebunan yang berasal dari kegiatan 
perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa 

Perizinan  Berusaha sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c;  

b.   menjual, menguasai, memiliki , dan/atau 

menyimpan hasil perkebunan yang berasal dari 
kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan 
tanpa Perizinan  Berusaha sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d;  dan/atau  
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c.  membeli, memasarkan , dan/atau mengolah hasil 
kebun dari perkebunan yang berasal dari 

kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan 
tanpa Perizinan  Berusaha sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 17 ayat (2) huruf e ,  

dipidana dengan pidana penjara bagi pengurusnya  
paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 

(lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling 
sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan 
paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas 

miliar rupiah) dan/atau korporasi dikena i 
pembera tan 1/3 dari denda  pidana yang dijatuhkan.  

 

18.  Ketentuan Pasal 96 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 96  

(1) Orang perseorangan yang dengan sengaja : 

a.  memalsukan Perizinan Berusaha terkait  
pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau 
penggunaan kawasan hutan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 24 huruf a;  

b.    menggunakan Perizinan Berusaha palsu terkait  
pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau 

penggunaan kawasan hutan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 24 huruf b; dan/ata u  

c.  memindahtangankan atau menjual Perizinan 
Berus aha  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 
huruf c , 

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 
(satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta 
pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima 

ratus juta rupiah) dan paling banyak 
Rp2.500.000.000,00 (d ua miliar lima ratus juta 

rupiah).  

(2) Korporasi yang:  

a.  memalsukan Perizinan Berusaha terkait  

pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau 
penggunaan kawasan hutan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 24 huruf a ; 

b.   menggunakan Perizinan Berusaha  palsu terkait 
pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau 

penggunaan kawasan hutan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 24 huruf b; dan/atau  
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c.  memindahtangankan atau menjual Perizinan 
Berusaha  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 

huruf c , 

dipidana bagi:  

1. pengurusnya dipidana dengan pidana pe njara 
paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 
(lima belas) tahun serta pidana denda paling 

sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) 
dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima 
belas miliar rupiah).  

2.  korporasi dikena i pemberatan 1/3 dari d enda 
pidana yang dijatuhkan.  

 

19.  Ketentuan Pasal 105 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 105  

Setiap pejabat yang:  

a. menerbitkan Perizinan Berusaha terkait  pemanfaatan 
hasil hutan kayu dan/atau penggunaan kawasan 
hutan di dalam kawasan hutan yang ti dak sesuai 

dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 28 huruf a;  

b.  menerbitkan Perizinan Berusaha di dalam Kawasan 

Hutan  dan/atau Perizinan Berusaha terkait  
penggunaan kawasan hutan di dalam kawasan hutan 

yang tidak sesuai dengan ke tentuan peraturan 
perundang -undangan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 28 huruf b;  

c. melindungi pelaku pembalakan liar dan/atau 
penggunaan kawasan hutan secara tidak sah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c;  

d.  ikut serta atau membantu kegiatan pembalakan  liar 
dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak 

sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d;  

e. melakukan permufakatan untuk terjadinya 
pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan 

hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 28 huruf e;  

f.  menerbitkan surat keterangan sahnya hasil hutan 
tanpa hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 
huruf f; dan/atau  

g. dengan sengaja melakukan pembiaran dalam 
melaksanakan tugas sehingga terjadi tindak pidana 
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pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan 
hutan secar a tidak sah sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 28 huruf g , 

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) 

tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta pidana 
denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar 
rupiah) dan paling banyak Rp10.000.00 0.000,00 

(sepuluh miliar rupiah).  

 

20.  Di  antara Pasal 110 dan Pasal 111 disisipkan 2 (dua ) 

pasal , yakni  Pasal 110A  dan Pasal 110B  sehingga  
berbunyi sebagai berikut:  

Pasal 110A  

(1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha yang 
telah terbangun dan memiliki Perizi nan  Berusaha di 

dalam kawasan hutan sebelum berlakunya Undang -
Undang ini yang belum memenuhi persyaratan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -
undangan di bidang kehutanan, wajib 
menyelesaikan persyaratan paling lambat 3 (tiga) 

tahun sejak Undang -Und ang ini berlaku.  

(2) Jika setelah lewat 3 (tiga) tahun sejak  berlakunya 
undang -undang ini tidak menyelesaikan persyaratan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , pelaku dikenai 
sanksi administratif, berupa:  

a. pembayaran denda administ ratif; dan/atau  

b.  pencabutan Perizinan Berusaha . 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara 

pengenaan sanksi administratif dan tata cara 
penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari 
denda administratif sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) diatur dalam  Peraturan Pemerintah.  

 

Pasal 110B  

(1) Setiap orang yang melakukan pelanggaran 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) 

huruf b, huruf c, dan/atau huruf e, dan/ atau  Pasal 
17 ayat (2) huruf b, huruf c, dan/ atau  huruf e , atau  

kegiatan lain di kawasan hutan tanpa memiliki  
Perizinan  Berusaha yan g dilakukan sebelum 
berlakunya Undang -Undang ini dikenai sanksi 

administratif, berupa:  

a. penghentian sementara kegiatan usaha;  
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b.  pembayaran denda administatif ; dan/atau  

c. paksaan pemerintah . 

(2) Dalam hal pelanggaran sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilakukan oleh  orang  perseorangan yang 

bertempat tinggal di dalam dan/atau di  sekitar 
kawasan hutan paling singkat 5 (lima) tahun secara 
terus menerus dengan luasan paling banyak 5 (lima) 

hektar, dikecualikan dari sanksi administratif dan 
diselesaikan melalui penataan k awasan hutan.  

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai  tata cara 

pengenaan sanksi administrati f dan tata cara 
penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari 

denda administratif  sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1) diatur dalam  Peraturan Pemerintah.  

 

21.  Pasal 111 dihapu s. 

 

22.  Pasal 112 dihapus.  

 

Paragraf 5  

Energi Dan Sumber Daya Mineral  

 

Pasal 38   

Untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat terutama 
Pelaku Usaha dalam mendapatkan Perizinan Berusaha dari 

sektor Energi dan Sumber Daya Mineral , Undang -Undang ini 
mengubah, menghapus, a tau menetapkan pengaturan baru 
beberapa ketentuan yang diatur d alam : 

a. Undang -Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang 
Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) 
sebagaimana telah diubah dengan  Undang -Undang Nomor 

3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang -Undang 
Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan 
Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6525);  

b.  Undang -Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak 
dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4152) ; 
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c. Undang -Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas 
Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5585 ); dan  

d.  Undang -Undang Nomor  30 Tahun 2009 tentang 
Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negar a 

Republik Indonesia Nomor 5052) . 

 

Pasal 39   

Beberapa ketentuan dalam  Undang -Undang Nomor 4 Tahun 
2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) 
sebagai mana telah diubah dengan Undang -Undang Nomor 3 

Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang -Undang Nomor 4 
Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi a Nomor 6525) 
diubah  sebagai berikut : 

 

1.  Di antara Pasal 128  dan 129  disisipkan 1 (satu) pasal ,  
yakni  Pasal 128A  sehingga berbunyi sebagai berikut:  

Pasal 128A  

(1) Pelaku usaha  yang melakukan peningkatan nilai 

tambah batu  bara sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 1 02 ayat (2), dapat diberikan perlakuan 
tertentu terhadap kewajiban penerimaan negara 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128.  

(2) Pemberian perlakuan tertentu terhadap kewajiban 
penerimaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) untuk kegiatan peningkatan nilai  tambah batu  
bara dapat berupa pengenaan royalti sebesar 0%  (nol 

persen) . 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perlakuan tertentu 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam 

Peraturan Pemerintah.  

 

2.  Ketentuan Pasal 162 diubah sehingga  berbunyi sebagai 
berikut : 

Pasal   162  

Setiap orang yang merintangi atau mengganggu kegiatan 
usaha pertambangan dari pemegang IUP, IUPK, IPR atau 
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SIPB yang telah memenuhi syarat -syarat sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 86F huruf b dan Pasal 136  ayat (2)  

dipidana dengan pidana kurun gan paling lama 1 (satu) 
tahun atau denda  paling banyak Rp100.000.000,00 

(seratus juta rupiah).  

 

Pasal 40   

Beberapa ketentuan dalam Undang -Undang Nomor  22 Tahun 
2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152)  diubah  
sebagai berikut : 

1.  Ketentuan Pasal 1 angka 21 dan angka 22  diubah , dan 
angka 23 dihapus  sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 1  

Dalam Undang -Undang ini yang dimaksud dengan:  

1.  Minyak Bumi adalah has il proses alami berupa 
hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan 
temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, 

termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan 
bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, 
tetapi tidak termasuk batubara atau endapan 

hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang 
diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan 

kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.  

2.  Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa 
hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan 

temperatur atmosfer berupa fasa gas yang  diperoleh 
dari proses penambangan Minyak dan Gas Bumi.  

3.  Minyak dan Gas Bumi adalah Minyak Bumi dan Gas 

Bumi.  

4.  Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang 

berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi;  

5.  Kuasa Pertambangan adalah wewenang yang 
diberikan Negara kepa da Pemerintah untuk 

menyelenggarakan kegiatan Eksplorasi dan 
Eksploitasi.  

6.  Survei Umum adalah kegiatan lapangan yang meliputi 
pengumpulan, analisis, dan penyajian data yang 
berhubungan dengan informasi kondisi geologi untuk 

memperkirakan letak dan potensi s umber daya 
Minyak dan Gas Bumi di luar Wilayah Kerja.  
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7.  Kegiatan Usaha Hulu adalah kegiatan usaha yang 
berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha 

Eksplorasi dan Eksploitasi.  

8.  Eksplorasi adalah kegiatan yang bertujuan 

memperoleh informasi mengenai kondisi ge ologi 
untuk menemukan dan memperoleh perkiraan 
cadangan Minyak dan Gas Bumi di Wilayah Kerja 

yang ditentukan.  

9.  Eksploitasi adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan 
untuk menghasilkan Minyak dan Gas Bumi dari 

Wilayah Kerja yang ditentukan, yang terdiri atas 
pengeboran dan penyelesaian sumur, pembangunan 

sarana pengangkutan, penyimpanan, dan pengolahan 
untuk pemisahan dan pemurnian Minyak dan Gas 
Bumi di lapangan serta kegiatan lain yang 

mendukungnya.  

10.  Kegiatan Usaha Hilir adalah kegiatan usaha yang 

berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha 
Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan/atau 
Niaga.  

11.  Pengolahan adalah kegiatan memurnikan, 
memperoleh bagian -bagian, mempertinggi mutu, dan 
mempertinggi nilai tambah Minyak Bumi dan/atau 

Gas Bumi, tetapi tidak termasuk pengolahan 
lapangan.  

12.  Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak 
Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari 
Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan 

Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi 
melalui pipa transmisi dan distribusi.  

13.  Penyimpanan a dalah kegiatan penerimaan, 

pengumpulan, penampungan, dan pengeluaran 
Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi.  

14.  Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, 
impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, 
termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa.  

15.  Wilayah Hukum Pertamba ngan Indonesia adalah 
seluruh wilayah daratan, perairan, dan landas 

kontinen Indonesia.  

16.  Wilayah Kerja adalah daerah tertentu di dalam 
Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia untuk 

pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi.  

17.  Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk  badan 
hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, 

terus -menerus dan didirikan sesuai dengan peraturan 
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perundang -undangan yang berlaku serta bekerja dan 
berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan 

Republik Indonesia.  

18.  Bentuk Usaha Tetap adalah badan u saha yang 

didirikan dan berbadan hukum di luar wilayah 
Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan 
kegiatan di wilayah Negara Kesatuan Republik 

Indonesia dan wajib mematuhi peraturan perundang -
undangan yang berlaku di Republik Indonesia.  

19.  Kontrak Kerj a Sama adalah Kontrak Bagi Hasil atau 

bentuk kontrak kerja sama lain dalam kegiatan 
Eksplorasi dan Eksploitasi yang lebih 

menguntungkan Negara dan hasilnya dipergunakan 
untuk sebesar -besar kemakmuran rakyat.  

20.  Izin Usaha adalah izin yang diberikan kepada Bad an 

Usaha untuk melaksanakan Pengolahan, 
Pengangkutan, Penyimpanan , dan/atau Niaga dengan 

tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba;  

21.  Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia 
yang memegang kekuasaan pemerintahan negara 

Republik Indonesia yang dib antu oleh Wakil Presiden 
dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang -
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945.  

22.  Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai 

unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang 
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan y ang 
menjadi kewenangan daerah otonom.  

23.  Dihapus . 

24.  Badan Pengatur adalah suatu badan yang dibentuk 
untuk melakukan pengaturan dan pengawasan 

terhadap penyediaan dan pendistribusian Bahan 
Bakar Minyak dan Gas Bumi pada Kegiatan Usaha 

Hilir.  

25.  Menteri adalah mente ri yang bidang tugas dan 
tanggung jawabnya meliputi kegiatan usaha Minyak 

dan Gas Bumi.  

 

2.  Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 4  

(1) Minyak dan Gas Bumi sebagai sumber daya alam 
strategis tak terbarukan yang terkandung di dalam 



 

192  

 

Wila yah Hukum Pertambangan Indonesia merupakan 
kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara.  

(2) Penguasaan oleh negara sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat 

melalui kegiatan usaha Minyak d an Gas Bumi . 

(3) Kegiatan usaha Minyak d an Ga s Bumi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) terdiri atas Kegiatan Usaha 

Hulu  dan Kegiatan Usaha Hilir . 

 

3.  Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  

Pasal 5  

(1) Kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi dilaksanakan 
berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pe merintah 
Pusat.  

(2) Kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi terdiri atas:  

a.  Kegiatan Usaha Hulu ; dan  

b.   Kegiatan Usaha H ilir.  

(3) Kegiatan Usaha Hulu sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) huruf a terdiri atas:  

a.  Eksplorasi; dan  

b.  Eksploitasi.  

(4) Kegiatan Usaha Hilir sebagai mana dimaksud pada 

ayat (2) huruf b terdiri atas:  

a.  Pengolahan;  

b.   Pengangkutan;  

c.  Penyimpanan; dan  

d.   Niaga . 

 

4.  Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 23  

(1) Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 5 ayat ( 2) huruf b , dapat d ilaksanakan oleh 
Badan Usaha setelah memenuhi Perizinan Berusaha  
dari Pemerintah Pusat.  

(2) Badan Usaha yang memenuhi Perizinan Berusaha 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 

melakukan kegiatan  usaha : 
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a.  Pengolahan ;  

b.   Pengangkuatan ; 

c.  Penyimpanan; dan/atau  

d.   Niaga.  

(3) Perizinan Berusaha yang telah diberikan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat 
digunakan sesuai dengan peruntukan kegiatan 

usahanya.  

(4) Permohonan Perizinan Berusaha sebagaimana 
dimaksud  pada ayat (1) wajib dilakukan dengan 

menggunakan sistem Perizinan Berusaha  secara 
elektronik yang dikelola oleh Pemerintah Pusat.  

 

5.  Di antara Pasal 23 dan Pasal 24 disisipkan 1 (satu) pasal , 
yakni Pasal 23A sehingga berbunyi sebagai berikut:  

Pasal 23A  

(1) Setiap orang yang melakukan Kegiatan Usaha Hilir 

tanpa Peri zinan Berusaha sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 23, dikenai sanksi administratif berupa 
penghentian usaha dan/atau kegiatan, denda, 

dan/atau paksaan Pemerintah  Pusat . 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, 
besaran denda, dan tata cara pengena an sanksi 

administratif diatur dalam Peraturan Pemerintah.  

 

6.  Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 25  

(1) Pemerintah Pusat dapat memberikan sanksi 
administratif terhadap:  

a.  pelanggaran salah satu persyaratan yang 

tercantum dalam Peri zinan Berusaha;  dan /atau  

b.   ketidak terpenuhinya persyaratan yang ditetapkan 

berdasarkan Undang -Undang ini.  

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan 
Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) diatur dalam  Peraturan Pemerintah.  

 

7.  Ketentu an Pasal 46  diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  
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Pasal 46  

(1) Pengawasan terhadap pelaksanaan penyediaan 

dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan 
Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa dilakukan 

oleh Badan Pengatur sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 8 ayat (4 ). 

(2) Fungsi Badan Pengatur sebagaimana dimaksud 

pada  ayat (1) melakukan pengaturan agar 
ketersediaan dan distribusi Bahan Bakar Minyak 
dan Gas Bumi yang ditetapkan Pemerintah Pusat 

dapat terjamin di seluruh wilayah Negara Kesatuan 
Republik Indonesia serta me ningkatkan 

pemanfaatan Gas Bumi di dalam negeri.  

(3) Tugas Badan Pengatur sebagaimana dimaksud 
pada  ayat (1) meliputi pengaturan dan penetapan 

mengenai:  

a. ketersediaan dan distribusi Bahan Bakar 

Minyak;  

b.  cadangan Bahan Bakar Minyak nasional;  

c. pemanfaatan fasilita s Pengangkutan dan 

Penyimpanan Bahan Bakar Minyak;  

d.  tarif pengangkutan Gas Bumi melalui pipa;  

e. harga Gas Bumi untuk rumah tangga dan 

pelanggan kecil;  dan  

f.  pengusahaan transmisi dan distribusi Gas 

Bumi.  

(4) Tugas Badan Pengatur sebagaimana dimaksud 
pada  ayat (1) m encakup tugas  pengawasan dalam 

bidang -bidang sebagaimana dimaksud pada  ayat 
(3). 

turan dan penetapan tarif persetujuan Menteri.  

8.  Ketentuan Pasal 52 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 52  

Setiap orang yang melakukan Eksplorasi dan/atau 
Eksploitas i tanpa memiliki Perizinan Berusaha atau 

Kontrak Kerja Sama dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi 

Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).  

 

9.  Ketentuan Pasal 53 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  
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Pasal 53  

Jika tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23A 

mengakibatkan timbulnya korban/kerusakan terhadap 
kesehatan, keselamatan, keamanan, dan lingkungan , 

pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 
(lima) tahun atau denda paling tinggi 
Rp50.000.0 00.000,00 (lima puluh miliar rupiah) . 

 

10.  Ketentuan Pasal 55 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 55  

Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan 

dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, 
dan/atau liquefied petroleum  gas  yang disubsidi 
Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 

(enam) tahun dan denda paling tinggi 
Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).  

 

Pasal 41   

Beberapa ketentuan dalam Undang -Undang Nomor 21 Tahun 

2014 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara Republik 
Indonesia  Tahun 2014 Nomor 217, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5585 ) diubah  sebagai 
berikut : 

 

1.  Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 4  

(1) Panas Bumi merupakan kekayaan nasional yang 
dikuasai oleh negara dan dipergunakan un tuk 

sebesar -besar kemakmuran rakyat.  

(2) Penguasaan Panas Bumi oleh negara sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh 

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah  provinsi, dan 
Pemerintah Daerah  kabupaten/kota sesuai dengan 
kewenangannya dan berdasarkan p rinsip 

pemanfaatan.  

 

2.  Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 5  
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(1) Penyelenggaraan Panas Bumi oleh Pemerintah Pusat 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) 

dilakukan terhadap:  

a.  Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung yang 

berada pad a: 

1.  lintas wilayah provinsi termasuk Kawasan 
Hutan produksi dan Kawasan Hutan 

lindung;  

2.  Kawasan Hutan konservasi;  

3.  kawasan konservasi di perairan; dan  

4.  wilayah laut lebih dari 12 (dua belas) mil 
diukur dari garis pantai ke arah laut lepas di 

seluruh Indonesia.  

b.   Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak 
Langsung yang berada di seluruh wilayah 

Indonesia, termasuk Kawasan Hutan produksi, 
Kawasan Hutan lindung, Kawasan Hutan 

konservasi, dan wilayah laut.  

(2) Penyelenggaraan Panas Bumi oleh Pemerintah 
Daerah provinsi sebagaima na dimaksud dalam Pasal 

4 ayat (2) sesuai dengan norma, standar, prosedur, 
dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat 
dilakukan untuk Pemanfaatan Langsung yang 

berada pada:  

a.  lintas wilayah kabupaten/kota dalam satu 

provinsi , termasuk Kawasan Hutan produksi 
dan Kawasan Hutan lindung; dan  

b.   wilayah laut paling jauh 12 (dua belas) mil 

diukur dari garis pantai ke arah laut lepas 
dan/atau ke  arah perairan kepulauan.  

(3) Penyelenggaraan Panas Bumi oleh Pemerintah 

Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud 
dala m Pasal 4 ayat (2) sesuai dengan norma, standar, 

prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh 
Pemerintah Pusat, dilakukan untuk Pemanfaatan 
Langsung yang berada pada:  

a.  wilayah kabupaten/kota , termasuk Kawasan 
Hutan produksi dan Kawasan Hutan lindung; 

dan  

b.   wilayah laut paling jauh 1/3 (satu per tiga) dari 
wilayah laut kewenangan provinsi.  
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3.  Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 6  

Kewenangan Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan 

Panas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 
(1) meliputi:  

a. pembuatan kebijakan nasional;  

b.  pengaturan di bidang Panas Bumi;  

c. Perizinan Berusaha di bidang  Panas Bumi;  

d.  pembuatan norma, standar, pedoman, dan kriteria 

untuk kegiatan pengusahaan Panas Bumi untuk 
pemanfaatan langsung;  

e. pembinaan dan pengawasan;  

f.  pengelolaan data dan informasi geologi serta potensi 
Panas Bumi;  

g. inventarisasi dan penyusunan neraca sumber daya 
dan cadangan Panas Bumi;  

h.  pelaksanaan Eksplorasi, Eksploitasi, dan/atau 
pemanfaatan Panas Bumi; dan  

i.  pendorongan kegiatan penelitian, pengembanga n, 

dan kemampuan perekayasaan.  

 

4.  Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  

Pasal 7  

Kewenangan Pemerintah Daerah provinsi dalam 
penyelenggaraan Panas Bumi sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 5 ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan norma , 

standar , prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh 
Pemerintah Pusat meliputi:  

a. pembentukan peraturan perundang -undangan 

daerah provinsi di bidang Panas Bumi untuk 
Pemanfaatan Langsung;  

b.  pemberian Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan 
langsung pada wilayah yang m enjadi 
kewenangannya;  

c. pembinaan dan pengawasan;  

d.  pengelolaan data dan informasi geologi serta potensi 

Panas Bumi pada wilayah provinsi; dan  
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e. inventarisasi dan penyusunan neraca sumber daya 
dan cadangan Panas Bumi pada wilayah provinsi.  

 

5.  Ketentuan Pasal 8 di ubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  

Pasal 8  

Kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam 

penyelenggaraan Panas Bumi sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 5 ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan norma, 
standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh 

Pemerintah Pusat,  meliputi:  

a. pembentukan peraturan perundang -undangan 

daerah kabupaten/kota di bidang Panas Bumi untuk 
Pemanfaatan Langsung;  

b.  pemberian Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan 

langsung pada wilayah yang menjadi 
kewenangannya;  

c. pembinaan dan pe ngawasan;  

d.  pengelolaan data dan informasi geologi serta potensi 
Panas Bumi pada wilayah kabupaten/kota; dan  

e. inventarisasi dan penyusunan neraca sumber daya 
dan cadangan Panas Bumi pada wilayah 
kabupaten/kota.  

 

6.  Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi seb agai 

berikut:  

Pasal 11  

(1) Setiap Orang yang melakukan pengusahaan Panas 

Bumi untuk Pemanfaatan Langsung sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a wajib 
terlebih dahulu memiliki Perizinan Berusaha terkait 

Pemanfaatan Langsung . 

(2) Perizinan Berusaha terk ait pemanfaatan langsung 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh 
Pemerintah Pusat untuk Pemanfaatan Langsung 
yang berada pada:  

a.  lintas wilayah provinsi , termasuk Kawasan Hutan 
produksi dan Kawasan Hutan lindung;  

b.   Kawasan Hutan konservasi;  

c.  kawasa n konservasi di perairan; dan  
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d.   wilayah laut lebih dari 12 (dua belas) mil diukur 
dari garis pantai ke arah laut lepas di seluruh 

Indonesia.  

(3) Perizinan Berusaha terkait Pemanfaatan Langsung 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh 
gubernur sesuai dengan norma, standar, prosedur, 
dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat 

untuk Pemanfaatan Langsung yang berada pada:  

a.  lintas wilayah kabupaten/kota dalam satu 
provinsi , termasuk Kawasan Hutan produksi dan 

Kawasan Hutan lindung; dan  

b.   wilayah laut paling jauh 12 (dua belas) mil diukur 

dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke 
arah perairan kepulauan.  

(4) Perizinan Berusaha terkait Pemanfaatan Langsung 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh 
bupati/wali kota sesuai dengan norma, standar,  

prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh 
Pemerintah Pusat untuk Pemanfaatan Langsung 
yang berada pada:  

a.  wilayah kabupaten/kota , termasuk Kawasan 
Hutan produksi dan Kawasan Hutan lindung; dan  

b.   wilayah laut paling jauh 1/3 (satu per tiga) dari 

wilayah la ut kewenangan provinsi.  

(5) Perizinan Berusaha terkait  Pemanfaatan Langsung 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan 
ayat (4) diberikan berdasarkan permohonan dari 
Setiap Orang.  

(6) Perizinan Berusaha terkait Pemanfaatan Langsung 
diberikan setelah Setiap Orang sebagaimana 
dimaksud pada ayat (5) mendapat persetujuan 

lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang -undangan di bidang pelindungan dan 

pengelolaan lingkungan hidup.  

 

7.  Pasal 12 dihapus.  

 

8.  Pasal 13 dihapus.  

 

9.  Pasal 14 dihapus.  
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10.  Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 15  

Ketentuan lebih lanjut mengenai norma, standar, 

prosedur dan kriteria pengusahaan Panas Bumi untuk 
Pemanfaatan Langsung sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 11 , termasuk harga energi Panas Bumi , diatur 

dala m Peraturan Pemerintah.  

 

11.  Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  

Pasal 23  

(1) Badan Usaha yang melakukan pengusahaan Panas 
Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf 

b wajib terlebih dahulu meme nuhi Perizinan  
Berusaha  di bidang Panas Bumi.  

(2) Perizinan Berusaha di bidang Panas Bumi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh 
Pemerintah  Pusat  kepada Badan Usaha berdasarkan 

hasil penawaran Wilayah Kerja.  

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian  Perizinan 
Berusaha  di bidang Panas Bumi untuk Pemanfaatan 

Tidak Langsung diatur dalam  Peraturan Pemerintah.  

 

12.  Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 24  

Dalam hal kegiatan pengusahaan Panas Bumi untuk 
Pemanfaatan Tidak Langsung b erada di Kawasan Hutan, 
pemegang Perizinan Berusaha terkait Panas Bumi wajib 

memenuhi Perizinan Berusaha di  bidang kehutanan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan.  

 

13.  Pasal 25 dihapus.  

 

14.  Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berik ut:  

Pasal 36  

(1) Pemerintah Pusat dapat mencabut Perizinan 
Berusaha di bidang Panas Bumi sebagaimana 
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dimaksud dalam Pasal 33 huruf c jika pelaku usaha  
di bidang Panas Bumi:  

a.  melakukan pelanggaran terhadap salah satu 
ketentuan yang tercantum dalam Perizinan 

Berusaha di bidang  Panas Bumi; dan/atau  

b.   tidak memenuhi ketentuan peraturan 
perundang -undangan.  

(2) Sebelum  melaksanakan pencabutan Perizinan 
Berusaha di bidang Panas Bumi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat terlebih 

dahulu memberikan kesempata n dalam jangka waktu 
6 (enam) bulan kepada pelaku usaha  di bidang Panas 

Bumi untuk memenuhi kewajiban sesuai dengan 
ketentuan yang diatur dalam  Undang -Undang ini.  

 

15.  Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 37  

Pemerintah Pusat dapat  membatalkan Perizinan Berusaha  
di bidang Panas Bumi sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 33 huruf d jika:  

a. Pelaku usaha  di bidang Panas Bumi memberikan 
data, informasi, atau keterangan yang tidak benar 

dalam permohonan; atau  

b.  Perizinan Berusaha  di bidang  Panas Bumi 

dinyatakan batal berdasarkan putusan pengadilan.  

 

16.  Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  

Pasal 38  

(1) Dalam hal Perizinan Berusaha  di bidang  Panas Bumi 

berakhir karena alasan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 33, pelaku usaha  di bidan g Panas Bumi 

wajib memenuhi dan menyelesaikan segala 
kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang - undangan.  

(2) Kewajiban pelaku usaha  di bidang  Panas Bumi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan 

telah terpenuhi setelah mendapatkan persetuju an 
dari Pemerintah  Pusat . 

(3) Pemerintah Pusat menetapkan persetujuan 

pengakhiran Perizinan Berusaha di bidang Panas 
Bumi setelah pelaku usaha di bidang Panas Bumi 
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melaksanakan pemulihan fungsi lingkungan di 
Wilayah Kerjanya serta kewajiban lainnya 

sebagaimana  dimaksud pada ayat (1).  

 

17.  Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 40  

(1) Badan Usaha pemegang Perizinan Berusaha di bidang 
Panas Bumi yang melanggar atau tidak memenuhi 
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, 

Pasal 20 ayat (2) , Pasal 23 ayat (1), Pasal 26 ayat (1) 
atau ayat (2), Pasal 27 ayat (1) atau  ayat (3), Pasal 31 

ayat (3), atau Pasal 32 ayat (2) dikenai sanksi 
administratif.  

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud  pada 

ayat (1) berupa:  

a. peringatan tertulis;  

b.  penghenti an sementara seluruh kegiatan;  

c. denda administrasi; dan/atau  

d.  pencabutan Perizinan Berusaha.  

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, 
besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi 
administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

diatur dalam Peratu ran Pemerintah.  

 

18.  Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 42  

(1) Dalam hal akan menggunakan bidang -bidang tanah 
negara, hak atas tanah, tanah ulayat, dan/atau 
Kawasan Hutan di dalam Wilayah Kerja, pemegang 

Perizinan Berusaha terkait p emanfaatan langsung 
atau pemegang Perizinan Berusaha terkait panas 

bumi harus terlebih dahulu melakukan penyelesaian 
penggunaan lahan dengan pemakai tanah di atas 
tanah negara atau pemegang hak atau Perizinan 

Berusaha di bidang kehutanan sesuai dengan 
kete ntuan peraturan perundang -undangan.  

(2) Dalam hal Pemerintah Pusat melakukan Eksplorasi 
untuk menetapkan Wilayah Kerja sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), sebelum 

melakukan Eksplorasi, Menteri melakukan 
penyelesaian penggunaan lahan dengan pemakai 
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tanah di atas tanah negara atau pemegang hak atau 
Perizinan Berusaha di bidang kehutanan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang -undangan.  

(3) Penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dan ayat (2) dilakukan secara musyawarah dan 
mufakat dengan cara ju al beli, tukar -menukar, ganti 
rugi yang layak, pengakuan , atau bentuk 

penggantian lain kepada pemakai tanah di atau 
tanah negara atau pemegang hak.  

(4) Dalam hal kegiatan pengusahaan Panas Bumi 

dilakukan oleh badan usaha milik negara yang 
mendapat penugasan kh usus dari Pemerintah, 

penyediaan tanah dilakukan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang -undangan.  

 

19.  Ketentuan Pasal 43 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 43  

(1) Pemegang Perizinan Berusaha terkait Pemanfaatan 
Langsung  atau Pemegang Perizinan B erusaha terkait 

Panas Bumi sebelum melakukan pengusahaan Panas 
Bumi di atas tanah negara, hak atas tanah, tanah 
ulayat, dan/atau Kawasan Hutan harus:  

a.  memperlihatkan:  

1.  Perizinan Berusaha terkait Pemanfaatan 

Langsung  atau salinan yang sah; atau  

2.  Perizinan Ber usaha terkait Panas Bumi atau 
salinan yang sah;  

b.   memberitahukan maksud dan tempat kegiatan 
yang akan dilakukan; dan  

c.  melakukan penyelesaian atau jaminan 

penyelesaian yang disetujui oleh pemakai tanah di 
atas tanah negara dan/atau pemegang hak 

sebagaimana d imaksud dalam Pasal 42.  

(2) Jika pemegang Perizinan Berusaha terkait 
Pemanfaatan Langsung atau pemegang Perizinan 

Berusaha terkait Panas Bumi telah memenuhi 
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

pemakai tanah di atas tanah negara dan/atau 
pemegang hak wajib mengizinkan pemegang 
Perizinan Berusaha terkait Pemanfaatan Langsung 

atau pemegang Perizinan Berusaha terkait Panas 
Bumi  untuk melaksanakan pengusahaan Panas 
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Bumi di atas tanah yang bersangkutan.  
 

20.  Ketentuan Pasal 46 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 46  

Setiap Orang dilarang menghalangi atau merintangi 
pengusahaan Panas Bumi yang telah memegang Perizinan 

Berusaha terkait Panas Bumi dan telah menyelesaikan 
kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 . 

 

21.  Ketentuan Pasal 47 diubah sehingga b erbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 47  

Pelaku usaha Pemanfaatan Langsung berhak melakukan 
pengusahaan Panas Bumi sesuai dengan Perizinan 

Berusaha yang diberikan.  

 

22.  Ketentuan Pasal 48 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 48  

Pelaku usaha Pemanfaatan Lan gsung wajib:  

a. memahami dan menaati peraturan perundang -
undangan di bidang keselamatan dan kesehatan 

kerja serta pelindungan dan pengelolaan lingkungan 
hidup dan memenuhi standar yang berlaku;  

b.  melakukan pengendalian pencemaran dan/atau 
kerusakan lingkungan h idup yang meliputi kegiatan 
pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan fungsi 

lingkungan hidup.  

 

23.  Ketentuan Pasal 49 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  

Pasal 49  

Pelaku usaha Pemanfaatan Langsung wajib memenuhi 
kewajiban berupa:  

a. pajak daerah; dan  

b.  retri busi daerah.  

 

24.  Ketentuan Pasal 50 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  
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Pasal 50  

(1) Setiap Orang yang melakukan pengusahaan Panas 

Bumi untuk Pemanfaatan Langsung yang tidak 
memenuhi atau melanggar ketentuan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 48 huruf a atau huruf b atau 
Pasal 49 dikenai sanksi administratif.  

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud  pada 

ayat (1) berupa:  

a.  peringatan tertulis;  

b.   penghentian sementara seluruh kegiatan 

pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan 
Langsung; dan/atau  

c.  pencabutan Pe rizinan Berusaha.  

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan 
sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan 
Pemerintah.  

 

25.  Ketentuan Pasal 56 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 56  

(1) Badan Usaha  pemegang Perizinan Berusaha di 
bidang  Panas Bumi yang melanggar atau tidak 

memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 52 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf g, 

huruf h, huruf i, atau huruf j, Pasal 53 ayat (1), atau 
Pasal 54 ayat (1) atau a yat (4) dikenai sanksi 
administratif.  

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud  pada 
ayat (1) berupa:  

a. peringatan tertulis;  

b.  penghentian sementara seluruh kegiatan 
Eksplorasi,  

c. Eksploitasi, dan pemanfaatan; dan/atau  

d.  pencabutan Perizinan Berusaha . 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, 

besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi 
administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

diatur dalam Peraturan Pemerintah.  
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26.  Ketentuan Pasal 59 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 59  

(1) Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan 

pengawasan terhadap penyelenggaraan Panas Bumi 
untuk Pemanfaatan Langsung .  

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan 

pengawasan penyelenggaraan Panas Bumi untuk 
Pemanfaatan Langsung diatur dalam  Peraturan 
Pemerinta h.  

 

27.  Pasal 60  dihapus.  

 

28.  Ketentuan Pasal 6 7 diubah sehingga  berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 6 7 

Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan 

pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung 
tanpa Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 11 ayat (1) yang mengakibatkan timbulnya 

korban/kerusakan kesehatan, keselamatan, keamanan, 
dan lingkungan dipidana dengan pidana penjara paling 
lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 

Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).  

 

29.  Ketentuan Pasal 6 8 diubah sehi ngga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 68  

Setiap Orang yang memiliki Perizinan Berusaha  terkait 
Pemanfaatan L angsung  sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 11 ayat (1) yang dengan sengaja melakukan 

pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung 
tidak pada lokas i yang ditetapkan dalam Perizinan 

Berusaha yang mengakibatkan timbulnya 
korban/kerusakan kesehatan, keselamatan, keamanan, 
dan lingkungan, dipidana dengan pidana penjara paling 

lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda 
paling banyak Rp7.000.000.0 00,00 (tujuh miliar rupiah).  

 

30.  Ketentuan Pasal 6 9 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 69  
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Setiap Orang yang  dengan sengaja melakukan 
pengusahaan Panas Bumi  untuk Pemanfaatan L angsung  

yang tidak sesuai dengan peruntukannya, yang 
mengakibatkan timb ulnya korban/kerusak an terhadap 

kesehatan, keselamatan, keamanan, dan lingkungan 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 
atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 

(sepuluh miliar rupiah).  

 

31.  Ketentuan Pasal 70  diubah sehingga ber bunyi sebagai 

berikut : 

Pasal  70  

Badan Usaha pemilik Perizinan Berusaha di bidang  Panas 
Bumi yang dengan sengaja melakukan Eksplorasi, 
Eksploitasi, dan/atau pemanfaatan bukan pada Wilayah 

Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) 
dipidana dengan de nda paling banyak 

Rp70.000.000.000,00 (tujuh puluh miliar rupiah).  

 

32.  Ketentuan Pasal 71 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  

Pasal 71  

Badan Usaha yang dengan sengaja melakukan 

pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak 
Langsung tanpa Perizinan Beru saha di bidang Panas 

Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) 
yang mengakibatkan timbulnya korban/kerusakan 
terhadap kesehatan, keselamatan, keamanan, dan 

lingkungan  dipidana dengan pidana denda paling banyak 
Rp50.000.000.000,00 (lima  puluh mili ar rupiah).  

 

33.  Ketentuan Pasal 72  diubah sehingga  berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 72  

Badan Usaha pemilik Perizinan Berusaha di bidang  Panas 
Bumi yang dengan sengaja menggunakan Perizinan 

Berusaha di bidang  Panas Bumi tidak sesuai dengan 
peruntukannya sebagai mana dimaksud dalam Pasal 26 

ayat (1) dipidana dengan pidana denda paling banyak 
Rp100.000.000.000,00 (seratus dua puluh miliar rupiah).  

 

34.  Ketentuan Pasal 73 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  
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Pasal 73  

Setiap Orang yang dengan sengaja menghalangi ata u 

merintangi pengusahaan Panas Bumi terhadap pemegang 
Perizinan Berusaha di bidang  Panas Bumi  sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 46 dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling 
banyak Rp70.000.000.000,00 (tujuh puluh mi liar rupiah).  

 

35.  Pasal 74 dihapus.  

 

Pasal 42   

Beberapa ketentuan dalam Undang -Undang Nomor  30 Tahun 

2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5052)  diubah  sebagai 

berikut : 

1.  Ketentuan Pasal 1 angka 10 ,  angka 12 , angka 15, dan 

angka 16 diubah, serta angka 11 d ihapus  sehingga Pasal 
1 berbunyi sebagai berikut:  

Pasal 1  

Dalam Undang -Undang ini yang dimaksud dengan:  

1.  Ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang 
menyangkut penyedia an dan pemanfaatan tenaga 

listrik serta usaha penunjang tenaga listrik.  

2.  Tenaga listrik adalah suatu bentuk energi sekunder 

yang dibangkitkan, ditransmisikan, dan 
didistribusikan untuk segala macam keperluan, tetapi 
tidak meliputi listrik yang dipakai untu k komunikasi, 

elektronika, atau isyarat.  

3.  Usaha penyediaan tenaga listrik adalah pengadaan 
tenaga listrik meliputi pembangkitan, transmisi, 

distribusi, dan penjualan tenaga listrik kepada 
konsumen.  

4.  Pembangkitan tenaga listrik adalah kegiatan 
memproduksi t enaga listrik.  

5.  Transmisi tenaga listrik adalah penyaluran tenaga 

listrik dari pembangkitan ke sistem distribusi atau ke 
konsumen, atau penyaluran tenaga listrik 

antarsistem.  

6.  Distribusi tenaga listrik adalah penyaluran tenaga 
listrik dari sistem transmisi  atau dari pembangkitan 

ke konsumen.  
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7.  Konsumen adalah setiap orang atau badan yang 
membeli tenaga listrik dari pemegang izin usaha 

penyediaan tenaga listrik.  

8.  Usaha penjualan tenaga listrik adalah kegiatan usaha 

penjualan tenaga listrik kepada konsumen.  

9.  Rencana umum ketenagalistrikan adalah rencana 
pengembangan sistem penyediaan tenaga listrik yang 

meliputi bidang pembangkitan, transmisi, dan 
distribusi tenaga listrik yang diperlukan untuk 
memenuhi kebutuhan tenaga listrik.  

10.  Perizinan Berusaha terkait ketenag alistrikan adalah 
perizinan untuk melakukan kegiatan usaha 

penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum, 
usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan 
sendiri, dan/atau usaha jasa penunjang tenaga 

listrik.  

11.  Dihapus . 

12.  Wilayah usaha adalah wilayah yang  ditetapkan 
Pemerintah Pusat sebagai tempat badan usaha 
melakukan usaha distribusi dan/atau penjualan 

tenaga listrik.  

13.  Ganti rugi hak atas tanah adalah penggantian atas 
pelepasan atau penyerahan hak atas tanah berikut 

bangunan, tanaman, dan/atau benda lain yang 
terdapat di atas tanah tersebut.  

14.  Kompensasi adalah pemberian sejumlah uang kepada 
pemegang hak atas tanah berikut bangunan, 
tanaman, dan/atau benda lain yang terdapat di atas 

tanah tersebut karena tanah tersebut digunakan 
secara tidak langsung untuk pembangunan 
ketenagalistrikan tanpa dilakukan pelepasan atau 

penyerahan hak atas tanah.  

15.  Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia 

yang memegang kekuasaan pemerintah negara 
Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden 
dan menteri sebagaima na dimaksud dalam Undang -

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945.  

16.  Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai 
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang 
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang 

menjadi kewenangan daerah otonom.  

17.  Menteri  adalah menteri yang membidangi urusan 
ketenagalistrikan.  



 

210  

 

18.  Setiap orang adalah orang per seorangan atau badan , 
baik yang berbadan hukum maupun yang bukan 

berbadan hukum.  

 

2.  Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 3  

(1) Penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara yang 
penyelenggaraannya dilakukan oleh Pemerintah  
Pusat  dan Pemerintah Daerah berlandaskan prinsip 

otonomi daerah sesuai dengan norma, standar, 
prosedur , dan kriteria yang ditetapkan oleh 

Pemerintah Pusat.  

(2) Untuk penyelenggaraan  penyediaan tenaga listrik 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah  

Pusat  dan Pemerintah Daerah sesuai dengan 
kewenangannya menetapkan kebijakan, pengaturan, 

pengawasan, dan melaksanakan usaha penyediaan 
tenaga listrik.  

 

3.  Ketentuan Pasal 4 diubah seh ingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 4  

(1) Pelaksanaan usaha penyediaan tenaga listrik oleh 
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah  sesuai 

dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, 
prosedur, dan kriteria  yang ditetapkan oleh 
Pemerintah Pusat dilakukan o leh badan usaha milik 

negara dan badan usaha milik daerah . 

(2) Badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya 
masyarakat dapat berpartisipasi dalam usaha 

penyediaan tenaga listrik.  

(3) Untuk penyediaan tenaga listrik sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pemerin tah  Pusat  
dan Pemerintah Daerah menyediakan dana untuk:  

a.  kelompok masyarakat tidak mampu;  

b.   pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik 
di daerah yang belum berkembang;  

c.  pembangunan tenaga listrik di daerah terpencil 
dan perbatasan; dan  

d.   pembangunan listri k perdesaan . 
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(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan dana 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam  

Peraturan Pemerintah.  

 

4.  Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 5  

(1) Kewenangan Pemerintah Pusat di bidang 
ketenagalistrikan meliputi:  

a.  penetapan kebijakan ketenagalistrikan nasional;  

b.   penetapan peraturan perundang -undangan di 
bidang ketenagalistrikan;  

c.  penetapan standar, pedoman, dan kriteria di 
bidang ketenagalistrikan;  

d.   penetapan pedoman penetapan tarif tenaga 

listrik unt uk konsumen;  

e.  penetapan rencana umum ketenagalistrikan 

nasional;  

f.   penetapan wilayah usaha;  

g.  penetapan Perizinan Berusaha terkait jual beli 

tenaga listrik lintas negara ; 

h.   Penetapan Perizinan Berusaha  penyediaan 
tenaga listrik;  

i.   penetapan tarif tenaga lis trik untuk konsumen 
dari pemegang Perizinan Berusaha penyediaan 

tenaga listrik untuk kepentingan umum;  

j.   penetapan persetujuan harga jual tenaga listrik 
dan sewa jaringan tenaga listrik dari pemegang 

Perizinan Berusaha  penyediaan tenaga listrik 
untuk kepent ingan umum ; 

k.   penetapan persetujuan penjualan kelebihan 

tenaga listrik dari pemegang Perizinan Berusaha 
penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan 

sendiri ; 

l.   penetapan Perizinan Berusaha  untuk kegiatan 
jasa penunjang tenaga listrik;  

m.  penetapan Perizinan Ber usaha terkait usaha 
jasa penunjang tenaga listrik yang dilakukan 

oleh badan usaha milik negara atau penanam 
modal asing/mayoritas sahamnya dimiliki oleh 
penanam modal asing;  
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n.   penetapan Perizinan Berusaha terkait 
pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk 

kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan 
informatika pada jaringan milik pemegang 

Perizinan Berusaha terkait penyediaan tenaga 
listrik atau Perizinan Berusaha terkait operasi 
yang ditetapkan oleh Pemerintah  Pusat ; 

o.  pembinaan dan pengawasan kepada badan 
us aha di bidang ketenagalistrikan;  

p.   pengangkatan inspektur ketenagalistrikan;  

q.  pembinaan jabatan fungsional inspektur 
ketenagalistrikan untuk seluruh tingkat 

pemerintahan; dan  

r.   penetapan sanksi administratif kepada badan 
usaha yang  Perizinan Berusahanya  di tetapkan 

oleh Pemerintah  Pusat . 

(2) Kewenangan Pemerintah Daerah  provinsi di bidang 

ketenagalistrikan meliputi:  

a. penetapan peraturan daerah provinsi di bidang 
ketenagalistrikan;  

b.  penetapan rencana umum ketenagalistrikan 
daerah  provinsi;  

c. pembinaan dan pengawasan kepada badan 

usaha di bidang ketenagalistrikan yang 
Perizinan Berusahanya ditetapkan oleh 

Pemerintah Daerah  provinsi  sesuai dengan 
norma, standar, prosedur, dan kriteria yang 
ditetapkan oleh Pemerintah Pusat ; 

d.  pengangkatan inspektur ketena galistrikan untuk 
provinsi; dan  

e. penetapan sanksi administratif kepada badan 

usaha yang  Perizinan Berusahanya ditetapkan 
oleh Pemerintah Daerah  provinsi  sesuai dengan 

norma, standar, prosedur, dan kriteria yang 
ditetapkan oleh Pemerintah Pusat . 

5.  Ketentua n Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  

Pasal 7  

(1) Rencana umum ketenagalistrikan nasional disusun 
berdasarkan kebijakan energi nasional dan 
ditetapkan oleh Pemerintah  Pusat . 
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(2) Rencana umum ketenagalistrikan nasional 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) disusun dengan 

mengikutsertakan Pemerintah Daerah.  

(3) Ketentuan mengenai pedoman penyusunan rencana 

umum ketenagalistrikan nasional sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diatur dalam  Peraturan 
Pemerintah . 

 

6.  Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 10  

(1) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan 

umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a 
meliputi jenis usaha:  

a.  pembangkitan tenaga listrik;  

b.   transmisi tenaga listrik;  

c.  distribusi tenaga listrik; dan/atau  

d.   penjualan tenaga listrik . 

(2) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan 
umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 

dilakukan secara terintegrasi.  

(3) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan 
umu m secara terintegrasi  sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) dilakukan oleh 1 (satu) badan usaha 
dalam 1 (satu) Wilayah Usaha . 

(4) Dalam hal usaha pembangkitan, transmisi, 
distribusi, dan penjualan dilakukan secara 
terintegrasi, usaha pembangkitan dan/atau tra nsmisi 

dapat dilakukan di luar Wilayah Usahanya.  

(5) Usaha penyediaan tenaga listr ik untuk kepentingan 
umum dengan jenis usaha distribusi tenaga listrik 

dan/atau penjualan tenaga listrik dilakukan oleh 1 
(satu) badan usaha dalam 1 (satu) Wilayah Usaha.  

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Wilayah Usaha 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan  
ayat (5) diatur dalam  Peraturan  Pemerintah.  

 

7.  Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  

Pasal 11  
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(1) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan 
umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 

(1) dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, 
badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, 

koperasi, dan swadaya masyarakat yang berusaha di 
bidang penyediaan tenaga listrik.  

(2) Badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) diberi prioritas pertama melakukan 
usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan 
umum.  

(3) Badan usaha milik negara, badan usaha milik 
daerah, badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya 

masyarakat dalam melakukan usaha penyediaan  
tenaga listrik untuk kepentingan umum wajib 
mengutamakan produk dan potensi dal am negeri.  

(4)  Untuk wilayah yang belum mendapatkan pelayanan 
tenaga listrik, Pemerintah Pusat atau Pemerintah 

Daerah provinsi  sesuai  kewenangannya memberi 
kesempatan kepada badan usaha milik daerah, 
badan usaha milik swasta, atau koperasi sebagai 

penyel enggara usaha penyediaan tenaga listrik 
terintegrasi.  

(5)  Dalam hal tidak ada badan usaha milik daerah, 

badan usaha swasta, atau koperasi yang dapat 
menyediakan tenaga listrik di wilayah tersebut, 

Pemerintah Pusat wajib menugasi badan usaha milik 
negara u ntuk menyediakan tenaga listrik . 

 

8.  Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 13  

(1) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan 
sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 

dilaksanakan hanya untuk pemakaian sendiri.  

(2) Usaha penyedia an tenaga listrik untuk kepentingan 
sendiri dapat dilaksanakan oleh instansi Pemerintah 

Pusat, instansi Pemerintah Daerah, badan usaha 
milik negara, badan usaha milik daerah, badan 

usaha swasta, koperasi, perseorangan, dan 
lembaga/badan usaha lainnya.  

(3) Inst ansi Pemerintah Pusat, instansi Pemerintah 

Daerah, badan usaha milik negara, badan usaha 
milik daerah, badan usaha swasta, koperasi, 
perseorangan, dan lembaga/badan usaha lainnya 

dalam melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik 
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untuk kepentingan sendiri wajib mengutamakan 
produk dan potensi dalam negeri.  

 

9.  Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  

Pasal 16  

(1) Usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 15 huruf a meliputi:  

a. konsulta nsi dalam bidang instalasi tenaga l istrik;  

b.  pembangunan dan pemasangan instalasi tenaga 

listrik;  

c. pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik;  

d.  pengoperasian instalasi tenaga listrik;  

e. pemeliharaan instalasi tenaga listrik;  

f.  penelitian dan pengembangan;  

g. pendidikan dan pelatihan;  

h.  laborator ium pengujian peralatan dan pemanfaat 

tenaga listrik;  

i.  sertifikasi peralatan dan pemanfaat tenaga listrik;  

j.  sertifikasi kompetensi tenaga teknik 

ketenagalistrikan;  

k.  sertifikasi badan usaha jasa penunjang tenaga 
listrik; dan  

l.  usaha jasa lain yang secara langsun g berkaitan 
dengan penyediaan tenaga listrik.  

(2) Usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh badan 
usaha milik negara, badan usaha milik daerah, 

badan usaha swasta, badan layanan umum , dan 
koperasi yang memiliki se rtifikasi, klasifikasi, dan 
kualifikasi.  

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi, 
klasifikasi, dan kualifikasi usaha jasa penunjang 

tenaga listrik diatur dalam  Peraturan Pemerintah.  

 

10.  Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  

Pasal 18  



 

216  

 

Usaha penyediaan tenaga listrik dan usaha penunjang 
tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 

dilaksanakan setelah mendapatkan Perizinan Berusaha.  

 

11.  Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 19  

(1) Perizinan Berusaha sebagaiman a dimaksud dalam 
Pasal 18 diberikan kepada badan usaha untuk 
kegiatan:  

a.  usaha penyediaan tenaga listrik untuk 
kepentingan umum;  

b.   usaha penyediaan tenaga listrik untuk 
kepentingan sendiri; dan  

c.  usaha jasa penunjang tenaga listrik.  

(2) Perizinan Berusaha untuk  kegiatan penyediaan 
tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a termasuk untuk 
kegiatan jual beli tenaga listrik lintas negara.  

(3) Setiap orang yang menyelenggarakan kegiatan usaha 

penyediaan tenaga listrik untuk kepentin gan umum, 
usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan 
sendiri, dan usaha jasa penunjang tenaga listrik 

wajib memenuhi Perizinan Berusaha sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1).  

 

12.  Pasal 20 dihapus.  

 

13.  Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berik ut:  

Pasal 21  

(1) Pemerintah  Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai 
dengan kewenangannya  menetapkan Perizinan 

Berusaha .  

(2) Pemerintah  Pusat  menetapkan norma, standar, 
prosedur, dan kriteria berkaitan dengan Perizinan 

Berusaha . 

 

14.  Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga ber bunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 22  
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Perizinan Berusaha penyediaan tenaga listrik untuk 
kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

19 ayat (1) huruf b diwajibkan untuk pembangkit tenaga 
listrik dengan kapasitas tertentu yang diatur dalam  

Peraturan Pem erintah.  

 

15.  Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  

Pasal 23  

(1) Pemegang Perizinan Berusaha untuk kegiatan  

penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri 
dapat menjual kelebihan tenaga listrik untuk 

dimanfaatkan bagi kepentingan umum s etelah 
mendapat persetujuan dari Pemerintah  Pusat atau 
Pemerintah Daerah sesuai  dengan  norma, standar, 

prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh 
Pemerintah Pusat . 

(2) Penjualan kelebihan tenaga listrik untuk kepentingan 
umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) dapat 
dilakukan dalam hal wilayah tersebut belum 

terjangkau oleh pemegang Perizinan Berusaha untuk 
kegiatan  penyediaan tenaga listrik.  

 

16.  Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 24  

Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusa ha 
untuk kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik untuk 

kepentingan umum dan usaha penyediaan tenaga listrik 
untuk kepentingan sendiri diatur dalam  Peraturan 
Pemerintah.  

 

17.  Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  

Pasal 25  

Penetapan Periz inan Berusaha industri penunjang tenaga 

listrik untuk industri dilaksanakan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang -undangan di bidang 

perindustrian.  

 

18.  Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  
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Pasal 27  

(1) Pemegang Perizinan Berusaha unt uk kegiatan  

penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum  
dalam melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) 
berhak untuk:  

a.  melintasi sungai atau danau, baik di atas 

maupun di bawah permukaan;  

b.   melintasi laut , baik di atas maupun di bawah 
permukaan;  

c.  melintasi jalan umum dan jalan kereta api;  

d.   masuk ke tempat umum atau per seorangan dan 

menggunakannya untuk sementara waktu;  

e.  menggunakan tanah dan melintas di atas atau di 
bawah tanah;  

f.   melintas di atas atau di bawah bangunan yang 
dibangun di atas atau di bawah tanah; dan  

g.  memotong dan/atau menebang tanaman yang  
menghalanginya.  

(2) Dalam pelaksanaan  kegiatan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), pemegang Perizinan Berusaha untuk 
kegiatan penyediaan tenaga listrik harus  
melaksanakannya berdasarkan ketentuan peraturan 

perundang -undangan.  

 

19.  Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 28  

Pemegang Perizinan Berusaha untuk kegiatan  penyediaan 
tenaga listrik untuk kepentingan umum  wajib:  

a. menyediakan tena ga listrik yang memenuhi standar  

mutu dan keandalan yang berlaku;  

b.  memberikan pelayanan yang sebaik -baiknya kepada  

konsumen dan masyarakat;  

c. memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan; 
dan  

d.  mengutamakan produk dan potensi dalam negeri.  

 

20.  Ketentuan Pasal  29 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  
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Pasal 29  

(1) Konsumen berhak untuk:  

a.  mendapat pelayanan yang baik;  

b.   mendapat tenaga listrik secara terus -menerus 

dengan mutu dan keandalan yang baik;  

c.  memperoleh tenaga listrik yang menjadi haknya 
dengan harga yang  wajar;  

d.   mendapat pelayanan untuk perbaikan apabila 
ada gangguan tenaga listrik; dan  

e.  mendapat ganti rugi apabila terjadi pemadaman 

yang diakibatkan kesalahan dan/atau kelalaian 
pengoperasian oleh pemegang Perizinan Berusaha  

untuk penyediaan tenaga listrik  untuk 
kepentingan umum  sesuai syarat yang diatur 
dalam  perjanjian jual beli tenaga listrik.  

(2) Konsumen wajib:  

a.  melaksanakan pengamanan terhadap bahaya 

yang mungkin timbul akibat pemanfaatan tenaga 
listrik;  

b.   menjaga keamanan instalasi tenaga listrik milik 

konsumen;  

c.  memanfaatkan tenaga listrik sesuai dengan 
peruntukannya;  

d.   membayar tagihan pemakaian tenaga listrik; dan  

e.  menaati persyaratan teknis di bidang 

ketenagalistrikan.  

(3) Konsumen bertanggung jawab apabila karena 
kelalaiannya mengakibatkan kerugian pemegan g 

Perizinan Berusaha  untuk kegiatan  penyediaan 
tenaga listrik.  

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab 

konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
diatur dalam  Peraturan Pemerintah.  

 

21.  Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal  30  

(1) Penggunaan tanah oleh pemegang Perizinan 

Berusaha  untuk kegiatan penyediaan tenaga listrik 
untuk melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 27 dilakukan dengan memberikan ganti 
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rugi hak atas tanah atau kompensasi kepada 
pemegang hak atas tana h, bangunan, dan tanaman 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -
undangan.  

(2) Ganti rugi hak atas tanah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diberikan untuk tanah yang 
dipergunakan secara langsung oleh pemegang 

Perizinan Berusaha untuk kegiatan penyediaan 
tenaga listrik dan bangunan serta tanaman di atas 
tanah.  

(3) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diberikan untuk penggunaan tanah secara tidak 

langsung oleh pemegang Perizinan Berusaha  untuk 
kegiatan  penyediaan tenaga listrik yang 
mengakibatkan berkur angnya nilai ekonomis atas 

tanah, bangunan, dan tanaman yang dilintasi 
transmisi tenaga listrik.  

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perhitungan 
kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
diatur dalam  Peraturan Pemerintah.  

(5) Dalam hal tanah yang digunakan pel aku usaha 
untuk kegiatan  penyediaan tenaga listrik terdapat 
bagian tanah yang dikuasai oleh pemegang hak atas 

tanah atau pemakai tanah negara, sebelum memulai 
kegiatan, pemegang Perizinan Berusaha  untuk 

kegiatan  penyediaan tenaga listrik wajib 
menyelesaika n masalah tanah tersebut sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang -undangan di 

bidang pertanahan.  

(6) Dalam hal tanah yang digunakan pemegang Perizinan 
Berusaha  untuk kegiatan penyediaan tenaga listrik 

terdapat tanah ulayat, penyelesaiannya dilakukan 
berdasa rkan ketentuan peraturan perundang -

undangan di bidang pertanahan dengan 
memperhatikan ketentuan hukum adat setempat.  

 

22.  Ketentuan Pasal 32  diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 32  

(1) Penetapan dan tata cara pembayaran ganti rugi hak 
atas tanah atau ko mpensasi sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 30 dilakukan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang -undangan.  

(2) Ganti rugi hak atas tanah atau kompensasi 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dibebankan 
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kepada pemegang Perizinan Berusaha  untuk kegiatan  
penyedi aan tenaga listrik.  

 

23.  Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  

Pasal 33  

(1) Harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga 

listrik ditetapkan berdasarkan prinsip usaha yang 
sehat.  

(2) Pemerintah  Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai 

dengan kew enangannya memberikan persetujuan 
atas harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan 

tenaga listrik  berdasarkan norma, standar, prosedur, 
dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat . 

 

24.  Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 34  

(1) Pemerintah Pusat menetapkan tarif tenaga listrik 
untuk konsumen dengan persetujuan Dewan 

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.  

(2) Tarif tenaga listrik untuk konsumen sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan 

memperhatikan keseimbangan ke pentingan nasional, 
daerah, konsumen, dan pemegang Perizinan 

Berusaha  penyediaan tenaga listrik.  

(3) Tarif tenaga listrik untuk konsumen sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan secara 

berbeda di setiap daerah dalam suatu wilayah usaha . 

 

25.  Ketentu an Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  

Pasal 35  

Pemegang Perizinan Berusaha  untuk kegiatan  penyediaan 
tenaga listrik dilarang menerapkan tarif tenaga listrik 
untuk konsumen yang tidak sesuai dengan penetapan 

Pemerintah Pusat sebagaimana dima ksud dalam Pasal 34.  

 

26.  Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 37  



 

222  

 

Jual beli tenaga listrik lintas negara dilakukan oleh 
pemegang Perizinan Berusaha  untuk kegiatan  penyediaan 

tenaga listrik untuk kepentingan umum berdasarkan 
Perizi nan Berusaha . 

 

27.  Ketentuan Pasal 44 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 44  

(1) Setiap kegiatan usaha ketenagalistrikan wajib 
memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan.  

(2) Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan 

untuk mewujudkan kondisi:  

a. andal dan aman bagi instalasi;  

b.  aman dari bahaya bagi manusia dan makhluk 

hidup lainnya  dari bahaya ; dan  

c. ramah lingkungan . 

(3) Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:  

a. pemenuhan sta ndardisasi peralatan dan 

pemanfaat tenaga listrik;  

b.  pengamanan instalasi tenaga listrik; dan  

c. pengamanan pemanfaat tenaga listrik.  

(4) Setiap instalasi tenaga listrik yang beroperasi wajib 
memiliki sertifikat laik operasi.  

(5) Setiap peralatan dan pemanfaat tenaga l istrik wajib 
memenuhi ketentuan standar nasional Indonesia.  

(6) Setiap tenaga teknik dalam usaha ketenagalistrikan 

wajib memiliki sertifikat kompetensi.  

(7) Ketentuan mengenai keselamatan ketenagalistrikan, 
sertifikat laik operasi, standar nasional Indonesia, 

dan sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) diatur dalam  

Peraturan Pemerintah.  

 

28.  Ketentuan Pasal 45  diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  

Pasal 45  

(1) Pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk 
kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan 
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informatika hanya dapat dilakukan sepanjang tidak 
mengganggu kelangsungan penyediaan tenaga listrik.  

(2) Pemanfaatan jaringan tenaga listrik sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan 

dengan persetujuan pemilik jaringan.  

(3) Pemilik  jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) menyampaikan laporan kepada Pemerintah  Pusat . 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan 
jaringan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam  Peraturan 

Pemerintah.  

 

29.  Ketentuan Pasal 46 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 46  

(1) Pemerintah  Pusat atau Pemerintah Daerah 
berdasarkan  norma, standar, prosedur, dan kriteria 

yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat melakukan 
pembinaan dan pengawasan terhadap usaha 
penyediaa n tenaga listrik dalam hal:  

a. penyediaan dan pemanfaatan sumber energi 
untuk pembangkit tenaga listrik;  

b.  pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk 

kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan 
informatika ; 

c. pemenuhan kecukupan pasokan tenaga listrik;  

d.  pemenuha n persyaratan keteknikan;  

e. pemenuhan aspek pelindungan lingkungan 

hidup;  

f.  pengutamaan pemanfaatan barang dan jasa 
dalam negeri;  

g. penggunaan tenaga kerja asing;  

h.  pemenuhan tingkat mutu dan keandalan 

penyediaan tenaga listrik;  

i.  pemenuhan persyaratan perizina n;  

j.  penerapan tarif tenaga listrik; dan  

k.  pemenuhan mutu jasa yang diberikan oleh usaha 
penunjang tenaga listrik.  

(2) Dalam melakukan pengawasan  sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), Pemerintah  Pusat  atau 
Pemerintah Daerah  sesuai kewenangannya 
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berdasarkan norma,  standar, prosedur, dan kriteria 
yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dapat:  

a. melakukan inspeksi pengawasan di lapangan;  

b.  meminta laporan pelaksanaan usaha di bidang 

ketenagalistrikan;  

c. melakukan penelitian dan evaluasi atas laporan 
pelaksanaan usaha di b idang ketenagalistrikan; 

dan  

d.  memberikan sanksi administratif terhadap 
pelanggaran ketentuan Perizinan Berusaha.  

(3) Dalam melaksanakan pengawasan keteknikan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah  

Pusat dan/atau Pemerintah Daerah  dibantu oleh 
inspektu r ketenagalistrikan dan/atau Penyidik 
Pegawai Negeri Sipil.  

(4) Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan 
pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) kepada Pemerintah Daerah.  

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan 
pengawasan diat ur dalam  Peraturan Pemerintah . 

 

30.  Ketentuan Pasal 48 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 48  

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3), Pasal 19 ayat ( 3), 
Pasal 22, Pasal 23 ayat ( 1), Pasal 27 ayat (2), Pas al 
28, Pasal 30 ayat (1), Pasal 33 ayat ( 2), Pasal 35, 

Pasal 37, Pasal 42, Pasal 44  ayat (4) atau ayat (5), 
atau Pasal 45 ayat (3) dikenai sanksi administratif  
berupa :  

a. teguran tertulis;  

b.  pembekuan kegiatan sementara;  

c. denda;  dan/atau  

d.  pencabutan Perizinan  Berusaha .  

(2) Setiap orang yang mendirikan bangunan atau 

membiarkan bangunan dan/atau menanam kembali 
tanaman yang:  

a. telah diberi ganti rugi sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 30 ayat (2) dan/atau kompensasi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3);  
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b.  berpotensi masuk ke ruang bebas atau jarak 
bebas minimum jaringan tenaga listrik; atau  

c. berpotensi membahayakan keselamatan dan/atau 
mengganggu keandalan penyediaan tenaga listrik,  

dikenai sanksi administratif.  

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, je nis, 
besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi 

administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
diatur dalam  Peraturan Pemerintah.  

 

31.  Ketentuan Pasal 49 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 49  

(1) Setiap orang yang melakukan usaha penyediaan 
tenag a listrik untuk kepentingan umum tanpa 

Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 19 ayat (2) yang mengakibatkan timbulnya 

korban/kerusakan kesehatan, keselamatan, 
keamanan, dan lingkungan  dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling 

banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).  

(2) Setiap orang yang melakukan usaha penyediaan 
tenaga listrik untuk kepentingan sendiri tanpa 

Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 22 yang mengakibatkan timbulnya korban/  

kerusak an kesehatan, keselamatan, keamanan, dan 
lingkungan dipidana dengan pidana denda paling 
banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).  

(3) Setiap orang yang menjual kelebihan tenaga listrik 
untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umum tanpa 
persetujuan dari Peme rintah Pusat atau Pemerintah 

Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat 
(1) yang mengakibatkan timbulnya 

korban/kerusakan  kesehatan, keselamatan, 
keamanan, dan lingkungan dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling 

banya k Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).  

 

32.  Ketentuan Pasal 50 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 50  

(1) Setiap orang yang tidak memenuhi keselamatan 
ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam 
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Pasal 44 ayat (1) yang mengakibatkan kematian  
seseorang karena tenaga listrik dipidana dengan 

pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan 
denda paling banyak Rp 1.000.000 .000 ,00 ( satu  

miliar rupiah ). 

(2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dilakukan oleh pemegang Perizinan Berusaha 

penyedia an tenaga listrik , pelaku  dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan 
denda paling banyak Rp1. 500.000.000,00 (satu 

miliar  lima ratus juta  rupiah) . 

(3) Selain pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 

pemegang Perizinan Berusaha penyediaa n tenaga 
listrik wajib  memberi ganti rugi kepada korban.  

(4) Penetapan dan tata cara pembayaran ganti rugi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -

undangan.  

 

33.  Di  antara Pasal 50 dan Pasal 51 disisipkan 1 (satu ) pasal , 

yakni Pasal 51A sehingga berbunyi sebagai berikut:  

Pasal 51A  

Setiap orang yang mendirikan bangunan atau 

membiarkan bangunan dan/atau menanam kembali 
tanaman yang telah:  

a. diberi ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
30 ayat (2) dan/atau kom pensasi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3);  

b.  masuk ke ruang bebas atau jarak bebas minimum 
jaringan tenaga listrik; dan/atau  

c. membahayakan keselamatan dan/atau mengganggu 

keandalan penyediaan tenaga listrik,  

dipidana dengan pidana penjara pal ing lama 3 (tiga) tahun 

dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar 
rupiah).  

 

34.  Pasal 52 dihapus.  

 

35.  Ketentuan Pasal 54 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 54  
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(1) Setiap orang yang mengoperasikan instalasi tenaga 
listrik tanpa sertifikat la ik operasi sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) yang 
mengakibatkan timbulnya korban dipidana dengan 

pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan  denda 
paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta 
rupiah).  

(2) Dalam hal instalasi listrik rumah tangg a masyarakat 
dioperasikan tanpa sertifikat laik operasi, dampak 
yang timbul akibat ketiadaan sertifikat laik operasi 

menjadi tanggung jawab penyedia tenaga listrik.  

 

Paragraf 6  

Ketenaganukliran  

 

Pasal 43   

Untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat terutama 

Pelaku U saha dalam mendapatkan Perizinan Berusaha dari 
sektor Ketenaganukliran, beberapa ketentuan dalam Undang -
Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 23, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 3676) 
diubah:  

 

1.  Di antara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) pasal , 

yakni Pasal 2A sehingga  berbunyi sebagai berikut:  

Pasal 2A  

Pemerintah Pusat berwenang memberikan Perizinan 

Berusaha terkait ketenaganukliran.  

 

2.  Ketentuan Pasal 4 diubah seh ingga berbunyi sebagai 

berikut:  

Pasal 4  

(1) Pemerintah Pusat membentuk Badan Pengawas yang 
berada di bawah dan bertanggung jawab langsung 
kepada Presiden yang bertugas melaksanakan 

pengawasan terhadap segala kegiatan pemanfaatan 
tenaga nuklir.  

(2) Untuk me laksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Badan Pengawas menyelenggarakan 
peraturan, perizinan, dan inspeksi.  
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3.  Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 9  

(1) Bahan Galian Nuklir dikuasai oleh negara.  

(2) Pemerintah Pusat menetapkan wilayah usaha 
pertambangan Bahan Galian Nuklir sesuai denga n 
ketentuan peraturan perundang -undangan.  

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Bahan Galian Nuklir  
diatur dalam  Peraturan Pemerintah . 

 

4.  Di antara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1  (satu) pasal , 
yakni Pasal 9A sehingga berbunyi sebagai berikut:  

Pasal 9A  

(1) Pemerintah Pusat dapat menetapkan badan usaha 
yang melakukan kegiatan pertambangan Bahan 

Galian Nuklir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.  

(2) Kegiatan pertambangan sebagaimana d imaksud pada 

ayat (1) dapat dilakukan oleh badan usaha milik 
negara yang bekerja sama dengan badan usaha milik 
swasta.  

(3) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah 
Pusat.  

(4) Pertambangan Bahan Galian  Nuklir sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) termasuk pertambangan 

yang menghasilkan mineral ikutan radioaktif.  

(5) Badan usaha terkait pertambangan mineral dan 
batubara yang menghasilkan mineral ikutan 

radioaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib 
mem iliki Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.  

(6) Dalam hal orang perseorangan ataupun badan usaha 

menemukan mineral ikutan radioaktif , pelaku  wajib 
mengalihkan kepada Negara atau badan usaha milik 

negara sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang -undan gan.  

 (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pertambangan 

Bahan Galian Nuklir dan mineral ikutan radioaktif 
diatur dalam  Peraturan Pemerintah.  

 

5.  Pasal 10 dihapus.  
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6.  Penjelasan Pasal 14 diubah sebagaimana tercantum 
dalam penjelasan.  

 

7.  Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  

Pasal 17  

(1) Setiap  kegiatan pemanfaatan tenaga nuklir wajib 

memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah 
Pusat, kecuali dalam hal tertentu yang diatur dalam  
Peraturan Pemerintah.  

(2) Pembangunan dan pengoperasian reaktor nuklir dan 
instalasi nuklir lainnya serta dekomisionin g reaktor 

nuklir wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari 
Pemerintah Pusat.  

(3)   Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara 

Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam  Peraturan 

Pemerintah.  

 

8.  Pasal 18 dihapus.  

 

9.  Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 20  

(1) Inspeksi terhadap instalasi nuklir dan instalasi yang 

memanfaatkan radiasi pengion dilaksanakan oleh 
Pemerintah Pusat.  

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai inspeksi 

sebagaimana d imaksud pada ayat (1) diatur dalam  
Peraturan Pemerintah.  

 

10.  Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 25  

(1) Pemerintah Pusat menyediakan tempat penyimpanan 
lestari limbah radioaktif tingkat tinggi.  

(2) Penentuan tempat penyimpan an lestari sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah  

Pusat  setelah mendapat persetujuan Dewan 
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.  
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11.  Ketentuan Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 41  

(1) Setiap orang yang  membangun, me ngoperasikan , 

dan/atau melakukan dekomisioning reaktor nuklir 
tanpa Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 17 ayat (2) dipidana dengan pidana 

penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda 
paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sep uluh miliar 
rupiah) .  

(2) Setiap orang yang melakukan perbuatan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) yang 

menimbulkan kerugian nuklir dipidana dengan 
pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara 
paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling  

banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar 
rupiah) . 

(3) Dalam hal terpidana tidak mampu membayar denda 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), 
dipidana dengan kurungan paling lama 1 (satu) 

tahun.  

 

Paragraf  7  

Perindustrian  

 

Pasal 44   

Untuk memberikan k emudahan bagi masyarakat terutama 
pelaku usaha dalam mendapatkan Perizinan Berusaha dan 

kemudahan persyaratan investasi dari sektor Perindustrian, 
beberapa ketentuan dalam Undang -Undang 3 Tahun 2014 
tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia  

Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5492)  diubah  sebagai berikut : 

 

1.  Ketentuan Pasal 15  diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut : 

Pasal 15  

Pembangunan sumber daya Industri meliputi:  

a. pembangunan sumber daya manusia;  

b.  pemanfaa tan sumber daya alam;  

c. pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Industri;  
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d.  pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan 
inovasi;   

e. penyediaan sumber pembiayaan ; dan  

f.  penyediaan bahan baku dan/atau bahan penolong 

bagi industri.  

 

2.  Di  antara Pasal 48 dan Pasal 49 d isisipkan 1 (satu) pasal , 

yakni Pasal 48A sehingga  berbunyi sebagai berikut:  

Pasal 48A  

(1) Untuk menjaga kelangsungan proses produksi 

dan/atau pengembangan industri, Pemerintah  Pusat 
dan Pemerintah Daerah sesuai dengan 

kewenangannya  memberikan kemudahan untuk 
mendapatkan bahan baku dan/atau bahan penolong 
sesuai dengan rencana kebutuhan industri.  

(2) Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
termasuk kemudahan dalam mengimpor bahan baku 

dan/atau bahan  penolong untuk industri sesuai 
dengan rencana kebutuhan indus tri.  

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kemudahan untuk 

mendapatkan bahan baku dan/atau bahan penolong 
diatur dalam  Peraturan Pemerintah . 

 

3.  Ketentuan Pasal 50 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 50  

(1) Pemerintah  Pusat melakukan perencanaan, 
pembinaan,  pengembangan, dan pengawasan 

Standardisasi Industri.  

(2) Standardisasi Industri diselenggarakan dalam wujud 
SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara.  

(3) SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara 
berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Rep ublik 

Indonesia.  

 

4.  Ketentuan Pasal 5 3 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  

Pasal 5 3 

(1) Setiap Orang dilarang:  

a.  membu buhkan tanda SNI atau tanda kesesuaian 
pada barang dan/atau Jasa Industri yang tidak 
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memenuhi ketentuan SNI, spesifikasi teknis, 
dan/atau p edoman tata cara; atau  

b.   memproduksi, mengimpor, dan/atau 
mengedarkan barang dan/atau Jasa Industri 

yang tidak memenuhi SNI, spesifikasi teknis, 
dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan 
secara wajib.  

(2) Pemerintah Pusat  dapat menetapkan pengecualian 
atas S NI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata 
cara yang diberlakukan secara wajib sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk impor barang 
tertentu.  

 

5.  Ketentuan Pasal 57  diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 57  

(1) Penerapan SNI secara sukarela s ebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 51 dan pemberlakuan SNI, 
spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara 
secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 

dilakukan melalui penilaian kesesuaian.  

(2) Penilaian kesesuaian SNI yang diterapkan secara 
sukarela sebaga imana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan oleh lembaga penilaian kesesuaian yang 
telah terakreditasi.  

(3) Penilaian kesesuaian SNI, spesifikasi teknis, 
dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan 
secara wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan oleh lem baga penilaian kesesuaian yang 
telah terakreditasi  dan ditunjuk  oleh Pemerintah 
Pusat.  

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan 
pengawasan terhadap lembaga penilaian kesesuaian 

diatur dalam  Peraturan Pemerintah . 

 

6.  Ketentuan Pasal 59 diubah sehingga ber bunyi sebagai 

berikut:  

Pasal 59  

(1) Pemerintah  Pusat  mengawasi pelaksanaan seluruh 
rangkaian penerapan SNI sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 51 ayat (2) dan ayat (3) dan 

pemberlakuan SNI, spesifikasi teknis, dan/atau 
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pedoman tata cara secara wajib sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 52.  

(2) Dalam melaksanakan kewenangan pengawasan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah  

Pusat  dapat menunjuk  lembaga terakreditasi.  

 

7.  Ketentuan  Pasal 84 diubah sehingga berbunyi  sebagai 

berikut:  

Pasal 84  

(1) Industri Strategis dikuasai o leh negara.  

(2) Industri Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) terdiri atas Industri yang:  

a.  memenuhi kebutuhan yang penting bagi 
kesejahteraan rakyat atau menguasai hajat hidup 
orang banyak;  

b.   meningkatkan atau menghasilkan nilai tambah 
sumber daya alam strategis; dan/atau  

c.  mempunyai kaitan dengan kepentingan 
pertahanan serta keamanan negara.  

(3) Penguasaan Industri Strategis oleh negara 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
melalui:  

a.  pengaturan kepemilikan;  

b.   penetapan kebijakan;  

c.  pengaturan Perizinan Berusaha;  

d.   pengaturan produksi, distribusi, dan harga; dan  

e.  pengawasan.  

(4) Pengaturan  kepemilikan Industri Strategis 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a 
dilakukan melalui:  

a.  penyertaan modal seluruhnya oleh Pemerintah  

Pusat ; 

b.   pembentukan usaha patungan antara Pemerintah  

Pusat  dan swasta; atau  

c.  pembatasan kepemilikan oleh penanam modal 
asing  sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang -undangan . 

(5) Penetapan kebijakan Industri Strategis sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) huruf b paling sedikit 
meliputi:  
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a.  penetapan jenis Industri Strategis;  

b.   pemberian fasilitas; dan  

c.  pemberian kompensasi kerugian.  

(6) Perizinan  Berusaha terkait Industri Strategis 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c 
diberikan oleh Pemerintah  Pusat . 

(7) Pengaturan produksi, distribusi, dan harga 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d 
dilakukan paling sedikit dengan menetapkan jumlah 
produksi, distribusi, dan harga produk.  

(8) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
huruf e meliputi penetapan Industri Strategis sebagai 

objek vital nasional dan  pengawasan distribusi.  

(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai Industri Strategis 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam  

Peraturan Pemerintah.  

 

8.  Ketentuan Pasal 101  diubah sehingga berbunyi sebagai  
berikut:  

Pasal 101  

(1) Setiap kegiatan usaha Industri wajib memenuhi  
Perizinan Berusaha dari Pemerintah  Pusat.  

(2) Kegiatan usaha Industri sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) meliputi:  

a.  Industri kecil;  

b.   Industri menengah; dan  

c.  Industri besar.  

(3) Perusahaan Industri yang telah memperoleh 

Perizinan Berusaha  sebagaimana dimaks ud pada 
ayat (1)  wajib:  

a.  melaksanakan kegiatan usaha Industri sesuai 

dengan Perizinan Berusaha  yang dimiliki; dan  

b.   menjamin keamanan dan keselamatan alat,  

proses, hasil produksi, penyimpanan, serta 
pengangkutan . 

 

9.  Pasal 102 dihapus.  

 

10.  Ketentuan Pasal 104 diu bah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  
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Pasal 104  

Setiap Perusahaan Industri yang memenuhi  Perizinan  

Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat 
(3) dapat melakukan perluasan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang -undangan.  

 

11.  Ketentuan Pasal 105  diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  

Pasal 105  

(1) Setiap kegiatan usaha Kawasan Industri wajib 

memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah  
Pusat . 

(2) Perusahaan Kawasan Industri wajib memenuhi 
standar Kawasan Industri yang ditetapkan oleh 
Pemerintah  Pusat . 

(3) Setiap Perusahaan Kawasan Industri yang 
melakukan perluasan wajib memiliki Perizinan 

Berusaha dari Pemerintah Pusat . 

 

12.  Di antara Pasal 105 dan Pasal 106 disisipkan  1 (satu) 

pasal , yakni Pasal 105A sehingga  berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 105A  

Perizinan  Berus aha untuk kegiatan usaha Kawasan 
Industri yang berada di kawasan ekonomi khusus 

dilakukan sesuai dengan norma, standar, prosedur , dan 
kriteria di  bidang kawasan ekonomi khusus yang 
ditetapkan oleh  Pemerintah Pusat . 

 

13.  Ketentuan Pasal 106  diubah sehingga berb unyi sebagai 
berikut:  

Pasal  106  

(1) Perusahaan Industri yang akan menjalankan Industri 

wajib berlokasi di Kawasan Industri.  

(2) Kewajiban berlokasi di Kawasan Industri 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan 

bagi Perusahaan Industri yang akan menjalankan 
Industri dan berlokasi di daerah kabupaten/kota 

yang:  

a.  belum memiliki Kawasan Industri;  
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b.   telah memiliki Kawasan Industri tetapi seluruh 
kaveling Industri dalam Kawasan Industrinya 

telah habis;  atau  

c.  terdapat Kawasan Ekonomi K husus  yang 

memiliki zona industr i. 

(3) Pengecualian terhadap kewajiban berlokasi di 
Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) juga berlaku bagi:  

a.  Industri kecil dan Industri menengah yang tidak 
berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan 

hidup yang berdampak luas; atau  

b.   Industri y ang menggunakan Bahan Baku khusus 

dan/atau proses produksinya memerlukan lokasi 
khusus.  

(4) Perusahaan Industri yang dikecualikan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) dan Perusahaan Industri 
menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

huruf a wajib berlokasi di kawasan peruntukan 
Industri.  

(5) Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

ditetapkan oleh Pemerintah  Pusat . 

 

14.  Ketentuan Pasal 108  diubah sehingga  berbunyi sebagai 

berikut:  

Pasal  108  

Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha 
sebagaimana dimaksud dala m Pasal 101,  Pasal 104, Pasal 
105 dan kewajiban berlokasi di Kawasan Industri 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 serta tata cara 
pengenaan sanksi administratif dan besaran denda 
administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 

diatur dalam  Peraturan Pe merintah.  

 

15.  Ketentuan Pasal 115 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 115  

(1) Masyarakat dapat berperan serta dalam 
perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan 

pembangunan Industri.  

(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diwujudkan dal am bentuk:  

a.  pemberian saran, pendapat, dan usul; dan/atau  
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b.   penyampaian informasi dan/atau laporan.  

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta 

masyarakat dalam pembangunan Industri 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam  

Peraturan Pemerintah.  

 

16.  Ketentuan Pasal 117 diubah sehingga berbunyi  sebagai 

berikut:  

Pasal 117  

(1) Pemerintah  Pusat melaksanakan pengawasan dan 

pengendalian terhadap kegiatan usaha Industri dan 
kegiatan usaha Kawasan Industri.  

(2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan untuk mengetahui 
pemenuhan dan kepatuhan terhadap peraturan di 

bidang Perindustrian yang dilaksanakan oleh 
Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan 

Industri.  

(3) Pemenuhan dan kepatuhan terhadap peraturan di 
bidang Perindustrian yang dilaksanaka n oleh 

Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan 
Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling 
sedikit meliputi:  

a.  sumber daya manusia Industri;  

b.   pemanfaatan sumber daya alam;  

c.  manajemen energi;  

d.   manajemen air;  

e.  SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedom an tata 

cara;  

f.   Data Industri dan Data Kawasan Industri;  

g.  standar Industri Hijau;  

h.   standar Kawasan Industri;  

i.   Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha 

Industri dan Perizinan Berusaha untuk kegiatan 
usaha Kawasan Industri; dan  

j.   keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil 

produksi, penyimpanan, dan pengangkutan.  

(4) Dalam p elaksanaan pengawasan dan pengendalian 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , Pemerintah  
Pusat  dapat menunjuk  lembaga terakreditasi.  
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(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara 
pengawasan dan pengend alian usaha Industri dan 

usaha Kawasan Industri diatur dalam  Peraturan 
Pemerintah.  

 

Paragraf 8  

Perdagangan , Metrolog i Legal, Jaminan Produk Halal, dan 

Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian  

 

Pasal 45   

Untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat terutama 
Pelaku Usaha  dalam mendapatkan Perizinan Berusaha dari 

sektor perdagangan, metrologi legal, jaminan produk halal, dan 
standardisasi dan penilaian kesesuaian , Undang -Undang ini 
mengubah, menghapus, atau menetapkan pengaturan baru 

beberapa ketentuan yang diatur dalam:  

a. Undang -Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang 

Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5512) ; 

b.  Undang -Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi 
Legal (Lembaran Negara Republik Indones ia Tahun 1981 
Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3193) ;  dan  

c. Undang -Undang Nomor 3 3 Tahun 2014 tentang Jaminan 

Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor  5604) . 

 

Pasal 46   

Beberapa ketentuan dalam Undang -Undang Nomor 7 Tahun 

2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5512)  diubah  sebagai berikut : 

 

1.  Ketentuan Pasal 6  diubah sehin gga berbunyi sebagai 

berikut:  

Pasal 6  

(1) Setiap Pelaku Usaha wajib menggunakan atau 
melengkapi label berbahasa Indonesia pada Barang 
yang diperdagangkan di dalam negeri.  
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(2) Setiap Pelaku Usaha yang tidak memenuhi ketentuan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dike na i sanksi 

administratif.  

(3) Ketentuan  lebih lanjut mengenai penggunaan atau 

kelengkapan label berbahasa Indonesia diatur dalam  
Peraturan Pemerintah.  

 

2.  Ketentuan Pasal 11  diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 11  

Ketentuan lebih lanjut mengenai Distri busi Barang diatur 
dalam  Peraturan Pemerintah.  

 

3.  Ketentuan Pasal 14  diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 14  

(1) Pemerintah Pusat melakukan pengaturan tentang 

pengembangan, penataan , dan pembinaan yang 
setara dan berkeadilan terhadap Pasar rakyat, pus at 
perbelanjaan, toko swalayan, dan perkulakan untuk 

menciptakan kepastian berusaha dan hubungan 
kerja sama yang seimbang antara pemasok dan 
pengecer dengan tetap memperhatikan keberpihakan 

kepada koperasi dan  usaha mikro, kecil, dan 
menengah.  

(2) Pengembangan , penataan, dan pembinaan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
melalui pengaturan Perizinan Berusaha, tata ruang, 

zonasi dengan memperhatikan jarak dan lokasi 
pendirian, kemitraan, dan kerja sama usaha.  

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Ber usaha, 

tata ruang, dan zonasi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) diatur dalam  Peraturan P emerintah . 

 

4.  Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 15  

(1) Gudang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat 

(1) huruf d merupakan salah satu sara na 
Perdagangan untuk mendorong kelancaran Distribusi 
Barang yang diperdagangkan di dalam negeri dan ke 

luar negeri.  



 

240  

 

(2) Setiap pemilik g udang wajib memenuhi Perizinan 
Berusaha dari Pemerintah Pusat . 

(3) Setiap pemilik gudang yang tidak memiliki Perizinan 
Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dikenai sanksi administratif.  

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2)  diatur dalam  

Peraturan Pemerintah.  

 

5.  Ketentuan Pasal 17  diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  

Pasal 17  

(1) Setiap pemilik, pengelola, atau penyewa Gudang yang 
melakukan penyimpanan Barang yang ditujukan 
untuk diperdagangkan harus menyelenggarakan 

pencatatan administrasi paling sedikit berupa jumlah 
Barang yang disimpan dan jumlah Barang yang 

masuk dan yang kel uar dari Gudang.  

(2) Setiap pemilik, pengelola, atau penyewa Gudang yang 
tidak menyelenggarakan pencatatan administratif 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi 
administratif.  

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencatatan 

administratif Barang sebagaiman a dimaksud pada 
ayat (1) diatur dalam  Peraturan Pemerintah.  

 

6.  Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 24  

(1) Setiap Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha 
Perdagangan wajib memenuhi Perizinan Berusaha 

dari Pemerintah Pusat.  

(2) Pemeri ntah Pusat  dapat memberikan pengecualian 

terhadap kewajiban pemenuhan Perizinan Berusaha 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).  

(3) Setiap Pelaku Usaha yang tidak melakukan 

pemenuhan Perizinan Berusaha sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administrat if.  

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha 
di bidang Perdagangan sebagaimana pada ayat (1) 
dan ayat (2) diatur dalam  Peraturan Pemerintah.  
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7.  Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 30  

(1) Pemerintah Pusat dapat meminta dat a dan/atau 

informasi kepada Pelaku Usaha mengenai persediaan 
Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting.  

(2) Pelaku Usaha dilarang melakukan manipulasi data 

dan/atau informasi mengenai persediaan Barang 
kebutuhan pokok dan/atau Barang penting.  

 

8.  Ketentuan P asal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 33  

(1) Produsen atau Importir yang tidak memenuhi 
ketentuan pendaftaran Barang sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) wajib 
menghentikan kegiatan Perdagangan Barang dan 

menarik Barang dari:  

a.  distri butor;  

b.   agen;  

c.  grosir;  

d.   pengecer; dan/atau  

e.  konsumen.  

(2) Perintah penghentian kegiatan Perdagangan dan 
penarikan dari Distribusi terhadap Barang 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh 
Pemerintah  Pusat . 

(3) Produsen atau Importir yang tidak memenuh i 

ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dikenai sanksi administratif.  

 

9.  Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 37  

(1) Setiap Pelaku Usaha wajib memenuhi ketentuan 
penetapan Barang dan/atau Jasa yang ditetapkan 

sebagai Barang d an/atau Jasa yang dibatasi 
Perdagangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

35 ayat (2).  
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(2) Setiap Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan 
penetapan Barang dan/atau Jasa sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.  

 

10.  Ketentuan Pasal 38 diuba h sehingga  berbunyi sebagai 
berikut : 

Pasal 38  

(1) Pemerintah  Pusat  mengatur kegiatan Perdagangan 
Luar Negeri melalui kebijakan dan pengendalian di 
bidang Ekspor dan Impor.  

(2) Kebijakan dan pengendalian Perdagangan Luar 
Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

di arahkan un tuk:  

a.  peningkatan daya saing produk Ekspor Indonesia;  

b.   peningkatan dan perluasan akses Pasar di luar 

negeri;  

c.  peningkatan kemampuan Eksportir dan Importir 

sehingga menjadi Pelaku Usaha yang andal; dan  

d.   peningkatan dan pengembangan produk invensi 
dan inovasi nasional yang diekspor ke luar negeri.  

(3) Kebijakan Perdagangan Luar Negeri paling sedikit 
meliputi:  

a.  peningkatan jumlah dan jenis serta nilai tambah 

produk ekspor;  

b.   pengharmonisasian Standar dan prosedur 

kegiatan Perdagangan dengan negara mitra 
dagang;  

c.  penguatan kelembagaan di sektor Perdagangan 

Luar Negeri;  

d.   pengembangan sarana dan prasarana penunjang 
Perdagangan Luar Negeri; dan  

e.  pelindungan dan pengamanan kepentingan 
nasional dari dampak negatif Perdagangan Luar 

Negeri.  

(4) Pengendalian Perdag angan Luar Negeri meliputi:  

a.  Perizinan  Berusaha/persetujuan ; 

b.   standar; dan  

c.  pelarangan dan pembatasan . 

 



 

243  

 

11.  Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 42  

(1) Ekspor Barang dilakukan oleh Pelaku Usaha yang 

telah memenuhi Perizinan Berusaha  dari Pemerintah 
Pusat . 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam  
Peraturan Pemerintah.  

 

12.  Ketentuan Pasal 43 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 43  

(1) Eksportir bertanggung jawab sepenuhnya t erhadap 
Barang yang diekspor.  

(2) Eksportir yang tidak bertanggung jawab terhadap 
Barang yang diekspor sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dikenai sanksi administrati f.   

 

13.  Ketentuan Pasal 45 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  

Pasal 45  

(1) Impor Barang hanya dapat dilakukan oleh Importir 

yang memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah 
Pusat.  

(2) Dalam hal Impor tidak dilakukan untuk kegiatan 
usaha, importir tidak memerlukan Perizinan 
Berusaha.  

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha 
sebagaimana dimaksu d pada ayat (1) diatur dalam  
Peraturan Pemerintah.  

 

14.  Ketentuan Pasal 46 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  

Pasal 46  

(1) Importir bertanggung jawab sepenuhnya terhadap 

Barang yang diimpor.  

(2) Importir yang tidak bertanggung jawab atas Barang 

yang diimpor se bagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dikenai sanksi administratif.  
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15.  Ketentuan Pasal 47 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  

Pasal 47  

(1) Setiap Importir wajib mengimpor Barang dalam 
keadaan baru.  

(2) Dalam hal tertentu , Pemerintah Pusat dapat 

menetapkan Barang ya ng diimpor dalam keadaan 
tidak baru.  

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan Barang 

yang diimpor dalam keadaan tidak baru sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) diatur dalam  Peraturan 

Pemerintah.  

 

16.  Pasal 49  dihapus.  

 

17.  Ketentuan Pasal 51 diubah sehingga berbuny i sebagai 

berikut:  

Pasal 51  

(1) Eksportir dilarang mengekspor Barang yang 

ditetapkan sebagai Barang yang dilarang untuk 
diekspor.  

(2) Importir dilarang mengimpor Barang yang ditetapkan 

sebagai Barang yang dilarang untuk diimpor.  

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kri teria barang yang 

dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 
ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.  

 

18.  Ketentuan Pasal 52 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 52  

(1) Eksportir dilarang mengekspor Barang yang tidak 
sesuai dengan ketentua n pembatasan Barang untuk 

diekspor.  

(2) Importir dilarang mengimpor Barang yang tidak 
sesuai dengan ketentuan pembatasan Barang untuk 

diimpor.  

(3) Setiap Eksportir dan/atau Importir yang melakukan 

pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dan ayat (2) dikenai  sanksi administratif.  
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(4) Ketentuan  mengenai kriteria barang yang dibatasi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 

diatur dalam  Peraturan Pemerintah.  

 

19.  Ketentuan Pasal 53  diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 53  

(1) Eksportir yang dikenai sanksi administratif 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat ( 3) 
terhadap Barang ekspornya dikuasai oleh negara 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -
undangan.  

(2) Importir yang dikenai sanksi administratif 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat ( 3) 
terhada p Barang impornya wajib diekspor kembali, 

dimusnahkan oleh Importir, atau ditentukan lain 
oleh Pemerintah Pusat.  

 

20.  Ketentuan Pasal 57 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 57  

(1) Barang yang diperdagangkan di dalam negeri harus 
memenuhi:  

a.  SNI yang tel ah diberlakukan secara wajib; atau  

b.   persyaratan teknis yang telah diberlakukan 

secara wajib.  

(2) Pelaku Usaha dilarang memperdagangkan Barang di 
dalam negeri yang tidak memenuhi SNI yang telah 

diberlakukan secara wajib atau persyaratan teknis 
yang telah diberl akukan secara wajib.  

(3) Pemberlakuan SNI atau persyaratan teknis 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh 
Pemerintah Pusat.  

(4) Pemberlakuan SNI atau persyaratan teknis 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan 
dengan mempertimbangkan aspek:  

a.  keaman an, keselamatan, kesehatan, dan 
lingkungan hidup;  

b.   daya saing produsen nasional dan persaingan 
usaha yang sehat;  

c.  kemampuan dan kesiapan dunia usaha nasional; 

dan/atau  
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d.   kesiapan infrastruktur lembaga penilaian 
kesesuaian.  

(5) Barang yang telah diberlakukan SNI  atau 
persyaratan teknis secara wajib sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) wajib dibubuhi tanda SNI 
atau tanda kesesuaian atau dilengkapi sertifikat 
kesesuaian yang diakui oleh Pemerintah Pusat.  

(6) Barang yang diperdagangkan dan belum 
diberlakukan SNI secara wa jib dapat dibubuhi tanda 
SNI atau tanda kesesuaian sepanjang telah 

dibuktikan dengan sertifikat produk penggunaan 
tanda SNI atau sertifikat kesesuaian.  

(7) Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang yang 
telah diberlakukan SNI atau persyaratan teknis 
secara waji b, tetapi tidak membubuhi tanda SNI, 

tanda kesesuaian atau tidak melengkapi sertifikat 
kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 

dikenai sanksi administratif.  

 

21.  Ketentuan Pasal 60 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  

Pasal 60  

(1) Penyedia Jasa dilarang  memperdagangkan Jasa di 

dalam negeri yang tidak memenuhi SNI, persyaratan 
teknis, atau kualifikasi yang telah diberlakukan 

secara wajib.  

(2) Pemberlakuan SNI, persyaratan teknis, atau 
kualifikasi secara wajib sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) ditetapkan ole h Pemerintah Pusat .  

(3) Pemberlakuan SNI, persyaratan teknis, atau 
kualifikasi secara wajib sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan aspek:  

a.  keamanan, keselamatan, kesehatan, dan 

lingkungan hidup;  

b.   daya saing produsen nasional da n persaingan 
usaha yang sehat;  

c.  kemampuan dan kesiapan dunia usaha nasional;  

d.   kesiapan infrastruktur lembaga penilaian 

kesesuaian; dan/atau  

e.  budaya, adat istiadat, atau tradisi berdasarkan 
kearifan lokal.  

(4) Jasa yang telah diberlakukan SNI, persyaratan 
teknis, atau kualifikasi secara wajib sebagaimana 
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dimaksud pada ayat (2) wajib dilengkapi dengan 
sertifikat kesesuaian yang diakui oleh Pemerintah  

Pusat .  

(5) Jasa yang diperdagangkan dan memenuhi SNI, 

persyaratan teknis, atau kualifikasi yang belum 
diberlakuka n secara wajib dapat menggunakan 
sertifikat kesesuaian sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang -undangan.  

(6) Penyedia Jasa yang memperdagangkan Jasa yang 
telah diberlakukan SNI, persyaratan teknis, atau 

kualifikasi secara wajib, tetapi tidak dilengkapi 
sertifikat kesesuaian sebagaimana dimaksud pada 

ayat (4) dikenai sanksi administratif.  

 

22.  Ketentuan Pasal 61 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  

Pasal 61  

(1) Tanda SNI, tanda kesesuaian, atau sertifikat 
kesesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 
ayat (4)  diterbitkan oleh lembaga penilaian 

kesesuaian yang terakreditasi sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang -undangan.  

(2) Dalam hal lembaga penilaian kesesuaian 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ada yang 
terakreditasi, Pemerintah Pusat dapat menunjuk 

lembaga penilaian kesesuaian dengan persyaratan 
dan dalam jangka waktu tertentu.  

(3) Lembaga penilaian kesesuaian sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus terdaftar 
di lembaga yang ditetapkan oleh Pemerintah  Pusat.  

 

23.  Ketentuan Pasal 63 diubah sehin gga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 63  

Penyedia Jasa yang memperdagangkan Jasa yang tidak 
dilengkapi dengan sertifikat kesesuaian sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 60 ayat (4) dikenai sanksi 
administratif.  

 

24.  Ketentuan Pasal 65 diubah sehingga berbunyi sebaga i 
berikut:  

Pasal 65  
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(1) Setiap Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang 
dan/atau Jasa dengan menggunakan sistem 

elektronik wajib menyediakan data dan/atau 
informasi secara lengkap dan benar.  

(2) Setiap Pelaku Usaha dilarang memperdagangkan 
Barang dan/atau Jasa de ngan menggunakan sistem 
elektronik yang tidak sesuai dengan data dan/atau 

informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).  

(3) Penggunaan sistem elektronik sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan 

yang diatur dalam Undang -Undang Informasi dan 
Transaksi Elektronik.  

(4) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) paling sedikit memuat:  

a.  identitas dan legalitas Pelaku Usaha sebagai 

produsen atau Pelaku Usaha Distribusi;  

b.   persyaratan teknis Barang yang ditawarkan;  

c.  persyaratan teknis  atau kualifikasi Jasa yang 
ditawarkan;  

d.   harga dan cara pembayaran Barang dan/atau 

Jasa; dan  

e.  cara penyerahan Barang.  

(5) Dalam hal terjadi sengketa terkait dengan transaksi 

dagang melalui sistem elektronik, orang atau badan 
usaha yang sedang bersengketa da pat menyelesaikan 

sengketa tersebut melalui pengadilan atau melalui 
mekanisme penyelesaian sengketa lainnya.  

(6) Setiap Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang 

dan/atau Jasa dengan menggunakan sistem 
elektronik yang tidak menyediakan data dan/atau 
informasi secara lengkap dan benar sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.  

 

25.  Ketentuan Pasal 74 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 74  

(1) Pemerintah  Pusat  melakukan pembinaan terhadap 
Pelaku Usaha dalam rangka pengembangan Ekspor 

unt uk perluasan akses Pasar bagi Barang dan Jasa 
produksi dalam negeri.  

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dapat berupa pemberian insentif, fasilitas, informasi 
peluang Pasar, bimbingan teknis, serta bantuan 
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promosi dan pemasaran untuk pengembangan 
Ekspor.  

(3) Pemerintah Pusat  dapat mengusulkan insentif 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa insentif 

fiskal dan/atau nonfiskal dalam upaya meningkatkan 
daya saing Ekspor Barang dan/atau Jasa produksi 
dalam negeri.  

(4) Pemerintah Pusat dalam melakukan pembina an 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja 
sama dengan pihak lain.  

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan 
pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diatur dalam  Peraturan Pemerintah.  

 

26.  Ketentuan Pasal 77  diubah sehingga berbunyi sebagai 

ber ikut:  

Pasal 77  

(1) Setiap Pelaku Usaha yang menyelenggarakan 
pameran dagang dan peserta pameran dagang wajib 
memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah 

Pusat.  

(2) Setiap Pelaku Usaha yang menyelenggarakan 
pameran dagang dengan mengikutsertakan peserta 

dan/atau pr oduk yang dipromosikan berasal dari 
luar negeri wajib memperoleh persetujuan dari 

Pemerintah  Pusat . 

(3) Setiap Pelaku Usaha yang menyelenggarakan 
pameran dagang dan peserta pameran dagang yang 

tidak memenuhi Perizinan Berusaha sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1 ) dikenai sanksi administratif.  

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam  
Peraturan Pemerintah.  

 

27.  Di  antara Pasal 77 dan Pas al 78 disisipkan 1 (satu) pasal, 
yakni Pasal 77A sehingga  berbunyi sebagai b erikut:  

Pasal 77A  

(1) Pengenaan Sanksi administratif sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), Pasal 15 ayat (3), 
Pasal 17 ayat (2), Pasal 24 ayat (3),  Pasal 33 ayat ( 3), 
Pasal 37 ayat (2), Pasal 43 ayat (2), Pas al 46 ayat (2), 

Pasal 52 ayat (3 ), Pasal 57 a yat (7), Pasal 60 ayat (6), 
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Pasal 63, Pasal 65 ayat (6), atau Pasal 77 ayat ( 3) 
dapat berupa:  

a.  teguran tertulis;  

b.   penarikan Barang dari distribusi;  

c.  penghentian sementara kegiatan usaha;  

d.   penutupan Gudang;  

e.  denda; dan/atau  

f.   pencabutan Perizinan B erusaha.  

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, 
besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi 

administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diatur dalam  Peraturan Pemerintah.  

 

28.  Ketentuan Pasal 81 diubah sehingga  berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 81  

Ketent uan lebih lanjut mengenai tata cara 

penyelenggaraan, kemudahan dan keikutsertaan dalam 
Promosi Dagang dalam rangka kegiatan pencitraan 
Indonesia diatur dalam  Peraturan Pemerintah.  

  

29.  Ketentuan Pasal 98 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 98  

(1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 

mempunyai wewenang melakukan pengawasan 
terhadap kegiatan Perdagangan.  

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan sesuai dengan norma, standar, prosedur, 
dan kriteria yang diatur dalam  Peraturan Pemerintah.  

 

30.  Ketentuan Pasal 99 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 99  

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan 
kewenangannya dalam melakukan pengawasan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) 
mempunyai wewenang melakukan:  

a. pelarangan menge darkan untuk sementara waktu 
dan/atau perintah untuk menarik Barang dari 
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Distribusi atau menghentikan kegiatan Jasa yang 
diperdagangkan  yang  tidak sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang -undangan di bidang 
Perdagangan; dan/atau  

b.  pencabutan Perizinan Ber usaha . 

 

31.  Ketentuan Pasal 100  diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  

Pasal 100  

(1) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 9 8 ayat (1), Pemerintah Pusat 
menunjuk petugas pengawas di bidang Perdagangan.  

(2) Petugas pengawas di bidang Perdag angan dalam 
melaksanakan pengawasan harus membawa surat 
tugas yang sah dan resmi.  

(3) Petugas Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dalam melaksanakan kewenangannya paling 

sedikit melakukan pengawasan terhadap:  

a. Perizinan Berusaha di bidang Perdagangan;  

b.  Perdagangan Barang yang diawasi, dilarang, 

dan/atau diatur;  

c. Distribusi Barang dan/atau Jasa;  

d.  pendaftaran Barang Produk Dalam Negeri dan 

asal Impor yang terkait dengan keamanan, 
keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup;  

e. pemberlakuan SNI, persyaratan  teknis, atau 
kualifikasi secara wajib;  

f.  Perizinan Berusaha terkait gudang; dan  

g. penyimpanan Barang kebutuhan pokok dan/atau 
Barang penting.  

(4) Petugas Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dalam hal menemukan dugaan pelanggaran 
kegiatan di bidang Perd agangan dapat:  

a. merekomendasikan penarikan Barang dari 
Distribusi dan/atau pemusnahan Barang;  

b.  merekomendasikan penghentian kegiatan usaha 

Perdagangan; atau  

c. merekomendasikan pencabutan Perizinan 

Berusaha di bidang Perdagangan.  

(5) Dalam hal melaksanakan peng awasan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) ditemukan bukti awal 
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dugaan terjadi tindak pidana di bidang Perdagangan, 
petugas pengawas melaporkannya kepada penyidik 

untuk ditindaklanjuti.  

(4) Petugas Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dalam melaksanakan  kewenangannya dapat 
berkoordinasi dengan instansi terkait.  

 

32.  Ketentuan Pasal 102 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 102  

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan 
pengawasan kegiatan Perdagangan dan pengawasan 

terhadap Barang yang ditetapkan sebagai Barang dalam 
pengawasan diatur dalam  Peraturan Pemerintah.  

 

33.  Ketentuan Pasal 104 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 104  

(1) Setiap Pelaku Usaha yang tidak menggunakan atau 
tidak melengkapi label berbahasa Indonesia pada 

Barang yang diperdag angkan di dalam negeri 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) 

tahun atau pidana denda paling banyak 
Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).  

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dikecuali kan dari pengenaan sanksi pidana 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap 

pelanggaran yang dilakukan oleh Pelaku Us aha 
dan/atau kegiatan berisiko rendah atau menengah . 

(3) Bagi Pelaku U saha dan/atau kegiatan berisiko 

rendah atau menengah sebagaimana dimaksu d pada 
ayat (2) dikenai sanksi sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 77A ayat (1).  

 

34.  Ketentuan Pasal 106 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  

Pasal 106  

(1) Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha 
Perdagangan tidak memiliki Perizinan Berusaha di 
bidang Pe rdagangan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 24 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 4  (empat) tahun atau pidana denda 
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paling banyak  Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar 
rupiah).  

(2) Dikecualikan dari pengenaan sanksi pidana 
sebagaimana dimaksu d pada ayat (1) terhadap 

pelanggaran yang dilakukan oleh Pelaku Usaha 
dan/atau kegiatan berisiko rendah  atau menengah . 

(3) Bagi Pelaku Usaha dan/atau kegiatan berisiko 

rendah atau menengah  sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dikenai sanksi sebagaimana dimak sud dalam 
Pasal 77A ayat (1).  

 

35.  Ketentuan Pasal 109 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  

Pasal 109  

Produsen atau Importir yang memperdagangkan Barang 

terkait dengan keamanan, keselamatan, kesehatan, dan 
lingkungan hidup yang tidak didaftarkan kepada 

Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 
ayat (1) yang mengakibatkan timbulnya 
korban/kerusakan terhadap keamanan, keselamatan, 

kesehatan, dan lingkungan hidup  dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana 
denda paling  banyak Rp5.000. 000.000,00  (lima miliar 

rupiah).  

 

36.  Ketentuan Pasal 116 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 116  

Setiap Pelaku Usaha yang menyelenggarakan pameran 
dagang dengan mengikutsertakan peserta dan/atau 
produk yang dipromosikan berasal dar i luar negeri yang 

tidak mendapatkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah 
Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) 

dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 
dan/atau pidana denda paling banyak 
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) . 

 

Pasal 47   

Beberapa ketentuan dalam Undang -Undang Nomor 2 Tahun 
1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3193) diubah:  

1.  Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi s ebagai 
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berikut:  

Pasal 13  

Pemerintah Pusat mengatur tentang:  

a. pengujian dan pemeriksaan alat ukur, takar, timbang 

dan perlengkapannya;  

b.  pelaksanaan serta jangka waktu dilakukan tera dan 
tera ulang; dan  

c. tempat dan daerah dilaksanakan tera dan tera ula ng 
alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya 
untuk jenis tertentu.  

 

2.  Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  

Pasal 17  

(1) Setiap Pelaku Usaha yang membuat dan/atau 

memperbaiki alat ukur, takar, timbang , dan 
perlengkapannya wajib mem enuhi Perizinan 

Berusaha dari Pemerintah Pusat . 

(2) Setiap Pelaku Usaha yang melakukan impor alat 
ukur, takar, timbang , dan perlengkapannya ke dalam 

wilayah Republik Indonesia harus memenuhi 
Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat . 

 

3.  Ketentuan Pasal 1 8 diu bah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 18  

Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 diatur dalam  

Peraturan Pemerintah.  

 

4.  Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  

Pasal 24  

Ketentuan l ebih lanjut mengenai barang dalam keadaan 
terbungkus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan 
Pasal 23 diatur dalam  Peraturan Pemerintah.  

 

Pasal 48   

Beberapa ketentuan dalam Undang -Undang Nomor 33 Tahun 
2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara 
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Republik Ind onesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604) diubah  

sebagai berikut : 

 

1.  Di  antara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) pasal , 
yakni Pasal 4A sehingga  berbunyi sebagai berikut:  

Pasal 4A  

(1) Untuk Pelaku Usaha Mik ro dan Kecil, kewajiban 
bersertifikat halal sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 4 didasarkan atas pernyataan pelaku usaha 

Mikro dan Kecil.  

(2) Pernyataan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
berdasarkan standar halal yang ditetapkan oleh 
BPJPH.  

 

2.  Penjelasan Pasal 7 diubah sebagaimana tercantum dalam 

Penjelasan.  

 

3. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  

Pasal 10  

(1) Kerja sama BPJPH dengan MUI sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dilakukan dal am hal 
penetapan kehalalan Produk.  

(2) Penetapan kehalalan Produk sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diterbitkan MUI dalam bentuk 
Keputusan Penetapan Halal Produk.  

 

4.  Ketentuan Pasal 13 diuba h sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 13  

(1) Untuk mendiri kan LPH sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 12, harus dipenuhi persyaratan:  

a. memiliki kantor sendiri dan perlengkapannya;  

b.  memiliki Auditor Halal paling sedikit 3 (tiga) 

orang; dan  

c. memiliki laboratorium atau kesepakatan kerja 

sama dengan lembaga lain y ang memiliki 
laboratorium.  
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 (2) Dalam hal LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
didirikan oleh masyarakat, LPH harus diajukan oleh  

lembaga keagamaan Islam berbadan hukum , dan 
perguruan tinggi swasta yang berada di  bawah 

naungan lembaga keagamaan Islam ber badan hukum  
atau yayasan Islam berbadan hukum.  

 (3) Dalam hal suatu daerah tidak terdapat LPH yang 

didirikan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2), lembaga keagamaan Islam berbadan 
hukum  dan perguruan tinggi swasta yang berada di 

bawah naungan  lembaga keagamaan Islam berbadan 
hukum  atau yayasan Islam berbadan hukum dapat 

bekerja sama dengan badan usaha milik negara atau 
Badan Pengawas Obat dan Makanan.  

 

5.  Ketentuan Pasal 1 4 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut : 

Pasal 14  

(1) Auditor Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 
huruf c diangkat dan diberhentikan oleh LPH.  

(2) Pengangkatan Auditor Halal oleh LPH sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi 
persyaratan:  

a. warga negara Indonesia;  

b.  beragama Islam;  

c. berpendidikan paling re ndah sarjana strata 1 
(satu) di bidang pangan, kimia, biokimia, teknik 
industri, biologi, farmasi, kedokteran, tata boga, 

atau pertanian;  

d.  memahami dan memiliki wawasan luas mengenai 
kehalalan produk menurut syariat Islam; dan  

e. mendahulukan kepentingan  umat di atas 
kepenti ngan pribadi dan/atau golongan.  

 

6. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 16  

Ketentuan lebih lanjut mengenai LPH dan auditor halal 

diatur dalam Peraturan Pemerintah.  

 

7. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga b erbunyi sebagai 

berikut:  
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Pasal 22  

(1) Pelaku Usaha yang tidak memisahkan lokasi, tempat, 

dan alat PPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 
ayat (1) atau ayat (2) dikenai sanksi administratif . 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, 
besaran denda, d an  tata cara pengenaan sanksi 
administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diatur dalam  Peraturan Pemerintah.  

 

8. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  

Pasal 27  

(1) Pelaku Usaha yang tidak melakukan kewajiban 
sebagaimana dimaksu d dalam Pasal 25 atau Pasal 26 
ayat (2) dikenai sanksi administratif.  

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai, kriteria, jenis, 
besaran denda, dan  tata cara pengenaan sanksi 

administratif diatur dalam  Peraturan Pemerintah.  

 

9. Ketentuan Pasal 28 diubah sehing ga berbunyi sebagai 

berikut:  

Pasal 28  

(1) Penyelia Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

24 huruf c bertugas:  

a. mengawasi PPH di perusahaan;  

b.  menentukan tindakan perbaikan dan 
pencegahan;  

c. mengoordinasikan PPH; dan  

d.  mendampingi Auditor Halal LPH pa da saat 
pemeriksaan.  

(2)    Penyelia Halal harus memenuhi persyaratan:  

a. beragama Islam; dan  

b.  memiliki wawasan luas dan memahami syariat 

tentang kehalalan.  

(3) Penyelia Halal ditetapkan oleh pimpinan perusahaan 
dan dilaporkan kepada BPJPH.  

(4) Dalam hal  kegiatan usaha dilakukan oleh Pelaku 
Usaha mikro dan kecil, Penyelia Halal dapat berasal 

dari Organisasi Kemasyarakatan.  
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(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelia Halal 
diatur dalam Peraturan Pemerintah.  

 

10. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi  sebagai 

berikut:  

Pasal 29  

(1) Permohonan Sertifikat Halal diajukan oleh Pelaku 

Usaha kepada BPJPH.  

(2) Permohonan Sertifikat Halal harus dilengkapi dengan 
dokumen:  

a. data Pelaku Usaha  

b.  nama dan jenis Produk;  

c. daftar Produk dan Bahan yang digunakan; d an  

d.  pengolahan Produk.  

(3) Jangka waktu verifikasi permohonan sertifikat halal 

dilaksanakan paling lama 1 (satu) hari kerja.  

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan 

permohonan Sertifikat Halal diatur dalam  Peraturan 
Pemerintah.  

 

11. Keten tuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 30  

(1) BPJPH menetapkan LPH untuk melakukan 
pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk 

berdasarkan permohonan Pelaku Usaha.  

(2) Penetapan LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan da lam jangka waktu paling lama 1 (satu) 

hari kerja terhitung sejak dokumen permohonan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) 
dinyatakan lengkap.  

 

12. Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  

Pasal 31  

(1) Pemeriksaan dan/atau pengujian k ehalalan Produk 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) 
dilakukan oleh Auditor Halal paling lama 15 (lima 

belas) hari kerja.  
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(2) Pemeriksaan terhadap Produk dilakukan di lokasi 
usaha pada saat proses produksi.  

(3) Dalam hal pemeriksaan Produk sebagaimana 
dima ksud pada ayat (1) terdapat Bahan yang 

diragukan kehalalannya, dapat dilakukan pengujian  
di laboratorium.  

(4) Dalam hal pemeriksaan produk sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) memerlukan tambahan 
waktu pemeriksaan, LPH dapat mengajukan 
perpanjangan waktu kepada BPJPH.  

(5) Dalam pelaksanaan pemeriksaan di lokasi usaha 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha 

wajib memberikan informasi kepada Auditor Halal.  

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara 
pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk 

diatur dalam  Peraturan Pemerintah.  

 

13. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 32  

(1) LPH menyerahkan hasil pemeriksaan dan/atau 
pengujian kehalalan Produk kepada MUI dengan 
tembusan yang dikirimkan kepada BPJPH.  

(2) Dalam hal hasil pemeriksa an dan/atau pengujian 
kehalalan Produk tidak sesuai dengan standar yang 

dimiliki oleh BPJPH, BPJPH menyampaikan 
pertimbangan kepada MUI untuk mengeluarkan 
fatwa.  

 

14. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 33  

(1) Penetapan kehal alan Produk dilakukan oleh MUI.  

(2) Penetapan kehalalan Produk sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilakukan dalam Sidang Fatwa Halal.  

(3) Sidang Fatwa Halal sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) memutuskan kehalalan produk paling lama 3 
(tiga) hari kerja seja k MUI menerima hasil 

pemeriksaan dan/atau pengujian produk dari LPH.  

(4) Penetapan kehalalan Produk sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) disampaikan oleh MUI kepada BPJPH 

sebagai dasar penerbitan Sertifikat Halal.  
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15. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berb unyi sebagai 

berikut:  

Pasal 35  

Sertifikat Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 
ayat (1) dan Pasal 34A diterbitkan oleh BPJPH paling lama 
1 (satu) hari kerja terhitung sejak fatwa kehalalan Produk.  

 

16. Di  antara Pasal 35 dan Pasal 36 disisipkan 1 (sat u) pasal , 
yakni Pasal 35A sehingga  berbunyi sebagai berikut:  

Pasal 35A  

Apabila LPH tidak dapat memenuhi batas waktu yang 

telah ditetapkan dalam proses sertifikasi halal , LPH 
tersebut akan dievaluasi dan/atau dikenai sanksi 
administrasi.  

 

17. Ketentuan Pas al 40 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  

Pasal 40  

Ketentuan lebih lanjut mengenai Label Halal diatur dalam  

Peraturan Pemerintah.  

 

18 . Ketentuan Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  

Pasal 41  

(1) Pelaku Usaha yang mencantumkan Label Hala l tidak 
sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 38 atau  Pasal 39 dikenai sanksi 

administratif . 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan 
sanksi administratif sebagaimana dim aksud pada 

ayat (1) diatur dalam  Peraturan Pemerinta h.  

 

19 . Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 42  

(1) Sertifikat Halal berlaku selama 4 (empat) tahun sejak 
diterbitkan oleh BPJPH, kecuali terdapat perubahan 

komposisi Bahan.  
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(2) Sertifikat Halal wajib diperpanjang oleh Pelaku  Usaha 
dengan mengajukan perpanjangan Sertifikat Halal 

paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku 
Sertifikat Halal berakhir.  

(3) Apabila dalam pengajuan perpanjangan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha 
mencantumkan pernyataan memenuhi p roses 

produksi halal dan tidak mengubah komposisi, 
BPJPH dapat langsung menerbitkan perpanjangan 
sertifikat halal.  

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara 
perpanjangan Sertifikat Halal diatur dalam  Peraturan 

Pemerintah.  

 

20. Ketentuan Pasal 44 diubah  sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  

Pasal 44  

(1) Biaya Sertifikasi Halal dibebankan kepada Pelaku 
Usaha yang mengajukan permohonan Sertifikat 
Halal.  

(2) Dalam hal permohonan Sertifikasi Halal sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Pelaku Usaha 
Mikro dan Kecil, tidak dikenai biaya.  

 

21. Ketentuan Pasal 48 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  

Pasal 48  

(1) Pelaku Usaha yang tidak melakukan registrasi 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) 
dikenai sanksi administratif.  

(2) Ketentuan lebih  lanjut mengenai tata cara pengenaan 

sanksi administratif sebagaimana dim aksud pada 
ayat (1) diatur dalam  Peraturan Pemerintah.  

 

22. Ketentuan Pasal 53  diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 53  

(1)  Masyarakat dapat berperan serta dalam 

penyelenggaraa n JPH.  

(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dapat berupa:  
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a.  sosialisasi dan edukasi mengenai JPH;  

b.   pendampingan dalam proses produk halal;  

c.  publikasi bahwa produk berada dalam 
pendampingan;  

d.   pemasaran dalam jejaring ormas Islam berbad an 
hukum; dan  

e.  pengawasan Produk Halal yang beredar.  

(3) Peran serta masyarakat berupa pengawasan Produk  
Halal yang beredar sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) huruf e berbentuk pengaduan atau pelaporan ke 

BPJPH.  

 

23. Ketentuan Pasal 55 diubah sehingga berbuny i sebagai 
berikut:  

Pasal 55  

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara peran serta 
masyarakat dan pemberian penghargaan diatur dalam  

Peraturan Pemerintah.  

 

24. Ketentuan Pasal 56 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  

Pasal 56  

Pelaku Usaha yang tidak men jaga kehalalan Produk yang 

telah memperoleh Sertifikat Halal sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 25 huruf b dipidana dengan pidana penjara 

paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling 
banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).  

 

Paragraf 9  

Pekerjaan  Umum dan Perumahan Rakyat  

 

Pasal 49   

Untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat terutama 

Pelaku Usaha dalam mendapatkan Perizinan Berusaha dan 
kemudahan persyaratan investasi dari sektor pekerjaan umum 
dan perumahan rakyat , Undang -Undang ini mengubah, 

menghapus, a tau menetapkan pengaturan baru beberapa 
ketentuan yang diatur dalam:  

a. Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan 
dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5158 ); 

b.  Undang -Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah 
Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5252) ; 

c. Undang -Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa 

Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indo nesia Tahun 
2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6018) ; dan  

d.  Undang -Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber 
Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2019  Nomor 190 , Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6 405). 

 

Pasal 50   

Beberapa ketentuan dalam Undang -Undang Nomor 1 Tahun 

2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5158 ) 

diubah  sebagai berikut : 

 

1.  Ketentuan Pas al 26  diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  

Pasal 26  

(1) Hasil perencanaan dan perancangan rumah harus 
memenuhi standar.  

(2) Standar  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur 

dalam  Peraturan Pemerintah.  

 

2.  Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai 

beri kut:  

Pasal 29  

(1) Perencanaan prasarana, sarana, dan utilitas umum 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 harus 
memenuhi standar.  

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar  
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  diatur dalam  

Peraturan Pemerintah.  
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3.  Ketentuan Pasal 33  diu bah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 33  

(1) Pemerintah  Pusat dan Pemerintah Daerah  wajib 

memberikan kemudahan Perizinan Berusaha bagi 
badan hukum yang mengajukan rencana 
pembangunan perumahan untuk MBR.  

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kemudahan 
Perizin an Berusaha sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diatur dalam  Peraturan Pemerintah.  

 

4.  Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  

Pasal 35 

Pembangunan perumahan skala besar dengan hunian 

berimbang meliputi rumah sederhana, rumah menengah, 
dan  rumah mewah.  

 

5.  Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 36 

(1) Dalam hal pembangunan perumahan dengan hunian 
berimbang tidak dalam 1 (satu ) hamparan, 

pembangunan rumah umum harus dilaksanakan 
dalam 1 (satu ) daerah kabupaten/kota.   

(2) Dal am hal rumah sederhana tidak dapat dibangun 
dalam bentuk rumah tunggal atau rumah deret, 
dapat dikonversi dalam:  

a. bentuk rumah susun umum yang dibangun dalam 
satu hamparan yang sama; atau  

b.  bentuk dana untuk pembangunan rumah umum.   

(3) Pengelolaan dana dari kon versi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh 

badan percepatan penyelenggaraan perumahan.   

(4) Dalam hal rumah sederhana tidak dapat dibangun 
dalam bentuk rumah tunggal atau rumah deret, 

dapat dikonversi dalam bentuk rumah susun umum.   

(5) Pembangunan rumah umum sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) harus mempunyai akses menuju pusat 
pelayanan atau tempat kerja.  
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(6) Pembangunan perumahan dengan hunian berimbang 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh 

badan hukum yang sama.  

(7) Ketentuan lebih la njut mengenai pembangunan 

perumahan dengan hunian berimbang diatur dalam 
Peraturan Pemerintah.  

 

6.  Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 40  

(1) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), Pemerintah  

dan/atau Pemerintah Daerah menugasi dan/atau 
membentuk lembaga atau badan yang menangani 
pembangunan perumahan dan permukiman sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang -undangan.   

(2) Lembaga atau badan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) bertanggung jawab:  

a.  menyediakan tanah bagi perumahan; dan  

b.   melakukan koordinasi dalam proses perizinan dan 

pemastian kelayakan hunian.  

 

7.  Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  

Pasal 42  

(1) Rumah tunggal, rumah deret, dan/atau rumah 
susun yang masih dalam tah ap pembangunan dapat 
dipasarkan melalui sistem perjanjian pendahuluan 

jual beli sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang -undangan.  

(2) Perjanjian pendahuluan jual beli sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memenuhi 
persyaratan kepastian atas :  

a.  status pemilikan tanah;  

b.   hal yang diperjanjikan;  

c.  Persetujuan  Bangunan Gedung;  

d.   ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas 
umum; dan  

e.  keterbangunan perumahan paling sedikit 20% 
(dua puluh persen).  
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(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem perjanjian 
pendahuluan jual beli sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dan keterbangunan perumahan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf d diatur dalam  

Peraturan Pemerintah.  

 

8.  Ketentuan Pasal 53  diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  

Pasal 53  

(1) Pengendalian perumahan di lakukan mulai dari 

tahap:  

a.  perencanaan;  

b.   pembangunan; dan  

c.  pemanfaatan.  

(2) Pengendalian perumahan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dilaksanaka n oleh Pemerintah Pusat 
dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan norma, 

standar, prosedur, dan kriteria yang di tetapkan oleh 
Pemerintah Pusat dalam bentuk:   

a.  Perizinan Berusaha atau p ersetujuan ; 

b.   penertiban; dan/atau  

c.  penataan.  

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian 

perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 
ayat (2) diatur dalam  Peraturan Pemerintah.  

 

9.  Ketentuan Pasal 55 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 55  

(1) Orang perseorangan yang memiliki rumah umum 
dengan kemudahan yang diberikan Pemerintah Pusat 

atau Pemerintah Daerah hanya dapat menyewakan 
dan/atau mengalihkan kepemilikannya atas rumah  

kepada pihak lain  dalam hal:  

a.  pewarisan; atau  

b.   penghunian setelah jangka waktu paling sedikit 5 

(lima) tahun . 

(2) Dalam hal dilakukan pengalihan kepemilikan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b , 
pengalihannya wajib dilaksanakan oleh lembaga yang 
ditunj uk atau dibentuk oleh Pemerintah  Pusat  atau 
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Pemerintah Daerah dalam bidang perumahan  dan 
permukiman.  

(3) Jika pemilik meninggalkan rumah secara terus -
menerus dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun 

tanpa memenuhi kewajiban berdasarkan perjanjian, 
Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah 
berwenang mengambil alih kepemilikan rumah 

tersebut.  

(4) Rumah yang telah diambil alih oleh Pemerintah Pusat 
atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) wajib didistribusikan kembali kepada 
MBR.  

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penu njukkan dan 
pembentukan lembaga, kemudahan , dan/atau 
bantuan pembangunan dan perolehan rumah MBR 

diatur dalam  Peraturan Presiden . 

 

10.  Ketentuan  Pasal 107 diubah sehingga  berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 107  

(1) Tanah yang langsung dikuasai oleh negara  
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 huruf a 
yang digunakan untuk pembangunan rumah, 

perumahan, dan/atau kawasan permukiman 
diserahkan melalui pemberian hak atas tanah kepada 

setiap orang yang melakukan pembangunan rumah, 
perumahan, dan kawasan permukiman . 

(2) Pemberian hak atas tanah sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) didasarkan pada penetapan lokasi atau 
persetujuan kesesu aian Kegiatan Pemanfaatan 
Ruang . 

(3) Dalam hal tanah yang langsung dikuasai negara 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat 

garapan masyara kat, hak atas tanah diberikan 
setelah pelaku pembangunan perumahan dan 
permukiman selaku pemohon hak atas tanah 

menyelesaikan ganti rugi atas seluruh garapan 
masyarakat berdasarkan kesepakatan.  

(4) Dalam hal tidak ada kesepakatan tentang ganti rugi 
sebagaimana  dimaksud pada ayat (3), 
penyelesaiannya dilaksanakan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang -undangan.  
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11.  Ketentuan Pasal 109  diubah sehingga  berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal  109  

(1) Konsolidasi tanah sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 106 huruf b dapat dilaks anakan bagi 
pembangunan rumah tunggal, rumah deret, atau 
rumah susun.  

(2) Penetapan lokasi konsolidasi tanah dilakukan oleh 
bupati/wali  kota.  

(3) Khusus untuk Provinsi Daerah Khusus Ibukota  

Jakarta, penetapan lokasi konsolidasi tanah 
ditetapkan oleh gubernur.  

(4) Loka si konsolidasi tanah yang sudah ditetapkan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) 
tidak memerlukan persetujuan Kesesuaian Kegiatan 

Pemanfaatan Ruang.  

 

12.  Ketentuan Pasal 114 diubah sehingga  berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 114  

(1) Peralihan atau pelepasan  hak atas tanah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 huruf c 
dilakukan setelah badan hukum memperoleh  

persetujuan  Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan 
Ruang  

(2) Peralihan hak atas tanah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dibuat di hadapan pejabat pembuat 
akta tanah  setelah tercapai  kesepakatan bersama.  

(3) Pelepasan hak atas tanah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilakukan di hadapan pejabat yang 
berwenang.  

(4) Peralihan hak atau pelepasan hak atas tanah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) 

wajib didaftarkan pa da kantor pertanahan 
kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang -undangan  

 

13.  Di antara BAB IX dan BAB X disisipkan 1 (satu) BAB , 

yakni BAB IXA sehingga berbunyi sebagai berikut:  

 

BAB IXA  

BADAN PERCEPATAN PENYELENGGARAAN PERUMAHAN  
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Pasal 117A  

(1) Untuk mewujudkan penyediaan rumah umum yang 
layak dan terjangkau bagi MBR, Pemerintah  Pusat  

membentuk badan percepatan penyelenggaraan 
perumahan.  

(2) Pembentukan badan percepatan penyelenggaraan 

perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
bertujuan untuk:  

a.  mempercepat penyediaan rumah umum;  

b.   menjamin bahwa rumah umum hanya dimiliki 
dan dihuni oleh MBR;  

c.  menjamin tercapainya asas manfaat rumah 
umum; dan  

d.   melaksanakan berbagai kebijakan di bidang 

rumah umum dan rumah khusus.  

(3) Badan percepatan penyelenggaraan peru mahan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai 
fungsi mempercepat penyelenggaraan perumahan 
dan kawasan permukiman.  

(4) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3), badan percepatan penyelenggaraan 
perumahan bertugas:  

a.  melakukan upaya per cepatan pembangunan 
perumahan ; 

b.   melaksanakan pengelolaan dana konversi dan 
pembangunan rumah sederhana serta rumah 
susun umum ; 

c.  melakukan koordinasi dalam proses perizinan 
dan pemastian kelayakan hunian ; 

d.   melaksanakan penyediaan tanah bagi 

perumahan ; 

e.  mela ksanakan pengelolaan rumah susun umum 

dan rumah susun khusus serta memfasilitasi 
penghunian, pengalihan, dan pemanfaatan ; 

f.   melaksanakan pengalihan kepemilikan rumah 

umum dengan kemudahan yang diberikan oleh 
pemerintah ; 

g.  menyelenggarakan koordinasi operasio nal lintas 
sektor, termasuk dalam penyediaan prasarana, 
sarana, dan utilitas umum ; dan  
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h.   melakukan pengembangan hubungan kerja sama 
di bidang rumah susun dengan berbagai instansi 

di dalam dan di luar negeri.  

 

Pasal 117B  

(1) Badan percepatan penyelenggaraan peru mahan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117A  terdiri 

atas:  

a.  unsur pembina;  

b.   unsur pelaksana; dan  

c.  unsur pengawas.  

(2) Unsur pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) huruf c berjumlah 5 (lima) orang yang proses 
seleksi dan pemilihannya dilakukan oleh DPR.  

(3) Pembentukan badan percepatan penyelenggaraan 

perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditetapkan dengan Peraturan Presiden.  

(4) Unsur p embina, unsur pelaksana, dan unsur 
pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditetapkan dengan Keputusan Presiden.  

14.  Ketentuan Pasal 134 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 134  

Setiap orang dilarang menyelenggarakan pembangunan 
perumahan yang tidak sesuai dengan kriteria, spesifikasi, 

persyaratan, prasana, sarana, utilitas umum yang 
diperjanjikan, dan standar.  

 

15.  Ketentuan Pasal 150 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut : 

Pasal 150  

(1) Setiap orang yang menyelenggarakan perumahan dan 
kawasan permukiman yang tidak memenuhi 

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 
ayat (1), Pasal 29 ayat (1), Pasal 30 ayat (2), Pas al 34 
ayat (1) atau ayat (2), Pasal 36 ayat (1) atau ayat (2), 

Pasal 38 ayat (4), Pasal 45, Pasal 47 ayat (2), ayat (3), 
atau ayat (4), Pasal 49 ayat (2), Pasal 63, Pasal 71 

ayat (1), Pasal 126 ayat (2), Pasal 134, Pasal 135, 
Pasal 136, Pasal 137, Pasal 13 8, Pasal 139, Pasal 
140, Pasal 141, Pasal 142, Pasal 143, Pasal 144, 
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Pasal 145, atau Pasal 146 ayat (1) dikenai sanksi 
administratif.  

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dapat berupa:  

a.  peringatan tertulis;  

b.   pembatasan kegiatan pembang unan;  

c.  penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan 

pelaksanaan pembangunan;  

d.   penghentian sementara atau penghentian tetap 
pada pengelolaan perumahan;  

e.  penguasaan sementara oleh pemerintah (disegel);  

f.   kewajiban membongkar sendiri bangunan dalam 

jang ka waktu tertentu;  

g.  membangun kembali perumahan sesuai dengan 
kriteria, spesifikasi, persyaratan, prasarana, 

sarana, utilitas umum yang diperjanjikan , dan 
standar;  

h.   pembatasan kegiatan usaha;  

i.   pembekuan Persetujuan B angunan  Gedung ;  

j.   pencabutan Persetuju an B angunan  Gedung ;  

k.   pembekuan/pencabutan surat bukti kepemilikan 
rumah;  

l.   perintah pembongkaran bangunan rumah;  

m.   pembekuan  Perizinan Berusaha ;  

n.   pencabutan Perizinan Berusaha ;  

o.  pengawasan;  

p.   pembatalan Perizinan Berusaha ; 

q.  kewajiban pemulihan fungsi lah an dalam jangka 

waktu tertentu;  

r.   pencabutan insentif;  

s.  pengenaan denda administratif; dan/atau  

t.   penutupan lokasi.  

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, 

besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi 
administratif sebagaimana dimaksud pada ayat  (2) 
diatur dalam  Peraturan Pemerintah.  

 

16.  Ketentuan Pasal 151 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  
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Pasal 151  

Setiap orang yang menyelenggarakan pembangunan 

perumahan yang membangun perumahan tidak sesuai 
dengan kriteria, spesifikasi, persyaratan, prasa rana, 

sarana, dan utilitas umum yang diperjanjikan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134  yang 
mengakibatkan timbulnya korban/kerusakan terhadap 

kesehatan, keselamatan, keamanan, dan lingkungan  
dipidana dengan pidana denda paling banyak 
Rp5.000.000.000,00 (l ima miliar rupiah) . 

 

17.  Ketentuan Pasal 153 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  

Pasal 153  

(1) Setiap orang yang menyelenggaraan lingkungan 

hunian atau Kasiba yang tidak memisahkan 
lingkungan hunian atau Kasiba menjadi satuan 

lingkungan perumahan atau Lisiba  sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 136 dikenai sanksi 
administratif . 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan 
sanksi administratif diatur dalam  Peraturan 
Pemerintah.  

 

Pasal 51   

Beberapa ketentuan dalam Undang -Undang Nomor 20 Tahun 
2011 tentang Rumah Susu n (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5252)  diubah  sebagai 
berikut : 

 

1.  Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 16  

(1) Pembangunan rumah susun komersial sebagaimana  
dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dapat 

dilaksanakan oleh setiap orang.  

(2) Pelaku pembangunan rumah susun komersial 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib 
menyediakan rumah susun umum paling sedikit 20% 
(dua puluh persen) dari total luas lantai rumah 

susun komersial yang dibangun.  
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(3) Dalam hal pembangunan rumah susun umum 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dalam  1 

(satu ) lokasi kawasan rumah susun komersial 
pembangunan rumah susun umum dapat 

dilaksanakan dalam 1 (satu ) daerah kabupaten/kota 
yang  sama.  

(4) Kewajiban menyediakan rumah susun umum paling 

sedikit  20% (dua puluh persen) sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dapat dikonversi dalam 
bentuk dana untuk pembangunan rumah susun 

umum.  

(5) Pengelolaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat 

(4) dilaksanakan oleh badan  percepatan 
penyelenggaraan perumahan . 

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban 

menyediakan rumah susun umum sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur 

dalam Peraturan Pemerintah.  

 

2.  Ketentuan Pasal 24  diubah sehingga berbunyi sebagai  

berikut:  

Pasal 24  

(1) Standar pembangunan rumah susun meliputi:  

a.  persyaratan administratif;  

b.   persyaratan teknis; dan  

c.  persyaratan ekologis.  

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar 
pembangunan rumah susun  sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) diatur dalam  Peratur an Pemerintah.  

 

3.  Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  

Pasal 26  

(1) Pemisahan rumah susun sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 25 ayat (1) wajib dituangkan dalam 
bentuk gambar dan uraian.  

(2) Gambar dan uraian sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dibuat sebelum pelaksanaan pembangunan 

rumah susun.  

(3) Gambar dan uraian sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dituangkan dalam bentuk akta pemisahan 

yang disahkan oleh bupati/wali  kota sesuai dengan 
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norma, standar, prosedur, dan kriteria yang 
ditetapkan oleh Pe merintah  Pusat . 

(4) Khusus untuk Provinsi D aerah Khusus Ibukota  
Jakarta, akta pemisahan sebagaimana dimaksud 

pada ayat ( 3) disahkan oleh Gubernur sesuai dengan 
norma, standar, prosedur, dan kriteria yang 
ditetapkan oleh Pemerintah  Pusat . 

 

4.  Ketentuan Pasal 28 di ubah sehingga  berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal  28  

Dalam melakukan pembangunan rumah susun, pelaku 

pembangunan harus memenuhi ketentuan administratif 
yang meliputi:  

a. status hak atas tanah; dan  

b.  Persetujuan B angunan  Gedung.   

 

5.  Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga  berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 29  

(1) Pelaku pembangunan harus membangun rumah 
susun dan lingkungannya sesuai dengan rencana 
fungsi dan pemanfaatannya.  

(2) Rencana fungsi dan pemanfaatan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan 

Perizinan Berusaha dar i bupati/wali  kota sesuai 
dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang 
ditetapkan oleh Pemerintah.  

(3) Khusus untuk Provinsi D aerah Khusus Ibukota  
Jakarta, rencana fungsi dan pemanfaatan 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) harus 

mendapatkan Perizinan Beru saha dari Gubernur 
sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria 

yang ditetapkan oleh Pemerintah.  

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana fungsi dan 
pemanfaatan pembangunan Rumah Susun diatur 

dalam Peraturan Pemerintah.  

 

6.  Pasal 30  dihapus.  
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7.  Ketentuan  Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 31  

(1) Pengubahan rencana fungsi dan pemanfaatan rumah 

susun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat 
(2) harus memenuhi Perizinan Berusaha dari 
bupati/wali  kota sesuai dengan norma, standar, 

prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh 
Pemerintah  Pusat . 

(2) Khusus untuk Provinsi D aerah Khusus Ibukota  

Jakarta, pengubahan rencana fungsi dan 
pemanfaatan rumah susun sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) harus memenuhi Perizinan Berusaha 
dari Gubernur sesuai dengan norma, standar, 
prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh 

Pemerintah  Pusat . 

(3) Pengubahan rencana fungsi dan pemanfaatan rumah 

susun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak 
mengurangi fungsi bagian bersama, benda bersama, 
dan fungsi hunian.  

 

8.  Ketentuan Pasa l 3 2 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 3 2 

Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha 

terkait rencana fungsi dan pemanfaatan serta 
pengubahannya diatur dalam  Peraturan  Pemerintah . 

 

9.  Pasal 33 dihapus.  

 

10.  Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  

Pasal 39  

(1) Pelaku pembangunan wajib mengajukan permohonan 
sertifikat laik fungsi kepada bupati/wali  kota setelah 
menyelesaikan seluruh atau sebagian pembangunan 

rumah susun sepanjang tidak bertentangan dengan 
Persetujuan Bangunan Ge dung  sesuai dengan 

norma, standar, prosedur, dan kriteria yang 
ditetapkan oleh Pemerintah  Pusat . 

(2) Khusus untuk Provinsi D aerah Khusus Ibukota  

Jakarta, permohonan sertifikat laik fungsi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan 
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kepada Gubernur sesuai denga n norma, standar, 
prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh 

Pemerintah  Pusat . 

(3) Pemerintah Daerah menerbitkan sertifikat laik fungsi 

setelah melakukan pemeriksaan kelaikan fungsi 
bangunan rumah susun sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang -undangan.  

 

11.  Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 40  

(1) Pelaku pembangunan wajib melengkapi lingkungan 

rumah susun dengan prasarana, sarana, dan utilitas 
umum.  

(2) Prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) harus mempe rtimbangkan:  

a.  kemudahan dan keserasian hubungan dalam 

kegiatan sehari -hari;  

b.   pengamanan jika terjadi hal yang 
membahayakan; dan  

c.  struktur, ukuran, dan kekuatan sesuai dengan 
fungsi dan penggunaannya.  

(3) Prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagaimana 

dima ksud pada ayat (1) harus memenuhi standar 
pelayanan minimal.  

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pelayanan 
minimal prasarana, sarana, dan utilitas umum diatur 
dalam  Peraturan Pemerintah.  

 

12.  Ketentuan Pasal 43  diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 43  

(1) Proses jual beli sarusun sebelum pembangunan 

rumah susun selesai dapat dilakukan melalui PPJB 
yang dibuat di hadapan notaris.  

(2) PPJB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

setelah memenuhi persyaratan kepastian atas:  

a.  status kepemilikan tanah;  

b.   Persetujuan Bangunan Gedung ;  

c.  ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas 
umum;  
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d.   keterbangunan paling sedikit 20% (dua puluh 
persen); dan  

e.  hal yang diperjanjikan.  

 

13.  Ketentuan Pasal 54 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 54  

(1) Sarusun umum yang memperoleh kemudahan dari 
pemerintah hanya dapat dimiliki atau disewa oleh 
MBR.  

(2) Setiap orang yang memiliki sarusun umum 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat 

mengalihkan kepemilikannya kepada pihak lain 
dalam hal:  

a.  pewarisan;  atau   

b.   perikatan ke pemilikan rumah susun setelah 
jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.   

(3) Pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf b hanya dapat dilakukan oleh badan 
percepatan penyelenggaraan perumahan . 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengalihan 
sebagaimana dimaksud p ada ayat (2) dan ayat (3) 
dan kriteria dan tata cara pemberian kemudahan 

kepemilikan sarusun umum sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Presiden . 

 

14.  Ketentuan Pasal 56  diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 56  

(1) Pengelolaan rumah s usun meliputi kegiatan 
operasional, pemeliharaan, dan perawatan bagian 

bersama, benda bersama, dan tanah bersama.  

(2) Pengelolaan rumah susun sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) harus dilaksanakan oleh pengelola yang 
berbadan hukum, kecuali rumah susun umum sew a, 
rumah susun khusus, dan rumah susun negara.  

(3) Badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
harus mendaftar dan mendapatkan Perizinan 

Berusaha dari bupati/wali  kota sesuai dengan 
norma, standar, prosedur, dan kriteria yang 
ditetapkan oleh Pemerintah  Pusat. 
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(4) Khusus untuk Provinsi D aerah Khusus Ibukota  
Jakarta, badan hukum s ebagaimana dimaksud pada 

ayat (2 ) harus mendaftar dan mendapatkan Perizinan 
Berusaha dari Gubernur sesuai dengan norma, 

standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh 
Pemerintah  Pusat . 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) 
diatur dalam  Peraturan Pemerintah.  

 

15.  Ketentuan Pasal 67  diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 67  

(1) Dalam pelaksanaan peningkatan kualitas rumah 
su sun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat 

(1) huruf a, PPPSRS dapat bekerja sama dengan 
pelaku pembangunan rumah susun.  

(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan berdasarkan perjanjian tertulis yang 
dibuat di hadapan pejabat yang berwenang  

berdasarkan prinsip kesetaraan.  

(3) Pelaksanaan peningkatan kualitas rumah susun 
umum dan rumah susu n khusus dilaksanakan oleh 

badan percepatan penyelenggaraan perumahan .  

 

16.  Pasal 72  di hapus.  

 

17.  Pasal 73 dihapus.  

 

18.  Ketentuan Pasal 107 diubah sehingga berbunyi se bagai 
berikut:  

Pasal 107  

Setiap orang yang menyelenggarakan rumah susun tidak 

memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
16 ayat (2), Pasal 22 ayat (3), Pasal 25 ayat (1), Pasal 26 
ayat (1), Pasal 39 ayat (1), Pasal 40 ayat (1), Pasal 51 ayat 

(3), Pasal 52, Pasal 59 ayat (1), Pasal 61 ayat (1), Pasal 66,  
Pasal 74 ayat (1), Pasal 98, Pasal 100, atau Pasal 101 

dikenai sanksi administratif.  

 

19.  Ketentuan Pasal 108  diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  
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Pasal 108  

(1) Sanksi administratif sebagaimana dimak sud dalam 

Pasal 107 dapat berupa:  

a.  peringatan tertulis;  

b.   pembatasan kegiatan pembangunan dan/atau 
kegiatan usaha;  

c.  penghentian sementara pada pekerjaan 

pelaksanaan pembangunan;  

d.   penghentian sementara atau penghentian tetap 
pada pengelolaan rumah susun;   

e.  pencabutan Persetujuan Bangunan Gedung;  

f.   pencabutan sertifikat laik fungsi;  

g.  pencabutan SHM sarusun atau SKBG sarusun;  

h.   perintah pembongkaran bangunan rumah susun;  

i.   denda  administratif ; dan/atau  

j.   pencabutan Perizinan Berusaha.  

(2) Ketentuan lebih lanjut  mengenai kriteria, jenis, 

besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi 
administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diatur dalam  Peraturan Pemerintah.  

(3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) tidak menghilangkan 
tanggung jawa b pemulihan.  

 

20.  Pasal 110  dihapus.  

 

21.  Pasal 112 dihapus.  

 

22.  Ketentuan Pasal 113  diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 113  

Setiap orang yang:  

a. mengubah peruntukan lokasi rumah susun yang 

sudah ditetapkan; atau  

b.  mengubah fungsi dan pemanfaatan rumah susun  

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 menimbulkan 

korban terhadap manusia atau kerusakan barang, pelaku 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu ) 
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tahun atau denda paling banyak Rp250.000.000,00 (dua 
ratus lima puluh juta rupiah).  

 

23.  Ketentuan Pasal  114  diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  

Pasal 114  

Setiap pejabat yang:  

a. menetapkan lokasi yang berpotensi menimbulkan 
bahaya untuk pembangunan rumah susun; atau  

b.  mengeluarkan Persetujuan Bangunan Gedung  rumah 

susun yang tidak sesuai dengan lokasi peru ntukan  

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dipidana dengan 

pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda 
paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).  

 

24.  Ketentuan  Pasal 117 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 117  

(1) Dalam hal perbu atan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 109, Pasal 111, Pasal 115 atau Pasal 116 

dilakukan oleh badan hukum, selain pidana penjara 
dan denda terhadap pengurusnya, pidana dapat 
dijatuhkan terhadap badan hukum berupa pidana 

denda dengan pemberatan  3 (tiga) ka li dari pidana 
denda terhadap orang.  

(2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), badan hukum dapat dijatuhi pidana 
tambahan berupa:  

a.  pencabutan Perizinan Berusaha ; atau  

b.   pencabutan status badan hukum.  

 

Pasal 52   

Beberapa ketentuan dalam Undang -Undang No mor 2 Tahun 

2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6018)  diubah  sebagai berikut : 

 

1.  Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  

Pasal 5  
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(1) Untuk men capai tujuan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, Pemerintah Pusat 

memiliki kewenangan:  

a.  mengembangkan struktur usaha Jasa 

Konstruksi;  

b.   mengembangkan sistem persyaratan usaha Jasa 
Konstruksi;  

c.  menyelenggarakan Perizinan Berusaha dalam 
rangk a registrasi badan usaha Jasa Konstruksi;  

d.   menyelenggarakan Perizinan Berusaha terkait 

Jasa Konstruksi;  

e.  menyelenggarakan pemberian lisensi ba gi 

lembaga yang melaksanakan se rtifikasi badan 
usaha;   

f.   mengembangkan sistem rantai pasok Jasa 

Konstruksi;  

g.  mengembangkan sistem permodalan dan sistem 

penjaminan usaha Jasa Konstruksi;  

h.   memberikan dukungan dan pelindungan bagi 
pelaku usaha Jasa Konstruksi nasional dalam 

mengakses pasar Jasa Konstruksi internasional;  

i.   mengembangkan sistem pengawasan tertib usaha 
Jasa Konstruksi;  

j.   menyelenggarakan penerbitan Perizinan Berusaha 
dalam rangka penanaman modal asing;  

k.   menyelenggarakan pengawasan tertib usaha Jasa 
Konstruksi asing dan Jasa Konstruksi kualifikasi 
besar;  

l.   menyelenggarakan pengembangan layanan usaha 
Jasa Konstru ksi;  

m.   mengumpulkan dan mengembangkan sistem 

informasi yang terkait dengan pasar Jasa 
Konstruksi di negara yang potensial untuk pelaku 

usaha Jasa Konstruksi nasional;  

n.   mengembangkan sistem kemitraan antara usaha 
Jasa Konstruksi nasional dan internasional;  

o.  menjamin terciptanya persaingan yang sehat 
dalam pasar Jasa Konstruksi;  

p.   mengembangkan segmentasi pasar Jasa 
Konstruksi nasional;  
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q.  memberikan pelindungan hukum bagi pelaku 
usaha Jasa Konstruksi nasional yang mengakses 

pasar Jasa Konstruksi internasional; d an  

r.   menyelenggarakan registrasi pengalaman badan 

usaha.  

(2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, Pemerintah Pusat 

memiliki kewenangan:  

a.  mengembangkan sistem pemilihan Penyedia Jasa 
dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi;  

b.   mengembangkan Kontrak Kerja Konstruksi yang 
menjamin kesetaraan hak dan kewajiban antara 

Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa;  

c.  mendorong digunakannya alternatif penyelesaian 
sengketa penyelenggaraan Jasa Konstruksi di luar 

pengadilan; dan  

d.   mengembangkan sistem kinerja Penyedia Jasa 

dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi.  

(3) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, Pemerintah Pusat 

memiliki kewenangan:  

a.  mengembangkan Standar Keamanan, 
Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan 

dalam p enyelenggaraan Jasa Konstruksi;  

b.   menyelenggarakan pengawasan penerapan 

Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan 
Keberlanjutan dalam penyelenggaraan dan 
pemanfaatan Jasa Konstruksi oleh badan usaha 

Jasa Konstruksi;  

c.  menyelenggarakan registrasi penilai ahli; dan  

d.   menetapkan penilai ahli yang teregistrasi dalam 

hal terjadi Kegagalan Bangunan.  

(4) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, Pemerintah Pusat 
memiliki kewenangan:  

a.  mengembangkan standar kompetensi kerja dan 

pelatiha n Jasa Konstruksi;  

b.   memberdayakan lembaga pendidikan dan 

pelatihan kerja konstruksi nasional;  

c.  menyelenggarakan pelatihan tenaga kerja 
konstruksi strategis dan percontohan;  
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d.   mengembangkan sistem sertifikasi kompetensi 
tenaga kerja konstruksi;  

e.  menetapkan s tandar remunerasi minimal bagi 
tenaga kerja konstruksi;  

f.   menyelenggarakan pengawasan sistem sertifikasi, 
pelatihan, dan standar remunerasi minimal bagi 
tenaga kerja konstruksi;  

g.  menyelenggarakan akreditasi bagi asosiasi profesi 
dan lisensi bagi lembaga ser tifikasi profesi;  

h.   menyelenggarakan registrasi tenaga kerja 

konstruksi;  

i.   menyelenggarakan registrasi pengalaman 

profesional tenaga kerja konstruksi serta lembaga 
pendidikan dan pelatihan kerja di bidang 
konstruksi;  

j.   menyelenggarakan penyetaraan tenaga kerj a 
konstruksi asing; dan  

k.   membentuk lembaga sertifikasi profesi untuk 
melaksanakan tugas sertifikasi kompetensi kerja 
yang belum dapat dilakukan lembaga sertifikasi 

profesi yang dibentuk oleh asosiasi profesi atau 
lembaga pendidikan dan pelatihan.  

(5) Untuk men capai tujuan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e, Pemerintah Pusat 
memiliki kewenangan:  

a.  mengembangkan standar material dan peralatan 
konstruksi, serta inovasi teknologi konstruksi;  

b.   mengembangkan skema kerja sama antara 

institusi penelitia n dan pengembangan dan 
seluruh pemangku kepentingan Jasa Konstruksi;  

c.  menetapkan pengembangan teknologi prioritas;  

d.   memublikasikan material dan peralatan 
konstruksi serta teknologi konstruksi dalam 

negeri kepada seluruh pemangku kepentingan, 
baik nasional maupun internasional;  

e.  menetapkan dan meningkatkan penggunaan 

standar mutu material dan peralatan sesuai 
dengan Standar Nasional Indonesia;  

f.   melindungi kekayaan intelektual atas material 
dan peralatan konstruksi serta teknologi 
konstruksi hasil penelitian  dan pengembangan 

dalam negeri; dan  
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g.  membangun sistem rantai pasok material, 
peralatan, dan teknologi konstruksi.  

(6) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f, Pemerintah Pusat 

memiliki kewenangan:  

a.  meningkatkan partisipasi mas yarakat yang 
berkualitas dan bertanggung jawab dalam 

pengawasan penyelenggaraan Jasa Konstruksi;  

b.   meningkatkan kapasitas kelembagaan 
masyarakat Jasa Konstruksi;  

c.  memfasilitasi penyelenggaraan forum Jasa 
Konstruksi sebagai media aspirasi masyarakat 

Jasa Kon struksi;  

d.   memberikan dukungan pembiayaan terhadap 
penyelenggaraan Sertifikasi Kompetensi Kerja; 

dan  

e.  meningkatkan partisipasi masyarakat yang 

berkualitas dan bertanggung jawab dalam Usaha 
Penyediaan Bangunan.  

(7) Dukungan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (6) huruf d dilakukan dengan 
mempertimbangkan kemampuan keuangan negara.  

(8) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g, Pemerintah Pusat 
memiliki kewenangan:  

a.  mengembangkan sistem informasi Jasa 
Konstruksi nasional; dan  

b.   men gumpulkan data dan informasi Jasa 

Konstruksi nasional dan internasional.  

2.  Ketentuan  Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 6  

(1) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 4 ayat (1) h uruf a, gubernur sebagai 
wakil Pemerintah Pusat  di daerah sesuai dengan 
norma, standar, prosedur, dan kriteria yang 

ditetapkan oleh Pemerintah Pusat memiliki 
kewenangan:  

a.  memberdayakan b adan usaha Jasa Konstruksi;  

b.   menyelenggarakan pengawasan pemberian 
Perizinan Berusaha ; 
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c.  menyelenggarakan pengawasan t ertib usaha Jasa 
Konstruksi di provinsi;  

d.   menyelenggarakan pengawasan s istem rantai 
pasok konstruksi di provinsi; dan  

e.  memfasilitasi kemitraan antara badan usaha Jasa 
Konstruksi di provinsi dengan badan usaha dari 
luar provinsi.  

(2) Untuk mencapai tujuan sebag aimana dimaksud 
dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, gubernur sebagai 
wakil Pemerintah Pusat di dae rah sesuai dengan 

norma, standar, prosedur, dan kriteria yang 
ditetapkan oleh Pemerintah Pusat memiliki 

kewenangan:  

a.  menyelenggarakan pengawasan pemilihan 
penyedi a Jasa dalam penyelenggar aan Jasa 

Konstruksi;  

b.   menyelenggarakan pengawasan Konstruksi; dan  

c.  menyelenggarakan pengawasan tertib 
penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan Jasa 
Konstruksi di provinsi.  

(3) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 4 ayat  (1) huruf c, g ubernur sebagai 
wakil  Pemerintah Pusat di daerah sesuai dengan 

norma, standar, prosedur, dan kriteria yang 
ditetapkan oleh Pemerintah  Pusat me miliki 

kewenangan menyelenggarakan pengawasan 
penerapan Standar Keamanan, Keselamatan, 
Kesehatan, dan Keberlanjutan dalam 

penyelenggaraan dan pemanfaatan Jasa Konstruksi 
oleh badan usaha Jasa Konstruksi kualifikasi kecil 
dan menengah.  

(4) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, gubernur sebagai 

wakil Pemerintah Pusat di d aerah sesuai dengan 
norma, standar, prosedur, dan kriteria yang 
ditetapkan oleh Pemerintah Pusat memiliki 

kewenangan menyelenggarakan pengawasan:  

a.  Sistem Sertifikasi Kompetensi Kerja;  

b.   pelatihan tenaga kerja konstruksi; dan  

c.  upah tenaga kerja konstruksi.  

(5) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e, gubernur sebagai 
wakil Pemerintah Pusat di daerah sesuai dengan 
norma, standar, prosedur, dan kriteria yang 
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ditetapkan oleh Pemerintah Pusat memiliki 
kewenangan:  

a.  menyelenggarakan pe ngawasan penggunaan 
material, peralatan, dan teknologi konstruksi;  

b.   memfasilitasi kerja sama antara institusi 
penelitian dan pengembangan Jasa Konstruksi 
dengan seluruh pemangku kepentingan Jasa 

Konstruksi;  

c.  memfasilitasi pengembangan teknologi prioritas;  

d.   menyelenggarakan pengawasan pengelolaan dan 

pemanfaatan sumber material konstruksi; dan  

e.  meningkatkan penggunaan standar mutu 

material dan peralatan sesuai dengan Standar 
Nasional  Indonesia.  

(6) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 4 ayat ( 1) huruf f, gubernur sebagai 
wakil  Pemerintah Pusat di da erah sesuai dengan 

norma, standar, prosedur, dan kriteria yang 
ditetapkan oleh Pemerintah Pusat memiliki 
kewenangan:  

a.  memperkuat kapasitas kelembagaan masyarakat 
Jasa Konstruksi provinsi;  

b.   meningkat kan partisipasi masyarakat Jasa 

Konstruksi yang berkualitas dan bertanggung 
jawab  dalam pengawasan penyelenggaraan usaha 

Jasa Konstruksi; dan  

c.  meningkatkan partisipasi masyarakat Jasa 
Konstruksi yang berkualitas dan bertanggung 

jawab dalam usaha penyediaa n bangunan.  

(7) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g, gubernur sebagai 

wakil Pemerintah Pusat di daerah sesuai dengan 
norma, standar, prosedur, dan kriteria yang 

ditetapkan oleh Pemerintah Pusat me miliki 
kewenangan mengumpu lkan data dan informasi Jasa 
Konstruksi di provinsi.  

3.  Ketentuan  Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 7  

Kewenangan Pemerintah Da erah provinsi dilaksa nakan 
sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria 

yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat pada s ub -urusan 
Jasa Konstruksi meliputi:  
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a. penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi; 
dan  

b.  penyelenggaraan sistem informasi Jasa Konstruksi 
cakupan daerah provinsi.  

4.  Ketentuan  Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 8  

Kewenangan Pemerintah Da erah kabupaten/kota 
dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, prosedur, 
dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat pada 

sub -urusan Jasa Konstruksi meliputi:  

a. penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil 

konstruksi;  

b.  penyelenggaraan sistem informasi Jasa Konstruksi 
cakupan daerah kabupaten/kota;  

c. penerbitan Perizinan Berusaha kualifikasi kecil, 
menengah, dan besar; dan  

d.  pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan, 
dan tertib pemanfaatan Jasa Konstruksi.  

5.  Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  

Pasal 9  

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 8, 
Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai 

dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang 
ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dapat melibatkan 
masyaraka t Jasa Konstruksi.  

6.  Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 10  

Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab dan 
kewenangan serta Perizinan  Berusaha sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 9 diatur 
dalam  Peraturan  Pemerintah  

7.  Ketentuan Pasal 20  diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  

Pasal 20  

(1) Kualifikasi usaha bagi badan usaha sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 19 terdiri atas:  

a.  kecil;  
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b.   menengah; dan  

c.  besar.  

(2) Penetapan kualifikasi usaha sebagaimana dimaksud 
pada aya t (1) dilaksanakan melalui penilaian 

terhadap:  

a.  penjualan tahunan;  

b.   kemampuan keuangan;  

c.  ketersediaan tenaga kerja konstruksi; dan  

d.   kemampuan dalam penyediaan peralatan 
konstruksi.  

(3) Kualifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) menentukan batasan kem ampuan usaha dan 

segmentasi pasar usaha Jasa Konstruksi.  

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan 
kualifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) diatur dalam  Peraturan Pemerintah . 

8.  Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  

Pasal 2 6 

(1) Setiap usaha orang perseorangan dan badan usaha 

jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
19 yang akan memberikan layanan Jasa Konstruksi 
wajib memenuhi Perizinan Berusaha.  

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha 
sebagaimana dimaksud pa da ayat (1) diatur dalam  

Peraturan Pemerintah.  

9.  Ketentuan Pasal 27  diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 27  

Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
26 ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Daerah 

kabupaten/kota sesuai dengan norma, standa r, prosedur, 
dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat 

kepada usaha orang perseorangan yang berdomisili di 
wilayahnya sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang -undangan.  

10.  Ketentuan Pasal 28  diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 28  

Perizinan Berusaha sebagaimana dimasud dalam Pasal 26 
ayat ( 1) diberikan oleh Pemerintah Daerah 
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kabupaten/kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, 
dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat 

kepada badan usaha yang berdomisili di wilayahnya 
sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang -undangan.  

11.  Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 29  

(1) Perizinan Berusaha berlaku untuk melaksanakan 
kegiatan usaha Jasa Konstruksi di seluruh wilayah 
Republik Indonesia.  

(2) Pemerintah Daerah kabupat en/kota sesuai dengan 
norma, standar, prosedur, dan kriteria yang 

ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28 membentuk 
peraturan di daerah mengenai Perizinan Berusaha.  

12.  Ketentuan  Pasal 30  diubah sehingga berbunyi sebag ai 
berikut:  

Pasal 30  

(1) Setiap badan usaha yang mengerjakan Jasa 
Konstruksi wajib memiliki Sertifikat Badan Usaha.  

(2) Sertifikat Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diterbitkan melalui suatu proses sertifikasi 
dan registrasi oleh Pemerintah Pusat.  

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi dan 
registrasi badan usaha sebagaimana dimaksud pada 

ayat ( 2) diatur dalam  Peraturan Pemerintah.  

13.  Pasal 31  dihapus.  

14.  Ketentuan Pasal 33  diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  

Pasal 33  

(1) Kantor perwakilan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 32 huruf a wajib:  

a.  berbentuk badan usaha dengan kualifikasi yang 

setara dengan kualifikasi besar;  

b.   memenuhi Perizinan Berusaha;  

c.  membentuk kerja sama operasi dengan badan 

usaha Jasa Konstruksi nasional berkualifikasi 
besar yang memenuh i Perizinan Berusaha;  

d.   mempekerjakan lebih banyak tenaga kerja 
Indonesia daripada tenaga kerja asing;  
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e.  menempatkan warga negara Indonesia sebagai 
pimpinan tertinggi kantor perwakilan;  

f.   mengutamakan penggunaan material dan 
teknologi konstruksi dalam negeri;  

g.  memiliki teknologi tinggi, mutakhir, efisien, 
berwawasan lingkungan, serta memperhatikan 
kearifan lokal;  

h.   melaksanakan proses alih teknologi; dan  

i.   melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang -undangan.  

(2) Perizinan Berusaha sebaga imana dimaksud pada 
ayat (1) huruf b diberikan oleh Pemerintah Pusat 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -
undangan.  

(3) Kerja sama operasi sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf c dilakukan dengan prinsip kesetaraan 
kualifikasi, kesamaan layanan, dan tanggung 

renteng.  

15.  Ketentuan Pasal 34  diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 34  

(1) Ketentuan mengenai kerja sama modal sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 32 huruf b dilaksanakan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -
undangan.  

(2) Badan usaha Jasa Kons truksi yang dibentuk dalam 
rangka kerja sama modal sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 32 hur uf b harus memenuhi persyaratan 

kualifikasi besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
20 ayat (1) huruf c.  

(3) Badan usaha Jasa Konstruksi yang dibentuk dalam 

rangka kerja s ama modal sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) wajib memenuhi Perizinan Berusaha.  

(4) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) diberikan oleh Pemerintah Pusat sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang -undangan.  

16.  Ketentuan Pasal 35  diubah sehingga b erbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 35  

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian Perizinan 
Berusaha, tata cara kerja sama operasi, dan penggunaan 

lebih banyak tenaga kerja Indonesia, sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf 
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d, dan pe mberian Perizinan Berusaha sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4) diatur dalam Peraturan 

Pemerintah.  

17.  Pasal 36 dihapus.  

18.  Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 38  

(1) Penyelenggaraan Jasa Konstruksi dilakukan melalui 
penyelengg araan usaha Jasa Konstruksi.  

(2) Penyelenggaraan Usaha Jasa Konstruksi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
dikerjakan sendiri atau melalui pengikatan Jasa 

Kontruksi . 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan 
usaha Jasa Konstruksi yang dikerjakan sen diri atau 

melalui pengikatan Jasa Konstruksi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) diatur dalam  Peraturan 

Pemerintah . 

19.  Pasal 42  dihapus . 

20.  Ketentuan  Pasal 44 diubah sehingga  berbunyi sebagai 

berikut:  

Pasal 44  

Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 

ayat (2) dilarang menggunakan Penyedia Jasa yang 
terafiliasi pada pembangunan untuk kepentingan umum 

tanpa melalui tender, seleksi, atau katalog elektronik.  

21.  Pasal 57 dihapus.  

22.  Pasal 58  dihapus . 

23.  Ketentuan  Pasal 59 diubah sehingga  berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 59  

(1) Dalam setiap penyelenggaraan Jasa Konstruksi, 
Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa wajib memenuhi 

Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan 
Keberlanjutan.  

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan 

Jasa Konstruksi, Pengguna Jasa, dan Penyedia Ja sa 
wajib memenuhi standar Keamanan, Keselamatan, 

Kesehatan, dan Keberlanjutan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diatur dalam  Peraturan 
Pemerintah.  
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24.  Ketentuan Pasal 69  diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 69  

(1) Pelatihan tenaga kerja konstruksi dis elenggarakan 

dengan metode pelatihan kerja yang relevan, efektif, 
dan efisien sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja.  

(2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditujukan untuk meningkatkan produktivitas kerja.  

(3) Standar Kompetensi Kerja sebagaimana dimaks ud 
pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang -undangan.  

(4) Pelatihan tenaga kerja konstruksi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh 
lembaga pendidikan dan pelatihan kerja sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang -undangan.  

(5) Lembaga pendidikan dan  pelatihan kerja 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memenuhi 

Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.  

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Perizinan 
Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 

diatur dalam  Peraturan Pem erintah.  

25.  Ketentuan Pasal 72 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 72  

(1) Untuk mendapatkan pengakuan pengalaman 

profesional, setiap tenaga kerja konstruksi harus 
melakukan registrasi kepada Pemerintah  Pusat . 

(2) Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat  (1) 

dibuktikan dengan tanda daftar pengalaman 
profesional.  

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai registrasi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam  
Peraturan Pemerintah . 

26.  Pasal 74 dihapus.  

 

27.  Ketentuan Pasal 84 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  

Pasal 84  

(1) Penyelenggaraan sebagian kewenangan Pemerintah 
Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 
mengikutsertakan masyarakat Jasa Konstruksi.  
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(2) Keikutsertaan masyarakat Jasa Konstruksi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

melalui satu lembaga yang dib entuk oleh Pemerintah 
Pusat.  

(3) Unsur pengurus lembaga sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) dapat diusulkan dari:  

a. asosiasi perusahaan yang terakreditasi;  

b.   asosiasi profesi yang terakreditasi;  

c.  institusi pengguna Jasa Konstruksi yang 
memenuhi kriteria;  

d.   perguruan tinggi atau pakar yang memenuhi 
kriteria; dan  

e.  asosiasi terkait rantai pasok konstruksi yang 
terakreditasi.  

(4) Pengurus lembaga s ebagaimana dimaksud pada ayat 

(3) ditetapkan oleh Pemerintah Pusat setelah 
mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan 

Rakyat.  

(5) Penyelenggaraan sebagian kewenangan yang 
dilakukan oleh lembaga sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dibiayai dengan anggaran pendapatan dan 
belanja negara dan/atau sumber lain yang sah sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang -undangan.  

(6) Biaya yang d iperoleh dari masyarakat atas layanan 
dalam penyelenggaraan sebagian kewenangan yang 

dilakukan lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3) merupakan penerimaan negara bukan pajak 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -

undangan.  

(7) Ketentuan lebih lanjut m engenai penyelenggaraan 
sebagian kewenangan Pemerintah Pusat yang 

mengikutsertakan masyarakat Jasa Konstruksi dan 
pembentukan lembaga diatur dalam  Peraturan 

Pemerintah.  

28.  Ketentuan Pasal 89 diubah sehingga  berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 89  

Setiap usaha oran g perseorangan dan badan usaha yang 

tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 26 ayat (1) dikenai sanksi administratif 
berupa:  

a. peringatan tertulis;  

b.  denda administratif; dan/atau  
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c. penghentian sementara kegiatan layanan Jasa 
Konstr uksi.  

29.  Pasal 92 dihapus.  

30.  Ketentuan Pasal 96  diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  

Pasal 96  

(1) Setiap Penyedia Jasa dan/atau Pengguna Jasa yang 

tidak memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, 
Kesehatan, dan Keberlanjutan dalam 
penyelenggaraan Jasa Konstruksi  sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dikenai sanksi 
administratif berupa:  

a. peringatan tertulis;  

b.  denda administratif;  

c. penghentian sementara kegiatan Konstruksi;  

d.  layanan Jasa pencantuman dalam daftar hitam;  

e. pembekuan Perizinan Berusaha ; dan/ atau  

f.  pencabutan Perizinan Berusaha . 

(2) Setiap Pengguna Jasa dan/ atau Penyedia Jasa yang 
dalam  memberikan pengesahan atau persetujuan 

melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 59 ayat ( 1) dikenai sanksi administratif berupa:  

a. peringatan tertulis;  

b.  denda ad ministratif;  

c.  penghentian sementara kegiatan layanan Jas a 

 Konstruksi;  

d.  pencantuman  dalam daftar  hitam;  

e. pembekuan Perizinan Berusaha ;  

f.  pencabutan Perizinan Berusaha ; dan/ atau  

g.  pencabutan Sertifikat Badan Usaha untuk 
Penyedia   Jasa Konstruksi . 

31.  Ketentuan P asal 99 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 99  

(1) Setiap tenaga kerja konstruksi yang bekerja di bidang 
Jasa Konstruksi tidak memiliki Sertifikat Kompetensi 

Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) 
dikenai sanksi administratif berupa pemberhentian 

dari tempat kerja.  
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(2) Setiap Pengguna Jasa dan/atau Penyedia Jasa yang 
mempekerjakan tenaga kerja konstruksi yang tidak 

memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) dikenai sanksi 

adminis tratif berupa:  

a.  denda administratif; dan/atau  

b.   penghentian sementara kegiatan layanan Jasa 

Konstruksi.  

(3) Setiap tenaga kerja konstruksi yang bekerja di bidang 
Jasa Konstruksi yang memiliki Sertifikat Kompetensi 

Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ay at (1) 
yang tidak berprakt ik sesuai dengan standar 

kompetensi kerja nasional Indonesia, standar 
internasional, dan atau standar khusus dikena i 
sanksi berupa:  

a.  peringatan tertulis;  

b.   denda administratif;  

c.  pembekuan sertifikat kompetensi kerja; dan/atau  

d.   pencabutan sertifikat kompetensi kerja . 

(4) Setiap lembaga sertifikasi profesi yang tidak 

mengikuti ketentuan pelaksanaan uji kompetensi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) 
dikenai sanksi berupa:  

a.  peringatan tertulis;  

b.   denda administratif;  

c.  pembekuan  lisensi; dan/atau  

d.   pencabutan lisensi.  

32.  Pasal 101 dihapus . 

33.  Ketentuan Pasal 102 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 102  

Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran 
denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif 

sebagaimana dima ksud dalam Pasal 89, Pasal 90, Pasal 
91, Pasal 93, Pasal 94,  Pasal 95,  Pasal 96,  Pasal 97,  
Pasal 98,  Pasal 99, dan Pasal 100 diatur dalam Peraturan 

Pemerintah.  

 

Pasal 53   

Beberapa ketentuan dalam Undang -Undang Nomor 17 Tahun 
2019 tentang Sumber Daya Air (Lemba ran Negara Republik 
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Indonesia Tahun 2019  Nomor 190 , Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6 405 ) diubah  sebagai 

berikut : 

1.  Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  

Pasal 8  

(1) Hak rakyat atas Air yang dijamin pemenuhannya oleh  

negar a sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 
merupakan  kebutuhan pokok minimal sehari -hari.  

(2) Selain hak rakyat atas Air yang dijamin 

pemenuhannya oleh negara sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) negara memprioritaskan hak rakyat 

atas Air sebagai berikut:  

a.  kebutuhan p okok sehari hari;  

b.   pertanian ra kyat; dan  

c.  penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan  
usaha guna memenuhi kebutuhan pokok sehari -

hari  melalui Sistem Penyediaan Air Minum.  

(3) Dalam hal ketersediaan Air tidak mencukupi untuk 
prioritas pemenuhan sebagaimana dimak sud pada 

ayat (2) , pemenuhan Air untuk kebutuhan pokok 
sehari -hari lebih diprioritaskan dari yang lainnya.  

(4) Dalam hal ketersediaan Air mencukupi, setelah 

urutan prioritas pemenuhan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) , urutan prioritas selanjutnya adalah:  

a.  penggunaan Sumber Daya Air guna memenuhi  
kegiatan bukan usaha untuk kepentingan publik;  
dan  

b.   penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan  
usaha lainnya yang telah ditetapkan Perizinan 
Berusaha.  

(5) Pemerintah Pusat ata u Pemerintah Daerah sesuai 
dengan norma, stand ar, prosedur, dan kriteria yang 

ditetapkan oleh Pemerintah Pusat menetapkan 
urutan prioritas pemenuhan Air pada Wilayah Sungai 
sesuai dengan kewenangannya berdasarkan 

ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat 
(3), dan ayat (4).  

(6) Dalam menetapkan pr ioritas pemenuhan Air 
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) , Pemerintah 
Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan norma, 

standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh 
Pemerintah Pusat terlebih dahulu memperhitungkan 
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keperluan Air untuk pemeliharaan Su mber Air da n 
lingkungan hidup.  

(7) Hak rakyat atas Air bukan merupakan hak 
kepemilikan atas Air, melainkan  hanya terbatas pada 

hak untuk memperoleh dan menggunakan sejumlah 
kuota Air sesuai dengan alokasi yang penetapannya 
diatur dalam  Peraturan Pemerintah.  

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan 
Sumber Daya Air untuk memenuhi kebutuhan pokok 
sehari -hari, pertanian rakyat, dan kebutuhan usaha 

guna memenuhi kebutuhan pokok sehari -hari 
melalui Sistem Penyediaan Air Minum, sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2), se rta untuk memenuhi 
kegiatan bukan usaha untuk kepentingan publik dan 
kebutuhan usaha lainnya sebagaimana dimaksud 

pada ayat (4) diatur dalam  Peraturan Pemerintah.  

 

2.  Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 9  

(1) Atas dasar penguasaan ne gara terhadap Sumber 
Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 
Pemerintah Pusat dan/atau Pemerint ah Daerah 

sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria 
yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat diberi tugas 

dan wewenang untuk mengatur dan mengelola 
Sumber Daya Air.  

(2) Penguasaan Sumber Daya Air sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh 
Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah 
sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria 

yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dengan tetap 
mengakui Hak Ulayat Masyarakat Adat setempat  dan 

hak yang serupa dengan itu sepanjang tidak 
bertentangan dengan kepentingan nasional dan 
ketentuan peraturan perundang -undangan.  

(3) Hak Ulayat dari Masyarakat Adat atas Sumber Daya 
Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap diakui 

sepanjang kenyataannya masih ada dan telah diatur 
dalam  Peraturan Daerah.  

  

3.  Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 12  
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Tugas dan wewenang Pemerintah Daerah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) meliputi tugas d an 

wewenang Pemerintah Daerah provinsi dan/atau 
Pemerintah Daerah kabupaten/ kota sesuai dengan 

norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan 
oleh Pemerintah Pusat.  

 

4.  Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 17  

Pemerintah desa atau yang disebut dengan nama lain 
sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria 

yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat memiliki tugas : 

a. membantu Pemerintah Pusat dan/ atau Pemerintah 
Daerah dalam mengelola Sumber Daya Air di wilayah 

desa berdasa rkan asas kemanfaatan umum dan 
dengan memperhatikan kepentingan desa lain;  

b.  mendorong prakarsa dan partisipasi masyarakat desa 
dalam Pengelolaan Sumber Daya Air di wilayahnya;  

c. ikut serta dalam menjaga efektivitas, efisiensi, 

kualitas, dan ketertiban pelaksa naan Pengelolaan 
Sumber Daya Air; dan  

d.  membantu Pemerintah Daerah kabupaten/kota 

dalam memenuhi kebutuhan pokok minimal  sehari -
hari atas Air bagi warga desa.  

 

5.  Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 19  

(1) Sebagian tugas dan wewenang Pemerintah Pusat 
dan/atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 10, Pasal 11, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 
15, dan Pasal 16 dalam mengelola Sumber Daya Air 

yang meliputi satu Wilayah Sungai dapat ditugaskan 
kepada Pengelola Sumber Daya Air.  

(2) Pengelola Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dapat berupa unit pelaksana teknis 
kementerian/unit pelaksana teknis daerah atau 

badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah 
di bidang Pengelolaan Sumber Daya Air.  

(3) Sebagian tugas dan wewenang se bagaimana 

dimaksud  pada ayat (1) tidak termasuk:  

a.  menetapkan  kebijakan;  
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b.  menetapkan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air;  

c. menetapkan Rencana Pengelolaan Sumber Daya 

Air;  

d.  menetapkan kawasan lindung Sumber Air;  

e. menerbitkan Perizinan Berusaha atau 
Persetujuan ; 

f.  membentuk wadah kooordinasi;  

g. menetapkan norma, standar, prosedur, dan 
kriteria;  

h.  membentuk Pengelola Sumber Daya Air; dan  

i.  menetapkan  nilai  satuan  BJPSDA.  

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai badan usaha milik 

negara/ badan usaha milik daerah di bidang 
Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) diatur dalam  Peraturan Pemerintah.  

 

6.  Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  

Pasal 40  

(1) Pelaksanaan konstruksi Prasarana Sumber Daya Air 

dan pelaksanaan nonkonst ruksi dilak ukan oleh 
Pemerintah Pusat dan/ atau Pemerintah Daerah 
sesuai dengan kewenangannya berdasarkan program 

dan rencana kegiatan.  

(2) Pelaksanaan konstruksi Prasarana Sumber Daya Air 

dan pelaksanaan nonkonstruksi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dapat d ilakukan dengan 
melibatkan peran serta masyarakat.  

(3) Setiap Orang  atau kelompok masyarakat atas 
prakarsa sendiri dapat melaksanakan kegiatan 
konstruksi Prasarana Sumber Daya Air dan 

pelaksanaan nonkonstruksi untuk kepentingan 
sendiri berdasarkan Persetujuan atau Perizinan 

Berusaha dari Pemerintah Pusat dan/atau 
Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya 
berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria 

yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.  

(4) Pelaksanaan konstruksi Prasarana Sumber Daya Air 

dan pelaksanaan nonkonstruksi dilakukan dengan:  

a. mengikuti norma, standar, prosedur, dan kriteria;  

b.  memanfaatkan teknologi dan sumber daya lokal; 

dan  
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c. mengutamakan keselamatan, keamanan kerja, dan 
keberlanjutan fungsi ekologis , 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -
undangan . 

(5) Kewajiban memperoleh p ersetujuan atau Perizinan 
Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
dikecualikan bagi kegiatan nonkonstruksi yang tidak 

mengakibatkan perubahan fisik pada Sumber Air.  

(6) Ketentuan lebih  lanjut mengenai p ersetujuan atau 
Perizi nan Berusaha sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) diatur dalam  Peraturan Pemerintah.  

 

7.  Ketentuan Pasal 43 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 43  

(1) Pemantauan Pengelolaan Sumber Daya Air dilakukan 
terhadap:  

a.  Perencanaan Pengelolaan Sumber Daya Air;  

b.   pelaksanaan konstruksi Prasarana Sumber Daya 
Air dan pelaksanaan nonkonstruksi; dan  

c.  pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan Sumber 
Daya Air.  

(2) Evaluasi Pengelolaan Sumber Daya Air dilakukan 

berdasarkan hasil pemantauan Sumber Daya Air 
sebagaimana dimaksud pada  ayat (1) terhadap 

tujuan Pengelolaan Sumber Daya Air.  

(3) Hasil evaluasi Pengelolaan Sumber Daya Air 
digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam 

melakukan perbaikan penyelenggaraan Pengelolaan 
Sumber Daya Air.  

(4) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Pengelolaan 

Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dan ayat (2) dilakukan oleh Pemeri ntah Pusat 

dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan 
kewenangannya berdasarkan norma, standar, 
prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh 

Pemerintah Pusat.  

(5) Ketentuan lebih l anjut mengenai pemantauan dan 

evaluasi Pengelolaan Sumber Daya Air diatur dalam  
Peraturan Pemerintah.  
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8.  Ketentuan Pasal 44 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 44  

(1) Penggunaan Sumber Daya Air sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf c unt uk 
kebutuhan usaha dan kebutuhan bukan usaha 
dilakukan setelah memenuhi Perizinan Berusaha 

atau persetujuan penggunaan sumber daya air . 

(2) Perizinan Berusaha atau persetujuan penggunaan 
Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) diberikan dengan mempe rhatikan fungsi kawasan 
dan kelestarian lingkungan hidup.  

(3) Perizinan Berusaha atau persetujuan penggunaan 
Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) diberikan oleh Pemerintah Pusat dan/atau 

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya 
berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria 

yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.  

(4) Perizinan Berusaha atau persetujuan penggunaan 
Sumber Daya Air sebagaimana dimak sud pada ayat 

(2) tidak dapat disewakan atau dipindahtangankan, 
baik sebagian maupun seluruhnya.  

 

9.  Ketentuan Pasal 45 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 45  

(1) Persetujuan  penggunaan Sumber Daya Air untuk 
kebutuhan bukan usaha terdiri atas:  

a.  persetujuan  penggunaan Sumber Daya Air untuk 
pemenuhan kebutuhan pokok sehari -hari 
diperlukan jika:  

1.  cara  penggunaannya dilakukan dengan 
mengubah kondisi alami Sumber Air; 

dan/atau  

2.  penggunaannya di ajukan untuk keperluan 
kelompok yang memerlukan Air dalam jumlah 

yang besar.  

b.   persetujuan  penggunaan Sumber Daya Air untuk 

pemenuhan kebutuhan pertanian ra kyat 
dipe rlukan jika:  

1.  cara pengguna annya dilakukan dengan 

mengubah kondisi alami Sumber Air; 
dan/atau  
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2.  penggunaannya untuk pertanian ra ky at di 
luar sistem irigasi yang sudah ada.  

c.  persetujuan  penggunaan Sumber Daya Air untuk 
pemenuhan kebutuhan bagi kegiatan selain  

untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari -hari 
dan pertanian ra ky at yang bukan merupakan 
kegiatan usaha.  

 

10.  Ketentuan Pasal 49 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 49  

(1) Penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan 

usaha sebagaimana dimaksud dalam Pas al 47 dapat 
berupa penggunaan:  

a.  Sumber Daya Air sebagai media;  

b.   Air dan Daya Air sebagai materi;  

c.  Sumber Air sebagai media; dan/atau  

d.   Air, Sumber Air, dan/atau Daya Air sebagai media 
dan materi.  

(2) Penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan 

usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib 
memenuhi Perizinan Berusaha . 

(3) Pemberian Perizinan Berusaha dilakukan secara 

ketat dengan urutan prioritas:  

a.  pemenuhan kebutuha n pokok sehari -hari bagi 

kelompok yang memerlukan Air dalam jumlah 
yang besar;  

b.   pemenuhan kebutuhan po kok sehari -hari yang 

mengubah kondisi alami Sumber Air;  

c.  pertanian rakyat di luar sistem irigasi yang sudah 
ada;  

d.   penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan 
usaha guna memenuhi kebutuhan pokok sehari -

hari melalui Sistem Penyediaan Air Minum;  

e.  kegiatan buka n usaha untuk kepentingan publik;  

f.   penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan 

usaha oleh badan usaha milik negara, badan 
usaha  milik daerah, atau b adan usaha milik 

desa; dan  

g.  penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan 
usaha oleh badan usaha swasta atau 
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perseorangan.  

(4) Perizinan Berusaha penggunaan Sumber Daya Air 

untuk kebutuhan usaha sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) da pat diberikan untuk:  

a.  titik atau tempat tertentu pada Sumber Air;  

b.   ruas tertentu pada Sumber Air; atau  

c.  bagian tertentu  dari Sumber Air.  

(5) Perizinan Berusaha penggunaan Sumber Daya Air 
untuk kebutuhan usaha sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4) dapat diberikan kepada:  

a.  badan usaha milik negara;  

b.   badan usaha milik daerah;  

c.  badan usaha milik desa;  

d.   koperasi;  

e.  badan usaha swasta; atau  

f.   perseorangan.  

 

11.  Ketentuan Pasal 50 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 50  

Perizinan Berusaha penggunaan Sumber Daya Air untuk 
kebutuhan usaha dengan menggunakan Air dan Daya Air 
sebagai materi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 

ayat (1) huruf b yang menghasi lkan produk berupa Air 
minum untuk kebutuhan pokok sehari -hari diberikan 

kepada badan usaha milik negara, badan usaha milik 
daerah, atau badan usaha milik desa penyelenggara 
Sistem Penyediaan Air Minum.  

 

12.  Ketentuan Pasal 51 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 51  

(1) Perizinan Berusaha  penggunaan Sumber Daya Air 

untuk kebutuhan usaha dapat diberikan kepada 
pihak swasta setelah memenuhi syarat tertentu dan 
ketat sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 46 ayat ( 1) 

huruf f paling sedikit:  

a.  sesuai dengan Pol a Pengelolaan Sumber Daya Air 

dan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air;  

b.   memenuhi persyaratan teknis administratif;  
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c.  mendapat persetujuan dari para pemangku 
kepentingan di kawasan Sumber Daya Air; dan  

d.   memenuhi kewajiban biaya Konservasi Sumber 
Daya Air yan g merupakan komponen dalam 

BJPSDA dan kewajiban keuangan lainnya sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang -
undangan.  

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha 
untuk menggunakan Sumber Daya Air sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diatur dalam  Peraturan 

Pemerintah.  

 

13.  Ketentuan Pasal 52 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 52  

(1) Penggunaan Sumber Daya Air untuk negara lain 
dilarang, kecuali untuk tujuan kemanusiaan.  

(2) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
harus memenuhi persyaratan tel ah dapat 
terpenuhinya kebutuhan penggunaan Sumber Daya 

Air di Wilayah Sungai yang bersangkutan serta 
daerah sekitarnya.  

(3) Penggunaan Sumber Daya Air untuk negara lain 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 
didasarkan pada Pola Pengelolaan Sumber Daya Air 

dan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air pada 
Wilayah Sungai yang bersangkutan dan 
memperhatikan kepentingan daerah di sekitarnya.  

(4) Rencana penggunaan Sumber Daya Air untuk negara 
lain dilakukan melalui proses konsu ltasi publik oleh 
Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah 

sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, 
standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh 

Pemerintah Pusat.  

(5) Penggunaan Sumber Daya Air untuk negara lain 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) 

wajib mendapat Persetujuan dari Pemerintah Pusat 
berdasarkan rekomendasi dari Pemerintah Daerah 

dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -
undangan.  

 

14.  Ketentuan Pasal 56 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  
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Pasal 56  

(1) Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Air dilakukan 

oleh Peme rintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah 
sesuai dengan kewenangannya terhadap Pengelolaan 

Sumber Daya Air berdasarkan norma, standar, 
prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh 
Pemerintah Pusat.  

(2) Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Air 
sebagaimana dimaksud p ada ayat (1) dapat 
dilakukan dengan melibatkan peran masyarakat.  

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan 
Pengelolaan Sumber Daya Air diatur dalam  Peraturan 

Pemerintah.  

 

15.  Ketentuan Pasal 70 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  

Pasal 70  

(1) Setiap Orang y ang dengan sengaja:  

a.  melakukan kegiatan pelaksanaan konstruksi 
Prasarana Sumber Daya Air dan nonkonstruksi 

pada Sumber Air tanpa memperoleh Perizinan 
Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah 
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 

ayat (3);  

b.   menye wakan atau memindahtangankan, baik 

sebagian maupun keseluruhan Perizinan 
Berusaha atau persetujuan penggunaan Sumber 
Daya Air untuk kebutuhan bukan usaha 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44; atau  

c.  melakukan penggunaan Sumber Daya Air tanpa 
Perizinan Berusa ha untuk kebutuhan usaha atau 

persetujuan penggunaan Sumber Daya Air 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49,  

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 
(satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda 
paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar 

rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima 
miliar rupiah).  

 

16.  Ketentuan Pasal 73 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 73  

Setiap Orang yang karena kelalaiannya:  
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a. melakukan kegiatan pelaksanaan konstruksi 
Prasarana Sumber Daya Air dan nonkonst ruksi pada 

Sumber Air t idak  memenuhi ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3)  dan ayat (4) ; atau  

b.  menggunakan Sumber Daya Air untuk kebutuhan 
usaha tanpa Perizinan Berusaha sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2)  

dipidana dengan pidana pe njara paling singkat 3 (tiga) 
bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling 
sedikit Rp30 0.00 0.00 0,00 (tiga ratus juta rupiah) dan 

paling banyak Rpl.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).  

 

Paragraf 10  

Transportasi  

 

Pasal 54   

Untuk memberikan kemudahan bagi mas yarakat terutama 

Pelaku Usaha dalam mendapatkan Perizinan Berusaha dan 
kemudahan persyaratan investasi di sektor Transportasi, 
Undang -Undang ini mengubah, menghapus, atau menetapkan 

pengaturan baru beberapa ketentuan yang diatur dalam:  

a. Undang -Undang Nom or 22 Tahun 2009 ten tang Lalu 
Lintas Angkutan Jalan  (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5025);  

b.  Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang 
Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Ind onesia 
Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4722);  

c. Undang -Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 

64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4849); da n 

d.  Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang 
Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4956).  

 

Pasal 55   

Beberapa ketentuan dalam Undang -Undang Nomor 22 Tahun 
2009 tentang Lalu Lintas Angk utan Jalan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan 
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Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) diubah  
sebagai berikut : 

1.  Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 19  

(1) Jalan dikelompokkan dalam bebe rapa kelas 
berdasarkan:  

a. fungsi dan intensitas Lalu Lintas guna 
kepentingan pengaturan penggunaan Jalan dan 
Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan  

b.  daya dukung untuk menerima muatan sumbu 
terberat dan dimensi Kendaraan Bermotor.   

(2) Ketentua n lebih lanjut mengenai pengelompokan 
jalan menurut kelas jalan diatur dalam  Peraturan 
Pemerintah.  

 

2.  Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  

Pasal 36  

Setiap Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek wajib 

singgah di Terminal yang sudah di tentukan, kecuali 
ditetapkan lain dalam trayek yang telah disetujui dalam 
Perizinan Berusaha.  

 

3.  Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  

Pasal 38  

(1) Setiap penyelenggara Terminal wajib menyediakan 

fasilitas Terminal yang memenuhi pe rsyaratan 
keselamatan dan keamanan.  

(2) Fasilitas Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) meliputi fasilitas utama dan fasilitas penunjang.  

(3) Untuk menjaga kondisi fasilitas Terminal 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyelenggara 
Terminal wajib me lakukan pemeliharaan yang 
bekerja  sama dengan usaha mikro dan kecil.  

(4) Fasilitas Terminal harus menyediakan tempat untuk 
kegiatan usaha mikro dan kecil paling sedikit 30%  

(tiga puluh persen) .  

(5)  Ketentuan mengenai kerja  sama dengan usaha mikro 
dan kec il sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan 
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penyediaan tempat untuk kegiatan usaha mikro dan 
kecil sebagaimana dimaksud ayat (4) diatur dalam  

Peraturan Pemerintah.  

 

4.  Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 39  

(1) Lingkungan kerj a Terminal merupakan daerah yang 
diperuntukkan fasilitas Terminal.  

(2) Lingkungan kerja Terminal sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dikelola oleh penyelenggara Terminal 
dan digunakan untuk pelaksanaan pembangunan, 

pengembangan, dan pengoperasian fasilitas  Terminal.  

(3) Dalam hal Pemerintah Pusat sebagai penyelenggara 
Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 

pelaksanaannya dapat dikerjasamakan dengan badan 
usaha milik negara, badan usaha milik daerah, 

badan usaha milik desa, dan swasta.  

 

5.  Ketentuan Pa sal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  

Pasal 40  

(1) Pembangunan Terminal harus dilengkapi dengan:  

a. rancang bangun;  

b.  buku kerja rancang bangun;  

c.  rencana induk Terminal; dan  

d.  dokumen Amdal atau upaya pengelolaan 
lingkungan hidup dan upa ya pemantauan 

lingkungan hidup  yang telah mencakup analisis 
mengenai dampak lalu lintas . 

(2) Pembangunan Terminal sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dapat dikerjasamakan dengan badan usaha 
milik negara, badan usaha milik daerah, badan 

usaha milik desa, dan  swasta sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang -undangan.  

(3) Pengoperasian Terminal meliputi kegiatan:  

a. perencanaan;  

b.  pelaksanaan; dan  

c. pengawasan operasional Terminal.  
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(4) Pembangunan Terminal sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) serta perencanaa n dan pelaksanaan dalam 

pengoperasian Terminal sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) huruf a dan huruf b dapat dikerjasamakan 

dengan badan usaha milik negara, badan usaha milik 
daerah, badan usaha milik desa dan swasta sesuai 
dengan ketentuan peraturan perund ang-undangan.  

 

6.  Ketentuan Pasal 43 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 43  

(1) Penyediaan fasilitas Parkir untuk umum hanya dapat 

diselenggarakan di luar Ruang Milik Jalan setelah 
memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat 
atau Pemerin tah Daerah sesuai dengan norma, 

standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh 
Pemerintah Pusat.  

(2) Penyelenggaraan fasilitas Parkir di luar Ruang Milik 
Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
dilakukan oleh perseorangan warga negara Indonesi a 

atau badan hukum Indonesia berupa:  

a. usaha khusus perparkiran; atau  

b.  penunjang usaha pokok.  

(3) Fasilitas Parkir di dalam Ruang Milik Jalan hanya 
dapat diselenggarakan di tempat tertentu pada jalan 

kabupaten, jalan desa, atau jalan kota yang harus 
din yatakan dengan Rambu Lalu Lintas dan/atau 
Marka Jalan.  

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengguna Jasa 
fasilitas Parkir, Perizinan Berusaha, persyaratan, dan 
tata cara penyelenggaraan fasilitas dan Parkir untuk 

umum diatur dalam  Peraturan Pemerintah.  

 

7.   Ketentuan Pasal 50 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 50  

(1) Uji tipe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat 
(2) huruf a wajib dilakukan bagi setiap Kendaraan 

Bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan, 
yang diimpor, dibuat dan/atau dirakit di dalam 
negeri, serta modifikasi Kendaraan Bermotor yang 

menyebabkan perubahan tipe.  
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(2) Uji tipe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat yang 

pelaksanaannya dapat dikerjasamakan dengan badan 
usaha milik negara, badan  usaha milik daerah, 

badan usaha milik desa, dan swasta.  

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai uji tipe sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan pelaksanaan uji tipe  

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam  
Peraturan Pemerintah.  

 

8.  Ketentuan Pasal 53  diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 53  

(1) Uji berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 
ayat (2) huruf b wajib dilakukan bagi  mobil 

penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta 
gandengan, dan kereta tempelan yang dioperasikan 

di Jalan.  

(2) Pengujian berkala sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) meliputi kegiatan:  

a. pemeriksaan dan pengujian fisik Kendaraan 
Bermotor; dan  

b.  pengesahan hasil uji.  

(3)  Kegiatan pemeriksaa n dan pengujian fisik Kendaraan 
Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat ( 2) huruf 

a dilaksanakan oleh:  

a. unit pelaksana pengujian pemerintah 
kabupaten/kota sesuai dengan norma, standar, 

prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh 
Pemerintah Pusat;  

b.  unit pelaksana agen tunggal pemegang merek 

yang mendapat Perizinan Berusaha d ari 
Pemerintah; atau  

c. unit pelaksana pengujian swasta yang 
mendapatkan Perizinan Berusaha dari 
Pemerintah.  

 

9.  Ketentuan Pasal 60 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  

Pasal 60  

(1) Bengkel umum Kendaraan Bermotor yang berfungsi 

untuk memperbaiki dan  merawat Kendaraan 
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Bermotor , wajib memenuhi persyaratan teknis dan 
laik jalan.  

(2) Bengkel umum yang mempunyai akreditasi dan 
kualitas tertentu dapat melakukan pengujian berkala 

Kendaraan Bermotor.  

(3) Penyelenggaraan bengkel umum sebagaimana 
dimaksud pada  ayat (1) wajib memenuhi persyaratan 

yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.  

(4) Penyelenggaraan bengkel umum sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi Perizinan 

Berusaha dari Pemerintah Pusat.  

(5) Pengawasan terhadap bengkel umum Kendaraan 

Bermotor  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota 
sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria 

yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.  

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan 

tata cara penyelenggaraan bengke l umum diatur 
dalam  Peraturan Pemerintah.  

10.  Ketentuan Pasal 78 diubah sehingga berbunyi sebagai 

 berikut:  

Pasal 78  

(1) Pendidikan dan pelatihan mengemudi 

diselenggarakan oleh lembaga yang mendapat 
Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau 

Pemerintah  Daerah sesuai dengan norma, standar, 
prosedur , dan kriteria  yang ditetapkan oleh 
Pemerintah Pusat.  

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam  
Peraturan Pemerintah.  

 

11.  Ketentuan Pasal 99 diubah  sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  

Pasal 99  

(1) Setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, 

permukiman, dan infrastruktur yang akan 
menimbulkan gangguan Keamanan, Keselamatan, 

Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan wajib dilakukan analis is mengenai 
dampak Lalu Lintas yang terintegrasi dengan a nalisis 

mengenai dampak lingkungan hidup  atau upaya 
pengelolaan lingkungan hidup dan upaya 
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pemantauan lingkungan hidup sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang -undangan mengenai 

lingkungan hidup . 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai dokumen a nalisis 

mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya 
pengelolaan lingkungan hidup dan upaya 
pemantauan lingkungan hidup  yang telah mencakup 

analisis mengenai dampak lalu lintas sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diatur dalam  Peraturan 
Pemerintah.  

 

12.  Pasal 100 dihapus.  

 

13.   Pasal 101 dihapus.  

 

14. Ketentuan Pasal 126 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 126  

Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum angkutan orang 
dilarang:  

a. memberhentikan Kendaraan selain  di tempat yang 
telah ditentukan;  

b.  mengetem selain di tempat yang telah ditentukan;  

c. menurunkan Penumpang selain di tempat 
pemberhentian dan/atau di tempat tujuan tanpa 

alasan yang patut dan mendesak; dan/atau  

d.  melewati jaringan jalan selain yang di tentukan dalam 
trayek yang telah disetujui dalam Perizinan 

Berusaha.  

 

15. Ketentuan Pasal 162 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  

Pasal 162  

(1) Kendaraan Bermotor yang mengangkut barang 
khusus wajib:  

a. memenuhi persyaratan keselamatan sesuai 

dengan sifat dan bentuk barang yang diangkut;  

b.  memiliki  tanda tertentu sesuai dengan barang 

yang diangkut;  

c. memarkir Kendaraan di tempat yang ditetapkan;  
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d.  membongkar dan memuat barang di tempat yang 
ditetapkan dan dengan menggunakan alat sesuai 

dengan sifat  dan bentuk barang yang diangkut; 
dan  

e. beroperasi pada waktu yang tidak mengganggu 
Keamanan, Keselamatan, Kelancaran, dan 
Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;  

(2) Kendaraan Bermotor Umum yang mengangkut alat 
berat dengan dimensi yang melebihi dime nsi yang 
ditetapkan oleh Pemerintah Pusat harus mendapat 

pengawalan dari Kepolisian Negara Republik 
Indonesia.  

(3) Pengemudi dan pembantu Pengemudi Kendaraan 
Bermotor Umum yang mengangkut barang khusus 
wajib memiliki kompetensi tertentu sesuai dengan 

sifat  dan bentuk barang khusus yang diangkut.  

 

16. Ketentuan Pasal 165 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 165  

(1) Angkutan umum di Jalan yang merupakan bagian 
angkutan multimoda dilaksanakan oleh badan hukum 
angkutan multimoda.  

(2) Kegiatan angkutan umum d alam angkutan multimoda 
dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang dibuat 

antara badan hukum angkutan Jalan dan badan 
hukum angkutan multimoda dan/atau badan hukum 
moda lain.  

(3) Pelayanan angkutan multimoda harus terpadu secara 
sistem dan memenuhi Perizinan Ber usaha dari 
Pemerintah Pusat.  

(4) Ketentuan mengenai angkutan multimoda, 
persyaratan, dan tata cara memperoleh Perizinan 

Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur 
dalam  Peraturan Pemerintah.  

 

17. Ketentuan Pasal 170 diubah sehingga berbunyi sebagai 
ber ikut:  

Pasal 170  

(1) Alat penimbangan yang dipasang secara tetap 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 ayat (4) 

huruf a dipasang pada lokasi tertentu.  
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(2) Penetapan lokasi, pengoperasian, dan penutupan alat 
penimbangan yang dipasang secara tetap pada Jalan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh 
Pemerintah Pusat.  

(3) Pengoperasian dan perawatan alat penimbangan yang 
dipasang secara tetap serta sistem informasi 
manajemen dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan 

dapat dikerjasamakan dengan badan usaha mi lik 
negara, badan usaha milik daerah , dan swasta sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang -undangan.  

(4) Petugas alat penimbangan yang dipasang secara 
tetap wajib mendata jenis barang yang diangkut, 

berat angkutan, dan asal tujuan.  

 

18. Ketentuan Pasal 1 73 diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  

Pasal 173  

(1) Perusahaan Angkutan Umum yang 
menyelenggarakan angkutan orang dan/atau barang 
wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah 

Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai norma, 
standar, prosedur, dan kr iteria yang ditetapkan oleh 
Pemerintah Pusat.  

(2) Kewajiban memenuhi Perizinan Berusaha 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku 

untuk:  

a.  pengangkutan orang sakit dengan menggunakan 
ambulans; atau  

b.  pengangkutan jenazah.  

(3) Ketentuan lebih lan jut mengenai Perizinan Berusaha 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam  

Peraturan Pemerintah.  

 

19.  Pasal 174 dihapus.  

 

20.   Pasal 175 dihapus.  

 

21.   Pasal 176 dihapus.  

 

22.   Pasal 177 dihapus.  
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23.   Pasal 178 dihapus.  

 

24. Ketentuan Pasal 179 d iubah sehingga berbunyi sebagai    
berikut:  

Pasal 179  

(1) Perizinan Berusaha terkait penyelenggaraan 
angkutan orang tidak dalam trayek sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) diberikan oleh:  

a. Pemerintah Pusat yang bertanggung jawab di 
bidang saran a dan Prasarana Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan untuk angkutan orang yang 
melayani:  

1.  angkutan taksi yang wilayah operasinya 
melampaui 1 (satu) daerah provinsi;  

2.  angkutan dengan tujuan tertentu; atau  

3.  angkutan pariwisata.  

b.  gubernur untuk angkutan ta ksi yang wilayah 

operasinya melampaui lebih dari 1 (satu) daerah 
kabupaten/kota dalam  1 (satu) provinsi sesuai 
dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria 

yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;  

c. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk 
angkutan t aksi dan angkutan kawasan tertentu 

yang wilayah operasinya berada dalam wilayah 
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sesuai 

dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria 
yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat; dan  

d.  bupati/wali  kota untuk taksi dan angkut an 

kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada 
dalam wilayah kabupaten/kota sesuai dengan 
norma, standar, prosedur, dan kriteria yang 

ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.  

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan 

persyaratan pemberian Perizinan B erusaha 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam  
Peraturan Pemerintah.  

 

25.   Pasal 180 dihapus.  

 

26.  Ketentuan Pasal 185 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 185  
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(1) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah 
dapat memberikan subsidi angkutan pada trayek 

atau lintas tertentu.  

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian subsidi 

angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diatur dalam  Peraturan Pemerintah.  

 

27.  Ketentuan Pasal 199  diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 199  

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 167, Pasal 168, Pasal 173, 

Pasal 186, Pasal 187, Pasal 189, Pasal 192, atau 
Pasal 193 dikenai sanksi administratif berupa:  

a. peringatan tertulis;  

b.  denda administratif;  

c. pembekuan  Perizinan Berusaha; dan/atau  

d.  pencabutan Perizinan Berusaha.   

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, 
besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi 

administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diatur dalam  Peraturan Pemerintah.  

 

28.  Ketentuan Pasal 220 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 220  

(1) Rancang bangun Kendaraan Bermotor sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 219 ayat (1) huruf a dan 

pengembangan riset dan rancang bangun Kendaraan 
Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat ( 2) huruf 
a dilakukan oleh:  

a. Pemerintah Pusat;  

b.  Pemerintah Daerah;  

c.  badan hukum;  

d.  lembaga penelitian; dan/atau  

e.  perguruan tinggi.  

(2) Rancang bangun sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) harus mendapatkan pengesahan dari Pemerintah 

Pusat.  
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29. Ke tentuan Pasal 222 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 222  

(1) Pemerintah Pusat wajib mengembangkan industri 

dan teknologi prasarana yang menjamin Keamanan, 
Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas 
dan Angkutan Jalan.  

(2) Pengembanga n industri dan teknologi Prasarana Lalu 
Lintas dan Angkutan Jalan dilakukan secara terpadu 
dengan dukungan semua sektor terkait  

(3) Pengembangan industri dan teknologi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) harus mendapatkan 

pengesahan dari Pemerintah Pusat.  

 

30.  Pasal 308 dihapus.  

 

Pasal 56   

Beberapa ketentuan dalam Undang -Undang Nomor 23 Tahun 
2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4722) diubah  sebagai berikut : 

1.  Ketentuan P asal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 24  

(1) Badan Usaha yang menyelenggarakan prasarana 

perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 23 ayat (1) wajib memenuhi Perizinan Berusaha 
terkait prasarana perkeretapian umum.  

(2) Perizinan Berus aha sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diberikan berdasarkan norma, standar, 
prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh 

Pemerintah Pusat meliputi:  

a.  Pemerintah Pusat untuk penyelenggaraan 

prasarana perkeretaapian umum yang jaringan 
jalurnya melintasi batas  wilayah provinsi;  

b.   pemerintah provinsi untuk penyelenggaraan 

prasarana perkeretaapian umum yang jaringan 
jalurnya melintasi batas wilayah kabupaten/kota 

dalam satu provinsi setelah mendapat 
persetujuan dari Pemerintah Pusat; dan  

c.  pemerintah kabupaten/ko ta untuk 

penyelenggaraan perkeretaapian umum yang 
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jaringan jalurnya dalam wilayah kabupaten/kota 
setelah mendapat rekomendasi pemerintah 

provinsi dan persetujuan Pemerintah Pusat.  

(3) Ketentuan lebih lanjut tentang Perizinan Berusaha 

terkait prasarana perkeret aapian umum diatur dalam  
Peraturan Pemerintah.  

 

2.  Di antara Pasal 24 dan Pasal 25 disisipkan 1 (satu) pasal 
yakni Pasal 24A sehingga berbunyi sebagai berikut:  

Pasal 24A  

Badan Usaha yang menyelenggarakan prasarana 
perkeretaapian umum yang tidak memenuhi Periz inan 

Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) 
dikenai sanksi administratif.  

 

3.  Ketentuan Pasal 28  diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 28  

Penyelenggara Sarana Perkeretaapian yang 
mengoperasikan sarana perkeretaapian tidak memenuhi 

sta ndar kelaikan operasi sarana perkeretaapian 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dikenai sanksi 
administratif.  

 

4.  Ketentuan Pasal 32  diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  

Pasal 32  

(1) Badan Usaha yang menyelenggarakan sarana 

perkeretaapian umum wajib memenuhi  Perizinan 
Berusaha.  

(2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) diterbitkan berdasarkan norma, standar, 
prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh 

Pemerintah Pusat meliputi:  

a.  Pemerintah Pusat untuk pengoperasian sarana 
perkeretaapian umum yang  jaringan jalurnya 

melintasi batas wilayah provinsi dan batas 
wilayah negara;  

b.   pemerintah provinsi untuk pengoperasian sarana 
perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya 
melintasi batas wilayah kabupaten/kota dalam 

satu provinsi; dan  
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c.  pemerintah kabupaten/k ota untuk pengoperasian 
sarana perkeretaapian umum yang jaringan 

jalurnya dalam wilayah kabupaten/kota.  

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha 

terkait penyelenggaraan sarana perkeretaapian 
umum diatur dalam  Peraturan Pemerintah.  

 

5.  Di antara Pasa l 32 dan  Pasal 33 disisipkan 1 (satu) pasal 
yakni Pasal 32A sehingga berbunyi sebagai berikut:  

Pasal 32A  

Badan Usaha yang menyelenggarakan sarana 
perkeretaapian umum yang tidak memenuhi Perizinan 

Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) 
dikena i sanksi administratif.  

 

6.  Ketentuan Pasal 33  diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 33  

(1) Penyelenggaraan perkeretaapian khusus 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) 

dilakukan oleh badan usaha untuk menunjang 
kegiatan pokoknya.  

(2) Badan usaha seba gaimana dimaksud pada ayat (1) 

wajib memenuhi Perizinan Berusaha.  

(3) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) diberikan berdasarkan norma, standar, 
prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh 
Pemerintah Pusat meliputi:  

a.  Pemerintah Pusat untuk pen yelenggaraan 
perkeretaapian khusus yang jaringan jalurnya 
melintasi batas wilayah provinsi dan batas 

wilayah negara;  

b.   pemerintah provinsi untuk penyelenggaraan 

perkeretaapian khusus yang jaringan jalurnya 
melintasi batas wilayah kabupaten/kota dalam 
satu p rovinsi setelah mendapat persetujuan dari 

Pemerintah Pusat; dan  

c.  pemerintah  kabupaten/kota untuk 

penyelenggaraan perkeretaapian khusus yang 
jaringan jalurnya dalam wilayah kabupaten/kota 
setelah mendapat rekomendasi pemerintah 

provinsi dan persetujuan Peme rintah Pusat.  
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(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha 
terkait perkeretaapian khusus diatur dalam  

Peraturan Pemerintah.  

 

7.  Di antara Pasal 33 dan Pasal 34 disisipkan 1 (satu) pasal , 
yakni Pasal 33A sehingga berbunyi sebagai berikut:  

Pasal 33A  

Penyelenggara perkeretaapian khusus yang tidak 
memenuhi Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 33 ayat (2), dikenai sanksi administratif.  

 

8.  Ketentuan Pasal 77 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  

Pasal 77  

Setiap badan hukum atau lembaga yang me langgar 

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 dikenai 
sanksi administratif.  

 

9.  Di antara Pasal 80 da n Pasal 81 disisipkan 1 (satu) pasal , 
yakni Pasal 80A sehingga berbunyi sebagai berikut:  

Pasal 80A  

Petugas prasarana perkeretaapian yang mengoperasika n 
Prasarana Perkeretaapian tidak memiliki sertifikat 

kecakapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat 
(1) dikenai sanksi administratif.  

 

10.  Ketentuan Pasal 82 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 82  

Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian yang mel anggar 
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 dikenai 

sanksi administratif.  

 

11.  Ketentuan Pasal 107 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 107  

Setiap badan hukum atau lembaga yang melanggar 
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 

dikena i sanksi administratif.  
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12.  Ketentuan Pasal 112 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 112  

Apabila penyelenggara sarana perkeretaapian dalam 

melaksanakan pemeriksaan tidak menggunakan tenaga 
yang memiliki kualifikasi keahlian dan tidak sesuai 
dengan tata cara yang ditetapkan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 111 , dikenai sanksi administratif.  

 

13.  Di antara Pasal 116 dan  Pasal 117 disisipkan 2 (dua) 

pasal yakni Pasal 116A  dan Pasal 116B sehingga  berbunyi 
sebagai berikut:  

Pasal 116A  

Awak Sarana Perkeretaapi an yang mengoperasikan sarana 
Perkeretaapian tidak memiliki sertifikat kecakapan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) dikenai 
sanksi administratif.  

 

Pasal 116B  

Penyelenggara Sarana Perkeretaapian yang 

mengoperasikan Sarana Perkeretaapian dengan Aw ak 
Sarana Perkeretaapian yang tidak memiliki sertifikat 
tanda kecakapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 

ayat (1) dikenai sanksi administratif.  

 

14.  Ketentuan Pasal 135 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 135  

Penyelenggara Sarana Perkeretaapian  yang tidak 
menyediakan angkutan dengan kereta api lain atau moda 
transportasi lain sampai stasiun tujuan atau tidak 

memberi ganti rugi senilai harga karcis sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 134 ayat (4) dikenai sanksi 

administratif.  

 

15.  Ketentuan Pasal 168 di ubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  

Pasal 168  

Penyelenggara Sarana Perkeretaapian yang tidak 
mengasuransikan tanggung jawabnya sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 167 ayat (1) dikenai sanksi 

administratif.  
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16.  Di antara Pasal 185 dan Pasal 186 disisipkan 1 ( satu) 

pasal yakni Pasal 185A sehingga berbunyi sebagai berikut:  

Pasal 185A  

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan  sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 24A, Pasal 28, Pasal 32A, 
Pasal 33A, Pasal 77, Pasal 80A, Pasal 82, Pasal 107, 

Pasal 112, Pasal 116A, Pasal 116B, Pas al 135, atau 
Pasal 168 dikenai sanksi administratif.  

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, 

besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  diatur dalam  

Peraturan Pemerintah.  

 

17.  Ketentuan Pasal 188 diubah sehingga b erbunyi sebagai 

berikut:  

Pasal 188  

Badan Usaha yang menyelenggarakan prasarana 
perkeretaapian umum yang tidak memiliki Perizinan 
Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) 

yang mengakibatkan timbulnya korban terhadap manusia 
dan/atau kerusakan t erhadap kesehatan, keselamatan, 
keamanan, dan lingkungan dipidana dengan pidana 

penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda 
paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga mil iar rupiah).  

 

18.  Ketentuan Pasal 190 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal  190  

Badan Usaha yang menyelenggarakan sarana 
perkeretaapian umum yang tidak mem enuhi  Perizinan 

Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) 
yang mengakibatkan timbulnya korban terhadap manusia 

dan/atau kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan, 
keamanan, dan lingkungan dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda 

paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga mil iar rupiah).  

 

19.  Ketentuan Pasal 191 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 191  



 

323  

 

Jika tindakan pelanggaran se bagaimana dimaksud dalam 
Pasal 33A mengakibatkan timbulnya kecelakaan kereta 

api dan kerugian bagi harta benda,  pelaku  dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan 6 

(enam) bulan dan pidana denda paling banyak 
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).  

 

20.  Ketentuan Pasal 195 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 195  

Petugas prasarana perkeretaapian yang mengoperasikan 
Prasarana Perkeretaapian tidak memiliki sertifikat 

kecakapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat 
(1) yang menga kibatkan terjadinya kecelakaan dan 
menimbulkan korban dipidana dengan pidana penjara 

paling lama 1 (satu) tahun.  

 

21.  Ketentuan Pasal 196 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 196  

(1) Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian yang 
mengoperasikan prasarana p erkeretaapian dengan 
petugas yang tidak memiliki sertifikat kecakapan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) yang 
mengakibatkan terjadinya kecelakaan dan 

menimbulkan korban dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda 
paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta 

rupiah).  

(2) Jika tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
mengakibatkan luka berat bagi orang , pelaku 

penyelengara  dipidana dengan pidana penjara paling 
lama 3 (tiga) tahun.  

(3) Jika tindakan sebagaimana dimaksud p ada ayat (1) 
mengakibatkan matinya orang, pelaku penyelenggara 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) 

tahun.  

 

22.  Ketentuan Pasal 203 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 203  

(1) Awak Sarana Perkeretaapian yang mengoperasikan 
sarana perkere taapian tidak memiliki sertifikat 
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kecakapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 
ayat (1) dan mengakibatkan kecelakaan kereta api 

serta kerugian bagi harta benda dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.  

(2) Jika tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
mengakibatkan luka berat bagi orang,  Awak Sarana 
Perkeretaapian  dipidana dengan pidana penjara 

paling lama 3 (tiga) tahun.  

(3) Jika tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
mengakibatkan kematian orang,  Awak Sarana 

Perkeretaapian  dipidana deng an pidana penjara 
paling lama 5 (lima) tahun.  

 

23.  Ketentuan Pasal 204 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 204  

(1) Penyelenggara Sarana Perkeretaapian yang 

mengoperasikan Sarana Perkeretaapian dengan Awak 
Sarana Perkeretaapian yang tidak memiliki serti fikat 
tanda kecakapan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 116 ayat (1) yang mengakibatkan terjadinya 
kecelakaan dan menimbulkan korban dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 

dan pidana denda  paling banyak Rp250.000.000,00  
(dua ratus lima pu luh juta rupiah).  

(2) Jika tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
mengakibatkan luka berat bagi orang, Penyelenggara 
Sarana Perkeretaapian dipidana dengan pidana 

penjara paling lama 3 (tiga) tahun.  

(3) Jika tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
mengakib atkan kematian  orang,  Penyelenggara 

Sarana Perkeretaapian  dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 5 (lima) tahun.  

 

24.  Ketentuan Pasal 210 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 210  

(1) Dalam hal tindakan  sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 189, Pasal  191, dan Pasal 193 mengakibatkan 
luka berat bagi orang, pelaku dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana 

denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu 
mil iar rupiah).  
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(2) Dalam hal tindakan  sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 193 me ngakibatkan kematian  orang, pelaku 

dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) 
tahun dan pidana denda paling banyak 

Rp2.000.000.000,00 (dua mil iar rupiah).  

(3) Dalam hal tindakan  sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 189, Pasal 191, dan Pasal 193 dilaku kan oleh 

Badan Usaha Penyelenggara yang mengakibatkan 
luka berat bagi orang, pelaku dipidana dengan 
pidana denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 

(tiga mil iar rupiah).  

(4) Dalam hal tindakan  sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 189, Pasal 191, dan Pasal 193, d ilakukan oleh 
Badan Usaha Penyelenggara yang mengakibatkan 
matinya orang, pelaku dipidana dengan pidana denda 

paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga mil iar 
rupiah).  

 

Pasal 57   

Beberapa ketentuan dalam Undang -Undang Nomor 17 Tahun 

2008 tentang Pelayaran (Lembaran Ne gara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4849) diubah  sebagai berikut : 

1.  Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 5  

(1) Pelayaran dikuasai oleh negara dan pembinaannya 
dilakukan oleh Pemerintah Pusat.  

(2) Pembinaan Pelayaran sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) meliputi:  

a.  pengaturan;  

b.   pengendalian; dan  

c.  pengawasan.  

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan 
Pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf 
a, huruf b, dan huruf c diatur dala m Peraturan 

Pemerintah.  

 

2.  Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 9  
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(1) Kegiatan angkutan laut dalam negeri disusun dan 
dilaksanakan secara terpadu, baik intra moda 

maupun antarmoda yang merupakan satu kesatuan 
sistem transportasi nasio nal.  

(2) Kegiatan angkutan laut dalam negeri sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan trayek 
tetap dan teratur ( liner ) serta dapat dilengkapi dengan 

trayek tidak tetap dan tidak teratur ( tramper ). 

(3) Kegiatan angkutan laut dalam negeri yang melayani  

trayek tetap dan teratur dilakukan dalam jaringan 
trayek.  

(4) Jaringan trayek tetap dan teratur sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Pemerintah 
Pusat.  

(5) Pengoperasian kapal pada trayek tidak tetap dan 
tidak teratur sebagaimana dimaksud pada ayat ( 2) 
dilakukan oleh perusahaan angkutan laut nasional 

dan wajib dilaporkan kepada Pemerintah Pusat.  

 

3.  Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  

Pasal 13  

(1) Kegiatan angkutan laut khusus dilakukan oleh 
Badan Usaha untuk menunjang usaha pokok un tuk 
kepentingan sendiri dengan menggunakan kapal 

berbendera Indonesia yang memenuhi persyaratan 
kelaiklautan kapal dan diawaki oleh Awak Kapal 

berkewarganegaraan Indonesia.  

(2) Kegiatan angkutan laut khusus sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi  Perizinan 

Berusaha dari Pemerintah Pusat.  

 

4.  Di  antara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu) pasal , 

yakni Pasal 14A sehingga berbunyi sebagai berikut:  

Pasal 14A  

(1) Sepanjang kapal berbendera Indonesia belum 
tersedia, Kapal Asing dapat melakukan kegiatan 
kh usus di wilayah perairan Indonesia yang tidak 

termasuk kegiatan mengangkut penumpang 
dan/atau barang.   

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan khusus 
yang dilakukan oleh kapal asing sebagaimana 
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dimaksud pada ayat (1) diatur dalam  Peraturan 
Pemerintah . 

 

5.  Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  

Pasal 27  

Untuk melakukan kegiatan angkutan di perairan, orang 

perseorangan warga negara Indonesia atau Badan Usaha 
wajib memenuhi Perizinan Berusaha.  

 

6.  Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbun yi sebagai 
berikut:  

Pasal 28  

(1) Berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria 
yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, Perizinan 

Berusaha untuk angkutan  laut diberikan oleh:  

a.  bupati/wali  kota yang bersangkutan bagi Badan 

Usaha yang berdomisili dalam wilaya h 
kabupaten/kota dan beroperasi pada lintas 
pelabuhan dalam wilayah kabupaten/kota;  

b.   gubernur provinsi yang bersangkutan bagi Badan 
Usaha yang berdomisili dalam wilayah provinsi 
dan beroperasi pada lintas pelabuhan 

antarkabupaten/kota dalam wilayah provins i; 
atau  

c.  Pemerintah Pusat bagi Badan Usaha yang 
melakukan kegiatan pada lintas pelabuhan 
antarprovinsi dan internasional.  

(2) Berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria 
yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, Perizinan 
Berusaha untuk angkutan laut pelay aran -rakyat 

diberikan oleh:  

a.  bupati/wali  kota yang bersangkutan bagi orang 

perseorangan warga negara Indonesia atau Badan 
Usaha yang berdomisili dalam wilayah 
kabupaten/kota dan beroperasi pada lintas 

pelabuhan dalam wilayah kabupaten/kota; atau  

b.   gubernur yang bersangkutan bagi orang 

perseorangan warga negara Indonesia atau Badan 
Usaha yang berdomisili dan beroperasi pada 
lintas pelabuhan antarkabupaten/kota dalam 

wilayah provinsi, pelabuhan antarprovinsi, dan 
pelabuhan internasional . 
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(3) Berdasarkan norma, sta ndar, prosedur, dan kriteria 
yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, Perizinan 

Usaha untuk angkutan sungai dan danau diberikan 
oleh:  

a.  bupati/wali  kota sesuai dengan domisili orang 
perseorangan warga negara Indonesia atau Badan 
Usaha; atau  

b.   Gubernur Provinsi  Daerah Khusus Ibukota 
Jakarta untuk orang perseorangan warga negara 
Indonesia atau Badan Usaha yang berdomisili di 

Daerah Khusus Ibukota Jakarta.  

(4) Selain  memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) untuk angkutan sungai dan 
danau kapal y ang dioperasikan wajib memenuhi 
Perizinan Berusaha untuk trayek yang diberikan 

oleh:  

a.  bupati/wali  kota yang bersangkutan bagi kapal 

yang melayani trayek dalam wilayah 
kabupaten/kota;  

b.   gubernur provinsi yang bersangkutan bagi kapal 

yang melayani trayek anta rkabupaten/kota dalam 
wilayah provinsi; atau  

c.  Pemerintah Pusat bagi kapal yang melayani 

trayek antarprovinsi dan/atau antarnegara , 

berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria 

yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat . 

(5) Berdasarkan norma, standar, prosedu r, dan kriteria 
yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, Perizinan 

Berusaha untuk angkutan penyeberangan diberikan 
oleh:  

a.  bupati/wali  kota sesuai dengan domisili Badan 

Usaha; atau  

b.   Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota 

Jakarta untuk Badan Usaha yang berdom isili di 
Daerah Khusus Ibukota Jakarta.  

(6) Selain memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana 

dimaksud pada ayat (5) untuk angkutan 
penyeberangan, kapal yang dioperasikan wajib 

memenuhi Perizinan Berusaha untuk persetujuan 
pengoperasian kapal yang diberikan oleh:  

a.  bupati/wali  kota yang bersangkutan bagi kapal 

yang melayani lintas pelabuhan dalam wilayah 
kabupaten/kota;  
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b.   gubernur provinsi yang bersangkutan bagi kapal 
yang melayani lintas pelabuhan 

antarkabupaten/kota dalam provinsi; dan  

c.  Pemerintah Pusat bagi kapal  yang melayani lintas 

pelabuhan antarprovinsi dan/atau antarnegara ,  

berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria 
yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.  

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat 
(3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diatur dalam 

Peraturan Pemerintah.  

 

7.  Pasal 30 dihapus.  

 

8.  Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  

Pasal 31  

(1) Untuk kelancaran kegiatan angkutan di perairan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat 
diselenggarakan usaha jasa terkait dengan angkutan 

di perairan.  

(2) Usaha jasa terkait  dengan angkutan di perairan  
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:  

a.  bongkar muat barang;  

b.   jasa pengurusan transportasi;  

c.  angkutan perairan pelabuhan;  

d.   penyewaan pe ralatan angkutan laut atau 
peralatan jasa terkait dengan angkutan laut;  

e.  tally  mandiri;  

f.   depo peti kemas;  

g.  pengelolaan kapal  (ship management) ; 

h.   perantara jual beli dan/atau sewa kapal;  

i.   keagenan Awak Kapal  (ship manning agency ); 

j.   keagenan kapal; dan  

k.   pera watan dan perbaikan kapal  (ship repairing 
and maintenanc e). 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai usaha jasa terkait 

dengan angkutan di perairan diatur dalam  Peraturan 
Pemerintah.  
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9.  Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  

Pasal 32  

(1) Usaha jasa terkait sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 31  ayat (2) dilakukan oleh Badan Usaha yang 
didirikan khusus untuk penyelenggaraan usaha jasa 

terkait dengan angkutan di perairan . 

(2) Ketentuan mengenai penyelenggaraan usaha jasa 
terkait dengan angkutan di perairan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan 
peraturan perundang -undangan di bidang 

penanaman modal.  

(3) Selain Badan Usaha yang didirikan khusus untuk itu 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kegiatan 

angkutan perairan pelabuhan dapat dilakukan oleh  
perusahaan angkutan laut nasional.  

 

10.  Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 33  

Badan Usaha yang didirikan khusus untuk usaha jasa 
terkait  dengan angkutan di perairan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), wajib memenuhi 
Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau 

Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya berdasarkan 
norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan 
oleh Pemerintah Pusat.  

 

11.  Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 34  

Ketentuan l ebih lanjut mengenai tata cara dan 

persyaratan Perizinan Berusaha jasa terkait dengan 
angkutan di perairan diatur dalam  Peraturan Pemerintah.  

 

12.  Ketentuan Pasal 51 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 51  

(1) Angkutan multimoda dilakukan oleh Badan Usa ha 
yang telah memenuhi Perizinan Berusaha untuk 
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melakukan angkutan multimoda dari Pemerintah 
Pusat.  

(2) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
bertanggung jawab terhadap barang sejak 

diterimanya barang sampai diserahkan kepada 
penerima barang.  

 

13.  Ketentu an Pasal 52 diubah sehinga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 52  

(1) Pelaksanaan angkutan multimoda dilakukan 
berdasarkan dokumen yang diterbitkan oleh penyedia 

jasa angkutan multimoda.  

(2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
berupa dokumen elektronik.  

 

14.  Ketentuan Pasal 59 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  

Pasal 59  

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Pasal 9 ayat (5), 
Pasal 11 ayat (4), Pasal 13 ayat (2), Pasal 19 ayat (2), 
Pasal 27, Pasal 28 ayat (4) atau ayat (6), Pasal 33, 

Pasal 38 ayat (1), Pasal 41 ayat (3), Pasal 42 ayat (1), 
Pasal 46, Pasal 47, atau Pasal 54 dikenai sanksi 

administratif.  

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, 
besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi 

administratif s ebagaimana dimaksud pada ayat (1)  
diatur dalam  Peraturan Pemerintah.  

 

15.  Ketentuan Pasal 90 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 90  

(1) Kegiatan pengusahaan di pelabuhan terdiri atas 
penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan 

dan jasa terkait den gan kepelabuhanan.  

(2) Penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 
penyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal, 
penumpang, dan barang.  
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(3) Penyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal, 
penumpang, dan barang sebagaimana dim aksud 

pada ayat (2) terdiri atas:  

a.  penyediaan dan/atau pelayanan jasa dermaga 

untuk bertambat;  

b.   penyediaan dan/atau pelayanan pengisian bahan 
bakar dan pelayanan air bersih;  

c.  penyediaan dan/atau pelayanan fasilitas naik 
turun penumpang dan/atau kendaraan;  

d.   penyediaan dan/atau pelayanan jasa dermaga 

untuk pelaksanaan kegiatan bongkar muat 
barang dan peti kemas;  

e.  penyediaan dan/atau pelayanan jasa gudang dan 
tempat penimbunan barang, alat bongkar muat, 
serta peralatan pelabuhan;  

f.   penyediaan dan/atau pelayanan  jasa terminal 
peti kemas, curah cair, curah kering, dan Ro -Ro; 

g.  penyediaan dan/atau pelayanan jasa bongkar 
muat barang;  

h.   penyediaan dan/atau pelayanan pusat distribusi 

dan konsolidasi barang; dan/atau  

i.   penyediaan dan/atau pelayanan jasa penundaan 
kapal.  

(4) Kegiatan jasa terkait dengan kepelabuhanan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 

kegiatan yang menunjang kelancaran operasional 
dan memberikan nilai tambah bagi pelabuhan.  

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan 

pengusahaan di pelabuhan diatur dalam  Peraturan 
Pemerintah.  

 

16.  Ketentuan Pasal 91 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 91  

(1) Kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa 
kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

90 ayat (1) pada pelabuhan yang diusahakan secara 
komersial dilaksanakan  oleh Badan Usaha Pelabuhan 

setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari 
Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai 
dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, 

prosedur , dan kriteria yang ditetapkan oleh 
Pemerintah Pusat.  
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(2) Kegiatan pengusahaan yang dil akukan oleh Badan 
Usaha Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dapat dilakukan untuk lebih dari satu terminal.  

(3) Kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa 

kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
90 ayat (1) pada pelabuhan yang belum diusahakan  
secara komersial dilaksanakan oleh Unit 

Penyelenggara Pelabuhan.  

(4) Dalam keadaan tertentu, terminal dan fasilitas 
pelabuhan lainnya pada pelabuhan yang diusahakan 

Unit Penyelenggara Pelabuhan dapat dilaksanakan 
oleh Badan Usaha Pelabuhan berdasarkan 

perjanj ian.  

(5) Kegiatan jasa terkait dengan kepelabuhanan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) dapat 

dilakukan oleh orang perseorangan warga negara 
Indonesia dan/atau Badan Usaha.  

 

17.  Ketentuan Pasal 96 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 96  

(1) Pemban gunan  pelabuhan laut wajib memenuhi  
Perizinan Berusaha dari:  

a.  Pemerintah Pusat untuk pelabuhan utama dan  
 pelabuhan pengumpul; dan  

b.  gubernur atau bupati/wali  kota untuk pelabuhan  
pengumpan  

berdasarkan norma, standar, prosedur , dan kriteria 

yang ditetapkan o leh Pemerintah Pusat.  

(2) Pembangunan dan pengoperasian pelabuhan laut 
yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah harus 

mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat.  

 

18.  Ketentuan Pasal 97 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 97  

(1) Pelabuhan laut hanya d apat dioperasikan setelah 
selesai dibangun dan memenuhi persyaratan 

operasional serta wajib memenuhi Perizinan 
Berusaha.  

(2) Perizinan Berusaha terkait pengoperasian pelabuhan 

laut diberikan oleh:  
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a.  Pemerintah Pusat untuk pelabuhan utama dan 
pelabuhan pengumpul ; dan  

b.   gubernur atau bupati/wali  kota untuk pelabuhan 
pengumpan  

sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria 
yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.  

 

19.  Ketentuan Pasal 98 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 98  

(1) Pembangunan  pelabuhan sungai d an danau wajib 
mem enuhi  Perizinan Berusaha dari bupati/wali  kota  

sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria 
yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.  

(2) Pembangunan dan pengoperasian pelabuhan sungai 

dan danau yang dilakukan oleh instansi pemerintah 
ha rus mendapatkan persetujuan dari Pemerintah 

Pusat.  

(3) Perizinan Berusaha untuk mengoperasikan 
pelabuhan sungai dan danau diberikan oleh 

bupati/wali  kota  sesuai dengan norma, standar, 
prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh 
Pemerintah Pusat.  

 

20.  Ketentuan Pas al 99 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  

Pasal 99  

Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis kegiatan 

pengusahaan di pelabuhan serta Perizinan Berusaha 
terkait pembangunan dan pengoperasian pelabuhan 
diatur dalam  Peraturan Pemerintah.  

 

21.  Pasal 103 dihapus.  

 

22.  Ketentuan Pasal 104 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 104  

(1) Terminal khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

102 ayat (1) hanya dapat dibangun dan dioperasikan 
dalam hal:  
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a.  pelabuhan terdekat tidak dapat menampung 
kegiatan pokok tersebut; atau  

b.   berdasarkan pertimbangan ekonomis dan teknis 
operasional akan lebih efektif dan efisien serta 

lebih menjamin keselamatan dan keamanan 
pelayaran apabila membangun dan 
mengoperasikan terminal khusus.  

(2) Pembangunan  dan pengoperasian terminal khusus 
sebagaiman a dimaksud pada ayat (1) wajib 
memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah 

Pusat.  

23.  Ketentuan Pasal 106 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  

Pasal 106  

Terminal khusus yang sudah tidak dioperasikan sesuai 

dengan Perizinan Berusaha yang telah diberikan da pat 
diserahkan kepada Pemerintah Pusat atau dikembalikan 

seperti keadaan semula atau diusulkan untuk perubahan 
status menjadi terminal khusus untuk menunjang usaha 
pokok yang lain atau menjadi pelabuhan.  

 

24.  Pasal 107 dihapus.  

 

25.  Ketentuan Pasal 111 diubah sehi ngga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 111  

(1) Kegiatan pelabuhan untuk menunjang kelancaran 
perdagangan yang terbuka bagi perdagangan luar 

negeri dilakukan oleh pelabuhan utama.  

(2) Penetapan pelabuhan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilakukan berdasarkan perti mbangan:  

a.  pertumbuhan dan pengembangan ekonomi 
nasional;  

b.   kepentingan perdagangan internasional;  

c.  kepentingan pengembangan kemampuan 
angkutan laut nasional;  

d.   posisi geografis yang terletak pada lintasan 
pelayaran internasional;  

e.  Tatanan Kepelabuhanan Na sional;  

f.   fasilitas pelabuhan;  

g.  keamanan dan kedaulatan negara; dan  
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h.   kepentingan nasional lainnya.  

(3) Terminal khusus tertentu dapat digunakan untuk 

melakukan kegiatan perdagangan luar negeri.  

(4) Terminal khusus tertentu sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) wa jib memenuhi persyaratan:  

a.  aspek administrasi;  

b.   aspek ekonomi;  

c.  aspek keselamatan dan keamanan pelayaran;  

d.   aspek teknis fasilitas kepelabuhanan;  

e.  fasilitas kantor dan peralatan penunjang bagi 

instansi pemegang fungsi keselamatan dan 
keamanan pelayaran , instansi bea cukai, imigrasi, 

dan Karantina; dan  

f.   jenis komoditas khusus.  

(5) Pelabuhan dan terminal khusus yang terbuka bagi 

perdagangan luar negeri ditetapkan oleh Pemerintah 
Pusat.  

 

26.  Ketentuan Pasal 124 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 124  

Setiap pengadaan, pembangunan, dan pengerjaan kapal 
termasuk perlengkapannya serta pengoperasian kapal di 

perairan Indonesia harus memenuhi persyaratan 
keselamatan kapal yang sesuai dengan ketentuan standar 

internasional.  

 

27.  Ketentuan Pasal 125 diubah sehin gga berbunyi sebagai 

berikut:  

Pasal 125  

(1) Sebelum pembangunan dan pengerjaan kapal 

termasuk perlengkapannya, pemilik atau galangan 
kapal wajib membuat perhitungan dan gambar 

rancang bangun serta data kelengkapannya.  

(2) Pembangunan atau pengerjaan kapal yang 
mer upakan perombakan harus  dilakukan  sesuai 

dengan gambar rancang bangun dan data yang telah 
memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah 

Pusat.  

(3) Pengawasan terhadap pembangunan dan pengerjaan 
perombakan kapal dilakukan oleh Pemerintah Pusat.  
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28.  Ketentuan Pasal 1 26 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  

Pasal 126  

(1) Kapal yang dinyatakan memenuhi persyaratan 
keselamatan kapal diberi sertifikat keselamatan oleh 
Pemerintah Pusat.  

(2) Sertifikat keselamatan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) terdiri atas:  

a.  sertifikat kes elamatan kapal penumpang;  

b.   sertifikat keselamatan kapal barang; dan  

c.  sertifikat kelaikan dan pengawakan kapal 

penangkap ikan.  

 

29.  Ketentuan Pasal 127 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  

Pasal 127  

(1) Sertifikat kapal  tidak berlaku apabila:  

a. masa berlaku sud ah berakhir;  

b.  tidak melaksanakan pengukuhan sertifikat 

(endorsement ); 

c. kapal rusak dan dinyatakan tidak memenuhi 

persyaratan keselamatan kapal;  

d.  kapal berubah nama;  

e. kapal berganti bendera;  

f.  kapal tidak sesua i dengan data -data teknis dalam 
sertifikat keselamata n kapal;  

g. kapal mengalami perombakan yang 

mengakibatkan perubahan konstruksi kapal, 
perubahan ukuran utama kapal, dan perubahan 

fungsi , atau jenis kapal;  

h.  kapal tenggelam atau hilang; atau  

i.  kapal ditutuh ( scrapping ). 

(2) Sertifikat kapal dibatalkan apabila:  

a.  kete rangan dalam dokumen kapal yang 

digunakan untuk penerbitan sertifikat ternyata 
tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya;  

b.   kapal sudah tidak memenuhi persyaratan 

keselamatan kapal; atau  



 

338  

 

c.  sertifikat diperoleh secara tidak sah.  

(3) Persyaratan sertifikat kapal seba gaimana dimaksud 

pada ayat (1) dan ayat (2) dapat disesuaikan 
berdasarkan ketentuan standar internasional.  

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara 
pembatalan sertifikat sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) diatur dalam  Peraturan  Pemerintah . 

 

30.  Ketentuan Pasa l 129 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 129  

(1) Kapal berdasarkan jenis dan ukuran tertentu wajib 

diklasifikasikan pada badan klasifikasi untuk 
keperluan persyaratan keselamatan kapal.  

(2) Badan klasifikasi nasional atau badan klasifikasi 

asing yang diakui dapat ditunjuk melaksanakan 
pemeriksaan dan pengujian terhadap kapal untuk 

memenuhi persyaratan keselamatan kapal.  

(3) Pengakuan dan penunjukan badan klasifikasi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh 

Pemerintah Pusat.  

(4) Badan klasifikasi yang ditunjuk sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) wajib melaporkan 

kegiatannya kepada Pemerintah Pusat.  

 

31.  Ketentuan Pasal 130 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 130  

(1) Setiap kapal yang memperoleh sertifikat sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 126 ayat (1)  wajib dipelihara 
sehingga tetap memenuhi persyaratan keselamatan 

kapal.  

(2) Dalam keadaan tertentu Pemerintah Pusat dapat 

memberikan pembebasan sebagian persyaratan yang 
ditetapkan dengan tetap memperhatikan keselamatan 
kapal  

(3) Pemeliharaan kapal sebagaimana di maksud pada 
ayat (1) dilakukan secara berkala dan sewaktu -

waktu.  

 

32.  Ketentuan Pasal 133 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  
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Pasal 133  

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengesahan 

gambar dan pembangunan kapal serta pemeriksaan dan 
sertifikasi ke selamatan kapal diatur dalam  Peraturan 

Pemerintah.  

 

33.  Penjelasan Pasal 154 diubah sebagaimana tercantum 

dalam Penjelasan.  

 

34.  Ketentuan Pasal 155 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  

Pasal 155  

(1) Setiap kapal sebelum dioperasikan wajib dilakukan 
pengukuran ol eh pejabat pemerintah yang diberi 
wewenang oleh Pemerintah Pusat.  

(2) Pengukuran kapal sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dapat dilakukan menurut 3 (tiga) metode , yaitu 

sebagai berikut : 

a.  pengukuran dalam negeri untuk kapal yang 
berukuran panjang kurang dari 24  (dua puluh 

empat) meter;  

b.   pengukuran internasional untuk kapal yang 
berukuran panjang 24 (dua puluh empat) meter 

atau lebih; dan  

c.  pengukuran khusus untuk kapal yang akan 

melalui terusan tertentu.  

(3) Berdasarkan  pengukuran sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) d iterbitkan Surat Ukur untuk kapal 

dengan ukuran tonase kotor sekurang -kurangnya GT 
7 (tujuh gross tonnage ). 

(4) Surat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan dapat 
dilimpahkan kepada pejabat yang ditunjuk . 

 

35.  Ketentuan Pasal  157 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 157  

(1) Pemilik, operator kapal, atau Nakhoda melaporkan 

kepada Pemerintah Pusat dalam hal terjadi 
perombakan kapal yang menyebabkan perubahan 
data yang ada dalam Surat Ukur.  
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(2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dapat dilakukan secara elektronik.  

 

36.  Ketentuan Pasal 158 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  

Pasal 158  

(1) Kapal yang telah diukur dan mendapat Surat Ukur 

dapat didaftarkan di Indonesia oleh pemilik kepada 
Pejabat Pendaftar dan Pencatat Bali k Nama Kapal 
yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.  

(2) Kapal yang dapat didaftar di Indonesia yaitu:  

a.  kapal dengan ukuran tonase kotor 

sekurangkurangnya GT 7 (tujuh gross tonnage );  

b.   kapal milik warga negara Indonesia atau badan 
hukum yang didirikan berdasark an hukum 

Indonesia dan berkedudukan di Indonesia; dan  

c.  kapal milik badan hukum Indonesia yang 

merupakan usaha patungan yang mayoritas 
sahamnya dimiliki oleh warga negara Indonesia.  

(3) Pendaftaran kapal dilakukan dengan pembuatan akta 

pendaftaran dan dicatat d alam daftar kapal 
Indonesia.  

(4) Sebagai bukti kapal telah terdaftar, kepada pemilik 
diberi grosse  akta pendaftaran kapal yang berfungsi  
sebagai bukti hak milik atas kapal yang telah 

didaftar.  

(5) Kapal yang telah didaftar wajib dipasang Tanda 

Pendaftaran.  

 

37.  Keten tuan Pasal 159 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  

Pasal 159  

(1) Pendaftaran kapal dilakukan di tempat yang 

ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.  

(2) Pemilik kapal bebas memilih salah satu tempat 

pendaftaran kapal sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) untuk mendaft arkan kapalnya.  

 

38.  Ketentuan asal 163 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 163  
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(1) Kapal yang didaftar di Indonesia dan berlayar di laut 
diberi Surat Tanda Kebangsaan Kapal Indonesia oleh 

Pemerintah Pusat.  

(2) Surat Tanda Kebangsaan Kapal Indonesia 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 
dalam bentuk:  

a.  Surat Laut untuk kapal berukuran GT 175 

(seratus tujuh puluh lima gross tonnage ) atau 
lebih;  

b.   Pas Besar untuk kapal berukuran GT 7 (tujuh 
gross tonnage ) sampai dengan ukuran kurang 
dari GT 175 (seratus tujuh puluh lima gross 
tonnage  ); atau  

c.  Pas Kecil untuk kapal berukuran kurang dari GT 

7 (tujuh gross tonnage ). 

(3) Kapal yang hanya berlayar di perairan sungai dan 

danau diberi pas sungai dan danau.  

 

39.  Ketentuan Pasal 168 diubah sehingga berbunyi sebagai 

beriku t:  

Pasal 168  

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengukuran 
dan penerbitan surat ukur, tata cara, persyaratan, dan 
dokumentasi pendaftaran kapal serta tata cara dan 

persyaratan penerbitan Surat Tanda Kebangsaan Kapal 
diatur dalam  Peraturan Pemerintah . 

 

40.  Ketentuan Pasal 169 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 169  

(1) Pemilik atau operator kapal yang mengoperasikan 
kapal untuk jenis dan ukuran tertentu harus 

memenuhi persyaratan manajemen keselamatan dan 
pencegahan pencemaran dari kapal.  

(2) Kapal ya ng telah memenuhi persyaratan manajemen 
keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi sertifikat.  

(3) Sertifikat manajemen keselamatan dan pencegahan 
pencemaran dari kapal sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) berupa D okumen Penyesuaian Manajemen 

Keselamatan ( Document of Compliance ) untuk 
perusahaan dan Sertifikat Manajemen Keselamatan 

(Safety Management Certificate ) untuk kapal.  
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(4) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
diterbitkan setelah dilakukan audit eksternal  oleh 

pejabat pemerintah yang memiliki kompetensi atau 
lembaga yang diberikan kewenangan oleh Pemerintah 

Pusat.  

(5) Sertifikat Manajemen Keselamatan dan Pencegahan 
Pencemaran diterbitkan oleh pejabat yang ditunjuk 

oleh Pemerintah Pusat.  

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara audit dan 
penerbitan sertifikat manajemen keselamatan dan 

pencegahan pencemaran diatur dalam  Peraturan 
Pemerintah.  

 

41.  Ketentuan Pasal 170 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 170  

(1) Pemilik atau operator kapal yang mengoperasikan 

kapal untuk ukuran tertentu harus memenuhi 
persyaratan manajemen keamanan kapal.  

(2) Kapal yang telah memenuhi persyaratan manajemen 

keamanan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) diberi sertifikat.  

(3) Sertifikat Manajemen Keamanan Kapal sebagaimana 

dimaksud pa da ayat (2) berupa Sertifikat Keamanan 
Kapal Internasional ( International Ship Security 
Certificate ). 

(4) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

diterbitkan setelah dilakukan audit eksternal oleh 
pejabat pemerintah yang memiliki kompetensi atau 
lembaga yang diberikan kewenangan oleh Pemerintah 

Pusat.  

(5) Sertifikat Manajemen Keamanan Kapal diterbitkan 
oleh pejabat berwenang yang ditunjuk oleh 

Pemerintah Pusat.  

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara audit dan 

penerbitan sertifikat manajemen keamanan kapal 
diatur dalam  Peraturan Pemerintah  

 

42.  Ketentuan Pasal 171 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 171  

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1), Pasal 97 ayat (1), 
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Pasal 98 ayat (1), Pasal 100 ayat (3), Pasal 1 04 ayat 
(2), Pasal 106, Pasal 125 ayat (1), Pasal 130 ayat (1), 

131 ayat (2), Pasal 132 ayat (1) atau ayat (2), Pasal 
135, Pasal 137 ayat (1) atau ayat (2), Pasal 138 ayat 

(1) atau ayat (2), Pasal 141 ayat (1) atau ayat (2), 
Pasal 149 ayat (1), Pasal 152 a yat (1), Pasal 156 ayat 
(1), Pasal 158 ayat (5), Pasal 160 ayat (1), Pasal 162 

ayat (1), atau Pasal 165 ayat (1) dikenai sanksi 
administratif.  

(2) Pejabat pemerintah yang melanggar ketentuan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 dikenai 
sanksi administratif ses uai dengan ketentuan 

peraturan perundang -undangan di bidang 
kepegawaian.  

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, 

besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi 
administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diatur dalam  Peraturan Pemerintah.  

 

43.  Ketentuan Pasal 197 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  

Pasal 197  

(1) Untuk kepentingan keselamatan dan keamanan 

pelayaran, desain dan pekerjaan pengerukan alur -
pelayaran dan kolam pelabuhan, serta reklamasi 

wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah  
Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan 
kewenangannya berdasarkan norma, standar, 

prosedur, dan kriteria  yang ditetapkan oleh 
Pemerintah Pusat . 

(2) Pekerjaan pengerukan alur -pelayaran dan kolam 

pelabuhan serta reklamasi dilakukan oleh 
perusahaan yang mempu nyai kemampuan dan 

kompetensi dan dibuktikan dengan sertifikat yang 
diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang -undangan.  

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai desain dan 
pekerjaan pengerukan alur -pelayaran, kolam 

pelabuh an, dan reklamasi serta sertifikasi pelaksana 
pekerjaan diatur dalam  Peraturan Pemerintah.  

 

44.  Ketentuan Pasal 204 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 204  



 

344  

 

(1) Kegiatan salvage  dilakukan terhadap kerangka kapal 
dan/atau muatannya yang mengalami kecelak aan 

atau tenggelam.  

(2) Setiap kegiatan salvage  dan pekerjaan bawah air 

wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah 
Pusat.  

 

45.  Ketentuan Pasal 213 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 213  

(1) Pemilik, Operator Kapal, atau Nakhoda wajib 
memberitahukan  kedatangan kapalnya di pelabuhan 

kepada Syahbandar.  

(2) Setiap kapal yang memasuki pelabuhan wajib 

menyerahkan surat, dokumen, dan warta Kapal 
kepada Syahbandar seketika pada saat kapal tiba di 
pelabuhan dan/atau menyampaikan secara 

elektronik sebelum kapal t iba untuk dilakukan 
pemeriksaan.  

(3) Setelah dilakukan pemeriksaan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) , surat, dokumen, dan warta 
kapal disimpan oleh Syahbandar untuk diserahkan 

kembali bersamaan dengan diterbitkannya Surat 
Persetujuan Berlayar.  

(4) Ketentuan lebih  lanjut mengenai tata cara 

pemberitahuan kedatangan kapal, pemeriksaan, 
penyerahan, serta penyimpanan surat, dokumen, dan 

warta kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam  Peraturan 
Pemerintah.  

 

46.  Ketentuan Pasal 225 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 225  

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 203 ayat (1), Pasal 204 ayat 
(2), Pasal 213 ayat (1) atau ayat (2), Pasal 214, Pasal 
215, atau Pasal 216 ayat (1) dikenai sanksi 

administrat if.  

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, 

besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi 
administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diatur dalam  Peraturan Pemerintah.  
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47.  Ketentuan Pasal 243 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  

Pasal 243  

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 230 ayat (2), Pasal 233 ayat 
(3), Pasal 234, Pasal 235, atau Pasal 239 ayat (2) 

dikenai sanksi administratif.  

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, 
besaran denda, dan tata ca ra pengenaan sanksi 

administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diatur dalam  Peraturan Pemerintah.  

 

48.  Ketentuan Pasal 273 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 273  

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 272 ayat  (1) dapat dikena i 
sanksi administratif.  

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, 

besaran dan tata cara pengenaan sanksi 
administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diatur dalam  Peraturan Pemerintah.  

 

49.  Ketentuan Pasal 288 diubah sehingga berbun yi sebagai 

berikut:  

Pasal 288  

Setiap orang yang mengoperasikan kapal pada angkutan 

sungai dan danau tanpa memenuhi Perizinan Berusaha 
untuk trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat 
(4) yang menimbulkan kecelakaan kapal, korban manusia, 

atau kerugian  harta benda dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling 

banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).  

 

50.  Ketentuan Pasal 289 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  

Pasal 289  

Setiap orang yang mengoperasikan kapal pada angkutan 
penyeberangan tanpa memenuhi Perizinan Berusaha 
terkait persetujuan pengoperasian kapal sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 28 ayat (6) yang menimbulkan 
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kecelakaan kapal, korban manusia, atau kerugian harta 
benda dipidana dengan pidana penjara paling  lama 1 

(satu) tahun atau denda paling banyak Rp300.000.000,00 
(tiga ratus juta rupiah).  

 

51.  Ketentuan Pasal 290 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 290  

Setiap orang yang menyelenggarakan usaha jasa terkait 
dengan angkutan di perairan tanpa memenu hi Perizinan 

Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 yang 
menimbulkan korban manusia atau kerugian harta benda 

dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) 
tahun atau denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga 
ratus juta rupiah).  

 

52.  Ketentuan Pas al 291 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  

Pasal 291  

Setiap orang yang tidak melaksanakan kewajibannya 

untuk mengangkut penumpang dan/atau barang 
terutama angkutan pos sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 38 ayat (1) yang mengakibatkan timbulnya kerugian  

pihak lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 
(satu) tahun dan denda paling banyak Rp350.000.000,00 

(tiga ratus lima puluh juta rupiah).  

 

53.  Ketentuan Pasal 292 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  

Pasal 292  

Setiap orang yang tidak mengasurans ikan tanggung 

jawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) 
yang mengakibatkan timbulnya kerugian pihak lain 

dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) 
bulan dan denda paling banyak Rp100.000.000,00 
(seratus juta rupiah).  

 

54.  Ketentuan Pasal 293 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  

Pasal 293  

Setiap orang yang tidak memberikan fasilitas khusus dan 

kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat 
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(1) yang menimbulkan kecelakaan dan/atau korban 
manusia dipidana dengan pidana penjara paling  lama 6 

(enam) bulan dan denda paling banyak paling banyak 
Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).  

 

55.  Ketentuan Pasal 294 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 294  

(1) Setiap orang yang mengangkut barang khusus dan 
barang berbahaya tidak sesuai denga n persyaratan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 yang 
mengakibatkan timbulnya korban manusia atau 

kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan, 
keamanan, dan lingkungan  dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling 

banyak Rp400. 000.000,00 (empat ratus juta rupiah).  

(2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

mengakibatkan kerugian harta benda , pelaku  
dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 
(empat) tahun dan denda paling banyak 

Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).  

(3) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
mengakibatkan kematian seseorang dan kerugian 

harta benda , pelaku  dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling 

banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus 
juta rupia h).  

 

56.  Ketentuan Pasal 295 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 295  

Setiap orang yang mengangkut barang berbahaya dan 
barang khusus yang tidak menyampaikan pemberitahuan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 yang 
mengakibatkan timbulnya korban dipid ana dengan pidana 
penjara paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling 

banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).  

 

57.  Ketentuan Pasal 296 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 296  

Setiap orang yang tidak mengasuransikan tanggung 
jawabnya sebagaim ana dimaksud dalam Pasal 54 yang 
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mengakibatkan timbulnya kerugian pihak lain  dipidana 
dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau 

pidana denda paling banyak Rp150.000.000,00 (seratus 
lima puluh juta rupiah).  

 

58.  Ketentuan Pasal 297 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 297  

(1) Setiap orang yang membangun dan mengoperasikan 
pelabuhan sungai dan danau yang tidak memenuhi 

Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 98 ayat (1) yang mengakibatkan timbulnya 

korban/kerusakan kesehatan, keselamatan, 
keamanan, dan lingkungan  dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling 

banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).  

(2) Setiap orang yang memanfaatkan garis pantai untuk 

melakukan kegiatan tambat kapal dan bongkar muat  
barang atau menaikkan dan menurunkan 
penumpang untuk kepentingan sendiri di luar 

kegiatan di pelabuhan, terminal khusus dan terminal 
untuk kepentingan sendiri tanpa memenuhi 
Perizinan Berusaha atau Persetujuan dari Pemerintah 

Pusat sebagaimana dimaksud da lam Pasal 339 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) 

tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 
(lima ratus juta rupiah).  

 

59.  Ketentuan Pasal 298 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 298  

Setiap orang yang tidak memberikan jaminan at as 
pelaksanaan tanggung jawab ganti rugi dalam 

melaksanakan kegiatan di pelabuhan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 100 ayat (3) yang mengakibatkan 
timbulnya korban dipidana dengan pidana penjara paling 

lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak 
Rp100.000. 000,00 (seratus juta rupiah).  

 

60.  Ketentuan Pasal 299 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 299  
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Setiap orang yang membangun dan mengoperasikan 
terminal khusus tanpa  memenuhi  Perizinan Berusaha 

dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 1 04 ayat (2) yang mengakibatkan timbulnya 

korban/kerusakan kesehatan, keselamatan, keamanan, 
dan lingkungan dipidana dengan pidana penjara paling 
lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak 

Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).  

 

61.  Ketentuan Pasal 307 diu bah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  

Pasal 307  

Setiap orang yang mengoperasikan kapal tanpa dilengkapi 
dengan perangkat komunikasi radio dan kelengkapannya 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (2) yang 

mengakibatkan timbulnya kecelakaan kapal, korba n 
manusia, atau kerugian barang dan harta benda dipidana 

dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan 
denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta 
rupiah).  

 

62.  Ketentuan Pasal 308 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 308  

Setiap oran g yang mengoperasikan kapal tidak dilengkapi 

dengan peralatan meteorologi sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 132 ayat (1) yang mengakibatkan timbulnya 
kecelakaan kapal, korban manusia, atau kerugian barang 

dan harta benda dipidana dengan pidana penjara palin g 
lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak 
Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).  

 

63.  Ketentuan Pasal 310 diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  

Pasal 310  

Setiap orang yang mempekerjakan Awak Kapal tanpa 

memenuhi persyaratan kualifikasi dan kompeten si 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 yang 

mengakibatkan timbulnya korban atau kerugian harta 
benda dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 
(dua) tahun dan denda paling banyak Rp300.000.000,00 

(tiga ratus juta rupiah).  
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64.  Ketentuan Pasal 313 diubah seh ingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 313  

Setiap orang yang menggunakan peti kemas sebagai 

bagian dari alat angkut tanpa memenuhi persyaratan 
kelaikan peti kemas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
149 ayat (1) yang mengakibatkan timbulnya korban atau 

kerugia n harta benda dipidana dengan pidana kurungan 
paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak 
Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).  

 

65.  Ketentuan Pasal 314 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  

Pasal 314  

Setiap orang yang tidak memasang tanda penda ftaran 

pada kapal yang telah terdaftar sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 158 ayat (5) yang mengakibatkan timbulnya 

korban atau kerugian harta benda dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda 
paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).  

 

66.  Ketentuan Pasal 321 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 321  

Pemilik kapal yang tidak menyingkirkan kerangka kapal 

dan/atau muatannya yang mengganggu keselamatan dan 
keamanan pelayaran dalam batas waktu yang ditetapkan 
pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203 ayat 

(1) yang mengakibatkan timbulnya korban/kecelakaan 
kapal dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 
(satu) tahun dan denda paling banyak 

Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).  

 

67.  Ketentuan Pasal 322 diubah se hingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 322  

Nakhoda yang melakukan kegiatan perbaikan, percobaan 
berlayar, kegiatan alih muat di kolam pelabuhan, 

menunda, dan bongkar muat barang berbahaya tanpa 
persetujuan dari Syahbandar sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2 16 ayat (1) yang mengakibatkan timbulnya 

korban atau terjadinya kecelakaan kapal dipidana dengan 
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pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda 
paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).  

 

68.  Ketentuan Pasal 336 diubah sehingga berbunyi sebaga i 

berikut:  

Pasal 336  

(1) Setiap pejabat yang melanggar suatu kewajiban 

khusus dari jabatannya atau pada waktu melakukan 
tindak pidana melakukan kekuasaan, dan 
menggunakan kesempatan , atau sarana yang 

diberikan kepadanya karena jabatan dipidana dengan 
pidana pe njara paling lama 1 (satu) tahun dan denda 

paling banyak Rp100.000.000, 00  (seratus juta 
rupiah)  

(2) Selain pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa 
pemberhentian secara tidak hormat dari jabatannya.  

(3) Setiap pejabat y ang karena melaksanakan tugas 
sesuai dengan jabatan dan kewenangannya 
menyebabkan kerugian harta benda dan/atau 

hilangnya nyawa seseorang di  luar kekuasaannya, 
pejabat tersebut tidak dapat dikenai sanksi.  

 

Pasal 58   

Beberapa ketentuan dalam Undang -Undang Nomor 1 Ta hun 

2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4956) diubah  sebagai berikut : 

1.  Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 13  

(1) Pesawat udara, mesin pesawat udara, dan baling -
baling pesawat terbang yang akan dibuat untuk 

digunakan secara sah ( eligible ) harus memiliki 
rancang bangun.  

(2) Rancang bangun pesawat udara, mesin pesawat 

udara, dan baling -baling pesawat terbang 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) h arus 

mendapat persetujuan dari Pemerintah Pusat.  

 

2.  Pasal 14 dihapus.  
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3.  Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 15  

Pesawat udara, mesin pesawat udara, atau baling -baling 

pesawat terbang yang dibuat berdasarkan rancang 
bangun sebagai mana dimaksud dalam Pasal 13 untuk 
diproduksi harus memiliki sertifikat tipe.  

 

4.  Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 16  

(1) Setiap pesawat udara, mesin pesawat udara, dan 

baling -baling pesawat terbang yang dirancang dan 
diproduksi di luar negeri dan diimpor ke Indonesia 
harus mendapat sertifikat validasi tipe.  

(2) Sertifikat validasi tipe sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilaksanakan berdasarkan perjanjian 

antarnegara di bidang kelaikudaraan.  

 

5.  Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbun yi sebagai 

berikut:  

Pasal 17  

Setiap perubahan terhadap rancang bangun pesawat 

udara, mesin pesawat udara, atau baling -baling pesawat 
terbang yang telah mendapat sertifikat tipe sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 15 harus mendapat persetujuan 
dari Pemerintah Pusat.  

 

6.  Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 18  

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur 
mendapatkan persetujuan rancang bangun, kegiatan 

rancang bangun, perubahan rancang bangun pesawat 
udara, sertifikat validas i tipe , dan  sertifikat tipe diatur 
dalam  Peraturan Pemerintah.  

 

7.  Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  

Pasal 19  
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(1) Setiap badan hukum Indonesia yang melakukan 
kegiatan produksi dan/atau perakitan pesawat 

udara, mesin pesawat udara, dan/a tau baling -baling 
pesawat terbang wajib memiliki sertifikat produksi.  

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat produksi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam  
Peraturan Pemerintah.  

 

8.  Pasal 20 dihapus.  

 

9.  Pasal 21 dihapus.  

 

10.  Pasal 22 dihapus.  

 

11.  Ketent uan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  

Pasal 26  

Pesawat udara yang telah didaftarkan dan memenuhi 
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 
diterbitkan sertifikat pendaftaran.  

12.  Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai 
beriku t:  

Pasal 30  

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur 
pendaftaran dan penghapusan tanda pendaftaran dan 

tanda kebangsaan Indonesia serta kriteria, jenis, besaran 
denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif 
diatur dalam  Peraturan Pemeri ntah.  

 

13.  Pasal 31 dihapus.  

 

14.  Pasal 32 dihapus.  

 

15.  Pasal 33 dihapus . 

 

16.  Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  

Pasal 37  
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Sertifikat kelaikudaraan standar sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 36 terdiri atas:  

a. sertifikat kelaikudaraan standar pertam a (initial 
airworthiness certificate ) yang diberikan untuk 

pesawat udara pertama kali dioperasikan oleh setiap 
orang; dan  

b.  sertifikat kelaikudaraan standar lanjutan ( continous 
airworthiness certificate ) yang diberikan untuk 
pesawat udara setelah sertifikat kelaikudaraan 

standar pertama dan akan dioperasikan secara terus 
menerus.  

 

17.  Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 40  

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur 

untuk memperoleh sertifikat kelaikudaraan dan kriteria, 
jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi 
administratif diatur dalam  Peraturan Pemerintah.  

 

18.  Ketentuan Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 41  

(1) Setiap orang yang mengoperasikan pesawat udara 

untuk kegiatan angkutan udara wajib memiliki 
sertifikat.  

(2) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri 

atas:  

a. sertifikat operator pesawat udara ( air operator 
certificate ) yang diberikan kepada badan hukum 
Indonesia yang mengoperasikan pesawat udara 
sipil untuk angkutan udara ni aga; atau  

b.   sertifikat pengoperasian pesawat udara ( operating 
certificate ) yang diberikan kepada orang atau 

badan hukum Indonesia yang mengoperasikan 
pesawat udara sipil untuk angkutan udara bukan 

niaga.  

 

19.  Pasal 42 dihapus . 

 

20.  Pasal 43 dihapus.  
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21.  Ketentuan Pasa l 45 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  

Pasal 45  

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur 
memperoleh sertifikat operator pesawat udara atau 
sertifikat pengoperasian pesawat udara dan kriteria, jenis, 

besaran denda, dan tata cara pengen aan sanksi 
administratif diatur dalam  Peraturan Pemerintah.  

 

22.  Ketentuan Pasal 46 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 46  

(1) Setiap orang yang mengoperasikan pesawat udara 
wajib merawat pesawat udara, mesin pesawat udara, 

baling -baling pesawat terban g, dan komponennya 
untuk mempertahankan keandalan dan 

kelaikudaraan secara berkelanjutan.  

(2) Dalam perawatan pesawat udara, mesin pesawat 
udara, baling -baling pesawat terbang, dan 

komponennya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , 
setiap orang harus membuat prog ram perawatan 
pesawat udara yang disahkan oleh Pemerintah Pusat.  

 

23.  Ketentuan Pasal 47 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  

Pasal 47  

Perawatan pesawat udara, mesin pesawat udara, serta 

baling -baling pesawat terbang dan komponennya 
sebagaimana dimaksud d alam Pasal 46 hanya dapat 
dilakukan oleh:  

a. perusahaan angkutan udara yang telah memiliki 
sertifikat operator pesawat udara;  

b.  badan hukum organisasi perawatan pesawat udara 
yang telah memiliki sertifikat organisasi perawatan 
pesawat udara ( approved main tenance organization ); 

atau  

c. personel ahli perawatan pesawat udara yang telah 

memiliki lisensi ahli perawatan pesawat udara 
(aircraft maintenance engineer license ). 

 

24.  Pasal 48 dihapus.  
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25.  Ketentuan Pasal 49 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  

Pasal 49  

Sertifikat organisasi perawatan pesawat udara 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b dapat 
diberikan kepada organisasi perawatan pesawat udara di 

luar negeri yang memenuhi persyaratan setelah memiliki 
sertifikat organisasi perawatan pesawat udara yang 
diterbitkan oleh otoritas penerbangan negara yang 

bersangkutan.  

 

26.  Ketentuan Pasal 50 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 50  

Setiap orang yang melanggar ketentuan perawatan 
pesawat udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 

dikenai sanksi administr atif.  

 

27.  Ketentuan Pasal 51 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  

Pasal 51  

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, prosedur, dan 

pemberian sertifikat organisasi perawatan pesawat udara 
dan lisensi ahli perawatan pesawat udara dan kriteria, 

jenis, besa ran denda, dan tata cara pengenaan sanksi 
administratif diatur dalam  Peraturan Pemerintah.  

 

28.  Ketentuan Pasal 58 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 58  

(1) Setiap personel pesawat udara wajib memiliki lisensi 
atau sertifikat kompetensi.  

(2) Personel pesa wat udara yang terkait langsung dengan 
pelaksanaan pengoperasian pesawat udara wajib 
memiliki lisensi yang sah dan masih berlaku.  

 

29.  Ketentuan Pasal 60 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  

Pasal 60  



 

357  

 

Lisensi personel pesawat udara yang diberikan oleh 
negara lain dapat diakui melalui pengesahan oleh 

Pemerintah Pusat.  

 

30.  Ketentuan Pasal 61 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 61  

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara 
dan prosedur memperoleh lisensi, atau sertifikat 
kompetensi dan lem baga pendidikan dan/atau sertifikat 

pelatihan diatur dalam  Peraturan Pemerintah.  

 

31.  Ketentuan Pasal 63 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 63  

(1) Pesawat udara yang dapat dioperasikan di wilayah 
Negara Kesatuan Republik Indonesia hanya pesawat 

udara Indonesia.  

(2) Dalam keadaan tertentu dan dalam waktu terbatas 
pesawat udara asing dapat dioperasikan setelah 

mendapat persetujuan dari Pemerintah Pusat.  

(3) Pesawat udara sipil asing dapat dioperasikan oleh 
perusahaan angkutan udara nasional untuk 

penerbangan  ke dan dari luar negeri setelah adanya 
perjanjian antarnegara.  

(4) Pesawat udara sipil asing yang akan dioperasikan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 
harus memenuhi persyaratan kelaikudaraan yang 

ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.  

(5) Setiap oran g yang melanggar ketentuan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) 

dikenai sanksi administratif.  

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengoperasian 

pesawat udara sipil serta kriteria, jenis, besaran 
denda, dan tata cara pengenaa n sanksi administratif 
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam  

Peraturan Pemerintah.  

 

32.  Pasal 64 dihapus.  

 

33.  Ketentuan Pasal 66 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  
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Pasal 66  

Ketentuan lebih lanjut mengenai proses dan biaya 

sertifikasi diatur dalam  Peraturan Pemerintah.  

 

34.  Ketentuan Pasal 67 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 67  

(1) Setiap pesawat udara negara yang dibuat dan 
dioperasikan harus memenuhi standar rancang 
bangun, produksi, dan kelaikudaraan yang 

ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.  

(2) Pesawat udara negara sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) wajib memiliki tanda identitas.  

 

35.  Ketentuan Pasal 84 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  

Pasal 84  

Angkutan udara niaga dalam negeri hanya dapat 
dilakukan oleh badan usaha angkutan udara nasional  
yang telah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah 

Pusat.  

 

36.  Ketentuan Pasal 85 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  

Pasal 85  

(1) Angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri hanya 
dapat dilakukan oleh badan usaha angkutan udara 
nasional yang telah meme nuhi Perizinan Berusaha 

terkait angkutan udara niaga berjadwal.  

(2) Badan usaha angkutan udara niaga berjadwal 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam keadaan 

tertentu dan bersifat sementara dapat melakukan 
kegiatan angkutan udara niaga tidak berjadwal 

setela h mendapat persetujuan dari Pemerintah Pusat.  

(3) Kegiatan angkutan udara niaga tidak berjadwal yang 
bersifat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) dapat dilakukan atas inisiatif instansi Pemerintah 
dan/atau atas permintaan badan usaha angkutan 

udara ni aga nasional.  

(4) Kegiatan angkutan udara niaga tidak berjadwal yang 
dilaksanakan oleh badan usaha angkutan udara 

niaga berjadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
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tidak menyebabkan terganggunya pelayanan pada 
rute yang menjadi tanggung jawabnya dan pada rute  

yang masih dilayani oleh badan usaha angkutan 
udara niaga berjadwal lainnya.  

 

37.  Ketentuan Pasal 91 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 91  

(1) Angkutan udara niaga tidak berjadwal dalam negeri 
hanya dapat dilakukan oleh badan usaha angkutan 

udara nas ional yang telah memenuhi Perizinan 
Berusaha dari Pemerintah Pusat.  

(2) Angkutan udara niaga tidak berjadwal dalam negeri 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 
berdasarkan persetujuan terbang ( flight approval ). 

(3) Badan usaha angkutan udara niaga tidak berjadwal 
dalam negeri dalam keadaan tertentu dan bersifat 

sementara dapat melakukan kegiatan angkutan 
udara niaga berjadwal setelah mendapat persetujuan 
dari Pemerintah Pusat.  

(4) Kegiatan angkutan udara niaga berjadwal yang 
bersifat sementara sebagaimana  dimaksud pada ayat 

(3) dapat dilakukan atas inisiatif instansi Pemerintah, 
pemerintah daerah dan/atau badan usaha angkutan 
udara niaga nasional.  

(5) Kegiatan angkutan udara niaga berjadwal 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak 
menyebabkan terganggunya pelayanan angkutan 

udara pada rute yang masih dilayani oleh badan 
usaha angkutan udara niaga berjadwal lainnya.  

 

38.  Ketentuan Pasal 93 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 93  

(1) Kegiatan angkutan udara niaga tidak berjadwal luar 
negeri yang dilakukan oleh badan usaha angkutan 

udara niaga nasional wajib mendapatkan persetujuan 
terbang dari Pemerintah Pusat.  

(2) Kegiatan angkutan udara niaga tidak berjadwal luar 
negeri yang dilakukan oleh perusahaan angkutan 
udara niaga asing wajib mendapatkan persetujuan 

terbang dari Pemerintah Pusat.  
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39.  Ketentuan Pasal 94 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 94  

(1) Kegiatan angkutan udara niaga tidak berjadwal oleh 

perusahaan angkutan udara asing yang melayani 
rute ke Indonesia dilarang mengangkut penumpang 
dari wilaya h Indonesia, kecuali penumpang sendiri 

yang diturunkan pada penerbangan sebelumnya.  

(2) Perusahaan angkutan udara niaga tidak berjadwal  
oleh perusahaan angkutan udara  asing yang 

melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dikena i sanksi administrati f.  

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, 
besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi 
administrati f sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

diatur dalam  Peraturan Pemerintah.  

 

40.  Ketentuan Pasal 95 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 95  

(1) Perusahaan angkutan udara niaga tidak berjadwal 
asing khusus pengangkut kargo yang melayani rute 
ke Indonesia dilarang mengangkut kargo dari wilayah 

Indonesia, kecuali dengan persetujuan Pemerintah 
Pusat.  

(2) Perusahaan angkutan udara niaga tidak berjadwal 
asing  khusus pengangkut kargo yang melanggar 
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dikenai sanksi administratif.  

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, 
besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi 

administratif sebagaimana dimaksud pada ayat ( 2) 
diatur dalam  Peraturan Pemerintah.  

 

41.  Ketentuan Pasal 96 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 96  

Ketentuan lebih lanjut mengenai angkutan udara niaga, 

kerja  sama angkutan udara , dan sanksi administratif 
termasuk prosedur dan tata cara pengenaan , diatur dalam  
Peraturan Pemerintah.  
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42.  Ketentuan Pasal 97 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 97  

(1) Pelayanan yang diberikan badan usaha angkutan 

udara niaga berjadwal dalam menjalankan 
kegiatannya dapat dikelompokkan paling sedikit 
dalam:  

a. pelay anan dengan standar maksimum;  

b.   pelayanan dengan standar menengah; atau  

c.  pelayanan dengan standar minimum.  

(2) Badan usaha angkutan udara niaga berjadwal dalam 
menyediakan pelayanan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) harus memberitahukan kepada pengguna 
jasa te ntang kondisi dan spesifikasi pelayanan yang 
disediakan.  

 

43.  Pasal 99 dihapus.  

 

44.  Ketentuan Pasal 100 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 100  

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan badan usaha 
angkutan udara niaga berjadwal diatur dalam  Peraturan  

Pemerintah.  

 

45.  Ketentuan Pasal 109 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 109  

Kegiatan angkutan udara niaga sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 108 dilakukan oleh badan usaha di bidang 
angkutan udara niaga nasional setelah memenuhi 

Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.  

 

46.  Pasal 110 dihapus.  

 

47.  Pasal 111 dihapus.  

 

48.  Ketentuan Pasal 112 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  
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Pasal 112  

Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

109 berlaku selama pemegang Perizinan Berusaha masih 
menjalankan keg iatan angkutan udara secara nyata 

dengan terus menerus mengoperasikan pesawat udara 
sesuai dengan Perizinan Berusaha yang diberikan.  

 

49.  Ketentuan Pasal 113 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 113  

(1) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 109 dilarang dipindahtangankan kepada pihak 

lain sebelum melakukan kegiatan usaha angkutan 
udara secara nyata dengan mengoperasikan pesawat 
udara sesuai dengan Perizinan Berusaha yang 

diberikan.  

(2) Pemegang Perizinan Berusaha yang melanggar 

ketentuan sebaga imana dimaksud pada ayat (1) 
dikenai sanksi administratif berupa pencabutan 
Perizinan Berusaha.  

 

50.  Ketentuan Pasal 114 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 114  

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara, 

dan prosedur memperoleh Perizin an Berusaha terkait 
angkutan udara niaga diatur dalam  Peraturan 
Pemerintah.  

 

51.  Ketentuan Pasal 118 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 118  

(1) Pemegang Perizinan Berusaha angkutan udara niaga 

wajib:  

a.  melakukan kegiatan angkutan udara secara nyata 
paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak 

Perizinan Berusaha diterbitkan dengan 
mengoperasikan minimal jumlah pesawat udara 

yang dimiliki dan dikuasai sesuai dengan lingkup 
usaha atau kegiatannya;  

b.  memiliki dan menguasai pesawat udara dengan 

jumlah terten tu;  
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c. mematuhi ketentuan wajib angkut, penerbangan 
sipil, dan ketentuan lain sesuai dengan peraturan 

perundang -undangan;  

d.  menutup asuransi tanggung jawab pengangkut 

dengan nilai pertanggungan sebesar santunan 
penumpang angkutan udara niaga yang 
dibuktik an dengan perjanjian penutupan 

asuransi;  

e. melayani calon penumpang secara adil tanpa 
diskriminasi atas dasar suku, agama, ras, 

antargolongan, serta strata ekonomi dan sosial;  

f.    menyerahkan laporan kegiatan angkutan udara, 

termasuk keterlambatan dan pemba talan 
penerbangan setiap jangka waktu tertentu kepada 
Pemerintah Pusat;  

g.  menyerahkan laporan kinerja keuangan yang 
telah diaudit oleh kantor akuntan publik terdaftar 

yang sekurang -kurangnya memuat neraca, 
laporan rugi laba, arus kas, dan perincian biaya, 
setiap tahun paling lambat akhir bulan April 

tahun berikutnya kepada Pemerintah Pusat;  

h.   melaporkan apabila terjadi perubahan 
penanggung jawab atau pemilik badan usaha 

angkutan udara niaga, domisili badan usaha 
angkutan udara niaga , dan pemilikan pesawat 

uda ra kepada Pemerintah Pusat; dan  

i.  memenuhi standar pelayanan yang ditetapkan.  

(2) Pemegang izin kegiatan angkutan udara bukan niaga 

yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, pemerintah 
daerah, badan usaha, dan lembaga tertentu wajib : 

a.  mengoperasikan pesawat udar a paling lambat 12 

(dua belas) bulan setelah izin kegiatan 
diterbitkan;  

b.   mematuhi peraturan perundang -undangan di 
bidang penerbangan sipil dan peraturan 
perundang -undangan lain yang berlaku;  

c.  menyerahkan laporan kegiatan angkutan udara 
setiap bulan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) 

bulan berikutnya kepada Pemerintah Pusat; dan  

d.   melaporkan apabila terjadi perubahan 
penanggung jawab, kepemilikan pesawat udara, 

dan/atau domisili kantor pusat kegiatan kepada 
Pemerintah Pusat.  
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(3) Pemegang izin kegiatan angkutan ud ara bukan niaga 
yang dilakukan oleh orang perseorangan wajib : 

a.  mengoperasikan pesawat udara paling lambat 12 
(dua belas) bulan setelah izin diterbitkan;  

b.   mematuhi peraturan perundang -undangan di 
bidang penerbangan sipil dan peraturan 
perundang -undangan lai n;  

c.  menyerahkan laporan kegiatan angkutan udara 
setiap bulan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) 
bulan berikutnya kepada Pemerintah Pusat; dan  

d.   melaporkan apabila terjadi perubahan 
penanggung jawab, kepemilikan pesawat udara, 

dan/atau domisili pemegang izin  kepada 
Pemerintah Pusat.  

 

52.  Ketentuan Pasal 119 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 119  

(1) Dalam hal Pemegang Perizinan Berusaha angkutan 
udara niaga dan pemegang izin kegiatan angkutan 

udara bukan niaga tidak melakukan kegiatan 
angkutan udara seca ra nyata dengan 
mengoperasikan pesawat udara selama 12 (dua belas) 

bulan berturut -turut sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 118 ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf a dan ayat 

(3) huruf a, Perizinan Berusaha angkutan udara 
niaga atau izin kegiatan angkutan udara bukan niaga 
yang diterbitkan tidak berlaku dengan sendirinya.  

(2) Pemegang Perizinan Berusaha angkutan udara niaga 
yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 118 ayat (1) huruf c dikenai sanksi 

administratif.  

(3) Pemegang Perizinan Berusaha angkutan  udara niaga 

dan pemegang izin  kegiatan angkutan udara bukan 
niaga yang melanggar ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 118 dikena i sanksi 

administratif.  

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, 

besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi 
administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dan ayat (3) diatur dalam  Peraturan Pemerintah.  
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53.  Ketentuan Pasal 120 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 120  

Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban pemegang 

Perizinan Berusaha, persyaratan, dan sanksi administratif 
termasuk prosedur dan tata cara pengenaan sanksi 
diatur , dalam  Peraturan Pemerintah.  

 

54.  Ketentuan Pasal 130 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 130  

Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif angkutan udara 

niaga berjadwal dalam ne geri kelas ekonomi dan angkutan 
udara perintis serta sanksi administratif , termasuk 
prosedur dan tata cara pengenaan sanksi diatur dalam  

Peraturan Pemerintah . 

55.  Pasal 131 dihapus.  

 

56.  Pasal 132 dihapus.  

 

57.  Pasal 133 dihapus.  

 

58.  Ketentuan Pasal 137 diubah sehingga b erbunyi sebagai 

berikut:  

Pasal 137  

Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran 
denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (5) diatur 

dalam  Peraturan Pemerintah.  

 

59.  Ketentuan Pasal 138 diubah seh ingga berbunyi sebagai 

berikut:  

Pasal 138  

(1) Pemilik, agen ekspedisi muatan pesawat udara, atau 
pengirim yang menyerahkan barang khusus 
dan/atau berbahaya wajib menyampaikan 

pemberitahuan kepada pengelola pergudangan 
dan/atau badan usaha angkutan udara sebelu m 

dimuat ke dalam pesawat udara.  
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(2) Badan usaha bandar udara, unit penyelenggara 
bandar udara, badan usaha pergudangan, atau 

badan usaha angkutan udara niaga yang melakukan 
kegiatan pengangkutan barang khusus dan/atau 

barang berbahaya wajib menyediakan tempat  
penyimpanan atau penumpukan serta bertanggung 
jawab terhadap penyusunan sistem dan prosedur 

penanganan barang khusus dan/atau berbahaya 
selama barang tersebut belum dimuat ke dalam 
pesawat udara.  

(3) Pemilik, agen ekspedisi muatan pesawat udara, atau 
pengirim , badan usaha bandar udara, unit 

penyelenggara bandar udara, badan usaha 
pergudangan, atau badan usaha angkutan udara 
niaga yang melanggar ketentuan pengangkutan 

barang berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dan ayat (2) dikena i sanksi administratif.  

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, 
besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi 
administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

diatur dalam  Peraturan Pemerintah.  

 

60.  Ketentuan Pasal 139 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  

Pasal 139  

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkutan barang 
khusus dan barang berbahaya serta kriteria, jenis, 
besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi 

administratif diatur dalam  Peraturan Pemerintah.  

 

61.  Ketentuan Pasal 205 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut : 

Pasal 205  

(1) Daerah lingkungan kepentingan bandar udara 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202 huruf g 
merupakan daerah di luar lingkungan kerja bandar 

udara yang digunakan untuk menjamin keselamatan 
dan keamanan penerbangan serta kelancaran 

aksesibilitas pen umpang dan kargo.  

(2) Pemanfaatan daerah lingkungan kepentingan bandar 
udara harus mendapatkan persetujuan dari 

Pemerintah Pusat.  
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62.  Pasal 215 dihapus.  

 

63.  Ketentuan Pasal 218 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 218  

Ketentuan lebih lanjut mengenai kesel amatan dan 
keamanan penerbangan, pelayanan jasa bandar udara, 

serta tata cara dan prosedur untuk memperoleh sertifikat 
bandar udara atau register bandar udara dan kriteria, 
jenis, besaran denda, serta  tata cara pengenaan sanksi 

administratif diatur dalam  Peraturan Pemerintah.  

 

64.  Ketentuan Pasal 219 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 219  

(1) Setiap badan usaha bandar udara atau unit 
penyelenggara bandar udara wajib menyediakan 

fasilitas bandar udara yang memenuhi persyaratan 
keselamatan dan keamanan p enerbangan serta 
pelayanan jasa bandar udara sesuai dengan standar 

pelayanan yang ditetapkan.  

(2) Setiap badan usaha bandar udara atau unit 
penyelenggara bandar udara yang melanggar 

ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dikenai sanksi administratif.  

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, 
besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi 
administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

diatur dalam  Peraturan Pemerintah.  

 

65.  Ketentuan Pasal 221 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  

Pasal 221  

Ketentu an lebih lanjut mengenai pengoperasian fasilitas 
bandar udara serta kriteria, jenis, besaran denda, dan tata 
cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam  

Peraturan Pemerintah.  

 

66.  Ketentuan Pasal 222 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 222  
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(1) Setiap personel bandar udara wajib memiliki lisensi 
atau sertifikat kompetensi.  

(2) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diperoleh melalui pendidikan dan/atau 

pelatihan yang diselenggarakan lembaga yang telah 
diakreditasi oleh Pemerintah P usat.  

 

67.  Ketentuan Pasal 224 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 224  

Lisensi personel bandar udara yang diberikan oleh negara 
lain dinyatakan sah melalui pengesahan atau validasi oleh 

Pemerintah Pusat.  

 

68.  Ketentuan Pasal 225 diubah sehingga berbuny i sebagai 

berikut:  

Pasal 225  

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara 
dan prosedur memperoleh lisensi, lembaga pendidikan 
dan/atau pelatihan, serta kriteria, jenis, besaran denda, 

dan tata cara pengenaan sanksi administratif diatur 
dalam  Peraturan Pemerintah.  

 

69.  Ketentuan Pasal 233 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 233  

(1) Pelayanan jasa kebandarudaraan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 232 ayat (2) dapat 

diselenggarakan oleh:  

a.  badan usaha bandar udara untuk bandar udara 
yang diusahakan  secara komersial setelah 

memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah 
Pusat; atau  

b.   unit penyelenggara bandar udara untuk bandar 
udara yang belum diusahakan secara komersial 
yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab 

kepada Pemerintah Pusat dan/atau Pemerinta h 
Daerah sesuai kewenangan.  

(2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) tidak dapat dipindahtangankan.  

(3) Pelayanan jasa terkait  bandar udara sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 232 ayat (3) dapat 
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diselenggarakan oleh orang perseorangan warga 
negara In donesia dan/atau badan hukum Indonesia.  

(4) Badan usaha bandar udara yang 
memindahtangankan Perizinan Berusaha 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi 
administratif berupa pencabutan Perizinan 
Berusahanya.  

 

70.  Ketentuan Pasal 237 diubah sehingga berbuny i sebagai 
berikut:  

Pasal 237  

Pemerintah Pusat mengembangkan usaha 

kebandarudaraan  melalui penanaman modal sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang -undangan di 
bidang penanaman modal.  

 

71.  Ketentuan Pasal 238 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  

Pasal 238  

Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan pengusahaan di 

bandar udara, serta kriteria, jenis, besaran denda, dan 
tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam  
Peraturan Pemerintah.  

 

72.  Ketentuan Pasal 242 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  

Pasal 242  

Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab atas 

kerugian serta kriteria, jenis, besaran denda, dan tata 
cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam  
Peraturan Pemerintah.  

 

73.  Ketentuan Pasal 247 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  

Pasal  247  

(1) Dalam rangka menunjang kegiatan tertentu, instansi 

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau 
badan hukum Indonesia dapat membangun bandar 

udara khusus setelah mendapat persetujuan dari 
Pemerintah Pusat.  
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(2) Ketentuan keselamatan dan keamanan penerbang an 
pada bandar udara khusus berlaku sebagaimana 

ketentuan pada bandar udara.  

 

74.  Ketentuan Pasal 249 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 249  

Bandar udara khusus dilarang melayani penerbangan 
langsung dari dan/atau ke luar negeri kecuali dalam 
kead aan tertentu dan bersifat sementara setelah 

memperoleh persetujuan dari Pemerintah Pusat.  

 

75.  Ketentuan Pasal 250 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 250  

Bandar udara khusus dilarang digunakan untuk 
kepentingan umum , kecuali dalam keadaan tertentu  

dengan persetujuan dari Pemerintah Pusat.  

 

76.  Ketentuan Pasal 252 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  

Pasal 252  

Ketentuan lebih lanjut mengenai persetujuan 

pembangunan dan pengoperasian bandar udara khusus 
serta perubahan status menjadi bandar udara ya ng dapat 

melayani kepentingan umum diatur dalam  Peraturan 
Pemerintah.  

 

77.  Ketentuan Pasal 253 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 253  

Tempat pendaratan dan lepas landas helikopter terdiri atas:  

a. tempat pendaratan dan lepas landas helikopter  di 

dar atan ( surface level heliport ); 

b.  tempat pendaratan dan lepas landas helikopter di atas 
gedung ( elevated heliport ); dan  

c. tempat pendaratan dan lepas landas helikopter di 
perairan ( helideck ). 
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78.  Ketentuan Pasal 254 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 254  

(1) Setiap tempat pendaratan dan lepas landas helikopter 

yang dioperasikan wajib memenuhi ketentuan 
keselamatan dan keamanan penerbangan.  

(2) Tempat pendaratan dan lepas landas helikopter yang 

telah memenuhi ketentuan keselamatan penerbangan 
sebagaimana di maksud pada ayat (1) diberikan tanda 
pendaftaran ( register ) oleh Pemerintah Pusat.  

 

79.  Ketentuan Pasal 255 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  

Pasal 255  

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur 

pemberian persetujuan pembangunan dan pengope rasian 
tempat pendaratan dan lepas landas helikopter ( heliport ) 

diatur dalam  Peraturan Pemerintah.  

 

80.  Ketentuan Pasal 275 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  

Pasal 275  

(1) Lembaga penyelenggara pelayanan navigasi 
penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasa l 271 
ayat (2) wajib memiliki sertifikat pelayanan navigasi 

penerbangan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.  

(2) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diberikan kepada setiap  unit pelayanan penyelenggara 
navigasi penerbangan.  

(3) Unit pelayanan p enyelenggara navigasi penerbangan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:  

a. unit pelayanan navigasi penerbangan di bandar 
udara;  

b.  unit pelayanan navigasi pendekatan; dan  

c. unit pelayanan navigasi penerbangan jelajah.  

 

81.  Ketentuan Pasal 277 diuba h sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 277  
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Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur 
pembentukan dan sertifikasi lembaga penyelenggara 

pelayanan navigasi penerbangan serta biaya pelayanan 
jasa navigasi penerbangan diatur dalam  Peraturan 

Pemerintah.  

 

82.  Ketentuan Pasal 292 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  

Pasal 292  

(1) Setiap personel navigasi penerbangan wajib memiliki 

lisensi atau sertifikat kompetensi.  

(2) Personel navigasi penerbangan yang terkait langsung 

dengan pelaksanaan pengoperas ian dan/atau 
pemeliharaan fasilitas navigasi penerbangan wajib 
memiliki lisensi yang sah dan masih berlaku.  

 

83.  Ketentuan Pasal 294 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  

Pasal 294  

Lisensi personel navigasi penerbangan yang diberikan oleh 

negara lain dinya takan sah melalui pengesahan atau 
validasi oleh Pemerintah Pusat.  

 

84.  Ketentuan Pasal 295 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut : 

Pasal 295  

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara 
dan prosedur memperoleh lisensi, kriteria, jenis, besaran 

dend a, dan tata cara pengenaan sanksi administratif diatur 
dalam  Peraturan Pemerintah.  

 

85.  Ketentuan Pasal 317 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 317  

Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem manajemen 
keselamatan penyedia jasa penerbangan, kriteria, je nis, 

besaran denda, d an  tata cara pengenaan sanksi 
administratif diatur diatur dalam  Peraturan Pemerintah.  

 

86.  Ketentuan Pasal 389 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  
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Pasal 389  

Setiap personel di bidang penerbangan yang telah 

memiliki sertifikat kompete nsi sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 388 dapat diberi lisensi oleh Pemerintah 

Pusat setelah memenuhi persyaratan . 

 

87.  Ketentuan Pasal 392 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  

Pasal 392  

Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat kompetensi dan 

lisensi ser ta penyusunan program pelatihan diatur dalam  
Peraturan Pemerintah.  

 

88.  Ketentuan Pasal 418 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 418  

Setiap orang yang melakukan kegiatan angkutan udara 

niaga tidak berjadwal luar negeri tanpa persetujuan 
terbang dari  Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 93 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara 

paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak 
Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).  

 

89.  Ketentuan Pasal 423 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 423  

(1) Personel bandar udara yang mengoperasikan dan/atau 
memelihara fasilitas bandar udara tanpa memiliki lisensi 

atau sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 222 yang mengakibatkan timbulnya korban 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) 

tahun dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua 
ratus juta rupiah).  

(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) mengakibatkan kematian  orang, pelaku dipidana 
dengan pidana penjara    paling  lama 15 (lima belas) 

tahun da n denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 
(satu miliar rupiah).  

 

90.  Ketentuan Pasal 428 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 428  
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(1) Setiap orang yang mengoperasikan bandar udara khusus 
yang digunakan untuk kepentingan umum tanpa 

Persetujuan dari Pemeri ntah Pusat sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 250 yang mengakibatkan 

timbulnya korban dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak 
Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).  

(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pad a 
ayat (1) mengakibatkan kematian  orang , pelaku  dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun 

dan denda paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima 
belas miliar rupiah).  

 

Paragraf 11  

Kesehatan, Obat, dan Makanan  

 

Pasal 59   

Untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat terutama 
Pelaku Usaha dalam mendapatkan Perizinan Berusaha dari 
sektor  Kesehatan, Obat, dan Makanan, Undang -Undang ini 

mengubah, menghapus, atau menetapkan pengaturan baru 
beberapa ketentuan yang diatur dalam:  

a. Undang -Undang No mor  36 Tahun 2 009 tentang Kesehatan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5063) ; 

b.  Undang -Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rum ah 
Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  Tahun 

2009  153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5072) ; 

c. Undang -Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika 

(Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 1997  Nomor 
10 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3671) ; 

d.  Undang -Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika 
(Lembaran Negara  Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 

143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5062) ; dan  

e. Undang -Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan 
(Lembaran Negara Republik Indo nesia Tahun 2012 Nomor 
227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5360) . 
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Pasal 60   

Beberapa ketentuan dalam Undang -Undang Nomor  36 Tahun 

2009 tentang Kesehatan (Lembaran Neg ara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5063) diubah  sebagai berikut.  

 

1.  Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  

Pasal 30  

(1) Fasilitas pelayanan kesehatan menurut jenis 

pelayanannya terdiri atas:  

a. pelayanan kesehatan perseorangan; dan  

b.  pelayanan kesehatan masyarakat.  

(2) Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) meliputi:  

a. pelayanan kesehatan tingkat pertama;  

b.  pelayanan kesehatan tingkat kedua; dan  

c. pelaya nan kesehatan tingkat ketiga.  

(3) Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilaksanakan oleh pihak Pemerintah Pusat, 

Pemerintah Daerah , dan swasta.  

(4) Setiap fasilitas pelayanan kesehatan wajib memenuhi 
Perizinan Berusaha dari Pemerintah P usat atau 

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya 
berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang 

ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.  

 

2.  Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  

Pasal 35  

Ketentuan lebih lanjut mengenai fasil itas pelayanan 

kesehatan dan Perizinan Berusaha diatur dalam  Peraturan 
Pemerintah.  

 

3.  Ketentuan Pasal 60 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 60  

(1) Setiap orang yang melakukan pelayanan kesehatan 

tradisional yang menggunakan alat dan teknologi waj ib 
memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat 
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atau Pemerintah Daerah sesuai  dengan  kewenangannya 
berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang 

ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.  

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha 

sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) diatur dalam  
Peraturan Pemerintah.  

 

4.  Ketentuan Pasal 106 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 106  

(1) Setiap orang yang memproduksi dan/atau mengedarkan 
sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi 

Perizinan Berusaha d ari Pemerintah Pusat atau 
Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya 
berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang 

ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.  

(2) Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat 

diedarkan setelah memenuhi Perizinan Berusaha d ari 
Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai 
dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, 

prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah 
Pusat.  

(3) Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai 

dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar , 
prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah 

Pusat berwenang mencabut Perizinan Berusaha dan 
memerintahkan penarikan dari peredaran sediaan 
farmasi dan alat kesehatan yang telah memperoleh 

Perizinan Berusaha, yang terbukti tidak memenuhi 
persya ratan mutu dan/atau keamanan dan/atau 
kemanfaatan, dan alat kesehatan tersebut dapat disita 

dan dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang -undangan.  

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha 
terkait sediaan farmasi dan alat kesehatan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam  

Peraturan Pemerintah.  

 

5.  Ketentuan Pasal 111 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 111  

(1) Makanan dan minuman yang dipergunakan untuk 
masyarakat harus didasarkan pada standar dan/atau 
persyaratan kesehatan.  
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(2) Makanan dan minuman hanya dapat diedarkan setelah 
memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat 

atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya 
berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang 

ditetapkan oleh Pemerintah Pu sat.  

(3) Makanan dan minuman yang tidak memenuhi ketentuan 
standar, persyaratan kesehatan, dan/atau 

membahayakan kesehatan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilarang untuk diedarkan, serta harus ditarik 
dari peredaran, dicabut Perizinan Berusaha , dan 

diamanka n/disita untuk dimusnahkan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang -undangan.  

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha 
terkait makanan dan minuman sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam  Peraturan 

Pemerintah.  

 

6.  Ketentua n Pasal 182 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 182  

(1) Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai 
dengan kewenangannya melakukan pengawasan 
terhadap masyarakat dan setiap penyelenggara kegiatan 

yang berhubungan dengan sumber daya di bidang 
kesehatan dan upaya kesehatan berdasarkan norma, 

standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh 
Pemerintah Pusat.  

(2) Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai 

dengan kewenangannya dalam melakukan pengawasan 
dapat memberikan Perizinan Berusaha terhadap  setiap 
penyelenggaraan upaya kesehatan berdasarkan norma, 

standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh 
Pemerintah Pusat.  

(3) Pemerintah Pusat dalam melaksanakan pengawasan 
dapat mendelegasikan pengawasan kepada Pemerintah 
Daerah dan mengikutsertakan m asyarakat.  

 

7.  Ketentuan Pasal 183 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  

Pasal 183  

Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan 

kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 
dalam melaksanakan tugasnya dapat mengangkat tenaga 
pengawas dengan  tugas pokok untuk melakukan 
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pengawasan terhadap segala sesuatu yang berhubungan 
dengan sumber daya di bidang kesehatan dan upaya 

kesehatan.  

 

8. Ketentuan Pasal 187 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 187  

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawa san dalam 
penyelenggaraan upaya di bidang kesehatan diatur dalam  
Peraturan Pemerintah.  

 

9. Ketentuan Pasal 188 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  

Pasal 188  

Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan 

kewenangannya berdasarkan norma, standa r, prosedur, 
dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dapat 

mengambil tindakan administratif terhadap tenaga 
kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan yang 
melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang -

Undang ini.  

 

10.  Ketentuan Pasal 197  diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  

Pasal 197  

Setiap Orang yang dengan sengaja memproduksi atau 
mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan 
yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) , dan ayat (2) , dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun 
dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar 

lima ratus juta rupiah).  

 

Pasal 61   

Beberapa ketentuan dalam Undang -Undang Nomor 44 Tahun 
2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik 

Indo nesia Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5072) diubah  sebagai berikut : 

1.  Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 17  



 

379  

 

(1) Rumah Sakit yang tidak memenuhi persyaratan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, 

Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 
15, atau Pasal 16 dikena i sanksi administratif berupa:  

a. peringatan tertulis;  

b.  penghentian sementara kegiatan;  

c. denda aministratif;  

d.  pembekuan perizinan berusaha; dan / atau  

e. pencabutan perizinan berusaha.  

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran 

denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif 
sebagaimana  dimaksu d pada ayat (2) diatur dalam  

Peraturan Pemerintah.  

2.  Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 24  

(1) Pemerintah menetapkan klasifikasi rumah sakit 

berdasarkan kemampuan pelayanan, fasilitas 
kesehatan, sarana penunjang, dan sumber daya 
manusia.  

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai klasifikasi rumah sakit 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam  
Peraturan Pe merintah.  

3.  Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 25  

(1)  Setiap penyelenggara Rumah Sakit wajib memenuhi 
Perizinan Berusaha.  

(2)  Setiap penyelenggara Rumah Sakit yang tidak 
memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) diken ai sanksi administratif.  

(3)  Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan 
sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) diatur dalam  Peraturan Pemerintah  

4.  Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 26  

(1) Perizinan  Berus aha terkait Rumah Sakit sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 25 diberikan oleh Pemerintah 
Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan 
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kewenangannya berdasarkan klasifikasi Rumah Sakit 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.  

(2) Pelaksanaan Perizinan Berusaha terkait Ru mah Sakit 
oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan 

norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan 
oleh Pemerintah Pusat.  

5.  Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  

Pasal 27  

Perizinan Berusaha terkait Rumah Sakit sebaga imana 

dimaksud dengan Pasal 25 dapat dicabut jika:  

a. habis masa berlakunya;  

b.  tidak lagi memenuhi persyaratan dan standar;  

c.  terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan 
peraturan perundang -undangan; dan/atau  

d.   atas perintah pengadilan dalam rangka pe negakan 
hukum.  

6.  Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 28  

Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha terkait 
Rumah Sakit diatur dalam  Peraturan Pemerintah.  

 

7.  Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai 
beriku t:  

Pasal 29  

(1) Setiap Rumah Sakit mempunyai kewajiban:  

a. memberikan informasi yang benar tentang pelayanan 

Rumah Sakit kepada masyarakat;  

b.  memberi pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, 
anti  diskriminasi, dan efektif dengan mengutamakan 

kepentingan pasien  sesuai dengan standar pelayanan 
Rumah Sakit;  

c. memberikan pelayanan gawat darurat kepada pasien 
sesuai dengan kemampuan pelayanannya;  

d.  berperan aktif dalam memberikan pelayanan 

kesehatan pada bencana sesuai dengan kemampuan 
pelayanannya;  

e. menyediakan  sarana dan pelayanan bagi masyarakat 
tidak mampu atau miskin;  
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f.  melaksanakan fungsi sosial antara lain dengan 
memberikan fasilitas pelayanan pasien tidak 

mampu/miskin, pelayanan gawat darurat tanpa 
uang muka, ambulan gratis, pelayanan korban 

bencana dan kejadian luar biasa, atau bakti sosial 
bagi misi kemanusiaan;  

g. membuat, melaksanakan, dan menjaga standar 

mutu pelayanan kesehatan di Rumah Sakit sebagai 
acuan dalam melayani pasien;  

h.  menyelenggarakan rekam medis;  

i.  menyediakan sarana dan prasarana um um yang 
layak antara lain sarana ibadah, parkir, ruang 

tunggu, sarana untuk orang cacat, wanita menyusui, 
anak -anak, dan lanjut usia;  

j.  melaksanakan sistem rujukan;  

k.  menolak keinginan pasien yang bertentangan dengan 
standar profesi dan etika serta kete ntuan peraturan 

perundang -undangan;  

l.  memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur 
mengenai hak dan kewajiban pasien;  

m. menghormati dan melindungi hak pasien;  

n.  melaksanakan etika Rumah Sakit;  

o. memiliki sistem pencegahan kecelakaan dan 

penanggul angan bencana;  

p.  melaksanakan program pemerintah di bidang 

kesehatan, baik secara regional maupun nasional;  

q. membuat daftar tenaga medis yang melakukan 
praktik kedokteran atau kedokteran gigi dan tenaga 

kesehatan lainnya;  

r.  menyusun dan melaksanakan perat uran internal 
Rumah Sakit;  

s. melindungi dan memberikan bantuan hukum bagi 
semua petugas Rumah Sakit dalam melaksanakan 

tugas; dan  

t.  memberlakukan seluruh lingkungan rumah sakit 
sebagai kawasan tanpa rokok.  

(2) Pelanggaran  atas kewajiban sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dikena i sanksi admisnistratif berupa:  

a. teguran;  

b.  teguran tertulis;  

c. denda; dan/atau  



 

382  

 

d.  pencabutan Perizinan Rumah Sakit.  

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban Rumah 

Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 
pengenaan sanksi administratif sebagaimana pada ayat 

(2) diatur dalam  Peraturan Pemerintah.  

 

8.  Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  

Pasal 40  

(1) Dalam upaya peningkatan mutu pelayanan Rumah 

Sakit , wajib dilakukan akreditasi secara berkala minimal 
3 (tiga) tahun seka li.  

(2) Akreditasi Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilakukan  oleh suatu lembaga independen, baik 
dari dalam maupun dari luar negeri berdasarkan standar 

akreditasi yang berlaku.  

(3) Lembaga  independen sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) ditetapkan ole h Pemerintah Pusat.  

(4) Ketentuan  lebih lanjut mengenai akreditasi Rumah Sakit 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur 

dalam  Peraturan Pemerintah.  

9.  Ketentuan Pasal 54 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 54  

(1) Pemerintah Pusat dan Peme rintah Daerah dengan 

norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan 
oleh Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan 
pengawasan terhadap Rumah Sakit dengan melibatkan 

organisasi profesi, asosiasi perumahsakitan, dan 
organisasi kemasyarakatan lainnya s esuai dengan tugas 
dan fungsi masing -masing.  

(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diarahkan untuk:  

a. pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan yang 
terjangkau oleh masyarakat;  

b.  peningkatan mutu pelayanan kesehatan;  

c. keselamatan pa sien;  

d.  pengembangan jangkauan pelayanan; dan  

e. peningkatan kemampuan kemandirian Rumah Sakit.  

(3) Dalam melaksanakan tugas pengawasan, Pemerintah 
Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan 
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kewenangannya mengangkat tenaga pengawas sesuai 
kompetensi dan keahli annya.  

(4) Tenaga pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
melaksanakan pengawasan yang bersifat teknis medis 

dan teknis perumahsakitan.  

(5) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan, Pemerintah 
Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 

dapat mengenakan  sanksi administratif berupa:  

a. teguran;  

b.  teguran tertulis;  

c. denda; dan/atau  

d.  pencabutan Perizinan Rumah Sakit.  

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan 
pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat 
(2), ayat (3), ayat (4), serta kriteria, jenis, d an tata cara 

pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud 
pada  ayat (5) diatur dalam  Peraturan Pemerintah.  

 

10.  Ketentuan Pasal 62 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 62  

Setiap orang yang dengan sengaja menyelenggarakan 
Rumah Sakit tidak  memiliki Perizinan Berusaha 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) yang 
mengakibatkan timbulnya korban/kerusakan terhadap 

kesehatan, keselamatan, keamanan, dan lingkungan  
dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 
dan denda p aling ban yak Rp7.000.000.000,00  (tujuh miliar 

rupiah).  

 

Pasal 62   

Beberapa ketentuan dalam Undang -Undang Nomor 5 Tahun 
1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3671) diubah  sebagai berikut : 

1.  Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  

Pasal 5  

Psikotropika hanya dapat diproduksi oleh industri farmasi 
yang telah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah 
Pusat.  
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2.  Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 9  

(1) Psikotropika dalam bentuk obat jadi hanya dapat 

diedarkan setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari 
Pemerintah Pusat  

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam  
Peraturan Pemerintah.  

3.  Ketentuan Pasal 16 di ubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  

Pasal 16  

(1) Ekspor Psikotropika hanya dapat dilakukan oleh 
industri farmasi atau pedagang besar farmasi yang 
telah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah 

Pusat  

(2) Impor Psikotropika hanya dapat dilakukan oleh:  

a. In dustri farmasi atau pedagang besar farmasi yang 
telah memenuhi Perizinan Berusaha dari 
Pemerintah Pusat;  

b.  Lembaga penelitian atau lembaga pendidikan.  

(3) Lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilarang 

men gedarkan psikotropika yang diimpornya.  

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha 

diatur dalam  Peraturan Pemerintah.  

4.  Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 18  

(1) Untuk dapat memperoleh surat persetujuan ekspor 
atau surat  persetujuan impor, eksportir atau importir 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 mengajukan 
permohonan kepada Pemerintah Pusat.  

(2) Permohonan untuk memperoleh surat persetujuan 
ekspor psikotropika dila mpiri dengan surat persetuj uan 
impor psikotropika yang tel ah mendapat persetujuan 

impor psikotropika dari dan/atau dikeluarkan oleh 
pemerintah negara pengimpor psikotropika.  

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai surat persetujuan 
ekspor dan surat persetujuan impor diatur dalam  
Peraturan Pemerintah.  
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5.  Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga ber bunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 19  

Pemerintah Pusat menyampaikan surat persetujuan impor 

terkait impor psikotropika kepada pemerintah negara 
pengekspor psikotropika.  

6.  Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  

Pasal 20  

Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan ekspor atau 

impor psikotropika diatur dalam  Peraturan Pemerintah.  

7.  Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  

Pasal 21  

(1) Setiap pengangkutan ekspor psikotropika wajib 

dilengkapi dengan surat persetujuan ekspor 
psikotrop ika yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat.  

(2) Setiap pengangkutan impor psikotropika wajib 
dilengkapi dengan Surat Persetujuan Ekspor 
Psikotropika yang dikeluarkan oleh pemerintah negara 

pengekspor.  

8.  Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai 
ber ikut:  

Pasal 22  

(1) Eksportir psikotropika wajib memberikan surat 

persetujuan ekspor psikotropika yang diterbitkan oleh 
Pemerintah Pusat dan surat persetujuan impor 
psikotropika yang diterbitkan oleh pemerintah negara 

pengimpor kepada orang yang bertanggung  jawab atas 
perusahaan pengangkutan ekspor.  

(2) Orang yang bertanggung jawab atas perusahaan 

pengangkutan ekspor wajib memberikan surat 
persetujuan ekspor psikotropika yang diterbitkan oleh 

Pemerintah Pusat dan surat persetujuan impor 
psikotropika yang dit erbitkan oleh pemerintah negara 
pengimpor kepada penanggung jawab pengangkut.  

(3) Penanggung jawab pengangkut ekspor psikotropika 
wajib membawa dan bertanggung jawab atas 

kelengkapan surat persetujuan ekspor psikotropika 
yang diterbitkan oleh Pemerintah Pu sat dan surat 
persetujuan impor psikotropika yang diterbitkan oleh 

pemerintah negara pengimpor.  
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(4) Penanggung jawab pengangkut impor psikotropika yang 
memasuki wilayah Republik Indonesia wajib membawa 

dan bertanggung jawab atas kelengkapan surat 
persetuju an impor psikotropika yang diterbitkan oleh 

Pemerintah Pusat dan surat persetujuan ekspor 
psikotropika yang diterbitkan oleh pemerintah negara 
pengekspor.  

 

Pasal 63   

Beberapa ketentuan Undang -Undang Nomor 35 Tahun 2009 

tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik In donesia 
Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5062) diubah  sebagai berikut : 

1.  Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai  
berikut:  

Pasal 11  

(1) Industri farmasi tertentu dapat memproduksi 

narkotika setelah memenuhi Perizina n Berusaha dari 
Pemerintah Pusat.  

(2) Pemerintah Pusat melakukan pengendalian terhadap 

produksi Narkotika sesuai dengan rencana kebutuhan 
tahunan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 9.  

(3) Pemerintah Pusat melakukan pengawasan terhadap 
bahan baku, p roses produksi, dan hasil akhir dari 

produksi Narkotika sesuai dengan rencana kebutuhan 
tahunan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 9.  

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian 
Perizinan Berusaha, pengendalian, dan pengawasan 
sebagaima na dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan 

ayat (3) diatur dalam  Peraturan Pemerintah.  

2.  Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  

Pasal 15  

(1) Industri farmasi atau  perusahaan Pedagang Besar 

Farmasi milik negara dapat melaksanakan impor 
narkotika setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari 

Pemerintah Pusat.  

(2) Dalam keadaan tertentu, Pemerintah Pusat dapat 
memberi Perizinan Berusaha kepada perusahaan 

selain perusahaan milik negara sebagaimana 
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dimaksud pada ayat (1) yang memenuhi Perizinan 
Berusaha.  

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 

diatur dalam  Peraturan Pemerintah.  

3.  Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 16  

(1) Importir Narkotika harus memilik i Surat Persetujuan 
Impor yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat untuk 

setiap kali melakukan impor Narkotika.  

(2) Surat Persetujuan Impor Narkotika sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan hasil 
audit Pemerintah Pusat terhadap rencana kebut uhan 
dan realisasi produksi dan/atau penggunaan 

Narkotika.  

(3) Surat Persetujuan Impor Narkotika Golongan I dalam 

jumlah yang sangat terbatas hanya dapat diberikan 
untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan 
dan teknologi.  

(4) Surat Persetujuan Impor s ebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) disampaikan kepada pemerintah negara 
pengekspor.  

4.  Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 18  

(1) Industri farmasi atau p erusahaan Pedagang Besar 
Farmasi dapat melaksanakan ekspor narkotika sete lah 

memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.  

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam  

Peraturan Pemerintah.  

5.  Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  

Pasal 19  

(1) Eksportir Narkotika harus memiliki Surat 

Persetujuan Ekspor yang diterbitkan oleh Pemerintah 
Pusat untuk setiap kali melakukan ekspor Narkotika.  

(2) Untuk memperoleh Surat Persetujuan Ekspor 
Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
pemohon harus mela mpirkan surat persetujuan yang 

diterbitkan oleh negara pengimpor.  
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6.  Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 22  

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara 

memperoleh Surat Persetujuan Impor dan Surat 
Persetujuan Ekspor diatur dalam  Peraturan Pemerintah.  

7.  Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  

Pasal 24  

(1) Setiap pengangkutan impor Narkotika wajib 

dilengkapi dengan dokumen atau Surat Persetujuan 
Ekspor Narkotika yang sah sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang -undangan di negara 
pengekspor dan Surat Persetujuan Impor Narkotika 
yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat.  

(2) Setiap pengangkutan ekspor Nar kotika wajib 
dilengkapi dengan Surat Persetujuan Eksp or 

Narkotika yang diterbitkan oleh Pemerinta h Pusat 
dan dokumen atau Perizinan Berusaha terkait impor 
Narkotika yang sah sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang -undangan di negara 
pengimpor.  

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai dokumen atau 

Surat Persetujuan Ekspor  dan Surat Persetujuan 
Impor narkotika sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) 

dan ayat (2) diatur dalam  Peraturan Pemerintah.  

8.  Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 26  

(1) Eksportir Narkotika wajib memberikan Surat 
Persetujuan Ekspor Narkotika yang diterbitkan oleh 

Pemerintah Pu sat dan dokumen atau Surat 
Persetujuan Impor Narkotika yang sah sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang -undangan di negara 
pengimpor kepada orang yang bertanggung jawab 
atas perusahaan pengangkutan ekspor.  

(2) Orang yang bertanggung jawab atas perusaha an 
pengangkutan ekspor wajib memberikan Surat 

Persetujuan Ekspor Narkotika yang diterbitkan oleh 
Pemerintah Pusat dan dokumen atau Surat 
Persetujuan Impor Narkotika yang sah sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang -undangan di negara 
pengimpor kepada pe nanggung jawab pengangkut.  
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(3) Penanggung jawab pengangkut Ekspor Narkotika 
wajib membawa dan bertanggung jawab atas 

kelengkapan Surat Persetujuan Ekspor Narkotika 
yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan dokumen 

atau Surat Persetujuan Impor Narkotika ya ng sah 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -
undangan di negara pengimpor.  

9.  Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 36  

(1) Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat 
diedarkan setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari 

Pemerintah Pusat.  

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara 
Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) diatur dalam  Peraturan Pemerintah.  

10.  Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  

Pasal 39  

(1) Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri 

Farmasi, Pedagang Besar Farmasi , dan sarana 
penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai 
dengan ketentuan dalam Undang -Undang ini.  

(2) Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi , dan 
sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerint ah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi 
Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.  

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam  
Peraturan Pemerintah.  

 

Pasal 64   

Beberapa ketentuan dalam Undang -Un dang Nomor 18 Tahun 

2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5360) diubah  sebagai berikut : 

1.  Ketentuan Pasal 1 angka 7 diubah sehingga Pasal 1 
berbunyi sebagai berikut:  

Pasal 1  

Dalam Undang -Undang ini yang dimaksud dengan:  

1.  Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber 

hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, 
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perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang 
diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan 

sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi 
manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan 

baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan 
dalam penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan 
makanan atau minuman.  

2.  Kedaulatan Pangan adalah hak negara dan bangsa yan g 
secara mandiri menentukan kebijakan Pangan yang 
menjamin hak atas Pangan bagi rakyat dan yang 

memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan 
sistem Pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya 

lokal.  

3.  Kemandirian Pangan adalah kemampuan negara dan 
bang sa dalam memproduksi Pangan yang beraneka 

ragam dari dalam negeri yang dapat menjamin 
pemenuhan kebutuhan Pangan yang cukup sampai di 

tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi 
sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan 
kearifan lokal secara ber martabat.  

4.  Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan 
bagi negara sampai dengan perseorangan yang 
tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik 

jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, 
merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan 

dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat 
untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara 
berkelanjutan.  

5.  Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang 
diperlukan untuk mencegah Pangan dari kemungkinan 
cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapa t 

mengganggu, merugikan, dan membahayakan 
kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan 

agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga 
aman untuk dikonsumsi.  

6.  Produksi Pangan adalah kegiatan atau proses 

menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, 
men gawetkan, mengemas, mengemas kembali, 

dan/atau mengubah bentuk Pangan.  

7.  Ketersediaan Pangan adalah kondisi tersedianya 
Pangan dari hasil produksi dalam negeri, Cadangan 

Pangan Nasional, dan Impor Pangan.  

8.  Cadangan Pangan Nasional adalah persediaan Pangan 
di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia 

untuk konsumsi manusia dan untuk menghadapi 
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masalah kekurangan Pangan, gangguan pasokan dan 
harga, serta keadaan darurat.  

9.  Cadangan Pangan Pemerintah adalah persediaan 
Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh  Pemerintah.  

10.  Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi adalah 
persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh 
pemerintah provinsi.  

11.  Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota adalah 
persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh 
pemerintah kabupaten/kota.  

12.  Cadangan Pangan Pemerintah Desa adalah persediaan 
Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah 

desa.  

13.  Cadangan Pangan Masyarakat adalah persediaan 
Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh masyarakat di 

tingkat pedagang, komunitas, dan rumah tangga.  

14.  Penyelen ggaraan Pangan adalah kegiatan perencanaan, 

pelaksanaan, dan pengawasan dalam penyediaan, 
keterjangkauan, pemenuhan konsumsi Pangan dan 
Gizi, serta keamanan Pangan dengan melibatkan peran 

serta masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu.  

15.  Pangan Pokok adalah  Pangan yang diperuntukkan 
sebagai makanan utama sehari -hari sesuai dengan 

potensi sumber daya dan kearifan lokal.  

16.  Penganekaragaman Pangan adalah upaya peningkatan 

ketersediaan dan konsumsi Pangan yang beragam, 
bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi s umber 
daya lokal.  

17.  Pangan Lokal adalah makanan yang dikonsumsi oleh 
masyarakat setempat sesuai dengan potensi dan 
kearifan lokal.  

18.  Pangan Segar adalah Pangan yang belum mengalami 
pengolahan yang dapat dikonsumsi langsung dan/atau 

yang dapat menjadi bahan bak u pengolahan Pangan.  

19.  Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil 
proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau 

tanpa bahan tambahan.  

20.  Petani adalah warga negara Indonesia, baik 

perseorangan maupun beserta keluarganya yang 
melakukan usaha tani di b idang Pangan.  

21.  Nelayan adalah warga negara Indonesia, baik 

perseorangan maupun beserta keluarganya yang mata 
pencahariannya melakukan penangkapan ikan.  
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22.  Pembudi Daya Ikan adalah warga negara Indonesia, 
baik perseorangan maupun beserta keluarganya yang 

mata p encahariannya membesarkan, membiakkan, 
dan/atau memelihara ikan dan sumber hayati perairan 

lainnya serta memanen hasilnya dalam lingkungan 
yang terkontrol.  

23.  Perdagangan Pangan adalah setiap kegiatan atau 

serangkaian kegiatan dalam rangka penjualan 
dan/atau pembelian Pangan, termasuk penawaran 
untuk menjual Pangan dan kegiatan lain yang 

berkenaan dengan pemindahtanganan Pangan dengan 
memperoleh imbalan.  

24.  Ekspor Pangan adalah kegiatan mengeluarkan Pangan 
dari daerah pabean negara Republik Indonesia yang 
meliput i wilayah darat, perairan, dan ruang udara di 

atasnya, tempat -tempat tertentu di Zona Ekonomi 
Eksklusif, dan landas kontinen.  

25.  Impor Pangan adalah kegiatan memasukkan Pangan ke 
dalam daerah pabean negara Republik Indonesia yang 
meliputi wilayah darat, perai ran, dan ruang udara di 

atasnya, tempat -tempat tertentu di Zona Ekonomi 
Eksklusif, dan landas kontinen.  

26.  Peredaran Pangan adalah setiap kegiatan atau 

serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran Pangan 
kepada masyarakat, baik diperdagangkan maupun 

tidak.  

27.  Bantuan Pangan adalah Bantuan Pangan Pokok dan 
Pangan lainnya yang diberikan oleh Pemerintah, 

Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat dalam 
mengatasi Masalah Pangan dan Krisis Pangan, 
meningkatkan akses Pangan bagi masyarakat miskin 

dan/atau rawan Pangan dan Gizi, dan kerja sama 
internasional.  

28.  Masalah Pangan adalah keadaan kekurangan, 
kelebihan, dan/atau ketidakmampuan perseorangan 
atau rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan 

Pangan dan Keamanan Pangan.  

29.  Krisis Pangan adalah kondisi kelangkaan Pangan yang 

dialami  sebagian besar masyarakat di suatu wilayah 
yang disebabkan oleh, antara lain, kesulitan distribusi 
Pangan, dampak perubahan iklim, bencana alam dan 

lingkungan, dan konflik sosial, termasuk akibat perang.  

30.  Sanitasi Pangan adalah upaya untuk menciptakan dan 
mempertahankan kondisi Pangan yang sehat dan 

higienis yang bebas dari bahaya cemaran biologis, 
kimia, dan benda lain.  
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31.  Persyaratan Sanitasi adalah standar kebersihan dan 
kesehatan yang harus dipenuhi untuk menjamin 

Sanitasi Pangan.  

32.  Iradiasi Pangan adalah me tode penanganan Pangan, 

baik dengan menggunakan zat radioaktif maupun 
akselerator untuk mencegah terjadinya pembusukan 
dan kerusakan, membebaskan Pangan dari jasad renik 

patogen, serta mencegah pertumbuhan tunas.  

33.  Rekayasa Genetik Pangan adalah suatu proses  yang 
melibatkan pemindahan gen (pembawa sifat) dari suatu 

jenis hayati ke jenis hayati lain yang berbeda atau sama 
untuk mendapatkan jenis baru yang mampu 

menghasilkan produk Pangan yang lebih unggul.  

34.  Pangan Produk Rekayasa Genetik adalah Pangan yang 
dipr oduksi atau yang menggunakan bahan baku, bahan 

tambahan Pangan, dan/atau bahan lain yang 
dihasilkan dari proses rekayasa genetik.  

35.  Kemasan Pangan adalah bahan yang digunakan untuk 
mewadahi dan/atau membungkus Pangan, baik yang 
bersentuhan langsung dengan Pa ngan maupun tidak.  

36.  Mutu Pangan adalah nilai yang ditentukan atas dasar 
kriteria keamanan dan kandungan Gizi Pangan.  

37.  Gizi adalah zat atau senyawa yang terdapat dalam 

Pangan yang terdiri atas karbohidrat, protein, lemak, 
vitamin, mineral, serat, air, dan kom ponen lain yang 

bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia.  

38.  Setiap Orang adalah orang perseorangan atau 
korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang 

tidak berbadan hukum.  

39.  Pelaku Usaha Pangan adalah Setiap Orang yang 
bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis 

Pangan, yaitu penyedia masukan produksi, proses 
produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan, dan 

penunjang.  

40.  Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, 
adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang 

kekuasaan Pemerintahan nega ra Republik Indonesia 
sebagaimana dimaksud dalam Undang -Undang Dasar 

Negara  Republik Indonesia Tahun 1945.  

41.  Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kew enangan daerah otonom.  
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2.  Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 14  

(1) Sumber penyediaan Pangan diprioritaskan berasal dari:  

a. Produksi Pangan dalam negeri;  

b.  Cadangan Pangan Nasional; dan/atau  

c. Impor.  

(2) Sumber penyediaan Pangan sebagaima na dimaksud 
pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan 
kepentingan Petani, Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan 

Pelaku Usaha Pangan mikro dan kecil melalui kebijakan 
tarif dan non tarif.  

3.  Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai  
berikut:  

Pasal 15  

(1) Produksi Pangan dalam negeri digunakan untuk 
memenuhi kebutuhan konsumsi Pangan . 

(2) Dalam hal Ketersediaan Pangan untuk kebutuhan 
konsumsi dan cadangan Pangan sudah tercukupi, 
kelebihan Produksi Pangan dalam negeri dapat 

digunakan untuk keperluan lai n.  

4.  Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 36  

(1) Impor Pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan 

dalam negeri.  

(2) Impor Pangan Pokok dilakukan untuk memenuhi 
kebutuhan konsumsi dan cadangan pangan nasional.  

(3) Impor Pangan dan Impor Pangan P okok sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh 
Pemerintah Pusat dengan memperhatikan kepentingan 

Petani, Nelayan, Pembudi Daya Ikan,  serta  Pelaku 
Usaha Pangan mikro dan kecil.  

5.  Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai 
beriku t:  

Pasal 39  

Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan dan peraturan 
Impor Pangan dalam ran gka keberlanjutan usaha tani, 

peningkatan kesejahteraan petani, Nelayan, Pembudi Daya 
Ikan,  serta  Pelaku Usaha Pangan mikro dan kecil.  
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6.  Ketentuan Pasal 68 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 68  

(1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjamin 

terwujudnya penyelenggaraan Keamanan Pangan di 
setiap rantai Pangan secara terpadu.  

(2) Pemerintah Pusat menetapkan norma, standar, 

prosedur, dan kriteria Keamanan Pang an.  

(3) Pelaku Usaha Pangan termasuk Usaha Mikro dan 
Kecil wajib menerapkan norma, standar, prosedur, 

dan kriteria Keamanan Pangan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2).   

(4) Penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria 
Keamanan Pangan sebagaimana dimaks ud pada ayat 
(3) dilakukan secara bertahap berdasarkan jenis 

Pangan dan skala usaha Pangan.  

(5) Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah wajib 

membina dan mengawasi pelaksanaan penerapan 
norma, standar, prosedur, dan kriteria Keamanan 
Pangan sebagaimana dim aksud pada ayat (3) dan ayat 

(4). 

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai norma, standar, 
prosedur , dan kriteria Keamanan Pangan termasuk 

pentahapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
diatur dalam  Peraturan Pemerintah.  

7.  Ketentuan Pasal 72 diubah sehingga ber bunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 72  

(1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1), Pasal 71 ayat (1) , 
dan/ atau ayat (2) dikenai sanksi administratif.  

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) berupa:  

a. denda;  

b.  penghentian sementara dari kegiatan, produksi, 
dan/atau peredaran;  

c. penarikan Pangan dari peredaran oleh produsen;  

d.  ganti rugi; dan/atau  

e. pencabutan Perizinan Berusaha.  

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, 
besaran denda, d an tata cara pengenaan sanksi 

administratif diatur dalam Peraturan Pemerintah.  
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8.  Ketentuan Pasal 74 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 74  

(1) Pemerintah Pusat wajib  memeriksa keamanan bahan 

yang akan digunakan sebagai bahan tambahan 
Pangan yang belum diketahui dampaknya bagi 
kesehatan manusia dalam kegiatan atau proses 

Produksi Pangan untuk diedarkan.  

(2) Pemeriksaan keamanan bahan tambahan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 

rangka pemenuhan Perizinan Berusaha dari 
Pemerintah Pusa t.  

9.  Ketentuan Pasal 77 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 77  

(1) Setiap Orang dilarang memproduksi Pangan yang 
dihasilkan dari Rekayasa Genetik Pangan yang belum 

memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.  

(2) Setiap Orang yang melakukan  kegiatan atau proses 
Produksi Pangan dilarang menggunakan bahan baku, 

bahan tambahan Pangan, dan/atau bahan lain yang 
dihasilkan dari Rekayasa Genetik Pangan yang belum 
memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.  

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai  Perizinan Berusaha 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 

diatur dalam  Peraturan Pemerintah.  

10.  Ketentuan Pasal 81 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 81  

(1) Iradiasi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
80 ayat (1) dilakukan berdasar kan Perizinan Berusaha 

dari Pemerintah Pusat.  

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam  
Peraturan Pemerintah.  

11.  Pasal 87 dihapus.  

12.  Ketentuan Pasal 88 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 88  

(1) Pelaku Usaha Pangan di bidang Pangan Segar harus 
memenuhi standar Keamanan Pangan dan Mutu 

Pangan Segar.  
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(2) Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai 
dengan  kewenangannya  wajib membina, mengawasi, 

dan memfasilitasi pengembangan usaha Pangan Segar 
untuk memenuhi persyaratan teknis minimal 

Keamanan Pangan dan Mutu Pangan  berdasarkan 
norma, standar, prosedur, dan kriteria yang 
ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.  

(3) Penerapan standar Keamanan Pangan dan Mutu 
Pangan Segar sebagaimana dimaksud pada  ayat (1) 
dilakukan secara bertahap sesuai dengan jenis Pangan 

Segar serta jenis dan/atau skala usaha.  

13.  Di antara Pasal 89 dan Pasal 90 disisipkan satu pasa l, 

yakni Pasal 89A sehingga berbunyi sebagai berikut:  

Pasal 89A  

(1) Setiap Orang yang melanggar keten tuan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1), Pasal 86 ayat (2),   
atau Pasal 89 dikenai sanksi administratif.  

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) berupa:  

a. denda;  

b.  penghentian sementara dari kegiatan, produksi, 
dan/atau per edaran;  

c. penarikan Pangan dari peredaran oleh produsen;  

d.  ganti rugi; dan/atau  

e. pencabutan Perizinan Berusaha.  

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, 
besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi 
administratif diatur dalam Peraturan Peme rintah.  

14.  Ketentuan Pasal 91 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 91  

(1) Dalam hal pengawasan keamanan, mutu, dan Gizi, 
setiap Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri 

atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam 
kemasan eceran, Pelaku Usaha Pang an wajib 
memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat 

atau Pemerintah Daerah sesuai dengan 
kewenangannya berdasarkan norma, standar, 

prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh 
Pemerintah Pusat.  

(2) Kewajiban memenuhi Perizinan Berusaha 

sebagaimana di maksud pada ayat (1) dikecualikan 
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terhadap produk Pangan Olahan tertentu yang 
diproduksi oleh Usaha Mikro dan Kecil.  

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 

diatur dalam  Peraturan Pemerintah.  

15.  Ketentuan Pasal 133 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 133  

Pelaku Usaha Pangan yang dengan sengaja menimbun 
atau menyimpan melebihi jumlah maksimal sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 53 dengan maksud untuk 
memperoleh keuntungan yang mengakibatkan  harga 

Pangan Pokok menjadi mahal atau melambung tinggi 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) 
tahun atau denda paling banyak Rp150.000.000.000,00 

(seratus lima puluh miliar rupiah).  

16.  Ketentuan Pasal 134 diubah sehingga berbunyi sebagai 

beriku t:  

Pasal 134  

(1) Setiap Orang yang melakukan Produksi Pangan 

Olahan tertentu untuk diperdagangkan, yang dengan 
sengaja tidak menerapkan tata cara pengolahan 
Pangan , yang dapat menghambat penurunan atau 

kehilangan kandungan Gizi bahan baku Pangan yang 
digunakan  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 

ayat (1)  dan  yang mengakibatkan timbulnya 
korban/kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan, 
keamanan, dan lingkungan dipidana dengan pidana 

penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling 
banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).  

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) 

dikecualikan dari pengenaan sanksi pidana terhadap 
pelanggaran yang dilakukan oleh seti ap orang yang 

melakukan usaha dan/atau kegiatan berisiko rendah 
atau sedang.  

(3) Pelaku usaha dan/atau kegiatan yang melakukan 

pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dikenai sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

72.  

17.  Ketentuan Pasal 135 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 135  

(1) Setiap Orang yang menyelenggarakan kegiatan atau 
proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, 
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dan/atau peredaran Pangan yang tidak memenuhi 
Persyaratan Sanitasi Pangan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 71 ayat (2) yang mengakibatkan 
timbulnya korban/kerusakan terhadap kesehatan, 

keselamatan, keamanan, dan lingkungan dipida na 
dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau 
denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat 

miliar rupiah).  

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) 
dikecualikan dari pengenaan sanksi pidana terhadap 

pelanggaran yang dilakukan oleh seti ap oran g yang 
melakukan usaha dan/atau kegiatan berisiko rendah 

atau sedang.  

(3) Pelaku usaha dan/atau kegiatan yang melakukan 
pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dikenai sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
72.  

18.  Ketentuan Pasal 139 diubah sehingga b erbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 139  

(1) Setiap Orang yang dengan sengaja membuka kemasan 
akhir Pangan untuk dikemas kembali dan 
diperdagangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

84 ayat (1) yang mengakibatkan timbulnya korban 
gangguan  kesehatan manusia dipid ana dengan 

pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau 
denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh 
miliar rupiah).  

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dikecualikan dari pengenaan sanksi pidana terhadap 
pelanggaran yang dilakukan oleh seti ap orang yang 

melakukan usaha dan/atau kegiatan berisiko rendah 
atau sedang.  

(3) Pelaku usaha dan/atau kegiatan yang melakukan 
pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dikenai sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

72.  

19.  Ketentuan Pasal 140 diubah  sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  

Pasal 140  

(1) Setiap Orang yang memproduksi dan 

memperdagangkan Pangan yang dengan sengaja tidak 
memenuhi standar Keamanan Pangan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) yang 

mengakibatkan timbulnya korban gangguan  
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kesehatan manusia dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak 

Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).  

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dikecualikan dari pengenaan sanksi pidana terhadap 
pelanggaran y ang dilakukan oleh seti ap orang yang 
melakukan usaha dan/atau kegiatan berisiko rendah 

atau sedang.  

(3) Pelaku usaha dan/atau kegiatan yang melakukan 
pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dikenai sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
89A.  

20.  Ketent uan Pasal 141 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 141  

(1) Setiap Orang yang dengan sengaja memperdagangkan 
Pangan yang tidak sesuai dengan Keamanan Pangan 

dan Mutu Pangan yang tercantum dalam label 
Kemasan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasa l 
89 yang mengakibatkan timbulnya gangguan  

kesehatan manusia dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak 
Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).  

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dikecualikan dari pen genaan sanksi pidana terhadap 

pelanggaran yang dilakukan oleh seti ap orang yang 
melakukan usaha dan/atau kegiatan berisiko rendah 
atau menengah . 

(3) Pelaku usaha dan/atau kegiatan yang melakukan 
pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dikenai sanksi administratif  sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 89A  ayat (2). 

21.  Ketentuan Pasal 14 2 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  

Pasal 142  

(1) Pelaku Usaha Pangan yang dengan sengaja tidak 

memiliki Perizinan Berusaha terkait Pangan Olahan 
yang dibuat di  dalam negeri atau yang diimpor untuk  

diperdagangkan dalam kemasan eceran sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda 

paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar 
rupiah).  
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(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dikec ualikan dari pengenaan sanksi pidana terhadap 

pelanggaran yang dilakukan oleh seti ap orang yang 
melakukan usaha dan/atau kegiatan berisiko rendah 

atau menengah . 

(3) Pelaku usaha dan/atau kegiatan yang melakukan 
pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dike nai sanksi administratif  sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 89A ayat (2 ). 

 

Paragraf 12  

Pendidikan dan Kebudayaan  

 

Pasal 65   

(1) Pelaksanaan perizinan pada sektor pendidikan dapat 

dilakukan melalui Perizinan Berusaha sebagaimana 
dimaksud dalam Undang -Undang ini.  

(2) Ketentuan lebih  lanjut pelaksanaan perizinan pada sektor 
pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur 
dalam  Peraturan Pemerintah.  

 

Pasal 66   

Untuk mempermudah pelaku usaha perfilman d alam 

melakukan kegiatan usaha, Undang -Undang ini mengubah, 
menghapus, atau menetapkan pen gaturan baru yang diatur 

dalam Undang -Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang 
Perfilman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5060)  diubah  sebagai berikut:  

1.  Ketentuan Pasal 14 diubah sehing ga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 14  

(1) Jenis usaha perfilman sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 8 ayat (2) wajib memenuhi Perizinan Berusaha 
dari Pemerintah Pusat.  

(2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) tidak termasuk Perizinan Berusah a terkait 
pertunjukan film yang dilakukan melalui penyiaran 

televisi atau jaringan teknologi informatika . 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan berusaha 
diatur dalam  Peraturan Pemerintah.  




